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MANAJEMEN SUMBER DAYA
MANUSIA DAN PERSONALIA

Dr. Haninun., SE., MS. Ak.
Universitas Bandar Lampung

Pendahuluan

Manakala kita berbicara tentang pentingnya manajemen
sumber daya manusia (SDM), maka tidak bisa lepas
upaya kita untuk mengembangkan peningkatan kualitas
sumber daya manusia. Peran serta sumber daya
manusia dalam pembangunan ekonomi bukan saja
hanya aktif melainkan kesadaran yang dimilikinya tanpa
dikendalikan sudah aktif, artinya bukan karena dipaksa,
dan itulah sebenarnya hakikat peran serta sumber daya

manusia dalam pembangunan ekonomi yang
diharapkan. Manajemen sumber daya manusia dalam
pembangunan ekonomi dapat dibagi dalam dua

kelompok yaitu manajemen sumber daya manusia
perusahaan dan manajemen sumber daya manusia
masyarakat:

1. Manajemen sumber daya manusia perusahaan
mempunyai posisi yang sangat penting karena para
karyvawan mempunyai fungsi sebagai perumus,
perencana, pelaksana, pengendali, maupun yang
mengevaluasi pembangunan ekonomi. Sebagai kunci
manajemen sumber daya manusia aparatur harus
mempunyai kriteria bersih, disiplin, berwibawa
dalam melaksanakan tugas, selalu
memperhitungkan efektivitas dan efesiensi kerja,
tanpa Manajemen sumber daya  manusia



pembangunan ekonomi suatu negara tidak akan
membawa hasil yang baik, dalam pengelolaan
negara.

2. Manajemen sumber daya manusia masyarakat, juga
memegang posisi yang sangat penting karena tanpa
partisipasi mereka dalam setiap kegiatan pemerintah
tidak akan membawa hasil yang baik, dan setiap
pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh
pemerintah sasarannya adalah untuk memberikan
kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat
sebagai sasaran pembangunan ekonomi .

Dengan demikian bahwa, peranan Manajemen Sumber
Daya Manusia (SDM) sangat menentukan dalam
kelangsungan hidup suatu negara atau organisasi
organisasi. Namun ada yang lebih menentukan lagi,
yaitu bagaimana pengelolaan manusianya. Baik
buruknya Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
sangat tergantung pada sumber daya yang dimilikinya,
dan manakala kualitas sumber daya yang dimiliki baik,
maka proses manajemen berjalan baik serta tujuan
dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh
organisasi.

Sebagai faktor pertama dan utama dalam proses
pembangunan ekonomi, sumber daya manusia selalu
menjadi subjek dan objek pembangunan ekonomi. Proses
administrasi pun sangat dipengaruhi oleh manajemen
sumber daya manusia, dan ada empat macam klasifikasi
sumber daya manusia sebagaimana dikemukakan oleh
Ermaya (2008) yaitu:

1. Manusia atau orang-orang yang mempunyai
kewenangan dalam organisasi, untuk menetapkan,
mengendalikan dan mengarahkan pencapaian
tujuan yang disebut administrator.

2. Manusia atau orang-orang yang mengendalikan dan
memimpin usaha sebagai pelaksana agar proses
pencapaian tujuan yang dilaksanakan bisa tercapai
sesuai rencana disebut pimpinan atau manajer.



Manusia atau orang-orang yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat dan langsung dapat melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-
masing atau jabatan yang dipegangnya. Kebutuhan akan
keluaran (manusia Dberkualitas) terasa semakin
meningkat dalam era pembangunan ekonomi dewasa
ini, karena era termaksud merupakan era reformasi yang
akan banyak menuntut peran serta sumber daya
manusia yang memiliki kemampuan profesional sebagai
pelaksana kebijakan. Hal tersebut mengisyaratkan
bahwa untuk meningkatkan kemampuan sumber daya
manusia perlu pendidikan dengan berbagai programnya
yang mempunyai peranan penting dalam proses
memperoleh dan meningkatkan kualitas kemampuan
profesional sumber daya manusia, dalam melaksanakan
pembangunan ekonomi karena hal ini sangat
dibutuhkan sebagai aset dalam pelaksanaan
pembangunan ekonomi .

Dengan demikian, sumber daya manusia tidak henti-
hentinya ditantang untuk lebih mampu mengembangkan
potensi yang ada, ditambah upaya lain dalam kaitannya
dengan peningkatan kualitas kemampuan dan sekaligus
mendukung produktivitas kerja. Peningkatan kualitas
kemampuan profesional sumber daya manusia melalui
program pendidikan, latihan dan pengembangan yang
disesuaikan dengan perkembangan serta kemajuan ilmu
dan teknologi dalam bentuk inovasi yang tidak dapat
terlepas dari program perencanaan tenaga kerja, yang
terus dipersiapkan sesuai dengan perkembangan saat ini
dan kedepan, sehingga sumber daya manusia tidak lagi
menjadi beban, tetapi merupakan aset nasional yang
mampu bekerja secara produktif. Artinya bahwa
peningkatan kualitas kemampuan profesional sumber
daya manusia, merupakan proses yang berlanjut dari
pendidikan, latihan kerja dan pengembangan yang terus
mengalami perubahan secara dinamis, sesuai dengan
kemajuan ilmu dan teknologi serta program peningkatan
kualitas kemampuan profesional, sumber daya manusia
sebagai bagian dari perencanaan tenaga kerja dalam
suatu sistem nasional, yang memerlukan adanya suatu
keterpaduan dan arah yang jelas serta berkelanjutan
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dalam jalur pendidikan dan latihan kerja. Selain itu
perlu didorong pula oleh perubahan sistem nilai (value
System) pendukung produktivitas seperti etos kerja,
motivasi dan orientasi ke masa depan yang terus
berkembang.

Perencanaan Sumber Daya Manusia

Salah satu definisi klasik tentang perencanaan
mengatakan bahwa perencanaan pada dasarnya
merupakan pengambilan keputusan sekarang tentang
hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan. Berarti
apabila berbicara tentang perencanaan sumber daya
manusia yang menjadi fokus perhatian ialah langkah-
langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna
lebih menjamin bagi organisasi tentang tersedia tenaga
kerja yang lebih menduduki berbagai kedudukan,
jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktunya.
Kesemuanya dalam rangka pencapaian tujuan dan
berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan.
Hubungan ini harus dilihat secara konseptual dalam arti
yang dikaitakan dalam tiga hal, yaitu:

1. Penunaian kewajiban sosial dalam organisasi.
2. Pencapaian tujuan suatu organisasi.

3. Pencapaian tujuan-tujuan pribadi yang ada dalam
suatu organisasi.

Tuntutan menyelenggarakan fungsi perencanaan sumber
daya manusia dengan baik jelas lagi apabila diingat daya
usaha mencapai ketiga hal tersebut. Setiap organisasi
selalu dihadapkan kepada berbagai faktor yang dapat
mempengaruhi perkembangannya, yang berada di luar
kendali organisasi untuk dapat mengatasinya.
Perencanaan sumber daya manusia tidak bisa diper-
cayakan hanya kepada tenaga-tenaga profesional
menangani masalah-masalah kekaryawan an saja,
melainkan harus menyelenggarakan fungsi utama.
Ketelibatan itu sangat penting bahkan mutlak karena
pada prinsipnya bahwa setiap pimpinan pada dasarnya
adalah manajer sumber daya manusia, yang
mengendalikan para karyawan atau karyawannya.
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Pengembangan sumber daya insani, baik dalam arti
makro maupun mikro, mempunyai titik tolak persepsi
yang biasa digunakan yang sifatnya sangat fundamental
adalah bahwa “Bagi suatu organisasi besar ataupun
organisasi kecil maka, manusia merupakan sumber
daya yang paling berharga yang dimilikinya dalam
melaksanakan seluruh kegiatan organisasi (Siagian,
1995). Dikatakan paling berharga karena dari semua
sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi dan
yang mungkin dimilikinya, hanya sumber daya insanilah
yang mempunyai harkat dan martabat yang harus
dihargai dan bahkan dijunjung tinggi. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa fungsi perencanaan harus
mencakup perencanana sumber daya manusia untuk
satuan kerja yang dipimpinnya, bekerja sama dengan
para tenaga spesialis yang terdapat dalam satuan tenaga
yang mengelola sumber daya manusia dalam organisasi.

Dalam hubungannya dengan perencanaan tenaga kerja
untuk masa yang akan datang mempunyai peranan yang
sangat penting, dengan perencanaan yang matang
persyaratan tenaga kerja untuk menduduki jabatan yang
sering berubah karena kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang sangat cepat. Perubahan teknologi ini
berakibat juga pengenalan akan persyaratan dan
perlengkapan yang dibutuhkannya, dan proses-proses
baru, yang juga dapat mengakibatkan perubahan
jabatan-jabatan yang telah ada dalam organisasi sebagai
konsekuensi perkembangan kebutuhan organisasi.
Melalui proses perencanaan tenaga kerja peran mana-
jemen terhadap sumber daya manusia sangat
dibutuhkan. Dengan demikian maka kebutuhan
kebutuhan tersebut berkembang sesuai keterampilan
bagi tenaga kerjanya. Dengan penyesuai perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi juga membuat
instrumen persyaratan bagi calon tenaga kerja harus
selalu menyesuaikan, kalau tidak akan ketinggalan,
dengan kondisi saat ini dan pada masa mendatang.
Disini  diajukan empat dimensi pokok dalam
perencanaan sumber daya manusia, yakni:



1. Kebutuhan karena pengaruh globalisasi dan
lingkungan setempat.

2. Rencana kebutuhan organisasi tentang manajemen
sumber daya manusia.

3. Aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan organisasi.

4. Kebutuhan karena adanya perubahan organisasi.

Untuk kepentingan organisasi, maka perencanaan
sumber daya manusia sangat penting yang diharapkan
dapat meningkatkan efektivitas dan efesiensi kerja
organisasi. Upaya yang dilakukan oleh organisasi
biasanya melalui promosi terhadap karyawan yang
berprestasi. Dengan perencanaan tenaga kerja yang baik,
diharapkan dapat ditentukan upaya yang akan
dilakukan untuk mengembangkan manajemen sumber
daya manusia. Pemanfaatan perencanaan dimaksudkan
adalah memperhitungkan tingkat efisiensi dalam
mengembangkan Manajemen Sumber Daya Manusia.
Untuk dapat memastikan organisasi diperlukan
perencanaan tenaga kerja agar:

1. Mendapat dan mempertahankan kuantitas maupun
kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan.

2. Mampu untuk mengantisipasi masalah-masalah
yang timbul dari keadaan potensial yang dimiliki
maupun kekurangan yang dimiliki.

3. Memperhitungkan akibat situasi dan kondisi
lingkungan, menuntut dinamika kehidupan yang
andal.

Dengan demikian bahwa perencanaan sumber daya
manusia dibuat berdasarkan sistem informasi sumber
daya manusia, dan digunakan juga untuk menyiapkan
informasi statistik kerja dan menganalisis keluarnya
tenaga kerja siap pakai. Proses pengembangan
manajemen sumber daya manusia sebagai dasarnya
dimulai dari perencanaan strategis tenaga kerja, strategis
ini diarahkan kepada tenaga kerja kepengertian yang
lebih khusus pada masa yang akan datang. Tujuannya



membantu dan memastikan bahwa  organisasi
memperoleh tingkat kemampuan yang dibutuhkan
dalam pekerjaan mereka dengan cepat dan ekonomi,
serta mengembangkan kemampuan dari staf yang
dimilikinya, lebih meningkatkan hasil kerjanya dan
dipersiapkan juga agar tenaga kerja yang sudah memiliki
jabatan/tanggung jawab perkerjaan lebih dipercaya lagi
untuk menduduki jabatan yang besar di masa yang akan
datang.

Ketersediaan sumber daya manusia yang baik maka
organisasi akan tetap bertahan dan berkembang serta
menyesuaikan diri dengan lingkungan, manakala
didukung oleh ketangguhan manusianya. Untuk
mewujudkan ketangguhan manusia dalam organisasi,
analisis pekerjaan yang sering disebut analisis jabatan,
merupakan syarat mutlak yang harus dilaksanakan.
Melalui analisis pekerjaan akan dapat perkiraan
pekerjaan atau jabatan, dan analisis selanjutnya dari
perkiraan tersebut akan diperoleh suatu petunjuk atau
pedoman yang mencakup:

1. Sebagai petunjuk atau pedoman untuk kebutuhan
tenaga kerja, kriteria, jabatan, dan penguasaan
dalam jabatan selaku tenaga kerja organisasi.

2. Sebagai petunjuk untuk menetapkan tingkatan
jabatan dalam organisasi.

3. Sebagai pedoman untuk menetapkan tingkat prestasi
kerja karyawan .

Petunjuk program Pendidikan dan pelatihan.

5. Sebagai pedoman untuk menetapkan rencana tenaga
kerja.

6. Sebagai pedoman untuk alih jabatan/pekerjaan.
Sebagai pedoman untuk memberikan penghargaan.

8. Sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam
mengembangkan organisasi.



Sesungguhnya tidak banyak hal dalam manajemen
termasuk manajemen sumber daya manusia yang dapat
dinyatakan secara aksiomatik. Akan tetapi, dalam hal
perencanaan dapat dikatakan secara kategorikal bahwa
perencanaan mutlak perlu dalam suatu organisasi,
bukan hanya karena setiap organisasi pasti menghadapi
masa depan yang selalu "diselimuti" oleh ketidakpastian,
tetapi juga karena sumber daya yang dimiliki selalu
terbatas, padahal tujuan organisasi yang ingin dicapai
selalu tidak terbatas.

Situasi keterbatasan itu memberi petunjuk bahwa
sumber dana, sumber daya dan sumber daya manusia
harus direncanakan sebagai pelaksana kegiatan dan
digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh manfaat
yang semaksimal mungkin. Perencanaan sumber daya
manusia yang matang memungkinkan hal itu terjadi.
Paling sedikit terdapat enam manfaat yang dapat dipetik
melalui suatu perencanaan sumber daya manusia secara
mantap.

1. Organisasi dapat memanfaatkan sumber daya
manusia yang sudah ada dalam organisasi secara
lebih baik. Merupakan hal yang wajar apabila
seorang pimpinan mengambil keputusan tentang
masa depan yang diinginkannya berangkat dari
kekuatan dan kemampuan sumber daya manusia
yang sudah dimilikinya. Berarti perencanaan sumber
daya manusia pun perlu djawali dengan kegiatan
inventarisasi tentang sumber daya manusia yang
sudah terdapat dalam organisasi. Inventarisasi
tersebut antara lain menyangkut:

a. Jumlah tenaga kerja yang ada.

b. Berbagai kualifikasinya, baik pendidikan
maupun keahliannya.

c. Masa kerja masing-masing.

Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki baik
karena pendidikan formal maupun program
pelatihan yang pernah diikuti.

e. Bahan yang masih perlu dikembangkan.
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f. Minat pekerjaan yang bersangkutan terutama
yang berkaitan dengan kegiatan di luar tugas
pekerjaannya sekarang.

Hasil inventarisasi demikian sangat penting, bukan
hanya dalam rangka pemanfaatan sumber daya
manusia dalam melaksanakan tugas-tugas sekarang,
tetapi untuk kepentingan pada masa depan, untuk
itu maka kebutuhan untuk masa depan terlu
dipersiapkan, yaitu:

a. Promosi orang-orang tertentu dalam mengisi
lowongan jabatan yang lebih tinggi karena
berbagai sebab terjadi kekosongan.

b. Peningkatan kemampuan melaksanakan tugas
yang sama baik dalam organisasi maupun diluar
organisasi.

c. Dalam hal terjadinya alih wilayah kerja yang
berarti seseorang ditugaskan ke lokasi baru
tetapi sifat tugas dan jabatannya tidak
mengalami perubahan.

d. Dalam hal terjadinya alih tugas yang berarti
seseorang mendapat tugas atau jabatan baru
tanpa perubahan dalam hierarki organisasi.

Melalui perencanaan sumber daya manusia yang
matang dalam organisai, maka produktivitas dari
tertaga kerja yang sudah dapat ditingkatkan. Hal ini
dapat terwujud melalui adanya penyesuaian-
penyesuaian tertentu, seperti peningkatan disiplin
kerja dan peningkatan keterampilan sehingga setiap
orang menghasilkan sesuatu yang berkaitan
langsung dengan kepentingan dan kemajuan
organisasi.

Tidak dapat disangkal bahwa  peningkatan
produktivitas kerja seluruh tenaga kerja dalam
organisasi mutlak perlu dijadikan sasaran perhatian
manajemen. Perhatian dan usaha demikian penting
antara lain karena:



a. Penelitian dan pengalaman banyak orang
menunjukkan bahwa potensi para karyawan
atau karyawan belum sepenuhnya digali dan
dimanfaatkan artinya, biasanya  terdapat
kesenjangan antara kemampuan efektif dan rill
dengan kemampuan potensial.

b. Dalam suatau perusahaan, selalu terjadi
perubahan dalam proses produksi barang dan
atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi, baik
karena perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi maupun karena perubahan tuntutan
para konsumen dalam arti mutu, kuantitas dan
bentuk sesuai dengan perkembangan zaman.

c. Bentuk, jenis dan intensitas persaingan antara
berbagai perusahan yang mungkin saja
meningkat dan adakalanya berkembang tidak
sehat  terutama  apabila makin  banyak
perusahaan, yang menghasilkan barang atau
jasa yang sejenis.

Dengan demikian, jelas terlihat bahwa terdapat
kaitan yang sangat erat antara peningkatan
produktivitas dengan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi, yang disebabkan karena sumber daya
manusia sebagai pelaksana suatu kegiatan.

Perencanaan sumber daya manusia berkaitan
dengan penentuan kebutuhan akan tenaga kerja
pada masa depan, dalam arti jumlah dan
kualifikasinya untuk mengisi berbagai jabatan dan
menyelenggarakan berbagai aktivitas yang baru
kelak. Berarti agar organisasi memperoleh tenaga-
tenaga yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan,
maka titik tolak yang perlu dipersiapkan yaitu:

a. Tujuan dan sasaran stategis yang ingin dicapai
suatu organisasi, dalam satu kurun waktu
tertentu di masa depan.

b. Tenaga kerja yang sudah berkarya dalam
organisasi dilihat bukan hanya dari segi jumlah
dan tugasnya sekarang, akan tetapi juga potensi
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yang  dimiliki yang perlu dan  dapat
dikembangkan sehingga mampu melaksanakan
tugas baru pada masa mendatang.

Kebijakan yang dianut oleh organisasi tentang
"lateral entry points". Artinya, perlu kejelasan
apakah dalam hal terjadinya lowongan yang
dipersiapkan, pengisiannya diutamakan oleh
tenaga kerja yang sudah ada dalam organisasi
yang dikenal, dengan istilah "promosi dari dalam”
ataukah mengisi lowongan yang terjadi, terutama
jabatan manajerial, terbuka pula kesempatan
bagi tenaga-tenaga baru yang sengaja direkrut
untuk itu dari luar organisasi yang sesuai
kualifikasi dalam pengembangan organisasi.

4. Salah satu segi kepentingan manajemen sumber
daya manusia yang dewasa ini dirasakan untuk
dipersiapkan ialah penanganan informasi
ketenagakerjaan. Informasi demikian mencakup
banyak hal seperti:

a.

c

eoo

5ot o

Jumlah tenaga kerja yang dimiliki.
Pendidikan terakhir seorang karyawan
Masa kerja setiap pekerja.

Status perkawinan dan jumlah tanggungan.
Jabatan yang pernah diemban.

Jabatan karier yang pernah dilalui.
Besarnya penghasilan setiap karyawan .

Pendidikan dan pelayanan yang pernah
ditempuh.

Keahlian dan keterampilan khusus yang dimiliki
oleh para pengawai.

Informasi lainnya mengenai latar belakang setiap
karyawan.
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Informasi komprehensif tentang sumber daya manusia
dalam suatu organisasi, sangat diperlukan tidak
hanya oleh satuan kerja yang mengelola sumber daya
manusia dalam organisasi akan tetapi juga oleh setiap
satuan  kerja, agar dapat mengetahui dan
menganalisis tentang kebutuhan dan rencana
pengembangan sumber daya manusia untuk
menunjang pengembangan organisasi.

Salah satu kegiatan pendahuluan dalam melakukan
perencanaan termasuk perencanaan sumber daya
manusia adalah melakukan penelitian. Berdasarkan
bahan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan
untuk kepentingan perencanaan sumber daya
manusia, akan timbul pemahaman yang tepat
tentang situasi pasar kerja baik masa sekarang
maupun masa yang akan datang, dalam arti sebagai:

a. Permintaan pemakai tenaga kerja atas kerja
dilihat dari segi jumlah, jenis, kualifikasi, dan
lokasinya.

b. Jumlah pencari pekerjaan beserta bidang
keahlian keterampilan yang dimiliki, latar
belakang Pendidikan dan profesi, standar upah
atau gaji, dan sebagainya.

Dengan adanya data-data tersebut, maka dapat
dipahami tentang pentingnya perencanaan sumber
daya manusia karena bentuk rencana yang disusun
dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi
kebutuhan suatu organisasi.

Penyusunan rencana sumber daya manusia
merupakan dasar bagi penyusunan program kerja
untuk satuan kerja yang menangani sumber daya
manusia dalam suatu organisasi. Salah satu aspek
program kerja tersebut adalah pengembangan tenaga
kerja yang sudah ada dan pengadaan tenaga kerja baru
guna memperkuat tenaga kerja yang sudah ada demi
peningkatan kemampuan organisasi mencapai tujuan
dan berbagai sasarannya. Tanpa perencanaan sumber
daya manusia yang baik, sukar menyusun tenaga kerja
yang realistic sesuai kebutuhan masa depan organisasi.
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Tahapan selanjutnya setelah satuan organisasi yang
mengelola sumber daya manusia melakukan proyeksi
untuk kebutuhan tenaga kerja untuk suatu kurun
waktu tertentu di masa depan, tugas berikutnya adalah
mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk
mengisi berbagai lowongan kebutuhan yang diperkirakan
akan terjadi. Suplai sumber daya manusia yang bisa
digarap bisa besifat internal, akan tetapi mungkin pula
bersifat eksternal.

Dalam melakukan pilihan pengadaan sumber daya
manusia, jika suplai ekstemal yang dirasakan cepat
untuk digarap berarti perhatian utama diajukan kepada
mereka yang sudah berkarya dalam organisasi dan
melalui berbagai teknik dan pendekatan, di antara
mereka ada yang dipertimbangkan untuk dipromosikan,
dialihtugaskan atau mungkin pula didemosikan.
Sebaliknya, jika suplai eksternal yang menjadi pilihan,
perhatian yang akan ditujukan kepada tenaga kerja yang
sudah bekerja di organisasi lain atau mereka yang sudah
berpengalaman bekerja di tempat lain. Pengalaman
banyak orang dan banyak organisasi menunjukkan
bahwa biasanya suatu organisasi menggarap kedua
sumber suplai tersebut secara simultan. Guna dapat
mengindentifikasikan sumber daya manusia itu secara
tepat, sesuai kebutuhan dan pengisian lowongan yang
tersedia dan berlangsung dengan baik, yang dapat
dilakukan dengan audit sumber daya manusia,
pembuatan bagan pergantian tenaga kerja, identifikasi
kebutuhan yang dapat terpenuhi melalui jalur ekstenal
yang pada gilirannya menuntut adanya analisis
kebutuhan jangka Panjang.

Dalam penyusunan perencanaan sumber daya manusia
dilakukan, tidak semua lowongan dapat diisi oleh tenaga-
tenaga yang sudah terdapat dalam organisasi. Artinya,
tidak semua lowongan dapat diisi melalui mutasi
kekaryawan an, baik melalui promosi, alih tugas maupun
alih wilayah kerja. Meskipun diakui bahwa promosi dari
dalam merupakan suatu kebijaksanaan terpuji,
kebijaksanaan tersebut belum tentu selalu dapat
dilaksanakan. Mungkin tidaknya kebijaksanaan seperti itu
dilaksanakan sangat tergantung pada tiga hal, yaitu:
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1. Ketersediaan Sumber daya manusia yang ada dalam
organisasi yang memadai.

2. Mampu tidaknya para karyawan bertumbuh, baik
dalam arti mental psikologis maupun kemampuan
teknis profesional.

3. Ada tidaknya dorongan dan kesempatan
mengembangkan kemampuan dan keterampilan dari
atasan kepada para bawahan masing-masing, untuk
dapat memenuhi kebutuhan organisasi.

Dengan kebijakan pemilihan pengembangan sumber
daya manusia yang ada dalam organisasi terdapat
kendala, maka tidak mengherankan bila organisasi
berpaling ke luar untuk mengisi lowongan yang terjadi,
Melalui analisa pasaran kerja, maka dalam mencari
tenaga kerja baru yang memenuhi persyaratan bukanlah
selalu merupakan hal yang mudah, meskipun tingkat
pengangguran tinggi. Tidak mudah karena banyak faktor
yang mempengaruhinya seperti tingkat pendidikan
masyarakat, latar belakang kemampuan yang
diinginkan, sikap masyarakat terhadap kehidupan
berkarya, pertumbuhan ekonomi dan faktor demografi.

Dalam mencari kebutuhan sumber daya manusia, maka
tingkat pendidikan merupakan salah satu yang menjadi
pertimbangan, untuk kebutuhan tersebut maka jenis
dan jenjang pendidikan formal berkaitan antara lain
dengan peningkatan pengetahuam dan keterampilan
warga masyarakat untuk kemudian digunakan sebagai
senjata mencari pekerjaan yang sesuai dengan tingkat
pendidikan formal yang berhasil diperoleh. Faktor lain
adalah situasi perekonomian. Menurut kenyataan bahwa
dalam berbagai wilayah kekuasaan suatu negara, laju
pertumbuhan ekonomi tidak selalu sama. Apapun faktor
penyebab cepat atau lambatnya laju pertumbuhan ekonomi
di suatu wilayah tertentu, hal itu pasti dijadikan bahan
pertimbangan dalam kegiatan usaha di wilayah yang
bersangkutan. Kemudian faktor demografi pun pasti turut
berpengaruh pada suplai tenaga kerja. Komposisi
penduduk dilihat wusia, jenis kelamin dan tingkat
pendidikan harus selalu diperhitungkan karena pasti
berpengaruh pada situasi kerja.
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Langkah-langkah yang dilakukan sebagaimana yang
diuraikan tersebut di dalam merencanakan tenaga kerja,
merupakan suatu upaya yang dilakukan agar terarah
sesuai dengan kebutuhan dan sasaran. Perencanaan
tenaga kerja merupakan suatu tahap yang sangat
menentukan keberhasilan suatu organisasi, karena
dengan tahap perencanaan kita berpikir pada masa atau
orientasi masa depan tentang penyusunan program yang
sesuai dengan perkembangan organisasi yang dinamis.

Kompensasi/Sistem Insentif

Bilamana suatu organisasi tidak mampu mengembang-
kan dan menerapkan suatu sistem imbalan yang
memuaskan, maka secara tidak langsung organisasi
akan kehilangan sumberdaya manusia yang berkualitas,
serta tidak akan mampu bersaing di pasaran tenaga
kerja. Bila situasi tersebut masih bersaing terus
berlanjut, maka organisasi yang bersangkutan tidak
akan mampu menghasilkan produk yang memungkinkan
pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya.

Kompensasi atau Sistem insentif yang ideal kepada
karyawan /karyawan, baik yang berprestasi maupun
yang tidak berprestasi (melakukan kesalahan), di mana
insentif yang diberikan kepada karyawan yang
berprestasi disebut sebagai penghargaan yang mungkin
dapat berupa materi (uang atau barang) atau juga bisa
berupa non-materi seperti pujian, piagam penghargaan,
atau promosi. Sedangkan karyawan /karyawan yang
melakukan kesalahan atau keteledoran dapat disebut
sebagai hukuman terhadap pekerjaannya. Hukuman
dapat bermacam-macam bentuknya, apakah secara
langsung atau tidak langsung dirasakan oleh karyawan
seperti teguran (lisan dan tulisan), penundaan kenaikan
pangkat, penurunan pangkat atau yang paling ekstrim
adalah dengan pemecatan. Dengan adanya hukuman
atau sanksi tersebut, dengan sendirinya akan memacu
karyawan tersebut untuk melakukan tugasnya dengan
sebaik-baiknya. Bentuk hukuman yang diberikan kepada
karyawan yang kurang produktif dapat berupa teguran
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secara lisan maupun tulisan, pemindahan, penundaan
kenaikan pangkat, serta memberhentikan (pensiun).

Suatu sistem insentif (imbalan) yang baik adalah sistem
yang mampu menjamin kepuasan para anggota
organisasi, yang pada gilirannya akan memungkinkan
organisasi memperoleh, memelihara dan mempekerjakan
sejumlah orang dengan berbagai sikap dan perilaku
positif bekerja dengan produktivitas yang tinggi bagi
kepentingan organisasi. Namun sebaliknya, bilamana
para karyawan /karyawan diliputi oleh rasa tidak puas
terhadap kompensasi yang diterima dari organisasi
(volume pekerjaan yang dilakukan tidak seimbang
dengan imbalan atau penghargaan yang diterima), maka
dampaknya bagi organisasi akan sangat bersifat negatif.

Karena bilamana organisasi tidak memberikan kom-
pensasi/insentif terhadap prestasi kerja kepada
karyawan nya, maka baik langsung maupun tidak
langsung memberikan dampak yang kurang baik
terhadap pelayanan kepada masyarakat (memunculkan
sikap malas bekerja/melayani customer). Adalah suatu
yang sangat wajar bilamana seseorang karyawan yang
berprestasi menginginkan imbalan yang tinggi atau
sedikit lebih baik dari karyawan yang lain (kurang
berprestasi), karena hal tersebut memungkinkan
karyawan mempertahankan harkat dan martabatnya
sebagai insan yang terhormat (adanya penghargaan).
Keadaan ini pula akan memberikan rasa keadilan yang
tinggi antar-sesama rekan kerja.

Sistem insentif yang didapatkan provider sesama penye-
lenggaraan pelayanan publik sudah ada yang berjalan.
Hal ini tercermin dari tingginya animo karyawan untuk
meningkatkan prestasi kerja, karena salah satu faktor
yang sangat menentukan tingginya prestasi kerja
karyawan /karyawan adalah bila ada penghargaan yang
diperoleh dari setiap hasil kerja yang dianggap di atas
rata-rata peraturan yang berlaku. Pemberlakuan sistem
insentif selalu didasarkan dalam bentuk materi seperti
uang atau benda-benda lainnya tetapi ada pula yang
memberikan penghargaan dalam bentuk pujian atau ada
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peluang memperoleh kemudahan dalam proses kenaikan
pangkat karyawan tersebut.

Ada beberapa aspek yang dideskripsikan sehubungan
dengan sistem kompensasi/insentif organisasi yang
diberlakukan terhadap karyawan , dalam arti sejauh
mana sistem insentif tersebut berdampak terhadap
pelaksanaan tugas karyawan dan manfaat yang dapat
dirasakan oleh organisasi.

1.

Sistem insentif dalam arti penghargaan. Gagasan
munculmya sistem insentif diberlakukan dalam
instansi pemerintah dilatarbelakangi keinginan
untuk menciptakan persaingan (kompetisi) yang
sehat di antara sesama karyawan . Hal ini
dimaksudkan agar provider dapat meningkatkan
prestasinya sehingga kinerja pelayanan publik
semakin baik. Sistem insentif pada dasarnya telah
diberlakukan. Dalam hal ini dapat dilihat dalam ke-
bijakan yang ada, diberbagai Daerah diindonesia,
telah memberikan penghargaan kepada karyawannya
bila menunjukkan prestasi yang baik. Walaupun
masih dalam jumlah yang sedikit dibandingkan
dengan jumlah karyawan nya. Penghargaan tersebut
berupa peniti emas.

Keadaan seperti ini belum menunjukkan bahwa
sistem insentif sudah terlaksana dengan baik.
Penghargaan seperti ini lebih banyak berlaku
terhadap karyawan  yang sudah berumur dan
mempunyai masa bakti relatif cukup lama. Padahal,
menurut konsep dasar system insentif yang baik
harus mampu memberikan manfaat secara general
kepada setiap karyawan tanpa membedakan status,
pangkat, golongan, umur, masa kerja dalam rangka
menunjang persaingan yang kompetitif antara
anggota organisasi dalam memberikan pelayanan
kepada publik. Sistem penghargaan belum dapat
berjalan sebagaimana mestinya yang disebabkan
karena belum adanya standar/ukuran yang jelas
(paten) tentang bagaimana karyawan yang
berprestasi, sampai sekarang belum ada standar
pemberian kompensasi atau insentif kepada
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karyawan yang berprestasi, dan pemberian
kompensasi/insentif lebih menunjukan kepada
seorang pimpinan.

Walaupun prestasi kerja karyawan dalam
penyelenggaraan pelayanan tergolong baik, namun
belum dapat dijadikan ukuran penyelenggaraan
pelayanan yang baik wuntuk organisasi, karena
motivasi untuk meningkatkan prestasi kerja tersebut
lebih dominan disebabkan untuk mendapatkan
kepuasan kerja provider semata. Hal ini diasumsikan
dari tingginya keinginan wuntuk meningkatkan
prestasi kerja yang dilandasi karena faktor kepuasan
pribadi provider, bilamana dibandingkan dengan
faktor kepentingan kantor atau kepentingan
masyarakat.

Dengan demikian, karyawan dalam penyelenggaraan
tugasnya telah mendapatkan penghargaan dari
instansi namun belum berdampak baik terhadap
kinerja pelayanan publik yang maksimal, karena
penghargaan terhadap prestasi yang diperoleh
semata-mata hanya untuk provider saja, sehingga
konteks ideal manfaat atau tujuan sistem insentif
yang menyeluruh (antara provider dan customer)
belum berlangsung secara seimbang (balance) di
antara keduanya.

Sistem insentif dalam arti hukuman (sanksi). Hu-
kuman dapat diartikan sebagai suatu bentuk
penghargaan yang diberikan kepada karyawan , yang
bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam
meningkatkan kinerja pelayanannya. Sangat sulit
untuk menciptakan organisasi pemerintah yang
entreprenuerial, inovatif, dan memiliki kinerja tinggi
hanya  berdasarkan  sistem  insentif positif.
Pemerintah perlu juga memberi sanksi "mengancam
"karyawan yang kinerja organisasinya kurang baik.

Realitas pelayanan, ditinjau dari aspek insentif
(sanksi/hukuman) yang diberikan bila ditemukan
karyawan yang kurang disiplin dalam melaksanakan
tugasnya dapat dijadikan barometer

18



terselenggaranya sistem insentif yang terencana dan
berkeadilan. Berdasarkan data kualitatif, secara
umum dapat dideskripsikan bahwa pelaksanaan
atau pemberlakuan hukuman/sanksi di beberapa
instansi telah berlangsung lama. Hal ini ditunjukkan
dari keadaaan tingginya harapan perbedaan
karyawan memberikan prestasi kerja yang baik dan
mampu mendorong disiplin kerja karyawan dan
secara umum diberlakukan kepada seluruh
karyawan Dengan demikian bahwa pentingnya pem-
berlakuan sanksi pada suatu organisasi, khususnya
karyawan pada level middle dan lower dengan
harapan agar seluruh komponen dalam instansi
pemerintah senantiasa didasarkan pada asas
keadilan dan pemerataan.

Secara ideal, bahwa sistem insentif yang baik paling
tidak harus berpedoman kepada empat keputusan dasar,
yaitu bentuk insentif apa yang seharusnya diberikan,
siapa yang sebaiknya menerima insentif tersebut,
apakah sebaiknya kita menciptakan insentif negatif
(hukuman) selain insentif positif, dan apakah sebaiknya
kita menggunakan pengukuran obyektif atau subyektif
untuk menilai kinerja.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa karyawan
dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada
masyarakat hanya berorientasi kepada tujuan individu
(goal person). Keadaan seperti ini bukan semata-mata
disebabkan karena karyawan yang egois, melainkan
karena didukung oleh aturan persaingan yang kurang
kompetitif dalam memberikan pelayanan (dalam hal ini
kepuasan masyarakat sebagai ukuran prestasi kerja) dan
aturan tentang ukuran prestasi kerja. Hal ini dapat
terlihat dari beberapa bentuk penghargaan yang diterima
karyawan paling banyak disebabkan karena hanya
menginginkan  barang atau  kenaikan  pangkat.
Kemudian, ketentuan mengenai kepuasan masyarakat
dalam mendapatkan pelayanan sama sekali belum ada.
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PERENCANAAN STRATEGIS

Mursak, S. Sos., M. Si.
Universitas Muhammadiyah Sinjai

Perkembangan Perencanaan Strategis

Istilah kata perencanaan strategis awal mulanya di kenal
di kalangan militer, dalam hal ini mengandung makna
perencanaan operasi ke daerah lawan dengan
memperhitungkan segala kemungkinan, keuntungan dan
kelemahannya serta mempertimbangkan kondisi riil yang
dimiliki serta kondisi lingkungan yang ada dengan
berupaya memperhitungkan kekuatan lawan agar
operasi militer itu berhasil dengan baik. Di dalam
melaksanakan perencanaan strategis ini, berbagai hal
yang dimungkinkan dapat mempengaruhi keberhasilan
atau kegagalan operasi akan benarbenar diperhitungkan
secara matang, detail dan maksimal sehingga
kecenderungan mencapai keberhasilan sangat tinggi.
Ketika pada saat itu Amerika Serikat mengalami krisis
ekonomi yang tinggi pada tahun 1970 an, maka salah
satu upaya yang digunakan oleh pemerintah nya ada
waktu itu adalah menerapkan konsep “ Perencanaan
Strategis” di lingkungan pemerintahan. Sejak waktu
itulah perencanaan strategis diterapkan dan diadopsi
oleh kalangan birokrasi pemerintahan, dan dapat
dikatakan bahwa sejak saat itu konsep perencanaan
strategis mulai diterapkan di kalangan publik.
Kebutuhan terhadap perencanaan strategis menjadi
meningkat pada abad 20 an seiring dengan kompleksitas
organisasi-organisasi dan hubungan antar bangsa yang
menjadi lebih global.
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Perencanaan strategis di Indonesia sudah mulai
diterapkan Tahun 1999 lewat Program Peningkatan
Kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota (PKPK), saat itu
pemerintah kabupaten/kota dilatih untuk membuat
rencana yang sifatnya strategis dan menjadi prioritas
dalam perencanaan pembangunan daerah. Sampai saat
ini perencanaan strategis di Indonesia masih digunakan
dalam  perencanaan pembangunan daerah yang
dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan
Jangka menengah Daerah (RPJPD) yang kemudian
aturannya didetailkan kedalam Permendagri No 54 tahun
2010.

Pengertian Perencanaan Strategis

Perencanaan memegang peranan penting dalam ruang
lingkup karena menjadi penentu dan sekaligus memberi
arah terhadap tujuan yang ingin dicapai (Andiyan et al.,
2022). Dengan perencanaan yang matang , suatu
pekerjaan tidak akan berantakan dan tidak terarah.
Perencanaan yang matang dan disusun dengan baik
akan memberi pengaruh terhadap ketercapaian tujuan.

Perencanaan strategis adalah instrument kepemimpinan
dan suatu proses. Ia menentukan apa yang dikehendaki
organisasi dimasa depan dan bagaimana usaha
mencapainya, suatu proses yang menjelaskan sasaran-
sasaran. Bahkan perencanaan strategis adalah suatu
proses dalam membuat keputusan strategis atau
menawarkan metode untuk memformulasikan dan
mengimplementasikan  keputusan  strategis  serta
mengalokasikan sumber daya untuk mendukung unit
kerja dan tingkatan dalam organisasi.

Makna perencanaan tidak dapat berdiri sendiri dan
terbatas pada satu pengertian. Hal itu disebabkan
beragamnya makna perencanaan dalam berbagai bidang
ilmu. Berbagai makna perencanaan bergantung pada
sudut pandang serta latar belakang yang mempengaruhi
seseorang, berikut ini penulis penulis uraikan ragam
definisi perencanaan dari berbagai pakar dan beberapa
sumber.
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Kemudian Taylor mengatakan bahwa perencanaan
strategis dipandang sebagai metode untuk mengelola
perubahan yang tidak dapat dihindari sehingga dapat
juga disebut sebagai metode untuk berurusan dengan
komplektisitas  lingkungan yang  seringkali erat
hubungannya dengan kepentingan organisasi. Akan
tetapi ia juga suatu metode untuk mengambil
komplektisitas lingkungan internal yang ditimbulkan
oleh bermacam-macam kebutuhan oleh setiap unit kerja
dalam organisasi. Sedemikian besar peran dari
perencanaan strategis itu sehingga ia tidak dapat di
delegasikan. Apabila terjadi pendelegasian dari eselon
atas ke eselon bawah dan sekaligus menghilangkan
partisipasi aktif mereka, maka tekanannya menjadi
planning proses menjadi plans book.

Sedangkan Stainer menjelaskan bahwa perencanaan
strategis adalah suatu kerangka berfikir logis yang
menetapkan dimana anda akan berada, kemana akan
pergi, dan bagaimana anda bisa ada disana. Ia juga
merupakan proses yang mengarahkan para pemimpin
dalam mengembangkan visi dalam menggambarkan
masa depan yang dikehendaki. Ia mengubah cara
manajemen berfikir, mengalokasikan dan merelokasikan
sebagai sumber daya, sementara pelaksanaan progam
berlangsung. Dengan kata lain , perencanaan
berhubungan dengan dampak masa depan dari
keputusan yang dibuat sekarang. Atau disebut juga
sebagai futurity of current decisions.

Perencanaan strategis pada dasarnya merupakan salah
satu dari sekian banyak konsep perencanaan yang
berkembang, di dalam perencanaan ( planning )
merupakan salah satu dari fungsi manajemen. Setiap
ahli dalam mengemukakan fungsi-fungsi manajemen
tidak luput untuk memasukkan planning sebagai salah
satu fungsi dan fungsi ini selalu ditempatkan pada
urutan pertama. Bryson (2003:4) memberikan pengertian
mengenai perencanaan strategis sebagai berikut

“Perencanaan strategis sebagai upaya yang didisiplinkan
untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang
membentuk dan memandu bagaimana menjadi
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organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan
organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi
(atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu.”
Dalam modul yang diterbitkan oleh Lembaga
Administrasi Negara dinyatakan : “Perencanaan Strategis
merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan
dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan
memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan
antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-
usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur
hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan
sistematis”. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan
bahwa ada beberapa point penting yang berkaitan
dengan perencanaan strategis, yaitu : 1. Merupakan
proses sistematis dan berkelanjutan 2. Merupakan
pembuatan keputusan yang berisiko 3. Didasarkan pada
pengetahuan antisipatif dan aktivitas yang diorganisir 4.
Ada pengukuran hasil dan umpan balik

Menurut Hughes dalam Riyadi (2004:280) Perencanaan
Strategis itu meliputi komponen-komponen sebagai
berikut : 1. Pernyataan misi dan tujuan umum (overall
mission and goals statement), yang dirumuskan oleh para
pimpinan (eksekutif) manajemen dan menekankan
pemikiran strategis yang dikembangkan dengan target-
target ke depan. 2. Analisis lingkungan (environmental
scan or analysis), dengan mengidentifikasi dan menilai
serta mengantisipasi faktor-faktor eksternal dan kondisi
yang harus diperhitungkan untuk bahan
memformulasikan strategi organisasi. 3. Memeriksa
keadaan dan sumber daya internal (internal profile and
resource audit), dengan mengevaluasi kekuatan dan
kelemahan organisasi, sehingga dapat diprtimbangkan
dalam  penyusunan  perencanaan  strategis. 4.
Memformulasikan, mengevaluasi, dan menyeleksi
strategi (the formulation, evaluation, and selection of
strategies). 5. Melaksanakan dan mengawasi rencana
strategis (the implementation and control of the strategic
plan).
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Pentingnya Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis digunakan untuk mencapai
keuntungan kompetitif dan untuk mengintegrasikan
semua area fungsional lembaga dengan memfasilitasi
komunikasi antara seluruh level manajer. Rencana
strategis adalah dokumen yang digunakan untuk
berkomunikasi dengan organisasi, tujuan organisasi dan
aksi yang diperlukan untuk meraih tujuan tersebut dan
segala elemen kritis lain yang dibangun selama mengolah
perencanaan. Manajemen strategis adalah kumpulan
menyeluruh dari aktivitas dan proses yang sedang
berjalan yang digunakan organisasi untuk secara
sistematis mengkoordinasikan dan menyelaraskan
sumber daya dan aksi-aksi dengan misi, visi, strategi
melalui sebuah organisasi. Aktivitas manajemen strategis
mengubah bentuk dari rencana statis menjadi sebuah
sistem yang menyediakan kinerja strategi dan
memberikan umpan balik untuk pengambilan keputusan
serta memungkinkan rencana bisa terlibat dan tumbuh
sebagai persyaratan dan perubahan keadaan lainnya.
Eksekusi strategi pada dasarnya sinonim manajemen
strategi dan jumlah sistematik implementasi dari
strategi. Manajemen strategis adalah proses
berkelanjutan dari analisis stratejik, penciptaan strategi,
impelentasi dan monitoring, yang digunakan oleh
perusahaan dengan tujuan untuk meraih dan
mempertahankan keuntungan kompetitif. Manajemen
strategis bukanlah tentang meramalkan masa depan,
namun tentang mempersiapkan untuk masa depan dan
mengetahui langkahlangkah apa yang pasti akan diambil
perusahaan untuk mengimplementasikan rencana
strategisnya dan mencapai keuntungan kompetitif.

Perencanaan strategis adalah proses yang sangat penting
bagi organisasi atau perusahaan dalam mengarahkan
visi, misi, tujuan, dan sasaran jangka panjangnya.
Dalam perencanaan strategis, organisasi merumuskan
langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan
tersebut, serta mengidentifikasi sumber daya yang
diperlukan untuk mencapainya. Berikut adalah beberapa
alasan mengapa perencanaan strategis sangat penting:
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1) Mengarahkan Visi dan Misi: Perencanaan strategis
membantu organisasi untuk menetapkan visi dan misi
yang jelas. Visi adalah gambaran masa depan yang
diinginkan oleh organisasi, sedangkan misi adalah
pernyataan tujuan dan identitas organisasi. Dengan
perencanaan strategis, organisasi dapat memastikan
bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan visi
dan misi yang telah ditetapkan; 2) Mengoptimalkan
Sumber Daya: Dalam perencanaan strategis, organisasi
menganalisis sumber daya yang dimiliki dan yang
dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian,
organisasi dapat mengalokasikan sumber daya secara
efisien dan efektif untuk mencapai hasil terbaik; 3)
Adaptasi Terhadap Perubahan: Perencanaan strategis
membantu organisasi dalam menghadapi perubahan
lingkungan yang dinamis. Dengan merencanakan
langkah-langkah strategis, organisasi menjadi lebih siap
untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul
di masa depan; 4) Mengukur Keberhasilan:
Perencanaan strategis melibatkan penetapan sasaran
dan indikator kinerja yang jelas. Ini memungkinkan
organisasi untuk mengukur kemajuan mereka dan
menilai apakah tujuan-tujuan tersebut telah tercapai; 5)
Koordinasi dan Kolaborasi: Dengan perencanaan
strategis, berbagai departemen atau unit dalam
organisasi dapat bekerja bersama untuk mencapai
tujuan bersama. Ini membantu meningkatkan koordinasi
dan kolaborasi antara berbagai bagian organisasi,
mengurangi konflik kepentingan, dan memaksimalkan
sinergi; 6) Menghadapi Persaingan: Di tengah
persaingan yang ketat, perencanaan strategis menjadi
kunci untuk mempertahankan posisi kompetitif.
Organisasi dapat mengidentifikasi keunggulan kompetitif
dan merencanakan strategi untuk memanfaatkannya; 7)
Orientasi ke Depan: Perencanaan strategis membantu
organisasi untuk lebih berorientasi ke depan. Dengan
fokus pada tujuan jangka panjang, organisasi dapat
menghindari keputusan-keputusan yang hanya bersifat
reaktif dan bersifat jangka pendek; 8) Mengurangi
Risiko: Dengan  merencanakan  langkah-langkah
strategis, organisasi dapat mengidentifikasi potensi risiko
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dan mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi
dampaknya. Ini membantu organisasi menjadi lebih
tangguh terhadap ketidakpastian dan risiko bisnis; 9)
Menginspirasi dan Menggerakkan Karyawan:
Perencanaan strategis yang jelas dan inspiratif dapat
membantu menggerakkan karyawan dengan memberikan
panduan yang jelas tentang arah organisasi dan tujuan-
tujuannya. Karyawan yang merasa terhubung dengan
tujuan organisasi cenderung lebih berdedikasi dan
termotivasi; 10) Basis Pengambilan Keputusan:
Perencanaan strategis menyediakan kerangka kerja
untuk pengambilan keputusan. Ketika organisasi
menghadapi situasi yang kompleks atau bermasalah,
mereka dapat merujuk pada rencana strategis mereka
sebagai pedoman untuk membuat keputusan yang tepat.

Integrasi perencanaan strategis dalam seluruh tingkatan
organisasi, dari tingkat manajemen tertinggi hingga
tingkat operasional, merupakan langkah kunci untuk
mencapai keberhasilan jangka panjang. Dengan
perencanaan strategis yang baik, organisasi dapat lebih
siap menghadapi tantangan masa depan dan mencapai
keunggulan kompetitif.

Visi, Misi dan Perencanaan Strategis

Kedudukan visi dan misi organisasi penting sekali dalam
perencanaan strategis. Misi memberikan pemahaman
mengenai tujuan organisasi, selain itu pemahaman
mengenai tujuan organisasi akan sangat membantu
untuk memperluas misi itu menjadi visi keberhasiolan.
Tanpa visi keberhasilan para anggota organisasi
kemungkinan tidak cukup tahu mengenai bagaimana
memenuhi misi tersebut.

Misi dengan kata lain menjelaskan tujuan organisasi
atau mengapa organisasi harus melakukan apa yang
dilakukannya, visi memperjelas harus menyerupai apa
tujuan itu dan bagaimana tujuan harus berjalan agar
bisa memenuhi misinya.

29



Visi merupakan cara pandang jauh ke depan yang
menggambarkan ingin menjadi apa organisasi di masa
depan. Visi adalah cita-cita yang akan menjadi arah bagi
gerak organisasi.Visi adalah deskripsi mengenai
bagaimana organisasi akan tampak ketika organisasi
berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai
potensi penuh. Visi merupakan reperesentasi dari
keyakinan kita mengenai bagaimanakah seharusnya
bentuk organisasi di masa depan dalam pandangan
pelanggan, karyawan, pemilik dan stakeholder penting
lainnya. Sebuah visi harus memiliki syarat sebagai
berikut :

1. Ringkas, sebaiknya kurang dari sepuluh kata
2. Menarik perhatian dan mudah diingat

3. Memberi inspirasi dan memberikan tantangan bagi
prestasi di masa dating

4. Dapat dipercaya dan konsisten dengan nilai strategis
serta misi tersebut

5. Berfungsi sebagai titik temu dengan semua
stakeholder yang penting

6. Dengan jelas menyatakan esensi mengenai seperti
apakah seharusnya organisasi itu

7. Memungkinkan fleksibilitas dan kreativitas dalam
pelaksanaannya

Hubungan antara Visi, Misi dan Perencanaan Strategis
dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Visi yang menjelaskan wuntuk apa organisasi
dibangun

2. Misi yang menggambarkan bagaimana aktivitas atau
kegiatan dengan memberikan dorongan ke arah
mana organisasi akan di bawa dan bagaimana
caranya

3. Tuyjuan dan sasaran menjadi pedoman orientasi
organisasi dalam jangka waktu tertentu
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Manfaat Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang
sangat penting dalam manajemen organisasi, baik itu
perusahaan, lembaga pemerintahan, atau institusi non-
profit. Perencanaan strategis membantu organisasi
untuk merumuskan tujuan jangka panjang, menentukan
langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai
tujuan tersebut, dan mengidentifikasi sumber daya yang
dibutuhkan. Berikut ini beberapa manfaat dari
perencanaan strategis dan bagaimana perencanaan ini
dapat meningkatkan kinerja dan  keberhasilan
organisasi. 1) Pengarahan Tujuan dan Visi:
Perencanaan strategis membantu organisasi untuk
menetapkan tujuan jangka panjang yang jelas dan visi
yang inspiratif. Dengan memiliki tujuan yang jelas,
seluruh anggota organisasi dapat bekerja dalam satu
arah yang sama dan fokus pada pencapaian tujuan
bersama; 2) Penentuan Prioritas: Dalam lingkungan
yang terus berubah dan sumber daya yang terbatas,
perencanaan strategis membantu organisasi menentukan
prioritasnya. Hal ini memungkinkan organisasi untuk
mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif
pada hal-hal yang paling penting bagi kesuksesan jangka
panjang; 3) Adaptasi terhadap Perubahan: Dengan
merencanakan masa depan, organisasi dapat lebih siap
menghadapi perubahan yang mungkin terjadi di
lingkungan internal maupun eksternal. Perencanaan
strategis memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan
strategi mereka dengan cepat untuk menghadapi
tantangan dan peluang baru; 4) Pengambilan
Keputusan yang Lebih Baik: Perencanaan strategis
melibatkan analisis mendalam tentang lingkungan dan
kondisi organisasi saat ini. Hal ini membantu
manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih
terinformasi dan akurat mengenai langkah-langkah yang
harus diambil untuk mencapai tujuan organisasi; 5)
Penggunaan Sumber Daya secara Efisien: Dengan
perencanaan strategis yang matang, organisasi dapat
mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk
mencapai tujuan. Ini membantu mencegah pemborosan
dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara
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efisien; 6) Keselarasan Organisasi: Perencanaan
strategis memastikan bahwa semua bagian dari
organisasi memiliki pemahaman yang sama tentang
tujuan, strategi, dan nilai-nilai inti organisasi. Ini
membantu menciptakan keselarasan dalam upaya
organisasi dan meminimalkan konflik internal; 7)
Peningkatan Kinerja Organisasi: Dengan memiliki
rencana strategis yang jelas, organisasi dapat mengukur
kinerja mereka secara objektif. Mereka dapat
mengidentifikasi area di mana mereka berhasil dan di
mana mereka perlu meningkatkan kinerja mereka; 8)
Pengembangan Kemampuan Jangka Panjang:
Perencanaan strategis memungkinkan organisasi untuk
merencanakan pengembangan dan pertumbuhan jangka
panjang. Hal ini termasuk pengembangan karyawan,
ekspansi bisnis, dan perluasan ke pasar baru.

Hal lain yang diungkapkan Menurut Lembaga
Administrasi Negara dalam Riyadi (2004:306), manfaat
perencanaan strategis adalah : Untuk merencanakan
perubahan dalam lingkungan organisasi yang semakin
kompleks, Untuk mengelola keberhasilan dengan
berorientasi pada pencapaian hasil, Memberikan
dorongan terhadap aktivitas yang berorientasi pada masa
depan, Mengembangkan sifat adaptif dan fleksibilitas
dari suatu perencanaan dengan pendekatan jangka
panjang, Meningkatkan pelayanan prima (services
excellence), Meningkatkan komunikasi baik dalam
internal organisasi maupun eksternal organisasi, pada
semua level atau tingkatan pihak-pihak yang
berkepentingan

Mengacu kepada pendapat para ahli, maka secara umum
mengenai manfaat perencanaan  strategis dapat
dirumuskan sebagai berikut:

1. Sebagai alat bagi pimpinan dan seluruh jajaran;

2. Organisasi untuk membangun arah dan tujuan
organisasi dalam jangka panjang;

3. Mendorong sistem kerja yang efektif dan efisien
dengan membangun acuan kerja yang jelas melaui
sistem proritas dan tahapan-tahapan kerja;
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4. Menciptakan rasa tanggung jawab dan mendorong
komitmen dari seluruh anggota organisasi pada
semua tingkatan;

5. Senantiasa mendorong organisasi untuk berorientasi
kepada hasil yang harus diraih di masa depan, agar
eksistensi organisasi tetap terpelihara melalui
strategi yang rasional dan logis;

6. Menjadi alat komunikasi dan koordinasi kerja yang
efektif untuk senantiasa mengarah pada tujuan yang
sama,;

7. Mengembangkan sifat fleksibilitas dengan senantiasa
melihat dan menganalisis berbagai perkembangan
dalam lingkungan strategis yang dimungkinkan akan
mempengaruhi organisasi;

8. Memberikan jaminan konkret, jelas dan logis baik
kepada lingkungan internal maupun eksternal dalam
kaitannya dengan aktivitas organisasi (pelayanan);

9. Membangun sifat antisipatif dan korektif terhadap
berbagai kemungkinan yang akan terjadi sehingga
akan mendorong sifat proaktif dalam bergerak.

Perencanaan strategis adalah alat yang kuat bagi
organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dan
menciptakan nilai jangka panjang. Dengan
mengidentifikasi tujuan, mengalokasikan sumber daya,
dan mengarahkan upaya organisasi, perencanaan
strategis membantu meningkatkan kinerja dan
keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Penting bagi
setiap organisasi, besar atau kecil, untuk mengadopsi
perencanaan  strategis sebagai landasan untuk
kesuksesan masa depan.
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Langkah-Langkah dalam Pengembangan Perencanaan
Strategis

Bryson (2003:55) menentukan 8 langkah dalam
penyusunan Perencanaan strategis, yaitu :

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses
perencanaan strategis

2. Mengidentifikasi mandat organisasi

3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi

4. Menilai lingkungan eksternal, peluang dan ancaman

5. Menilai lingkungan internal, kekuatan dan
kelemahan

6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi
organisasi

Merumuskan strategi untuk mengola isu-isu

8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa
depan

Sedangkan  Whittaker dalam  Riyadi (2004:293)
mengemukakan 10 langkah yang diperlukan dalam
merumuskan Perencanaan Strategis, yaitu : 1.
Merumuskan misi organisasi (mission) 2. Merumuskan
visi organisasi (vision) 3. Mengembangkan nilai-nilai
organisasi (value) 4. Melakukan analisis internal (internal
analysis) 5. Melakukan analisis eksternal (eksternal
analysis) Merumuskan asumsi-asumsi (asumtions) 7.
Mengembangkan analisis strategis dan memilih strategi
(strategic analysis and choice) 8. Merumuskan faktor-
faktor kunci keberhasilan (critical success factors) 9.
Merumuskan tujuan organisasi (goals) 10. Merumuskan
sasaran dan strategi operasional (corporate objective and
strategy)

Dari 2 pendapat diatas dan dari pendapat beberapa ahli,
mengenai langkahlangkah merumuskan penyusunan
perencanaan strategis intinya meliputi sebagai berikut:
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Menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran yang
ingin dicapai

Mengenali  lingkungan di mana  organisasi
mengimplementasikan interaksinya

Melakukan berbagai analisis yang bermanfaat dalam
positioning organisasi dalam peraturan
memperebutkan kepercayaan konsumen

Mempersiapkan semua faktor penunjang yang
diperlukan terutama dalam mencapai keberhasilan
operasional organisasi

Menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui
efektivitas pencapaian implementasi perencanaan
strategis

Pendekatan-Pendekatan dalam Perencanaan Strategis

Pidarta menyebutkan ada empat pendekatan yang dapat
dipakai dalam proses berpikir yang bersifat strategi.
Pendekatan itu adalah :

1.

Pendekatan Kerangka Bimbingan

Pendekatan ini berdasarkan kepada instrument yang
dikonstruksikan secara hati-hati untuk menganalisa
keadaan agar sampai kepada penyelesaian yang
paling cocok. Misalnya bila organisasi menghadapi
sebuah masalah maka ditempuh langkah-langkah
sebagai berikut:

a. Tentukan tujuan jangka panjang pemecahan
masalah itu.

b. Identifikasi faktor-faktor lingkungan yang dapat
dan mungkin memberi pengaruh terhadap
timbulnya masalah.

c. Perhatikan apakah program itu dapat dikaitkan
dengan program pembaruan yang sudah ada,
atau dengan memiliki pembaruan itu, atau
mengadakan inovasi yang baru sama sekali.

d. Analisa semua kemungkinan program dan upaya
menyelesaikan masalah yang dihadapi.
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e. Deskripsikan secara jelas dan komplit program
strategi yang paling baik.

f. Bandingkan program studi yang terbaik ini
dengan perencanaan jangka panjang diatas bila
kurang pas, salah satu dapat dimodifikasi.

g. Program strategi diimplementasikan.
Pendekatan Planajemen

Planajemen (planagement) adalah suatu proses yang
mengintegrasikan seni dan ilmu (art and science)
untuk menentukan program strategi dengan
pendekatan ini adalah dengan cara mengumpulkan
informasi atau data yang relevan dengan masalah
yang dihadapi beserta situasinya. Kemudian
menganalisa data itu untuk membuat pertimbangan-
pertimbangan tentang tindakan apa sebaiknya yang
diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

Pendekatan planajemen ini memakai empat langkah
dalam upaya mencapai sasaran. Langkah-langkah
itu adalah: a) Mengumpulkan semua informasi,
fakta, dan data yang tepat tentang masalah yang
dihadapi. Data tersebut diatas dianalisa secara

alamiah, dilengkapi dengan  initiatif, serta
pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk
melahirkan asumsi-asumsi yang medasari

perencanaan. c) Ambil keputusan bagaimana usaha
menyelesaikan masalah itu untuk cara panjang.
Kembangkan program strategi.

Pendekatan SWOT

Istilah SWOT adalah singkatan dari streinght yaitu
kekuatan (lembaga pendidikan), weakness yaitu
kelemahan (lembaga pendidikan), opportunity yaitu
peluang yang ada, dan threat yaitu tantangan yang
dihadapi. Pendekatan SWOT ini merupakan proses
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu
kondisi atau masalah dan kesempatan baik yang ada
pada kondisi itu untuk mewujudkan program dalam
upaya mencapai tujuan jangka panjang. Program ini
mengambil dan memaksimalkan segi-segi
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kekuatannya dan menghindari kelemahnnya serta
mengarahkan masalah-masalah yang ada ke dalam
kesempatan-kesempatan yang baik, serta
menghadapi tantangan-tantangan.

Pendekatan Investigasi

Pendekatan berpikir untuk menghasilkan program
strategi ini memanfaatkan jasa penelitian untuk
mendapatkan data tentang kegiatan, proses, dan
hasil-hasil pendidikan suatu lembaga pendidikan
serta data lain diluar lembaga yang mempunyai
pengaruh terhadapnya. Data ini dapat diambil pada
dokumentasi lembaga pendidikan, surat kabar,
majalah, perencanaan, lewat diskusi, wawancara dan
sebagainya.
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PERENCANAAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Ahmad Farouq Mulku Zahari, S.Sos., M.A.P
Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Pendahuluan

Perencanaan memiliki peran penting dalam sebuah
organisasi untuk menentukan Dberhasil tidaknya
organisasi tersebut. Dengan kata lain dalam sebuah
organisasi segala sesuatunya perlu untuk direncanakan,
ketika gagal dalam perencanaan maka sama halnya
merencanakan kegagalan itu sendiri, termasuk dalam
perencanaan sumber daya manusia. Sumber Daya
Manusia (SDM) dalam konteks pemerintahan merujuk
pada individu-individu yang bekerja di berbagai lembaga
pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas
administratif, operasional, dan strategis yang diperlukan
untuk menjalankan fungsi pemerintahan, baik sebagai
pelayan publik, pelaksana kebijakan, maupun sebagai
perekat dan peersatu bangsa.

Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah proses
strategis untuk mengidentifikasi dan memastikan bahwa
organisasi memiliki  jumlah, kualifikasi, dan
keterampilan sumber daya manusia yang tepat untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama
dari perencanaan SDM adalah untuk memastikan
ketersediaan tenaga kerja atau pegawai yang memadai
dengan kompetensi yang sesuai di saat yang tepat dan di
tempat yang tepat, (Syafri & Alwi, 2014).

41



Pentingnya perencanaan SDM terletak pada fakta bahwa
sumber daya manusia merupakan aset pertama dan
paling utama yang berharga bagi sebuah organisasi.
Dengan merencanakan SDM secara efektif, organisasi
pemerintahan (birokrasi) dapat memastikan bahwa
mereka memiliki pegawai yang kompeten, berkualitas,
dan sesuai dengan kebutuhan untuk pencapaian tujuan
organisasi. Dengan adanya perancanaan SDM dapat
menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat,
dengan kata lain perencanaan SDM melibatkan
identifikasi orang yang memiliki kualifikasi dan
keterampilan yang sesuai untuk berbagai peran atau
posisi dalam organisasi. Hal ini memastikan bahwa
setiap individu ditempatkan di posisi yang sesuai dengan
kompetensi dan minat yang dimilikinya, sehingga minat
dan potensi tersebut dapat dimaksimalkan dalam
menyelesaikan tugas-tugas yang mereka emban,
(Sunarta, 2010; Widajanti, 2007).

Tulisan pada bab ini membahas mengenai perencanaan
sumber daya manusia dalam pemerintahan.
Pembahasan dimulai dari pengertian perencanaan
sumber daya manusia dan urgensinya, tujuan dan
manfaat perencanaan sumber daya manusia, dan
langkah-langkah dalam perencanaan sumber daya
manusia.

Pengertian Perencanaan Sumber Daya Manusia dan
Urgensinya

Perencanaan mengacu pada proses merencanakan
tindakan-tindakan yang akan diambil untuk mencapai
tujuan organisasi. Dalam konteks manajemen sumber
daya manusia (MSDM), perencanaan SDM menjadi
landasan penting untuk mengoptimalkan potensi
manusia di dalam organisasi. Ada beberapa pengertian
mengenai Perencanaan sumber daya manusia, seperti
yang dikemukakan oleh (Rahardjo, 2022; Sunarta, 2010)
bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah
meramalkan kebutuhan SDM yang diperlukan dalam
organisasi untuk mencapai tujuan dan strategi jangka
Panjang organisasi. Sehingga langkah ini memungkinkan
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organisasi untuk mengidentifikasi keahlian dan
kompetensi yang diperlukan, serta mengantisipasi
perubahan kebutuhan tenaga kerja atau pegawai.

Selain itu, Geisler (1967) dalam (Rahardjo, 2022)
mengemukakan bahwa perencanaan sumber daya
manusia sebagai proses peramalan, pengembangan, dan
pengendalian sumber daya manusia. Proses ini
bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki
sumber daya manusia yang sesuai dan efektif guna
mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain
perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah suatu
proses penting dalam manajemen organisasi yang
bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga
kerja, mengembangkan strategi untuk memenuhi
kebutuhan tersebut, dan memastikan bahwa organisasi
memiliki sumber daya manusia yang sesuai dan
berkualitas untuk mencapai tujuan jangka pendek dan
jangka panjangnya, (Widajanti, 2007).

Kemudian, (Syafri & Alwi, 2014) mengatakan bahwa
Perencanaan sumber daya manusia (HR planning) adalah
proses mengidentifikasi dan mempersiapkan kebutuhan
sumber daya manusia yang diperlukan oleh organisasi
untuk mencapai tujuannya. Proses ini melibatkan
analisis kebutuhan tenaga kerja, identifikasi
keterampilan yang diperlukan, serta peramalan
kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Dalam
hal ini, manajer atau pimpinan memiliki peran penting
dalam meramalkan atau memprediksi kebutuhan SDM
berdasarkan perkembangan organisasi, perubahan
pasar, teknologi, dan faktor-faktor lain yang
memengaruhi kebutuhan tenaga kerja.

R. Wayne Mondy dalam (Rahardjo, 2022) mendefinisikan
perencanaan sumber daya manusia sebagai proses
strategis yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan
kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi
dalam jangka waktu tertentu. Hal senada juga
dikemukakan oleh G Steiner dalam (Sunarta, 2010)
bahwa Perencanaan Sumber Daya Manusia (Human
Resource Planning) adalah proses yang sistematis untuk
mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, mengantisipasi
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perubahan lingkungan eksternal dan internal, serta
mengembangkan strategi untuk memenuhi kebutuhan
organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Lebih jauh, proses perencanaan SDM melibatkan
serangkaian langkah untuk mengidentifikasi kebutuhan
sumber daya manusia, mengalokasikan sumber daya
secara efisien, dan merancang program-program yang
mendukung tujuan  strategis organisasi. Dalam
perencanaan sumber daya manusia juga perlu untuk
mengamati lingkungan eksternal dan mengamati
lingkungan internal organisasi. Ini merujuk pada dua
pendekatan yang berbeda dalam memahami dan
menganalisis lingkungan, (Syafri & Alwi, 2014):

1. Mengamati Lingkungan Eksternal: Ini berkaitan
dengan mengamati dan menganalisis faktor-faktor di
luar organisasi atau individu yang dapat
mempengaruhi kinerja atau keadaan mereka.
Lingkungan eksternal melibatkan elemen-elemen
seperti tren pasar, persaingan industri, perubahan
regulasi, faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi
(dikenal sebagai analisis PESTEL), serta dinamika
industri secara umum. Mengamati lingkungan
eksternal membantu organisasi atau individu dalam
merencanakan dan menyesuaikan strategi mereka
agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang
terjadi di luar.

2. Mengamati Lingkungan Internal: Ini mengacu pada
mengamati dan menganalisis aspek-aspek internal
organisasi atau individu yang dapat mempengaruhi
kinerja atau perilaku mereka. Lingkungan internal
meliputi sumber daya manusia, struktur organisasi,
budaya organisasi, kekuatan dan kelemahan
internal, serta sistem dan proses yang ada dalam
organisasi. Dengan memahami lingkungan internal
dengan Dbaik, organisasi atau individu dapat
mengidentifikasi area di mana mereka memiliki
keunggulan dan di mana perbaikan diperlukan.
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Kedua pendekatan ini sering digunakan dalam berbagai
konteks, baik dalam bisnis, lingkungan akademis, atau
bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kombinasi antara
mengamati lingkungan eksternal dan mengamati
lingkungan internal memungkinkan individu atau
organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik
dan lebih informasional, serta untuk merespons
perubahan dan peluang dengan lebih efektif.

Berdasarkan beberapa pengertian perencanaan sumber
daya manusia di atas, dapat dikatakan bahwa
perencanaan sumber daya manusia adalah kemampuan
pimpinan untuk 1) meramalkan atau memprediksi; Ini
adalah tahap awal dalam pengelolaan SDM. Tujuannya
adalah untuk meramalkan kebutuhan pegawai di masa
depan berdasarkan proyeksi pertumbuhan organisasi,
proyeksi proyek atau proyeksi perubahan dalam struktur
organisasi. Organisasi perlu mempertimbangkan faktor-
faktor seperti perubahan kebutuhan dalam masyarakat,
teknologi, dan  strategi organisasi. Proses ini
memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi
apakah akan ada kekurangan atau kelebihan pegawai
dan merencanakan tindakan yang sesuai. 2)
mengembangkan; Setelah kebutuhan SDM
diidentifikasi, langkah berikutnya adalah
mengembangkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan
tersebut. Ini melibatkan rekrutmen, seleksi, pelatihan,
dan pengembangan pegawai. Organisasi harus mencari
individu yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan
kemampuan yang diperlukan untuk mengisi peran atau
posisi-posisi tertentu yang dibutuhkan dalam organisasi.
Pelatihan dan pengembangan juga penting untuk
meningkatkan kemampuan pegawai yang ada agar
sesuai dengan perubahan kebutuhan organisasi, dan 3)
mengendalikan kebutuhan sumber daya manusia;
tahap ini melibatkan pemantauan dan pengendalian
pegawai yang ada untuk memastikan bahwa mereka
bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. Ini
mencakup evaluasi kinerja, manajemen Kkinerja,
kompensasi, dan manajemen konflik. Pengendalian SDM
membantu organisasi untuk memastikan bahwa pegawai
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bekerja secara efisien, produktif, dan sesuai dengan
kebijakan pemerintah.

Dengan menjalankan proses peramalan, pengembangan,
dan  pengendalian @ SDM dengan  baik dapat
mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja, mengurangi
risiko kekurangan atau kelebihan pegawai,
meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan
organisasi yang telah ditetapkan. Selama seluruh proses
ini, penting untuk memiliki sistem informasi dan alat
manajemen yang memadai untuk mendukung
pengambilan keputusan yang tepat. Penggunaan
teknologi dan analisis data juga dapat membantu
perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih
akurat dan efisien dalam hal manajemen SDM.

Dalam pemerintahan, Perencanaan Sumber Daya
Manusia (SDM) mengacu pada proses strategis untuk
mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengelola
sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi
pemerintah guna mencapai tujuan dan misi yang telah
ditetapkan. Ini melibatkan langkah-langkah yang
direncanakan dengan cermat untuk memastikan bahwa
organisasi memiliki pegawai yang berkualitas, terampil,
dan sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa depan.
Komponen-komponen utama dari perencanaan SDM
dalam pemerintahan yakni:

1. Analisis Kebutuhan SDM: Ini melibatkan identifikasi
dan penilaian terhadap kebutuhan SDM di seluruh
tingkatan organisasi pemerintahan. Hal ini dapat
mencakup peramalan jumlah pegawai yang
dibutuhkan, keterampilan dan kompetensi yang
diperlukan, serta perubahan demografis atau
teknologi yang dapat memengaruhi kebutuhan SDM.

2. Perekrutan dan Seleksi: Setelah kebutuhan SDM
diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah
merencanakan proses perekrutan dan seleksi yang
efektif. Ini mencakup pembuatan deskripsi pekerjaan
yang jelas, pembuatan iklan lowongan kerja,
penyaringan calon, serta tahap wawancara dan
penilaian untuk memilih kandidat terbaik.
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3. Pengembangan SDM: Organisasi pemerintahan perlu
mengembangkan karyawan mereka agar tetap
relevan dan produktif. Ini melibatkan pelatihan,
pengembangan keterampilan, program pembinaan,
dan pendidikan lanjutan untuk memastikan bahwa
pegawai memiliki kemampuan yang diperlukan
untuk menjalankan tugas-tugas mereka.

4. Penilaian Kinerja: Evaluasi kinerja  berkala
diperlukan untuk mengidentifikasi prestasi dan
perkembangan pegawai. Ini dapat membantu dalam
mengidentifikasi kebutuhan pengembangan lebih
lanjut, pemberian penghargaan, atau perbaikan
kinerja jika diperlukan.

5. Manajemen Talenta: Identifikasi dan pengelolaan
pegawai berbakat dan berpotensi tinggi merupakan
bagian penting dari perencanaan SDM. Memahami
kekuatan individu dan memberi mereka kesempatan
untuk tumbuh dapat membantu organisasi
mempertahankan pegawai terbaik.

6. Pengelolaan Perubahan: Perubahan dalam
pemerintahan, baik itu dalam kebijakan, struktur
organisasi, atau teknologi, dapat memengaruhi
kebutuhan SDM. Oleh karena itu, perencanaan SDM
harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan
tersebut.

7. Pengelolaan Kinerja dan Kompensasi: Sistem
penggajian dan penghargaan harus adil dan sesuai
dengan kinerja dan kontribusi pegawai. Ini dapat
meliputi sistem insentif, kenaikan gaji, dan
pengakuan atas prestasi.

Perencanaan sumber daya manusia (SDM) dalam
pemerintahan memiliki urgensi yang sangat penting
dalam menjalankan berbagai aspek tugas dan tanggung
jawab pemerintah. Berikut adalah beberapa alasan
mengapa perencanaan SDM sangat penting dalam
konteks pemerintahan:
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Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan: Perencanaan
SDM membantu pemerintah untuk mengidentifikasi
kebutuhan SDM yang diperlukan untuk
melaksanakan berbagai kebijakan dan program.
Dengan memiliki gambaran yang jelas tentang
jumlah, kualifikasi, dan keterampilan yang
dibutuhkan, pemerintah dapat memastikan bahwa
personel yang tepat ditempatkan di posisi yang
sesuai, sehingga kebijakan dan program dapat
dijalankan dengan lebih efektif.

Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik: SDM yang
terlatih, berkualitas, dan berkemampuan akan
memberikan pelayanan publik yang lebih baik
kepada masyarakat. Dengan merencanakan
pelatihan dan pengembangan SDM, pemerintah
dapat meningkatkan kompetensi pegawai dalam
memberikan pelayanan yang responsif, efisien, dan
berkualitas.

Pengelolaan Aset Manusia: SDM dalam
pemerintahan adalah salah satu aset terpenting.
Perencanaan SDM membantu dalam pengelolaan dan
pemanfaatan aset manusia ini dengan baik.
Pemerintah dapat mengoptimalkan potensi SDM
yang ada, menghindari overlap atau kekurangan
personel, serta memastikan keseimbangan antara
kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang.

Mendorong Inovasi dan Pembaharuan: Dengan
merencanakan pengembangan SDM, pemerintah
dapat mendorong inovasi dan pembaharuan dalam
berbagai bidang. SDM yang memiliki pengetahuan
dan keterampilan terkini akan lebih mampu
menghadapi tantangan baru dan mengembangkan
solusi kreatif untuk masalah yang ada.

Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya: Tanpa
perencanaan SDM yang baik, pemerintah dapat
mengalami pemborosan anggaran dan sumber daya.
Salah penempatan pegawai atau kekurangan SDM
yang kritis dapat mengganggu jalannya proses kerja
dan mengakibatkan biaya tambahan dalam jangka
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panjang. Dengan merencanakan dengan cermat,
pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya
dengan lebih efisien.

Ketahanan Institusi: SDM yang baik adalah salah
satu pilar penting dalam membangun ketahanan
institusi pemerintahan. Ketika pemerintah memiliki
SDM yang berkualitas, profesional, dan etis, maka
institusi akan lebih stabil dan mampu mengatasi
perubahan lingkungan yang cepat.

Rekrutmen dan Retensi: Perencanaan SDM
membantu pemerintah untuk merencanakan proses
rekrutmen secara strategis. Dengan memahami
kebutuhan jangka panjang, pemerintah dapat
merencanakan rekrutmen yang tepat untuk mengisi
posisi yang kosong atau yang akan datang. Selain
itu, merencanakan pengembangan karir dan fasilitas
bagi pegawai dapat meningkatkan retensi dan
mengurangi tingkat perputaran.

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja: Perencanaan
SDM juga berperan dalam pemantauan dan evaluasi
kinerja pegawai. Dengan merencanakan sistem
evaluasi yang baik, pemerintah dapat mengukur
pencapaian tujuan, mengidentifikasi kekuatan dan
kelemahan pegawai, serta memberikan umpan balik
yang konstruktif.

Dengan demikian, perencanaan SDM memiliki urgensi
yang sangat penting dalam pemerintahan untuk menjaga
efektivitas, efisiensi, dan kinerja pelayanan publik serta
memastikan pengelolaan sumber daya manusia yang
optimal.

Tujuan dan Manfaat Perencanaan Sumber Daya
Manusia

Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki
peran yang penting dalam pemerintahan. Tujuan dan
manfaat dari perencanaan SDM dalam pemerintahan
adalah sebagai berikut:
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Adapun tujuan perencanaan sumber daya manusia
dalam pemerintahan yakni:

1.

Efektivitas Pelayanan Publik: Perencanaan SDM
membantu pemerintah dalam mengatur jumlah dan
kualitas pegawai yang  dibutuhkan  untuk
memberikan pelayanan publik yang efektif dan
efisien kepada masyarakat.

Peningkatan Kinerja Organisasi: Dengan
merencanakan SDM dengan baik, pemerintahan
dapat mengoptimalkan potensi pegawai dalam
mencapai tujuan-tujuan organisasi, sehingga kinerja
pemerintahan dapat ditingkatkan.

Manajemen Kompetensi: Perencanaan SDM
memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi
kompetensi yang dibutuhkan dalam berbagai posisi
atau jabatan, sehingga pegawai yang sesuai dengan
kompetensi dapat ditempatkan di posisi yang tepat.

Pengembangan Karir: Melalui perencanaan SDM,

pemerintah dapat merancang program
pengembangan karir bagi pegawai, sehingga mereka
memiliki peluang untuk mengembangkan

keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk
tumbuh dalam karir mereka.

Pemenuhan Kebutuhan Pegawai: Dengan
melakukan perencanaan SDM, pemerintah dapat
mengidentifikasi kebutuhan pegawai dalam jumlah
dan jenis tertentu, sehingga proses perekrutan,
pelatihan, dan pengembangan dapat dilakukan
sesuai dengan kebutuhan.

Adapun manfaat perencanaan sumber daya manusia
dalam pemerintahan yakni:

1.

Optimalisasi Pegawai: Perencanaan SDM membantu
pemerintah untuk memanfaatkan pegawai yang ada
dengan sebaik-baiknya, menghindari kelebihan atau
kekurangan pegawai di berbagai unit organisasi.
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2. Efisiensi  Anggaran: Dengan merencanakan
kebutuhan pegawai dengan cermat, pemerintahan
dapat mengalokasikan anggaran secara lebih efisien,
menghindari pemborosan dalam perekrutan atau
pengelolaan pegawai.

3. Penyesuaian dengan Perubahan: Perencanaan SDM
memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan
diri dengan perubahan lingkungan, kebijakan, dan
teknologi dengan lebih responsif, sehingga organisasi
tetap relevan dan kompetitif.

4. Motivasi Pegawai: Ketika pegawai merasa bahwa
ada rencana yang jelas untuk perkembangan karir
dan pengembangan keterampilan mereka, mereka
cenderung lebih termotivasi dan berkinerja baik.

5. Pemenuhan Tugas dan Tanggung Jawab:
Perencanaan SDM membantu memastikan bahwa
setiap posisi dalam pemerintahan memiliki pegawai
yang memiliki kompetensi yang sesuai, sehingga
tanggung jawab dan tugas-tugas dapat dilaksanakan
dengan baik.

6. Peningkatan Pelayanan Publik: Dengan
perencanaan SDM yang baik, pelayanan publik dapat
ditingkatkan karena pegawai yang memiliki
kompetensi yang tepat akan lebih mampu
memberikan solusi yang baik kepada masyarakat.

7. Pemeliharaan Pengetahuan Organisasi: Melalui
perencanaan SDM, pemerintah dapat memastikan
bahwa pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki
oleh pegawai tidak hilang akibat pergantian pegawai
atau pensiun.

Dengan menjalankan perencanaan SDM dengan baik,
pemerintahan dapat mencapai tujuan-tujuan
strategisnya dengan lebih baik, meningkatkan kualitas
pelayanan publik, dan menciptakan lingkungan kerja
yang lebih efisien dan efektif.
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Langkah-Langkah Perencaan Sumber Daya Manusia

Berikut adalah beberapa langkah dalam perencanaan
sumber daya manusia Bernadin dan Russel dalam (Syafri
& Alwi, 2014):

1. Analisis kebutuhan SDM: Pertama-tama, identifikasi
dan analisis kebutuhan tenaga kerja saat ini dan di
masa depan berdasarkan tujuan strategis organisasi.
Tinjau pekerjaan dan peran yang ada, serta
proyeksikan kebutuhan sumber daya manusia di
masa mendatang.

2. Penilaian Keterampilan dan Kompetensi: Evaluasi
keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang
diperlukan untuk setiap pekerjaan. Dengan
mengevaluasi keahlian yang ada dan yang
dibutuhkan, organisasi dapat menentukan apakah
diperlukan pelatihan atau perekrutan baru.

3. Identifikasi Gap: Bandingkan antara kebutuhan
tenaga kerja yang diidentifikasi dan sumber daya
manusia yang ada untuk mengetahui apakah ada
kekurangan atau kelebihan dalam jumlah dan
kualitas sumber daya manusia.

4. Rencana Tindakan: Berdasarkan analisis gap, buat
rencana tindakan untuk mengatasi kekurangan
sumber daya manusia atau mengoptimalkan
penggunaan sumber daya yang ada. Ini bisa
mencakup pelatihan dan pengembangan,
perekrutan, dan pemindahan internal.

5. Implementasi: Setelah rencana tindakan disusun,
laksanakan langkah-langkah tersebut sesuai dengan
jadwal yang telah ditetapkan.

6. Pemantauan dan Evaluasi: Pantau pelaksanaan
rencana dan evaluasi hasilnya secara berkala. Tinjau
kembali perencanaan SDM saat situasi organisasi
berubah atau saat terjadi perubahan dalam
lingkungan bisnis.
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7. Fleksibilitas dan Responsivitas: Perencanaan SDM
harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan
perubahan kebutuhan organisasi. Hal ini penting
mengingat lingkungan bisnis yang selalu berubah

Penutup

Perencanaan Sumber Daya Manusia yang baik
membantu organisasi untuk mengelola dan
mengoptimalkan sumber daya manusia mereka,
sehingga dapat mencapai tujuan strategisnya secara
efisien dan  efektif. Perencanaan SDM  dalam
pemerintahan bukan hanya tentang memenuhi
kebutuhan saat ini, tetapi juga tentang mempersiapkan
organisasi untuk tantangan dan perubahan di masa
depan. Dengan melakukan perencanaan SDM yang
efektif, pemerintahan dapat mengoptimalkan kinerja
organisasi dan mencapai tujuan-tujuannya secara lebih
efisien. Perencanaan sumber daya manusia juga tidak
hanya terbatas pada internal organisasi, tetapi juga
mencakup kebutuhan dari luar (eksternal) organisasi.
Memprediksi kebutuhan sumber daya manusia dalam
organisasi sangat terkait dengan masalah, tantangan,
dan kesempatan yang dihadapi oleh organisasi. Oleh
karena itu, penting bagi para pimpinan atau perencana
sumber daya manusia untuk mengidentifikasi masalah-
masalah, tantangan-tantangan, dan kesempatan-
kesempatan yang dihadapi organisasi. Langkah ini
menjadi titik sentral dalam proses perencanaan strategis
sumber daya manusia.

53



Daftar Pustaka

Rahardjo, D. A. S. (2022). Manajemen Sumber Daya
manusia. Yayasan Prima Agus Teknik.

Sunarta. (2010). Perencanaan Sumber Daya Manusia
(Kunci Keberhasilan Organisasi). Jurnal Manajemen
Pendidikan UNY.
https:/ /www.neliti.com /publications/ 113468 /perenc
anaan-sumber-daya-manusia-kunci-keberhasilan-
organisasi

Syafri, W., & Alwi. (2014). Manajemen Sumber Daya
Manusia Dalam Organisasi Publik. IPDN PRESS.

Widajanti, E. (2007). Perencanaan Sumber Daya Manusia
yang Efektif: Strategi mencapai Keunggulan
Kompetitif. Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan,
7(2).
https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/arti
cle/view /199

54



Profil Penulis
Ahmad Farouq Mulku Zahari, S.Sos., M.A.P

Penulis lahir di Baadia, Kota Baubau pada
tanggal 28 Oktober 1993. Penulis menempuh
pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu
Administrasi Negara Universitas Halu Oleo pada
tahun 2011-2015 dan mendapatkan gelar
Sarjana Sosial (S.Sos). Kemudian penulis melanjutkan
pendidikan S2 dengan mengambil Jurusan Administrasi
Pembangunan pada Program Pascasarjana Universitas Halu
Oleo pada tahun 2015-2017 dan mendapatkan gelar Magister
Administrasi Pembangunan (M.A.P.).

Jika Menulis adalah upaya untuk ‘mengabadikan’ pemikiran,
sedangkan mengajar adalah upaya untuk ‘mengkristalkan’
pemikiran, maka penulis pun memilih kedua-duanya dalam
menjalani aktivitas kesehariannya. Penulis mengawali karier
sebagai dosen pada tahun 2018 ketika penulis lolos pada
seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan saat Ini penulis
Menjadi Dosen PNS pada Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sembilanbelas November Kolaka. Saat ini penulis menjabat
sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilanbelas
November Kolaka, yang berada di Kabupaten Kolaka, Provinsi
Sulawesi Tenggara.

Email Penulis: ahmadfarougmulku@gmail.com

55


mailto:ahmadfarouqmulku@gmail.com

56



4

REKRUTMEN DAN SELEKSI
SUMBER DAYA MANUSIA

Bonataon Maruli Timothy Vincent
Simandjorang, S.E., M.S.E.
Pusat Riset Kebijakan Publik,
Badan Riset dan Inovasi dan Nasional (BRIN)

Pendahuluan

Meritokrasi merupakan komponen penting dari birokrasi
modern dan efektif, dengan implikasi penting bagi
pelayanan  publik, pertumbuhan ekonomi, dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rekrutmen
kandidat aparatur sipil negara (ASN) berbasis prestasi,
kualitas (merif) daripada koneksi politik adalah pilar
dasar dalam model birokrasi Weberian (Rosenbloom, et
al., 2022). Rekrutmen berbasis sistem merit berkorelasi
positif dengan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) (Rauch &
Evans, 2000). Rekrutmen dan seleksi adalah salah satu
fungsi inti dari manajemen sumber daya manusia (SDM)
di sektor publik/pemerintahan. Korupsi yang lebih
rendah dikaitkan dengan kepuasan dan kepercayaan
masyarakat yang lebih tinggi, kinerja yang lebih baik,
motivasi, dan kepuasan di kalangan ASN.

Tidak ada salahnya kita menyimak film box office,
Oppenheimer, yang booming di tahun 2023 ini. Ya, tentu
bila kita dengan jeli melihat, pembelajaran berharga
dapat kita peroleh saat momen pemerintah Amerika
Serikat (AS) yang membentuk Manhattan Project, sebuah
proyek untuk menciptakan bom atom, yang diharapkan
dapat menghentikan perang dunia II pada waktu itu.
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Pemerintah AS langsung turun gunung ke kampus
memburu talenta terbaik yang dimulai dari J. Robert
Oppenheimer dan ilmuan, serta staf terbaik di seluruh
AS dan termasuk di luar negeri.

Oppenheimer menghabiskan tiga bulan pertama tahun
1943 tanpa lelah melintasi negara dalam upaya
mengumpulkan talenta “kelas satu”, upaya yang terbukti
sangat sukses. Segera setelah Oppenheimer tiba di Los
Alamos pada pertengahan Maret, rekrutan mulai
berdatangan dari universitas top di seluruh AS,
termasuk California, Minnesota, Chicago, Princeton,
Stanford, Purdue, Columbia, Iowa State, dan Institut
Teknologi Massachusetts, sementara masih yang lainnya
berasal dari Met Lab dan National Bureau of Standards.
Hampir dalam semalam kampung kecil bernama Los
Alamos meledak menjadi kota kumpulan bakat yang
menetap di pos terpencil untuk mewujudkan proyek
penting pemerintah AS dan dunia pada saat itu (Rhodes,
2012).

Rekrutmen adalah proses yang esensial dalam sebuah
organisasi baik di sektor swasta maupun sektor publik
(pemerintah) untuk mendapatkan SDM yang berkualitas.
SDM yang berkualitas nantinya akan menentukan
keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.
Kesuksesan pemerintah dapat ditentukan salah satunya
dengan kemampuannya merekrut pegawai (Lavigna & Hays,
2004). Selain itu menurut Kim (2020) proses merekrut
pegawai yang Dberkualitas di institusi pemerintah
merupakan proses yang krusial yang dapat menentukan
kualitas dari pelayanan publik dan meningkatkan kinerja
pemerintah. ASN yang terampil dan bermotivasi tinggi
merupakan determinan penting dari pemerintahan yang
efektif. Bagaimana pemerintah merekrut calon ASN yang
terbaik dan berintegritas? Van Acker (2019) menyebutkan
berbagai pendekatan untuk perekrutan melalui: sistem
yang Dberorientasi pada karir dan posisi; mengukur
pengetahuan versus kompetensi; penyaringan pelamar
melalui tes tertulis atau lisan; dan merekrut ASN tingkat
junior dan senior. Hal ini juga membandingkan keuntungan
dan kerugian dari sentralisasi dan desentralisasi proses
rekrutmen.
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Manajemen Talenta dalam Birokrasi

Perekrutan yang efektif adalah salah satu keputusan
terpenting yang diambil organisasi. survei yang
dilakukan oleh RewardsPlus of America menemukan
bahwa 52% pemberi kerja menyebutkan bahwa
perekrutan dan retensi talenta sebagai masalah nomor
satu yang mereka hadapi (Daly, 2012). Lebih lanjut Daly
menyebutkan tiga fase manajemen akuisisi talenta (talent
acquisition management), yakni: (i) perekrutan; (i)
penyaringan kandidat; dan (iii) seleksi wawancara.
Gambar 1 menawarkan ringkasan visual dari tiga fase
proses utama dalam rekrutmen dan seleksi.

Recruitment

Screening of Candidates

Selection Interviews

+ Position review
+ Recruitment strategies

+ Application review
+ Application testing and

* Interview techniques
determined

» Scope of search: evaluation = Structured
national, regional, = Skills testing = Nondirected
or local = Aptitude testing - Stress
» Recruitment » = “Honesty” tests » = Panel
methods: + Work eligibility = Assessment center
newspaper, * Assessment of:
Internet, “word of = Skills
mouth” = Behavior predictors
= Unit/team fit
v h 4 Y
Identify talent Identify best candidates Select best candidate

Gambar 1. Tahapan dalam Talent Acquisition

Management (Daly, 2012)

Orkestrasi yang sukses dari ketiga
membutuhkan pengetahuan terkini tentang
keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan (skills,
knowledge, and abilities/ SKA) yang diperlukan untuk
posisi yang dibuka. Dengan demikian, perekrutan efektif
membutuhkan proses terencana yang dikembangkan
dengan baik sebelum melakukan pencarian talenta.
Akuisisi yang efektif juga merupakan proses bersama
antara departemen dan unit operasi SDM.

fase ini
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Perencanaan antara SDM dan departemen "seleksi"
melibatkan komunikasi yang erat di antara anggota tim.
Mereka akan membahas keterampilan yang dibutuhkan
untuk bekerja dengan baik di posisi serta karakteristik
perilaku yang diinginkan pada kandidat ideal. Tujuan di
sini adalah untuk mengidentifikasi strategi untuk
menghasilkan dan mengamankan kandidat berbakat
dalam talent pool. Tim akan membahas pertanyaan-
pertanyaan berikut:

Namun unit SDM harus mempertimbangkan hati-hati
berbagai strategi untuk membuahkan hasil positif bagi
organisasi. Profesor manajemen, John J. Sullivan dalam
Taylor (2006) menyebutkan demikian:

“Aturan pertama perekrutan adalah orang-orang terbaik
sudah memiliki pekerjaan yang mereka sukai. Jadi
pemerintah harus yang menemukan mereka; bukan
berharap mereka yang akan menemukan pemerintah.
Sungguh menakjubkan bahwa begitu banyak Organisasi
masih menggunakan pameran pekerjaan (job fair) untuk
merekrut talenta. Siapa yang pergi ke bursa kerja? Orang
tanpa pekerjaan! Semua yang Anda dapatkan disana
adalah resume riwayat hidup (CV) yang kurang berharga
dan banyak kuman. Merekrut harus menjadi disiplin yang
cerdas dan bergerak cepat, bukan birokrasi yang pasif
dan mendorong kertas.”

Menarik pegawai negeri yang terampil ke sektor publik
merupakan langkah awal yang penting rekrutmen, tetapi
proses rekrutmen itu sendiri merupakan komponen
penting kedua. Sebuah peningkatan standar global
untuk perekrutan dan seleksi didasarkan pada konsep
kemampuan. Rekrutmen berbasis prestasi dapat
didefinisikan sebagai mempekerjakan orang berdasarkan
keterampilan mereka dan kemampuan daripada
nepotisme atau patronase. Jenis pendekatan perekrutan
ini memiliki dikaitkan dengan perasaan pemberdayaan
bagi pegawai negeri, kapasitas negara, dan pengurangan
korupsi negara. Rekrutmen berbasis prestasi dapat
ditelusuri kembali ke kekaisaran Cina, tetapi ternyata

60



tidak sampai akhir abad ke-19 dan ke-20, perekrutan
berdasarkan prestasi adalah diimplementasikan di
seluruh dunia.

Rekrutmen dan promosi merit memberikan
profesionalisasi dan staf yang lebih kompeten dan
memungkinkan pemisahan politik dan sipil pegawai yang
diperlukan untuk pengembangan ASN yang profesional.
Berdasarkan data dari survei Kualitas Pemerintah
(Teorell et al. 2019) menunjukkan hubungan positif yang
kuat antara profesionalisasi administrasi publik di satu
sisi dan ketidakberpihakan administrasi publik di sisi
lain (imparsial). Skor tertinggi Selandia Baru, Irlandia,
dan  Norwegia tentang  ketidakberpihakan dan
profesionalisasi administrasi publik mereka, sementara
Venezuela dan Tajikistan mendapat skor terendah. Data
ini menunjukkan bahwa keduanya merit-based sistem
dan ketidakberpihakan administrasi publik (dan pada
gilirannya birokrat itu sendiri) saling menguatkan.

Rekrutmen dan Seleksi Pelayan Publik di Dunia

Cara di mana negara mengatur perekrutan mereka adalah
sangat terkait dengan apakah sistem birokrasi yang
berbasis pada karir atau jabatan. Sistem berbasis karir
(career-based systems) cenderung merekrut mulai di bagian
bawah hierarki. Calon promosi internal dicari dalam
kumpulan ASN yang ada. Sedangkan sistem berbasis posisi
(position-based systems) membuka semua pekerjaan baru
untuk pengerahan talenta secara kompetitif. ASN bersaing
dengan orang luar dari sektor swasta atau organisasi publik
lainnya. Karena sistem ini mempekerjakan untuk setiap
pekerjaan tunggal secara individual, perekrutan dan
penyaringan metode lebih spesifik (Van Acker, 2019).

Mekanisme cenderung berbentuk wawancara dan CV, atau
mengecek kualifikasi, secara portofolio. Dalam sistem
berbasis karir, metode perekrutan lebih umum karena
mempekerjakan adalah untuk karir yang luas, bukan
pekerjaan tertentu. Ujian tertulis umum mungkin lebih
tepat. Dalam contoh kedua sistem ini, penekanan kuat
diberikan berdasarkan prestasi. Sistem berbasis posisi
pertama kali dijelaskan diikuti oleh berbasis karir dan
kemudian jalan tengah.
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Di Australia, Islandia, dan Belanda, ketiga negara itu
punya sistem rekrutmen serupa, yang paling berbasis
posisi sistem dari semua negara anggota OECD. Ini
mengarah pada desentralisasi rekrutmen, lamaran
pekerjaan langsung (bukan ujian terpusat untuk masuk
ASN pada umumnya), scan CV pelamar, dan wawancara
pribadi. Prosesnya sering dilakukan oleh keduanya panel
seleksi atau oleh perusahaan perekrutan dan dipandu
oleh aturan ditentukan di tingkat pemerintah pusat.

Sistem rekrutmen di Perancis adalah contoh klasik
berbasis karir. Rekrutmen diselenggarakan melalui ujian
kompetitif (concours), dan berlangsung terutama di awal
karir. Ada tiga jenis ujian: satu terbuka untuk kandidat
eksternal, yang hanya terbuka untuk ASN, dan satu
yang terbuka untuk pejabat terpilih, manajer asosiasi
dan sektor swasta.

Mekanisme perekrutan Cina diatur secara terpusat
bahkan pelaksanaan ujian memiliki sejarah yang kaya
dan panjang sejak abad ke-7. Fokus yang kuat pada
nilai-nilai Konfusian membuatnya menjadi sistem yang
unik. Pelamar mengikuti tes tiga bagian: (i) 140
pertanyaan tentang logika, matematika, politik, dan
filsafat; (ii) analisis ekonomi dan dokumen politik; dan
(iii) esai yang berkaitan dengan topik daribagian kedua.
Banyak pertanyaan menyangkut pemecahan masalah
melalui penggunaan prinsip-prinsip filosofis Cina (yaitu,
Konfusius dan Laozi).

Sektor publik di India memiliki sejarah pusat yang kaya
ujian. Untuk berpartisipasi dalam ujian menjadi calon
ASN, kandidat harus memiliki gelar sarjana dan berada
di antara 21 dan 28 tahun. Ada satu ujian untuk semua
pelayanan administrasi, dengan langkah pertama terdiri
dari dua makalah, satu bersifat umum (general) dan satu
tentang subjek pilihan. Jika lulus, kandidat menulis
delapan makalah lagi untuk langkah kedua. Akhirnya,
wawancara lisan melengkapi delapan tes tertulis.

Sistem di Brasil merekrut pegawai negerinya yang
diselenggarakan secara terpusat (ujian kompetitif).
Sekitar 90% ASN federal memasuki sektor publik melalui
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salah satu dari seleksi (concursos), yang diselenggarakan
berdasarkan kategori profesional (lebih dari 200). Ujian
tertulis ini berfokus pada pengujian pengetahuan formal
area kebijakan sempit terkait dengan kategori
profesional. Tidak ada wawancara dilakukan. Beberapa
kekhawatiran ada bahwa wujian tidak mengukur
kompetensi manajerial atau generalis yang relevan.

Layanan sipil Korea berbasis karir sistem, yang
menggabungkan wawancara dan ujian pusat, tanpa
persyaratan pendidikan. Langkah pertama terdiri dari tes
pilihan ganda, berfokus pada kemampuan linguistik dan
logis, interpretasi data, penilaian tidak langsung, dan
penguasaan bahasa Inggris. Entri kelas yang lebih tinggi
mencakup langkah kedua. Kandidat mengambil sebuah
tes berbasis esai, setelah itu wawancara menyimpulkan
prosesnya. Sebelumnya, tes terkonsentrasi pada
pengetahuan hukum. Hari ini, mereka menekankan
kompetensi terkait pekerjaan.

Irlandia adalah contoh jalan tengah antara sistem
berbasis posisi dan sistem berbasis karir, bersama
dengan Belgia, Denmark, dan Meksiko. Meskipun
condong ke arah sistem karir, beberapa posisi peringkat
junior dalam sistem Irlandia diisi baik perekrutan
eksternal (seperti dalam sistem berbasis posisi) dan
perekrutan internal (seperti dalam sistem berbasis karir).
Klerikal, eksekutif,dan petugas administrasi direkrut
melalui kompetisi terbuka. Rekrutmen ini didasarkan
pada hasil psikologis dantes terkait pekerjaan, dan
wawancara akhir.

Proses rekrutmen dalam sektor publik sebagian besar
mencerminkan kelembagaan pengaturan sektor publik
itu sendiri seperti sistem berbasis karir (seperti Jerman
atau Uni Eropa) dan sistem berbasis posisi (seperti
Inggris). Dalam berbagai daerah, ujian masuk negara
bagian digunakan untuk merekrut pegawai negeri muda.
Ujian bisa sangat kompetitif di negara berkembang, di
mana kemungkinan yang stabil, pekerjaan berbayar
sangat menguntungkan. Selain itu, di banyak negara
Asia seperti Korea atau Jepang, lulus ujian pegawai
negeri membawa tingkat kehormatan dan perasaan
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tertentu elitism (Kim, 2020). Di Cina, sekitar satu juta
orang mengambil entri layanan publik ujian setiap tahun
memperebutkan posisi di bawah 20.000. Ini telah
menyebabkan beberapa ahli berpendapat bahwa
ketertarikan pada pelayanan publik pada dasarnya
berbeda dari negara-negara barat dan ujian negara
berskala besar memperkenalkan perbedaan jenis insentif
yang mungkin mendesak lebih altruistik atau
bermotivasi untuk menjadi pelayan publik. Di negara
lain seperti Kanada, ada sistem hibrida yang mencakup
perekrutan federal melalui nasional ujian masuk sektor
publik, di mana kandidat yang berhasil dapat
ditempatkan ke dalam kumpulan jabatan yang tidak
ditentukan dan berdasarkan jabatan tertentu.

Menarik kandidat teratas untuk pekerjaan pegawai
negeri itu penting, demikian juga meningkatkan
keterwakilan ASN dari berbagai latar belakang. di Korea,
pejabat publik berpangkat lebih tinggi cenderung dipilih
dari serangkaian institusi elit. Demikian pula, aliran
cepat pegawai negeri Inggris masih merekrut sekitar 17%
kandidat mereka hanya berasal dari dua universitas di
Inggris (Oxford dan Cambridge). Skema ini lebih berhasil
menarik perempuan, namun masih ada kurangnya
representasi sehubungan dengan etnis minoritas dan
orang-orang dari sosial ekonomi yang lebih rendah latar
belakang yang mungkin tidak berlaku untuk skema di
tempat pertama.

Secara kelembagaan, perekrutan dapat dilakukan secara
terpusat atau terdesentralisasi. Di sebuah sistem
terpusat, kewenangan untuk menentukan siapa dan
berapa banyak orang yang dipekerjakan terletak di
tingkat nasional, biasanya perekrutan komisi atau badan
khusus. Sebaliknya, rekrutmen = terdesentralisasi
diselenggarakan oleh kementerian, lembaga, atau
pemerintah daerah itu sendiri. Memiliki rekrutmen yang
dilakukan oleh kementerian lini dapat menghasilkan
lebih  banyak  mekanisme  perekrutan  khusus,
kemungkinan perekrutan yang lebih tinggiorang yang
tepat untuk pekerjaan itu, dan waktu pemrosesan yang
lebih kecil. Juga mempersulit Kementerian Keuangan
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untuk mengontrol semua personel anggaran untuk
kementerian lini dan meningkatkan risiko KKN. Secara
keseluruhan, ada korelasi antara desentralisasi dan
sistem berbasis posisi, dan antara sentralisasi dan
berbasis karir sistem sebagaimana pada Gambar 2.
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Gambar 2. Sentralisasi Rekrutmen dan Sistem
Rekrutmen (Van Acker, 2019)

Reformasi Rekrutmen dan Seleksi ASN di Indonesia

Menjadi ASN khususnya pegawai negeri sipil (PNS)
adalah jalur karir yang sangat dicari di Indonesia, dan
banyak aplikasi yang diterima untuk masing-masing
posisi yang tersedia. Untuk diseleksi, pelamar PNS harus
lulus ujian masuk, yang sebelumnya telah dikelola
dalam bentuk kertas dan akibatnya diganggu oleh
praktik KKN, termasuk penipuan untuk kursus
persiapan, koneksi keluarga, dan curang.

Ada beberapa tahapan dalam proses rekrutmen.
Pertama, pelamar disaring untuk memenuhi inisial
persyaratan pencapaian pendidikan dan pengalaman
kerja. Kemudian, pelamar duduk untuk masuk tertulis
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ujian, yang terdiri dari tes kecerdasan umum, tes
kepribadian, dan pertanyaan yang mencakup loyalitas
nasional. Terakhir, kandidat harus lulus ujian masuk
khusus mata pelajaran tambahan untuk
kementerian/lembaga tertentu. Pada tahun 2013,
pemerintah Indonesia memperkenalkan penggunaan
ujian masuk berbantuan komputer (computer assisted
test/CAT) baru untuk pegawai negeri. Awalnya,
perubahan ini tidak diadopsi secara seragam di semua
tingkat pemerintahan, tetapi kesan awal positif,
menunjukkan peningkatan transparansi dan kredibilitas
proses. Selanjutnya, pemerintah memilih penggunaan
ujian masuk yang seragam di seluruh kementerian,
lembaga dan termasuk pemerintah daerah pada tahun
2014. Akan tetapi penggunaan aktualnya lambat,
sebagian disebabkan karena moratorium dalam
perekrutan calon ASN. CAT terpilih sebagai Top Ten
Global Public Sector Performance oleh Bank Dunia pada
tahun 2018 (Asian Development Bank, 2021).

Terlepas dari kekhawatiran luas tentang rekrutmen non-
meritokratis, Pierskalla et al. (2021) memberikan bukti
deskriptif bahwa profil, dalam hal jenis kelamin atau
tingkat pendidikan masuk kohort pegawai negeri, tidak
berubah secara substansial selama dekade terakhir,
yang kemungkinan besar dijelaskan oleh rasio lamaran
yang tinggi untuk membuka posisi. Tingkat konsistensi
yang tinggi dalam karakteristik demografis dasar
angkatan yang masuk tidak menunjukkan ada atau
tidaknya korupsi dalam proses rekrutmen, mengingat
banyaknya pelamar dan bahwa kemampuan untuk
melakukan korupsi mungkin berkorelasi positif dengan
keterampilan, kemampuan, atau pencapaian pendidikan.
Pemerintah juga telah membuka formasi ASN dengan
jalur khusus, prioritas (afirmasi), yakni: (a) Lulusan
Terbaik (dengan IPK Cumlaude); (b) Penyandang
Disabilitas; (c) Pengembangan WNI yang berada di luar
negeri (Diaspora); dan (d) Putra-Putri Papua.

Sedangkan wujian masuk berbasis CAT sepertinya
langkah ke arah yang benar, masih belum jelas apakah
praktik rekrutmen secara umum benar-benar berguna
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kebutuhan ASN Indonesia saat ini dan masa depan.
Penataan seleksi menjadi pelayanan publik telah
konsekuensi penting bagi tipe individu yang mencoba
menjadi pegawai negeri, yang berbasis kompetensi,
motivasi sektor publik, dan kerentanan terhadap
korupsi. Redistribusi ASN di daerah terdepan, terluar
dan tertinggal (3T) juga menjadi masalah dalam rangka
percepatan pelayanan publik hingga ke seluruh penjuru
nusantara (Kurniawan & Simandjorang, 2022).

Semua ASN memulai karir mereka sebagai pegawai non-
struktural baik jabatan pelaksana atau jabatan
fungsional. Mereka maju melalui hierarki eselon
berdasarkan persyaratan minimum, pengalaman Kkerja
dan golongan (pangkat), kinerja pekerjaan masa lalu
seperti yang tertera dalam penilaian prestasi kinerja
kinerja secara tahunan, dan rekomendasi sukses dari
tim panel promosi jabatan. Baru-baru ini, beberapa telah
orang dari luar PNS untuk mengisi posisi tertentu di
hirarki eselon khususnya eselon I atau jabatan pimpinan
tinggi madya.

Pemerintah Indonesia juga telah mendesain tipe ASN
untuk kebutuhan dalam waktu tertentu yang disebut
dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
(PPPK). PPPK ini mulanya didesain untuk merekrut
mereka kaum profesional. Namun nyatanya saat ini
belum optimal dilakukan sesuai desain awal, karena
fokus untuk menyelamatkan tenaga honorer di
pemerintah pusat dan daerah yang berjumlah awalnya
lebih kurang 400 ribu, kini menjadi 2 juta orang
(Simandjorang & Kurniawan, 2022). Namun PPPK sendiri
sudah berjalan di Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN) yang merekrut jabatan fungsional peneliti ahli
madya (senior researcher) dari kalangan yang
berpengalaman dan berekam jejak sebagai periset
dengan pendidikan doktor (S3) dan memiliki publikasi
ilmiah terindeks global bereputasi (SCOPUS).
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Penutup

Membangun ASN yang unggul dan meritokrasi adalah
masalah utama bagi banyak negara di seluruh dunia.
Negara-negara pada berbagai tahap pembangunan perlu
fokus pada elemen yang berbeda, apakah itu merancang
dan mensistematisasikan ujian tertulis yang
diselenggarakan secara terpusat atau melaksanakan
ujian berbasis kompetensi kerangka. Rekrutmen
berbasis prestasi membutuhkan perhatian konsisten
karena reformasi mudah dibalik, dan godaan untuk
melakukannya mungkin tinggi, terutama karena
mekanisme ini sangat berkurang kemungkinan merekrut
orang-orang titipan. Bila diimplementasikan dengan
benar, sistem rekrutmen Dberbasis merit dapat
meningkatkan kapasitas pemerintah, pelayanan publik,
transparansi, dan kepercayaan.

Rekrutmen dan seleksi ASN adalah proses yang
kompleks dan menantang. Biro SDM di birokrasi harus
melihat erat pada kebutuhan organisasi mereka,
mengidentifikasi keahlian yang dibutuhkan. Penyaringan
berusaha untuk mengidentifikasi kandidat calon ASN
yang terbaik. Rekrutmen harus dari individu yang
berkualitas dari sumber yang tepat dari semua segmen
masyarakat, dan seleksi dan kemajuan harus ditentukan
hanya pada dasar kemampuan relatif, pengetahuan, dan
keterampilan, persaingan yang adil dan terbuka yang
menjamin bahwa semua menerima kesempatan yang
sama.

Semua pelamar harus mendapatkan perlakuan yang adil
dan merata dalam semua aspek manajemen SDM tanpa
memandang afiliasi politik, ras, warna kulit, agama, asal
kebangsaan, jenis kelamin, perkawinan status, usia,
atau kondisi cacat, dan dengan memperhatikan privasi
mereka dan hak konstitusional.
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PERENCANAAN KARIR

Yoseb Boari, S.E., M.Si
Universitas Ottow Geissler Papua

Pengantar

Bab ini membahas topik penting tentang perencanaan
karir! Karir merupakan aspek krusial dalam kehidupan
kita, mempengaruhi bagaimana kita mengembangkan
potensi diri, mencapai tujuan hidup, dan mencari
kepuasan serta kesuksesan profesional. Perencanaan
karir merupakan langkah awal yang kritis dalam
merumuskan strategi untuk mencapai keberhasilan
dalam dunia kerja.

Di tengah perubahan global yang terus berlangsung,
dunia kerja menjadi semakin dinamis dan kompleks.
Masa depan karir kita tidak lagi terbatas pada pekerjaan
tradisional, melainkan juga mencakup peluang baru
yang diciptakan oleh kemajuan teknologi dan
transformasi industri. Oleh karena itu, menjadi semakin
penting bagi kita untuk merencanakan karir secara
bijaksana dan proaktif.

Dalam bab ini, kita akan membahas tentang pengertian
perencanaan karir dan tujuan perencanaan karir yang
jelas, dan bagaimana mengidentifikasi bakat serta minat
yang unik dalam diri kita. Selain itu, akan disajikan 9
pokok dalam perencanaan karir beserta contohnya
untuk memahami tren pasar kerja, mengasah
keterampilan yang relevan, dan mencari peluang karir
yang menjanjikan.
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Melalui bab ini, diharapkan para pembaca akan
mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang
bagaimana merencanakan karir secara holistik,
mengoptimalkan potensi diri, dan membangun karir
yang bermakna dan memuaskan. Baik Anda seorang
profesional yang sedang mencari peluang baru atau
seorang mahasiswa yang ingin memulai karir yang
sukses, bab ini akan menjadi panduan yang berharga
untuk mencapai impian karir Anda.

Definisi dan Tujuan Perencanaan Karir

Perencanaan karir adalah proses sistematis yang
membantu seseorang mengidentifikasi dan mencapai
tujuan karir mereka. Dalam perencanaan karir, terdapat
beberapa pokok-pokok utama yang dibahas untuk
membantu individu membuat keputusan yang tepat dan
membangun karir yang sukses.

Perencanaan karir menurut Super (dalam Sharf, 1992)
menyebutkan bahwa perencanaan karir dapat mengukur
tingkat pemahaman individu terhadap macam-macam
jenis pencarian informasi dan mengukur  tingkat
pemahaman mereka tentang berbagai aspek pekerjaan.
Penyusunan rencana karir pada remaja ditandai dengan
beragam kegiatan dalam hidupnya, seperti memperoleh
pengetahuan tentang pilihan karir, berdialog dengan
orang dewasa mengenai rencana karirnya, berpartisipasi
aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, atau mengikuti
kursus dan pelatihan sesuai minatnya. Karena itu,
disarankan agar perencanaan karir untuk masa depan
dapat direncanakan lebih awal.

Perencanaan karir merupakan salah satu bagian dari
aspek dari perkembangan sikap karir. Super (dalam
Sharf, 1992), menunjukkan bahwa orientasi karir total
seseorang individu terdiri dari beberapa aspek, yaitu: (1)
Perkembangan  sikap-sikap karir, yang meliputi
perencaaan karir dan eksplorasi karir; dan (2)
Perkembangan pengetahuan dan keterampilan, yang
meliputi pengetahuan tentang pembuatan keputusan
dan pengetahuan tentang informasi dunia kerja.
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Lebih lanjut Super (dalam Sharf, 1992) memaparkan
bahwa Perencaan karir adalah suatu proses dimana
individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-
langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya.
Perencanaan karir melibatkan pengidentifikasian tujuan-
tujuan yang berkaitan dengan karir dan penyusunan
rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut.

Dillard (1985), mengemukakan bahwa perencanaan karir
merupakan proses pencapaian tujuan karir individu,
yang ditandai dengan adanya: tujuan yang jelas
setelah menyelesaikan pendidikan, cita-cita yang jelas
terhadap pekerjaan, dorongan untuk maju dalam bidang
pendidikan dan pekerjaan yang dicita-citakan, persepsi
yang realistis terhadap diri dan lingkungan, kemampuan
mengelompokkan pekerjaan yang diminati, memberikan
penghargaan yang positif terhadap pekerjaan dan nilai-
nilai, kemandirian dalam  proses pengambilan
keputusan, kematangan dalam hal mengambil
keputusan, dan menunjukan cara-cara realistis dalam
mencapai cita-cita pekerjaan.

Menurut Dillard (1985), tujuan dari perencanaan karir
adalah sebagai berikut:

1. Memperolah kesadaran dan pemahaman diri
(acquiring self awerness and understanding). Dalam
hal ini, kesadaran dan pemahaman diri merupakan
penilaian dari kelebuhan dan kelemahan yang
dimiliki individu.Langkah ini penting dalam
memberikan panilaian yang realistis tentang dirinya
sendiri untuk dipergunakan dalam perencanaan
karirnya agar diperoleh arah yang efesien dalam
kehidupan.

2. Mencapai kepuasan pribadi (attaraining personal
satisfaction). Melalui karir yang direncanakan
terlebih dahulu, diharapkan individu tersebut akan
mendapatkan kepuasaan pribadi dari karir yang
ditekuninya dalam kehidupannya.
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3. Mempersiapkan diri untuk memperolah penempatan
dan penghasilan yang sesuai (preparing for
adequate placement). Rencana karir ditunjukan
untuk mempersiapkan penempatan yang memadai
dan menghindarkan penempatan yang tidak
diharapkan.

4. Efektivitas usaha dan penggunaan waktu (efficiently
and effort). Tujuannya untuk memilih secara
sistematis, sehingga menghindarkan individu dari
usaha coba-coba, sehingga membentuk dalam
penggunaan waktu secara efesien.

Pokok-Pokok Perencanaan Karir

Pokok-Pokok Perencanaan Karir adalah langkah-langkah
dan strategi yang dirumuskan untuk membantu
seseorang merencanakan dan mengembangkan karirnya
dengan bijaksana dan terarah. Perencanaan karir
bertujuan untuk memahami tujuan, minat, bakat, dan
nilai-nilai diri seseorang, sehingga dapat merumuskan
jalur karir yang sesuai dan memuaskan.

Pokok-Pokok Perencanaan Karir diharapkan akan
menjadi landasan yang kuat bagi seseorang untuk
mengambil langkah  strategis dalam  mencapai
kesuksesan dan kepuasan dalam karirnya. Dengan
perencanaan yang baik, individu dapat menciptakan
masa depan karir yang cerah dan memuaskan.

Berikut ini adalah beberapa pokok-pokok utama yang
umumnya dibahas dalam perencanaan karir:

1. Pemahaman Diri

Proses ini melibatkan pemahaman mendalam
tentang diri sendiri, seperti minat, nilai, keahlian,
kepribadian, dan tujuan hidup. Mengetahui
kekuatan dan kelemahan diri akan membantu
seseorang memilih jalur karir yang sesuai dengan
potensi dan preferensinya.

Pemahaman Diri dalam konteks Perencanaan Karir
merujuk pada kesadaran dan pengetahuan
mendalam tentang diri sendiri sebagai individu,
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termasuk minat, nilai-nilai, bakat, keterampilan, dan
kepribadian. Hal ini penting karena pemahaman diri
yang baik menjadi dasar untuk memilih jalur karir
yang sesuai, memahami tujuan pribadi, dan
mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk
mencapai kesuksesan dalam dunia kerja.

Contoh Pemahaman Diri dalam Perencanaan Karir:

a. Minat dan Bakat. Seseorang yang memiliki
pemahaman diri yang baik akan tahu apa minat
dan bakatnya. Misalnya, jika seseorang memiliki
minat yang mendalam dalam bidang seni, seperti
melukis atau menyanyi, dan memiliki bakat yang
terbukti dalam hal-hal tersebut, maka bisa
mempertimbangkan karir dalam seni, seperti
menjadi seniman atau penyanyi.

b. Keterampilan dan Potensi: Pemahaman diri juga
mencakup identifikasi keterampilan dan potensi
yang dimiliki. Misalnya, seseorang yang memiliki
keterampilan analitis yang kuat dan potensi
untuk  mengembangkan solusi teknologi,
mungkin cocok untuk karir di bidang teknologi
informasi atau analisis data.

c. Nilai-nilai Pribadi: Memahami nilai-nilai pribadi
adalah penting karena ini dapat mempengaruhi
pilihan karir. Jika seseorang memiliki nilai-nilai
etika yang tinggi dan ingin berkontribusi positif
pada masyarakat, mungkin akan memilih karir
dalam bidang layanan sosial atau pekerjaan di
organisasi nirlaba.

d. Kepribadian dan Gaya Kerja: Setiap individu
memiliki kepribadian dan gaya kerja yang
berbeda-beda. Memahami karakteristik
kepribadian diri dapat membantu menentukan
lingkungan kerja yang cocok dan mencari peran
yang sesuai. Sebagai contoh, seseorang yang
ekstrovert dan menyukai interaksi sosial
mungkin lebih cocok dengan karir dalam
pemasaran atau hubungan masyarakat.
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e. Poin Kelemahan dan Potensi Pengembangan:
Selain mengenali kelebihan dan kekuatan,
pemahaman diri juga mencakup pengenalan
akan kelemahan atau keterbatasan diri. Ini
membantu seseorang mengidentifikasi area di
mana ia perlu mengembangkan diri atau mencari
dukungan untuk meningkatkan keterampilan
yang diperlukan dalam karirnya.

Pemahaman diri yang mendalam menjadi fondasi
penting dalam perencanaan karir yang sukses.
Ketika seseorang benar-benar mengenal dirinya
sendiri, maka dia dapat membuat pilihan karir yang
sesuai dengan minat dan potensinya, sehingga lebih
termotivasi dan merasa puas dengan pekerjaannya.
Ini juga membantu menghindari kesalahan dalam
memilih karir yang tidak sesuai dan berpotensi
menghadapi tantangan di masa depan.

Penjelajahan Pilihan Karir

Mengidentifikasi berbagai opsi karir yang ada dan
menyelidiki informasi mengenai setiap opsi. Ini
melibatkan penelitian tentang bidang pekerjaan,
persyaratan pendidikan, peluang karir, dan tren
industri.

Penjelajahan Pilihan Karir dalam  konteks
Perencanaan Karir merujuk pada proses eksplorasi
dan penelusuran berbagai opsi karir yang ada untuk
mengetahui lebih banyak tentang berbagai bidang
pekerjaan, industri, dan profesi yang menarik minat
individu. Tujuan dari penjelajahan pilihan karir
adalah untuk memperoleh informasi yang mendalam
tentang kesempatan dan tantangan yang ada dalam
berbagai bidang, sehingga dapat membantu individu
membuat keputusan karir yang lebih terarah dan
tepat.
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Contoh Penjelajahan Pilihan Karir dalam
Perencanaan Karir:

a.

Magang atau Praktek Kerja: Seorang mahasiswa
atau lulusan baru dapat mencari kesempatan
magang atau praktek kerja dalam berbagai
perusahaan atau organisasi yang sesuai dengan
minat dan bidang studinya. Melalui pengalaman
ini, mereka dapat mengeksplorasi lingkungan
kerja dan melihat bagaimana pekerjaan
sebenarnya dijalankan dalam bidang tertentu.

Pengamatan Lapangan: Individu dapat
mengambil kesempatan untuk mengamati atau
mengikuti para  profesional yang sudah
berpengalaman dalam bidang yang diminatinya.
Dengan melihat dari dekat aktivitas dan
tanggung jawab  mereka, individu Dbisa
mendapatkan gambaran lebih nyata tentang
bagaimana pekerjaan dalam bidang tersebut.

Berbicara dengan Profesional: Berbicara dengan
orang-orang yang sudah berkarir dalam bidang
tertentu dapat memberikan wawasan berharga
tentang tantangan, peluang, dan perkembangan
dalam industri tersebut. Dengan bertanya
langsung kepada para profesional, individu dapat
mendapatkan perspektif yang berbeda dan
mendalam tentang karir yang diminatinya.

Penelitian tentang Bidang Karir: Melakukan
penelitian mandiri tentang berbagai bidang karir
melalui sumber daya online, buku, artikel, atau
seminar dapat membantu seseorang memahami
tren terbaru, peluang karir yang menarik, dan
perkembangan industri yang berpengaruh.

Mencoba Aktivitas Ekstrakurikuler: Aktivitas
ekstrakurikuler di sekolah, universitas, atau
komunitas dapat membantu individu
mengeksplorasi minat dan bakatnya di luar
lingkup akademis. Misalnya, seseorang yang
tertarik pada bidang kreatif dapat mencoba
berpartisipasi dalam klub seni atau teater untuk
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mengetahui apakah ini adalah jalur karir yang
sesuai.

f. Menghadiri Pameran atau Seminar Karir:
Mengikuti pameran karir atau seminar yang
diadakan oleh berbagai industri atau perusahaan
dapat membuka peluang untuk menemui
perwakilan dari berbagai bidang dan memperoleh
informasi langsung tentang pekerjaan dan
kebutuhan pasar kerja saat ini.

Penjelajahan pilihan karir adalah langkah awal yang
penting dalam perencanaan karir yang sukses.
Dengan mengeksplorasi berbagai pilihan karir,
seseorang dapat mengidentifikasi kesesuaian dengan
minat dan potensinya, serta memahami apa yang
diperlukan untuk mencapai kesuksesan di bidang
yang diminatinya. Hal ini membantu individu
membuat keputusan karir yang lebih baik dan
memberikan landasan yang kuat untuk
merencanakan langkah-langkah selanjutnya dalam
mencapai tujuan karir.

Penetapan Tujuan Karir

Menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka
panjang dalam karir yang ingin dicapai. Tujuan yang
jelas membantu memberikan arah yang lebih jelas
dalam mengambil keputusan karir.

Penetapan Tujuan Karir dalam konteks Perencanaan
Karir adalah proses menetapkan target atau sasaran
spesifik yang ingin dicapai oleh seseorang dalam
perjalanan karirnya. Tujuan karir ini berfungsi
sebagai arah atau panduan yang jelas untuk
merencanakan langkah-langkah yang diperlukan
guna mencapai kesuksesan dan kepuasan dalam
dunia kerja.

Contoh Penetapan Tujuan Karir dalam Perencanaan
Karir:

a. Twuan Jangka Pendek: Seseorang mungkin
menetapkan tujuan jangka pendek untuk
mendapatkan pengalaman kerja di bidang
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tertentu melalui magang atau praktek kerja.
Misalnya, "Dalam dua bulan, saya ingin
menyelesaikan magang di sebuah perusahaan
teknologi terkemuka  untuk  memperoleh
pemahaman yang lebih baik tentang industri ini."

Tujuan Menengah: Tujuan menengah mungkin
berkaitan dengan pencapaian pendidikan atau
keterampilan tertentu yang diperlukan dalam
karir yang diinginkan. Contohnya, "Dalam dua
tahun, saya ingin menyelesaikan gelar sarjana di
bidang keuangan dan mendapatkan sertifikasi
terkait untuk menjadi analis keuangan."

Tujuan Jangka Panjang: Tujuan jangka panjang
lebih berfokus pada pencapaian karir yang
signifikan dalam jangka waktu yang lebih lama.
Misalnya, "Dalam sepuluh tahun, saya ingin
menjadi manajer proyek di sebuah perusahaan
teknologi besar dan  berkontribusi pada
pengembangan produk inovatif."

Tujuan Pengembangan Keterampilan: Seseorang
mungkin menetapkan tujuan untuk
mengembangkan keterampilan khusus yang
relevan dengan karirnya. Contohnya, "Dalam
enam bulan, saya ingin menguasai bahasa
pemrograman tertentu untuk meningkatkan
kualifikasi saya sebagai seorang pengembang
perangkat lunak."

Tujuan Pengalaman Lintas Budaya: Beberapa
individu mungkin menetapkan tujuan untuk
bekerja di luar negeri atau mengalami lingkungan
kerja lintas budaya. Misalnya, "Dalam tiga tahun,
saya ingin mendapatkan kesempatan untuk bekerja
di cabang perusahaan kami di luar negeri untuk
memperluas wawasan dan pengalaman saya dalam
manajemen internasional.”

Penetapan tujuan karir membantu memberikan fokus
dan motivasi dalam upaya mencapai impian karir
seseorang. Tujuan yang jelas membantu seseorang
membuat keputusan yang lebih tepat dalam memilih
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pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja yang
sesuai dengan visi jangka panjang mereka. Selain itu,
tujuan yang spesifik dapat memberikan ukuran
keberhasilan yang jelas sehingga seseorang dapat
mengevaluasi kemajuan dan memperbarui rencana
perencanaan karir mereka secara berkala.

Pengembangan Keterampilan

Mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan
untuk mencapai tujuan karir dan berusaha
mengembangkan keterampilan tersebut melalui
pelatihan, pendidikan, dan pengalaman kerja.

Pengembangan  Keterampilan dalam  konteks
Perencanaan Karir merujuk  pada  proses
meningkatkan dan mengasah keterampilan dan
kompetensi yang relevan dengan bidang pekerjaan
atau karir yang diinginkan. Pengembangan
keterampilan merupakan langkah penting dalam
merencanakan karir karena membantu individu
menjadi lebih kompetitif di pasar kerja dan siap
menghadapi tuntutan yang terus berubah dalam
dunia kerja.

Contoh Pengembangan Keterampilan dalam
Perencanaan Karir:

a. Keterampilan Teknis: Jika seseorang ingin
mengejar karir sebagai seorang desainer grafis,
mereka perlu mengembangkan keterampilan
teknis dalam perangkat lunak desain seperti
Adobe Illustrator atau Photoshop. Dengan
berlatih secara teratur dan mengikuti kursus
atau  pelatihan  khusus, mereka  dapat
meningkatkan keterampilan teknis mereka dalam
bidang tersebut.

b. Keterampilan Komunikast: Keterampilan
komunikasi yang baik sangat penting di berbagai
bidang pekerjaan. Seseorang dapat
mengembangkan  keterampilan ini dengan
mengambil  kelas komunikasi, mengikuti
workshop, atau berlatih berbicara di depan

82



umum melalui kegiatan seperti debat atau
pidato.

c. Keterampilan Manajemen Waktu: Keterampilan
manajemen waktu yang efektif membantu
seseorang mengatur dan memprioritaskan tugas-
tugasnya dengan baik. Untuk mengembangkan
keterampilan 1ini, seseorang dapat mencoba
menggunakan teknik atau aplikasi manajemen
waktu, seperti metode Pomodoro atau aplikasi
perencanaan harian.

d. Keterampilan Leadership: Jika seseorang bercita-
cita untuk menjadi seorang pemimpin di
organisasi atau perusahaan, mereka dapat
mengembangkan keterampilan kepemimpinan
dengan mengambil peran kepemimpinan dalam
proyek atau tim, belajar dari pemimpin yang
berpengalaman, atau mengikuti pelatihan
kepemimpinan.

e. Keterampilan Analitis: Keterampilan analitis
penting dalam banyak bidang, seperti keuangan,
pemasaran, atau ilmu data. Seseorang dapat
mengembangkan  keterampilan ini dengan
mempelajari metode analisis data, mengikuti
kursus statistik, atau berlatih memecahkan
masalah dengan pendekatan analitis.

f. Keterampilan Soft Skills: Selain keterampilan
teknis, keterampilan lunak (soft skills) seperti
kerjasama tim, adaptabilitas, dan kemampuan
beradaptasi dengan perubahan juga sangat
berharga dalam dunia kerja. Mengembangkan
keterampilan ini dapat melibatkan berpartisipasi
dalam proyek tim, berkomunikasi secara efektif
dengan rekan kerja, atau menghadapi tantangan
dalam lingkungan kerja yang dinamis.

Pengembangan keterampilan adalah proses
berkelanjutan yang terjadi sepanjang  karir
seseorang. Dengan mengidentifikasi keterampilan
yang perlu ditingkatkan dan berinvestasi dalam
pengembangan diri, individu dapat meningkatkan
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daya saingnya di pasar kerja dan mencapai
kemajuan yang lebih baik dalam perjalanan karir
mereka.

Perencanaan Pendidikan

Memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan tujuan
karir dan melanjutkan pendidikan formal atau
pelatihan tambahan jika diperlukan.

Perencanaan Pendidikan dalam konteks Perencanaan
Karir merujuk pada proses merencanakan
pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk
mencapai tujuan karir yang diinginkan. Ini
melibatkan penentuan jalur pendidikan yang tepat,
kursus, sertifikasi, atau program pelatihan yang
relevan dengan karir yang diminati. Perencanaan
pendidikan membantu individu memperoleh
kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan untuk
menjadi lebih kompeten dan siap menghadapi
tuntutan dalam dunia kerja yang semakin kompleks.

Contoh Perencanaan Pendidikan dalam Perencanaan
Karir:

a. Pilihan Program Studi: Seseorang yang tertarik
dengan bidang teknologi informasi mungkin
merencanakan pendidikan dengan memilih
program studi seperti Teknik Informatika, Ilmu
Komputer, atau Sistem Informasi. Pemilihan
program studi ini akan memberikan dasar
pengetahuan yang relevan dengan karir di
industri teknologi.

b. Tingkat Pendidikan: Perencanaan pendidikan juga
mencakup tingkat pendidikan yang ingin dicapai.
Misalnya, seseorang yang ingin menjadi seorang
manajer atau direktur perusahaan mungkin
merencanakan untuk mendapatkan gelar MBA
(Master of Business Administration) sebagai tingkat
pendidikan lanjutan.

c. Pelatihan Khusus: Untuk beberapa bidang
pekerjaan, pelatihan khusus atau sertifikasi
tertentu diperlukan. Sebagai contoh, seseorang
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yang ingin menjadi seorang ahli keamanan siber
dapat merencanakan untuk mengikuti kursus
keamanan siber dan memperoleh sertifikasi yang
diakui secara industri.

d. Pembelajaran Berkelanjutan: Perencanaan
pendidikan tidak berhenti setelah mendapatkan
gelar atau kualifikasi awal. Penting untuk terus
melakukan pembelajaran berkelanjutan dan
mengikuti perkembangan dalam bidang
pekerjaan yang dipilih. Seorang profesional di
industri pemasaran digital, misalnya, perlu terus
mengikuti  perkembangan  terbaru dalam
algoritma pencarian dan media sosial.

e. Pendidikan Online atau Kursus Jarak Jauh:
Kemajuan teknologi telah memberikan akses
lebih besar ke pendidikan online atau kursus
jarak jauh. Seseorang yang ingin
mengembangkan keterampilan tertentu dapat
memanfaatkan sumber daya ini untuk belajar
secara fleksibel sesuai jadwal dan kebutuhan
mereka.

Perencanaan pendidikan merupakan bagian penting
dari perencanaan karir karena memberikan fondasi
pendidikan yang kokoh dan relevan dengan bidang
pekerjaan yang diminati. Dengan merencanakan
pendidikan  dengan  baik, seseorang  dapat
meningkatkan peluang kesuksesan dalam mencapai
tujuan karir mereka, menjadi lebih adaptif terhadap
perubahan di pasar kerja, dan mampu bersaing
dengan kompetitor yang lain.

Strategi Pencarian Kerja

Menyiapkan diri untuk mencari pekerjaan dengan
membuat resume yang menarik, berlatih wawancara,
dan membangun jaringan profesional.

Strategi Pencarian Kerja dalam konteks Perencanaan
Karir adalah serangkaian langkah dan pendekatan
yang dirancang secara terorganisir untuk mencari
dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan
tujuan karir dan kualifikasi seseorang. Tujuan dari
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strategi pencarian kerja adalah untuk meningkatkan
peluang mendapatkan pekerjaan yang diinginkan
dan meminimalkan kesulitan dalam proses mencari
pekerjaan.

Contoh Strategi Pencarian Kerja dalam Perencanaan
Karir:

a.

Penyusunan Resume yang Menarik: Sebelum
mencari pekerjaan, seseorang harus menyusun
resume yang menarik dan sesuai dengan posisi
yang dilamar. Resume harus mencantumkan
pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan,
dan prestasi yang relevan dengan posisi yang
diinginkan.

Penelusuran Lowongan Pekerjaan: Menggunakan
situs web karir, portal kerja, dan jaringan
profesional adalah cara efektif  untuk
menemukan lowongan pekerjaan yang sesuai.
Misalnya, seorang desainer grafis dapat mencari
pekerjaan di situs web khusus untuk industri
kreatif.

Berinteraksi  dengan  Jaringan  Profesional:
Berinteraksi dengan  jaringan  profesional,
termasuk teman, mantan kolega, dan anggota
organisasi terkait, dapat membuka kesempatan
pekerjaan yang tidak terpublikasikan secara
luas.

Mengikuti Acara Karir dan Job Fair: Menghadiri
acara karir dan job fair adalah cara bagus untuk
bertemu dengan perwakilan perusahaan dan
mendapatkan  informasi  tentang  peluang
pekerjaan langsung dari sumbernya.

Menyesuaikan Surat Lamaran: Setiap surat
lamaran harus disesuaikan dengan perusahaan
dan posisi yang dilamar. Surat lamaran yang
personal dan disesuaikan menunjukkan
ketertarikan dan keseriusan seseorang terhadap
posisi yang dilamar.
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f.  Berlatih Wawancara: Persiapan untuk wawancara
kerja adalah bagian penting dari strategi pencarian
kerja. Berlatih menjawab pertanyaan wawancara
umum dan berpikir tentang bagaimana
mengartikulasikan kualifikasi dan keunggulan diri
adalah hal yang sangat penting.

g. Mengikuti Pelatihan atau Sertifikasi Tambahan:
Kadang-kadang, mengikuti pelatihan atau
memperoleh sertifikasi tambahan dapat
meningkatkan peluang seseorang  untuk
mendapatkan  pekerjaan yang  diinginkan.
Misalnya, seseorang yang mencari pekerjaan di
industri teknologi dapat memperoleh sertifikasi
dalam bahasa pemrograman yang relevan.

Strategi Pencarian Kerja membantu memandu
seseorang melalui proses mencari pekerjaan dengan
lebih efisien dan efektif. Dengan menggunakan
strategi yang tepat, seseorang dapat meningkatkan
peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai
dengan tujuan karirnya dan memulai langkah
selanjutnya dalam meraih kesuksesan profesional.

Manajemen Perubahan Karir

Mungkin dalam hidup seseorang terjadi perubahan
tujuan atau minat karir. Oleh karena itu, penting
untuk bisa mengidentifikasi kapan perubahan karir
diperlukan dan mengelola transisi tersebut.

Manajemen Perubahan Karir dalam konteks
Perencanaan Karir adalah kemampuan dan
keterampilan untuk mengelola transisi dari satu
bidang atau pekerjaan ke bidang atau pekerjaan lain
yang berbeda. Ini melibatkan identifikasi tujuan karir
baru, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan
tersebut, dan mengatasi tantangan atau hambatan
yang mungkin muncul selama perubahan karir.

Contoh  Manajemen Perubahan Karir dalam
Perencanaan Karir:
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Pengalihan Bidang Pekerjaan: Seorang profesional
mungkin memutuskan untuk mengalihkan karir
dari bidang pemasaran ke bidang teknologi
informasi. Manajemen perubahan karir melibatkan
identifikasi keterampilan dan pelatihan yang perlu
dikembangkan untuk menjadi kompeten di industri
teknologi, serta mengatasi perasaan ketidakpastian
dan kecemasan yang mungkin timbul selama
perubahan tersebut.

Pengembangan Keterampilan Baru: Seseorang
yang ingin beralih ke bidang yang berbeda
mungkin perlu mengembangkan keterampilan
baru yang relevan dengan karir baru. Contohnya,
seorang yang ingin beralih ke bidang manajemen
proyek mungkin perlu memperoleh sertifikasi
dalam manajemen proyek dan mengasah
keterampilan kepemimpinan.

Jaringan dan Kontak Industrii Manajemen
perubahan karir juga mencakup membangun
dan memperluas jaringan profesional di industri
yang baru. Mencari dukungan dan koneksi dari
orang-orang yang sudah berpengalaman di
bidang tersebut dapat membantu dalam
penyesuaian dan mencari peluang kerja baru.

Evaluasi Pekerjaan: Selama proses perubahan
karir, seseorang harus secara kritis mengevaluasi
pekerjaan dan perusahaan yang sesuai dengan
tujuan karir dan kebutuhannya. Pengambilan
keputusan yang bijaksana tentang peluang kerja
yang muncul adalah bagian dari manajemen
perubahan karir yang efektif.

Mental dan Emosional: Manajemen perubahan
karir juga melibatkan aspek mental dan
emosional. Seseorang harus dapat menghadapi
ketidakpastian, kekhawatiran, atau kecemasan
yang mungkin timbul selama perubahan karir.
Kemampuan untuk menjaga motivasi dan
optimisme dalam menghadapi perubahan adalah
kunci untuk mengatasi rintangan dan meraih
kesuksesan dalam karir yang baru.
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Manajemen Perubahan Karir membantu individu dalam
menghadapi transisi karir dengan lebih efektif dan
terarah. Ini melibatkan penyesuaian, pembelajaran, dan
kesiapan untuk menghadapi tantangan baru yang
mungkin muncul selama perubahan. Dengan
manajemen perubahan karir yang baik, individu dapat
menghadapi perubahan karir dengan lebih percaya diri
dan mampu mencapai kesuksesan dalam bidang
pekerjaan yang baru.

Pertimbangan Keseimbangan Kehidupan Kerja

Mengenali pentingnya  keseimbangan antara
kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, dan
bagaimana membangun kehidupan kerja yang
memungkinkan kebahagiaan dan kepuasan secara
keseluruhan.

Pertimbangan Keseimbangan Kehidupan Kerja dalam
konteks Perencanaan Karir merujuk pada upaya
menyelaraskan antara kehidupan profesional dengan
aspek-aspek penting dalam kehidupan pribadi dan
sosial seseorang. Ini melibatkan kesadaran terhadap
pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan
dan waktu untuk beristirahat, berkumpul dengan
keluarga, mengejar hobi, menjaga kesehatan, dan
menjalin hubungan sosial. Pertimbangan ini menjadi
penting karena keseimbangan yang baik dapat
meningkatkan kualitas hidup, kesehatan mental,
dan kepuasan secara keseluruhan.

Contoh Pertimbangan Keseimbangan Kehidupan
Kerja dalam Perencanaan Karir:

a. Menetapkan Batasan Waktu Kerja: Seorang
profesional dapat menetapkan batasan waktu
kerja yang jelas untuk memastikan waktu yang
cukup untuk beristirahat dan menghabiskan
waktu bersama keluarga. Misalnya, memutuskan
untuk tidak memeriksa email pekerjaan setelah
jam kerja atau menghindari pekerjaan di akhir
pekan.
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b. Fleksibilitas Kerja: Memilih pekerjaan atau
mencari perusahaan yang menawarkan
fleksibilitas kerja, seperti bekerja dari rumah
atau memiliki jam kerja yang lebih teratur, dapat
membantu mencapai keseimbangan antara
kehidupan kerja dan pribadi.

c. Prioritaskan Aktivitas Non-Kerja: Dalam
perencanaan karir, seseorang dapat menetapkan
prioritas untuk aktivitas non-kerja, seperti
berolahraga, berkumpul dengan teman-teman,
atau mengejar hobi. Dengan mengatur waktu
untuk hal-hal ini, seseorang dapat menjaga
keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan
pribadi.

d. Manfaatkan Cuti dan Liburan: Mengambil cuti
atau liburan secara teratur adalah penting untuk
menjaga  keseimbangan  kehidupan  kerja.
Contohnya, menyusun rencana liburan dengan
keluarga atau teman-teman dapat memberikan
waktu istirahat dan penyegaran dari rutinitas
kerja.

e. Gunakan Teknologi Secara Bijaksana: Teknologi
dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam
pekerjaan, tetapi juga dapat mengganggu
keseimbangan kehidupan. Menggunakan
teknologi dengan bijaksana dan menetapkan
batasan untuk penggunaan ponsel atau media
sosial selama waktu bersama keluarga atau
istirahat dapat membantu menciptakan
keseimbangan yang lebih baik.

Pertimbangan keseimbangan kehidupan kerja adalah
penting untuk menjaga kualitas hidup, menghindari
kelelahan atau kejenuhan, dan memastikan
kebahagiaan secara keseluruhan. Dalam
perencanaan karir, seseorang harus
memperhitungkan bagaimana pekerjaan yang dipilih
dapat berdampak pada kehidupan pribadi dan
sosialnya, serta mencari cara untuk mencapai
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keseimbangan yang optimal untuk mencapai
kebahagiaan dan kesuksesan holistik.

Evaluasi dan Penyesuaian

Melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan
karir dan menyempurnakan rencana karir sesuai
dengan perubahan kebutuhan dan kondisi.

Evaluasi dan  Penyesuaian dalam  konteks
Perencanaan Karir merujuk pada proses
mengevaluasi kemajuan dan pencapaian dalam
perencanaan karir yang telah ditetapkan
sebelumnya, dan kemudian melakukan penyesuaian
atau perubahan jika diperlukan. Ini merupakan
langkah penting dalam perencanaan karir karena
membantu individu memastikan bahwa mereka tetap
di jalur yang benar menuju tujuan karir yang
diinginkan dan mengatasi tantangan atau perubahan
yang mungkin terjadi dalam perjalanan karir mereka.

Contoh Evaluasi dan Penyesuaian dalam
Perencanaan Karir:

a. Evaluasi Progres Pendidikan: Setelah menetapkan
tujuan pendidikan tertentu dalam perencanaan
karir, seseorang dapat mengevaluasi kemajuan
mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Jika
ada hambatan dalam mendapatkan kualifikasi
tertentu, mereka dapat mempertimbangkan
alternatif seperti kursus tambahan atau
pelatihan yang lebih spesifik.

b. Menilai Pencapaian Keterampilan: Seseorang
dapat menilai keterampilan yang telah
dikembangkan selama perjalanan karir. Jika ada
keterampilan yang perlu ditingkatkan atau
keterampilan baru yang diperlukan dalam
pekerjaan, maka mereka dapat merencanakan
untuk mengikuti pelatihan atau sertifikasi
tambahan.

c. Menilai Keseimbangan Kehidupan Kerja: Setelah
bekerja dalam bidang tertentu, seseorang dapat
mengevaluasi sejauh mana keseimbangan

91



kehidupan kerja mereka. Jika mereka merasa
beban kerja terlalu berat dan mengganggu
keseimbangan kehidupan pribadi, maka mereka
dapat mencari opsi pekerjaan lain yang lebih sesuai
dengan tujuan keseimbangan kehidupan kerja
mereka.

d. Evaluasi Kemajuan Karirr Seseorang dapat
mengevaluasi sejauh mana mereka telah mencapai
tujuan karir yang telah ditetapkan sebelumnya.
Jika ada perubahan dalam prioritas atau minat,
mereka dapat menyesuaikan rencana karir mereka
untuk mencerminkan perubahan tersebut.

e. Menilai Kepuasan Pekerjaan: Evaluasi kepuasan
dalam pekerjaan saat ini adalah langkah penting
dalam perencanaan karir. Jika seseorang merasa
tidak puas dengan pekerjaan mereka, mereka
dapat mencari peluang baru atau mungkin
mengeksplorasi karir yang lebih sesuai dengan
minat dan kebutuhan mereka.

Evaluasi dan penyesuaian adalah proses
berkelanjutan dalam perencanaan karir. Dengan
secara teratur mengevaluasi progres dan pencapaian,
serta melakukan penyesuaian berdasarkan
perubahan dan tantangan yang muncul, individu
dapat memastikan bahwa mereka tetap berada di
jalur yang benar dalam mencapai tujuan karir
mereka dan mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Dengan memahami dan mengaplikasikan pokok-
pokok utama perencanaan karir, seseorang dapat
melangkah maju dengan keyakinan dalam mencapai
tujuan-tujuan karir mereka. Keputusan yang
bijaksana, rencana yang terarah, dan kerja keras
mereka akan membawa mereka menuju kesuksesan
dalam dunia pekerjaan. Dengan mengambil langkah-
langkah yang tepat dalam perencanaan Kkarir,
individu dapat menciptakan perjalanan karir yang
bermakna dan memuaskan, di mana potensi dan
minat mereka benar-benar dapat berkembang.
Melalui perencanaan karir yang efektif, mereka dapat
membuka pintu-pintu peluang, melewati tantangan,
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dan akhirnya mencapai keberhasilan yang mereka
dambakan. Dengan demikian, perencanaan karir
yang matang tidak hanya menguntungkan secara
profesional, tetapi juga membawa kepuasan dan
kebahagiaan dalam perjalanan hidup mereka.

93



Daftar Pustaka

Dillard. J. M. (1985). Lifelong Career Planing. Ohio: A bell
& Howell Company Columbus.

Sharf, R.S. (1992). Applying Career Development Theory
to Counseling. California: Brook/Cole Publisher
Company.

94



Profil Penulis
Yoseb Boari, S.E., M.Si

lahir di Sorong pada tanggal 24 Agustus 1987.
Dia adalah seorang penulis yang telah
menghasilkan berbagai artikel yang memberikan
wawasan dan pemahaman tentang isu-isu
ekonomi dan pembangunan yang relevan. Yoseb
menunjukkan minat yang kuat dalam bidang ini sejak awal
dan terus mengembangkan = pengetahuannya  seiring
berjalannya waktu. Setelah menyelesaikan pendidikan
menengahnya, Yoseb memutuskan untuk melanjutkan
pendidikan tinggi di Universitas Kristen Satya Wacana di Kota
Salatiga, Jawa Tengah. Pada tahun 2011, ia berhasil meraih
gelar Sarjana (S1) dalam bidang ekonomi dari universitas
tersebut. Selama studi sarjananya, Yoseb memperoleh
pemahaman yang mendalam tentang teori ekonomi dan
penerapannya dalam konteks nyata. Ketertarikan Yoseb dalam
bidang studi pembangunan semakin berkembang, dan ia
memutuskan untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di
Universitas Kristen Satya Wacana. Pada tahun 2014, ia meraih
gelar Magister (S2) dalam bidang Studi Pembangunan. Program
studi tersebut memperluas wawasannya tentang isu-isu sosial
dan ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan, serta
mengasah kemampuan analisisnya. Setelah menyelesaikan
pendidikan pascasarjana, Yoseb memulai karirnya sebagai
dosen di Fakultas Ekonomi & Bisnis Program Studi Ekonomi
Pembangunan di Universitas Ottow Geissler Papua. Sebagai
seorang dosen, Yoseb berdedikasi untuk mentransfer
pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada para
mahasiswa, serta terlibat dalam penelitian dan pengembangan
dalam bidang ekonomi dan pembangunan.

Selain aktif sebagai dosen, Yoseb juga merupakan seorang
penulis yang  produktif. @ Beberapa  artikelnya telah
dipublikasikan, termasuk "Berjuang Di Antara Peluang: Studi
Pada Pedagang Mama-mama Asli Papua di Pasar Remu Kota
Sorong", yang diterbitkan oleh Satya Wacana University Press
pada tahun 2014. Artikel-artikel lainnya mencakup topik
tentang peran kelompok usaha nelayan dalam meningkatkan
pendapatan nelayan, peran petani dalam meningkatkan
ekonomi keluarga, dampak Covid-19 terhadap UMKM (Studi
Kasus Pedagang Kaki Lima di Kelurahan VIM), serta
pembangunan jembatan Youtefa dan UMKM di Teluk Youtefa
Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Yoseb Boari adalah
seorang penulis yang berdedikasi untuk membagikan

95



pengetahuannya dalam bidang ekonomi dan pembangunan.
Melalui karya-karyanya, ia berusaha memberikan kontribusi
positif dalam memahami dan mengatasi tantangan-tantangan
yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan pembangunan
ekonomi.

email : yobo.uogp@gmail.com

96


mailto:yobo.uogp@gmail.com

6

PENGEMBANGAN DAN
PELATIHAN SUMBER
DAYA MANUSIA

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si
Universitas Muhammadiyah Luwuk

Pengertian Pengembangan dan Pelatihan Sumber
Daya Manusia Pemerintahan

Pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia
(SDM) pemerintahan adalah proses sistematis dan
terorganisir untuk meningkatkan kompetensi,
keterampilan, pengetahuan, dan sikap pegawai atau
aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lembaga
pemerintahan. Tujuan utamanya adalah untuk
meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas
pelayanan publik agar pemerintah dapat memberikan
layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Pengertian dari pengembangan dan pelatihan sumber
daya manusia pemerintahan meliputi beberapa poin
penting: (Fajrillah et al., 2022); (Fardiansyah et al.,
2023); (Hatta et al., 2023); (Amane, Febriana, et al.,
2023); (Ritonga et al., 2023)

1. Meningkatkan Kompetensi: Tujuan pengembangan
sumber daya manusia pemerintah adalah untuk
memastikan bahwa karyawan memiliki kemampuan
yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawab mereka sesuai dengan peraturan
dan kebijakan yang berlaku.
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2. Peningkatan Keterampilan: Pelatihan memberikan
kesempatan bagi pegawai pemerintahan untuk
mengembangkan keterampilan spesifik yang relevan
dengan pekerjaan mereka, seperti keterampilan
manajerial, administratif, komunikasi, dan teknologi
informasi.

3. Pengetahuan dan Pemahaman: Pengembangan
sumber daya manusia juga mencakup meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman pegawai tentang
kebijakan, peraturan, dan masalah hukum yang
berkaitan dengan pekerjaan mereka.

4. Pembentukan Sikap dan Etika: Selain keterampilan
dan pengetahuan, pelatihan juga bertujuan untuk
membentuk sikap dan etika yang positif dalam
pelayanan publik, termasuk integritas, etika kerja,
tanggung jawab, dan profesionalisme.

5. Menghadapi Tantangan: Pelatihan dapat membantu
pegawai pemerintahan menghadapi tantangan dan
perubahan yang terjadi di tempat kerja, termasuk
dalam menghadapi situasi darurat atau krisis.

6. Peningkatan Kinerja Pemerintahan: Dengan
meningkatkan kompetensi dan kualitas pegawali,
pengembangan SDM pemerintahan berdampak pada
peningkatan kinerja lembaga pemerintahan secara
keseluruhan.

Pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia
pemerintahan meliputi pengenalan kebutuhan pelatihan,
perencanaan program pelatihan yang tepat, pelaksanaan
program sesuai rencana, dan evaluasi hasil pelatihan
untuk memastikan efektivitasnya. Selain itu,
penggunaan  teknologi informasi dan = platform
pembelajaran online dapat mendukung pengembangan
sumber daya manusia pemerintahan dengan
meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pelatihan.
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Tujuan dan Manfaat Pengembangan dan Pelatihan
SDM Pemerintahan

Untuk meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur sipil
negara (ASN), serta lembaga pemerintahan secara
keseluruhan, pengembangan dan pelatihan sumber daya
manusia pemerintahan sangat penting. Berikut adalah
beberapa tujuan dan keuntungan utama dari
pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia
pemerintah: (Afriansyah et al., 2022); (Fardiansyah et al.,
2023); (Alaslan et al., 2023); (Amane, Febriana, et al.,
2023); (Ausat et al.,, 2023); (Mustanir et al., 2023);
(Bormasa et al., 2023)

Tujuan Pengembangan dan Pelatihan SDM
Pemerintahan:

1. Meningkatkan Kompetensi: Tujuan utama adalah
meningkatkan kemampuan pegawai pemerintahan
sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan
tanggung jawab mereka dengan lebih efisien dan
sesuai dengan tuntutan pekerjaan mereka.

2. Peningkatan Keterampilan: Mengembangkan
keterampilan khusus yang relevan dengan pekerjaan,
seperti keterampilan manajerial, teknis, komunikasi,
dan pemecahan masalah.

3. Meningkatkan Pengetahuan: Membantu pegawai
memahami kebijakan, hukum, dan peraturan
terbaru yang berkaitan dengan bidang kerja mereka.

4. Pembentukan Sikap dan Etika: Membentuk sikap
dan etika yang positif dalam pelayanan publik,
termasuk integritas, etika kerja, dan tanggung jawab.

5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik: Meningkatkan
kualitas layanan publik yang diberikan oleh lembaga
pemerintahan kepada masyarakat.

6. Mengoptimalkan  Potensi Individu: Membantu
karyawan pemerintah dalam memaksimalkan potensi
mereka untuk membantu mencapai tujuan
organisasi.
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Manfaat Pengembangan dan Pelatihan SDM
Pemerintahan:

1. Peningkatan Efisiensi: Pekerja yang terlatih dengan
baik cenderung melakukan tugas dengan lebih
efisien, menghemat waktu dan sumber daya.

2. Peningkatan Produktivitas: Dengan meningkatkan
kompetensi dan keterampilan, pegawai akan lebih
produktif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

3. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Pelatihan
akan membantu karyawan membuat keputusan yang
lebih baik dan berbasis data.

4. Meningkatkan Peningkatan Inovasi: Pelatihan yang
tepat dapat merangsang inovasi dan kreativitas di
dalam organisasi pemerintahan.

5. Peningkatan Kepuasan Masyarakat: Orang-orang
akan lebih puas dengan layanan pemerintah jika
layanan lebih baik.

6. Peningkatan Reputasi Pemerintahan: Peningkatan
kualitas dan efektivitas pelayanan akan
berkontribusi pada peningkatan reputasi dan citra
pemerintah di mata masyarakat.

7. Meningkatkan Retensi Pegawai: Program pelatihan
dan pengembangan yang efektif dapat meningkatkan
tingkat kebahagiaan dan motivasi karyawan, yang
berarti tingkat turnover yang lebih rendah.

Investasi jangka panjang dalam pengembangan dan
pelatihan sumber daya manusia pemerintahan dapat
membawa banyak manfaat bagi pemerintah dan
masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatkan
kompetensi dan kualitas pegawai, pemerintah dapat
memberikan layanan publik yang lebih baik dan efektif,
menciptakan lingkungan kerja yang lebih inovatif dan
produktif, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah.
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Kebijakan Pengembangan SDM Pemerintahan

Kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM)
pemerintahan adalah serangkaian pernyataan dan
langkah-langkah  strategis yang ditetapkan oleh
pemerintah atau lembaga pemerintah untuk mengelola
dan meningkatkan kualitas, kompetensi, dan kinerja
aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di berbagai
tingkatan pemerintahan. Tujuan dari kebijakan ini
adalah untuk memastikan bahwa sumber daya manusia
di sektor pemerintahan memiliki keterampilan dan
pengetahuan yang diperlukan untuk menyediakan
layanan publik yang efisien, efektif, dan berkualitas
tinggi kepada masyarakat.

Seluruh lembaga pemerintahan dapat menggunakan
kebijakan pengembangan SDM pemerintahan sebagai
panduan dalam merencanakan, melaksanakan, dan
memantau program pengembangan dan pelatihan
karyawan. Pelaksanaan kebijakan ini akan menghasilkan
lingkungan kerja yang inovatif dan dinamis, serta
karyawan yang memiliki kemampuan yang diperlukan
untuk menghadapi perubahan dan tantangan, baik di
dalam maupun di luar pemerintahan.

Peran Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas SDM
Pemerintahan

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
(SDM) pemerintahan, kebijakan sangat penting dan
strategis. Kebijakan ini menentukan perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi program pengembangan dan
pelatihan pegawai di lembaga pemerintahan. Berikut
adalah beberapa fungsi utama kebijakan dalam
meningkatkan  kualitas sumber daya  manusia
pemerintah: (Guampe et al., 2023); (Mustanir et al.,
2023); (Amane, Bagenda, et al., 2023); (Hendrayady et
al., 2022); (Fardiansyah et al., 2023)

1. Panduan dan Arah Strategis: Kebijakan
pengembangan SDM pemerintah membantu seluruh
instansi  pemerintah  dalam  mengelola dan
mengembangkan sumber daya manusia secara
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sistematis dan terarah. Ini membantu memastikan
bahwa upaya pengembangan sumber daya manusia
dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan
tujuan dan visi pemerintah.

Penetapan Prioritas: Kebijakan ini menetapkan
prioritas dalam pengembangan SDM pemerintahan,
memastikan bahwa sumber daya yang terbatas
digunakan dengan efektif untuk meningkatkan
kualitas pegawai pada bidang yang paling relevan
dan strategis.

Mendorong Inovasi: Kebijakan yang mendukung
pengembangan sumber daya manusia juga
mendorong inovasi dalam pendekatan pelatihan dan
pengembangan karyawan. Dengan adanya kebijakan
ini, pemerintah akan mendorong berbagai upaya
untuk menghasilkan cara belajar yang lebih efisien
dan efektif.

Penggunaan Teknologi: Kebijakan ini mendorong
pemanfaatan teknologi informasi dan media
pembelajaran online dalam pelatihan dan
pengembangan pegawai. Teknologi memungkinkan
akses lebih mudah ke materi pelatihan dan
memperluas jangkauan program pelatihan.

Pengukuran dan Evaluasi: Sistem untuk mengukur
dan mengevaluasi hasil program pelatihan termasuk
dalam kebijakan pengembangan sumber daya
manusia pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah
dapat menilai seberapa efektif program tersebut dan
melakukan perbaikan yang diperlukan.

Pemberian Insentif: Kebijakan ini dapat mendukung
pemberian insentif atau penghargaan bagi pegawai
yang menunjukkan peningkatan kualitas dan kinerja
melalui program pengembangan SDM. Hal ini dapat
mendorong partisipasi dan motivasi pegawai untuk
mengikuti program pelatihan dengan serius.

Peningkatan Kepemimpinan: Peningkatan
kepemimpinan dapat ditekankan dalam kebijakan
pengembangan SDM pemerintah. Pemerintah dapat
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menghasilkan  pemimpin yang cerdas dan
berpandangan jauh melalui pelatihan kepemimpinan
yang efektif.

8. Peningkatan Pelayanan Publik: Selain meningkatkan
kualitas pegawai, kebijakan ini juga berdampak
langsung pada peningkatan kualitas pelayanan
publik yang diberikan oleh pemerintah kepada
masyarakat.

Lembaga pemerintahan dapat merencanakan dan
melaksanakan program pelatihan dan pengembangan
yang efektif untuk meningkatkan kualitas pegawai dan
memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Kebijakan
yang kuat dan berfokus ini menjadi dasar bagi
pemerintahan yang lebih profesional, efektif, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Analisis Kebutuhan Kebijakan Pengembangan SDM
Pemerintahan

Analisis kebutuhan kebijakan pengembangan sumber
daya manusia (SDM) adalah tahap penting dalam
merumuskan kebijakan yang efektif dan sesuai dengan
tantangan dan kebutuhan yang dihadapi oleh
pemerintah. Tujuan dari analisis ini adalah untuk
memahami kondisi dan tantangan sumber daya manusia
di lembaga pemerintahan, menemukan kesenjangan atau
gap antara kompetensi yang dimiliki dengan yang
diperlukan, dan menentukan fokus dan prioritas upaya
pengembangan SDM. Berikut adalah langkah-langkah
yang biasanya dilakukan dalam analisis kebutuhan
kebijakan pengembangan SDM pemerintahan:
(Fardiansyah et al., 2023); (Bormasa et al., 2023);
(Mustanir et al., 2023); (Hendrayady et al., 2022);
(Umiyati et al., 2023)

1. Studi Kebijakan dan Perencanaan: Mengumpulkan
dan menganalisis dokumen kebijakan pemerintah
yang berkaitan dengan pengembangan tenaga kerja
manusia, serta menemukan masalah strategis yang
relevan dengan pengembangan tenaga kerja
manusia.
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Wawancara dan Konsultasi: Melakukan wawancara
dan konsultasi dengan berbagai pemangku
kepentingan di pemerintahan, termasuk pimpinan,
manajer, dan pegawai untuk memahami perspektif
mereka tentang kebutuhan dan tantangan SDM.

Survei dan Kuesioner: Survei atau kuesioner
diberikan kepada karyawan untuk mengumpulkan
informasi tentang kompetensi yang dimiliki, tingkat
kepuasan dan motivasi karyawan, dan harapan
mereka untuk pengembangan sumber daya manusia.

Analisis Data Pegawai: Mengumpulkan data pegawai
terkait pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan
kualifikasi lainnya untuk menilai tingkat kompetensi
dan potensi pengembangan.

Analisis Kebutuhan Organisasi: Melakukan analisis
tujuan dan strategi organisasi pemerintahan serta
mencocokkan kebutuhan SDM dengan tujuan
tersebut.

Menganalisis Tren dan Perkembangan:
Mengidentifikasi tren dan perkembangan di bidang
pelayanan publik, teknologi, dan regulasi yang dapat
berdampak pada kebutuhan SDM pemerintahan.

Membuat Profil Kompetensi Ideal: Membuat profil
kompetensi ideal pegawai yang sesuai dengan
kebutuhan dan tuntutan pekerjaan berdasarkan
analisis data dan informasi yang diperoleh.

Mengidentifikasi Prioritas: Menentukan prioritas
pengembangan SDM berdasarkan hasil analisis dan
profil kompetensi ideal, serta menyusun skenario
tindakan dan program pelatihan yang sesuai.

Mengukur Dampak dan Kesuksesan: Menentukan
metrik keberhasilan dalam penerapan kebijakan
pengembangan SDM dan merancang metode yang
tepat untuk mengukur dan menilai dampak.
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10. Merumuskan Kebijakan: Berdasarkan hasil analisis,
merumuskan  kebijakan  pengembangan SDM
pemerintahan yang komprehensif, berfokus, dan
relevan dengan tantangan yang dihadapi.

Langkah awal penting dalam merencanakan dan
menerapkan kebijakan yang efektif adalah melakukan
analisis kebutuhan kebijakan pengembangan SDM
pemerintahan. Dengan memahami secara menyeluruh
kebutuhan dan tantangan SDM, pemerintah dapat
mengalokasikan sumber daya secara efisien dan
mengarahkan upaya pengembangan ke area yang paling
penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan
SDM Pemerintahan

Setelah kebijakan dirumuskan, implementasi dan
evaluasi kebijakan pengembangan sumber daya manusia
(SDM) pemerintahan adalah tahapan penting. Tahap ini
melibatkan pelaksanaan kebijakan serta mengukur
seberapa efektif dan berdampak kebijakan tersebut.
Berikut adalah penjelasan mengenai implementasi dan
evaluasi kebijakan pengembangan SDM pemerintahan:
(Agus Hendrayady et al., 2022); (Hasan et al., 2023);
(Hendrayady et al., 2022); (Sembiring et al., 2023);
(Umiyati et al., 2023); (Alaslan et al., 2023); (Umiyati et
al., 2023)

Implementasi Kebijakan Pengembangan SDM
Pemerintahan:
1. Perencanaan Implementasi: Buat rencana

implementasi yang jelas yang mencakup langkah-
langkah, waktu, dan sumber daya yang diperlukan
untuk menerapkan kebijakan pengembangan sumber
daya manusia.

2. Koordinasi: Membentuk tim atau kelompok kerja
yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan
dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan
pengembangan SDM.
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Pelaksanaan Program Pelatihan: Melaksanakan
program pelatihan yang telah direncanakan sesuai
dengan profil kompetensi yang telah diidentifikasi
sebelumnya.

Monitoring dan Pengawasan: Melakukan monitoring
secara berkala terhadap pelaksanaan program
pengembangan SDM untuk memastikan bahwa
program berjalan sesuai dengan rencana dan
mencapai target yang ditetapkan.

Komitmen Pimpinan: Memastikan bahwa pimpinan
pemerintahan berkomitmen untuk mendukung dan
mendukung pelaksanaan kebijakan pengembangan
SDM.

Evaluasi Pelaksanaan: Evaluasi proses implementasi
dilakukan untuk menemukan peluang perbaikan dan
hambatan.

Evaluasi Kebijakan Pengembangan SDM Pemerintahan:

1.

Tentukan Indikator Keberhasilan: Untuk mengukur
dampak kebijakan pengembangan SDM, buat
indikator keberhasilan yang jelas dan dapat diukur.

Kumpulkan Data: Mengumpulkan data dan
informasi yang relevan untuk mengevaluasi
efektivitas program pelatihan dan pengembangan
SDM.

Analisis Dampak: Analisis dampak kebijakan
dilakukan dengan membandingkan hasil yang
dicapai dengan tujuan.

Identifikasi Keberhasilan dan Tantangan:
Mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang
dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan

pengembangan SDM.

Rekomendasi Perbaikan: Berdasarkan hasil evaluasi,
membuat saran perbaikan atau pengembangan
kebijakan tambahan untuk meningkatkan efektivitas
program pelatihan dan pengembangan sumber daya
manusia.
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6. Pelaporan Hasil: Menyusun laporan hasil evaluasi
untuk disampaikan kepada pimpinan dan pemangku
kepentingan terkait.

7. Aksi Perbaikan: Berdasarkan rekomendasi evaluasi,
melakukan perbaikan dan perubahan yang
diperlukan untuk meningkatkan pelaksanaan
kebijakan pengembangan SDM di masa mendatang.

Evaluasi kebijakan pengembangan SDM pemerintahan
sangat penting untuk mengetahui seberapa efektif
kebijakan tersebut telah mencapai tujuan dan
berdampak yang diharapkan. Evaluasi ini juga
membantu menemukan area perbaikan dan
kemungkinan perubahan kebijakan yang perlu
dilakukan untuk meningkatkan efektivitas
pengembangan SDM di masa depan. Dengan penerapan
dan evaluasi yang tepat, pemerintah dapat terus
meningkatkan  sumber daya manusia lembaga
pemerintahan dan meningkatkan kinerja dan pelayanan
publik secara keseluruhan.

Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan

Pelatihan dan pengembangan kepemimpinan adalah
program dan kegiatan yang bertujuan untuk membantu
para pemimpin di pemerintahan mengembangkan
keterampilan dan kompetensi kepemimpinan yang
diperlukan untuk memimpin dengan baik. Program-
program ini bertujuan untuk menghasilkan pemimpin
yang kuat, berani, dan mampu menghadapi tantangan
yang kompleks dalam mengelola dan memimpin
organisasi atau lembaga pemerintah.

Pemerintah berinvestasi dalam pelatihan dan
pengembangan kepemimpinan untuk menghasilkan
generasi pemimpin  yang  berpengalaman dan
berintegritas. Dengan pemimpin seperti itu, pemerintah
dapat mencapai tujuan strategisnya, meningkatkan
kualitas pelayanan publik, dan menghadapi perubahan
dan tantangan yang kompleks dalam era yang terus
berubah.
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Pentingnya Pengembangan Kepemimpinan di
Lingkungan Pemerintahan

Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa
pengembangan kepemimpinan sangat penting dalam
pemerintahan: (Ardiansyah, 2015); (Jutahaean, 2021);
(Fajrillah et al., 2022); (Ritonga et al., 2023);
(Fardiansyah et al., 2023)

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Pemimpin
yang baik dapat mendorong pegawai pemerintah
untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik
dan berkualitas tinggi kepada masyarakat.

2. Membangun Integritas dan Etika: Pengembangan
kepemimpinan membantu membangun pemimpin
yang berintegritas dan bertanggung jawab dalam
menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

3. Menghadapi Tantangan Kompleks: Pemimpin yang
berkualitas mampu menangani perubahan dan
tantangan ini dengan bijak. Ini adalah fakta bahwa
pemerintahan dihadapkan pada tantangan yang
semakin kompleks dan dinamis.

4. Memastikan Kepemimpinan yang Inklusif:
Pengembangan kepemimpinan juga mendukung
terciptanya kepemimpinan yang inklusif dan
beragam, termasuk dukungan bagi pemimpin
perempuan dan pemimpin dari latar belakang etnis
yang berbeda.

5. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia: Pemimpin
yang baik dapat mengoptimalkan sumber daya
manusia yang dimiliki oleh pemerintah untuk mencapai
tujuan dan sasaran perusahaan.

6. Merumuskan Visi dan Strategi: Pemimpin yang
berkualitas mampu merumuskan visi dan strategi yang
jelas untuk mencapai tujuan pemerintahan.

7. Mendorong Inovasi dan Perubahan: Pemimpin yang
baik memiliki kemampuan untuk mendorong inovasi
dan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan
efisiensi pemerintahan dan kualitas layanan publik.
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8. Memotivasi Pegawai: Pemimpin yang berkualitas
mampu memotivasi dan menginspirasi pegawai
untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan
berkontribusi secara maksimal.

9. Membangun Kepemimpinan Berkelanjutan:
Pengembangan kepemimpinan membantu
membangun pemimpin yang bertahan lama yang
siap mengisi posisi yang kosong.

10. Meningkatkan Kepercayaan Publik: Pemimpin yang
berkualitas dan jujur dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,
memperkuat legitimasi pemerintah.

Investasi jangka panjang yang sangat berharga dalam
pengembangan kepemimpinan di lingkungan
pemerintahan adalah untuk membangun pemerintahan
yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan
publik yang berkualitas. Pemimpin yang berkualitas
memungkinkan  pemerintahan untuk  menangani
tantangan yang sulit dan memenuhi harapan
masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang
baik dan bermakna.

Program Pelatihan Kepemimpinan untuk Peningkatan
Kinerja Pemerintahan

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan
kinerja pemerintahan secara keseluruhan adalah
program pelatihan kepemimpinan. Pelatihan yang tepat
memungkinkan para pemimpin pemerintahan untuk
memperoleh kemampuan dan keterampilan yang
diperlukan untuk menghadapi masalah menantang,
membuat keputusan strategis, mendorong karyawan,
dan mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah
beberapa program pelatihan kepemimpinan yang dapat
membantu meningkatkan kinerja pemerintahan: (Lian,
2017); (Hutahaean, 2021); (Rezeki et al., 2021); (Sintani
et al., 2022); (Fardiansyah et al., 2023); (Bormasa et al.,
2023)
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Kepemimpinan Transformasional: Program ini
berfokus pada pengembangan keterampilan
kepemimpinan yang berfokus pada inspirasi, visi,
dan perubahan positif. Para pemimpin akan dididik
untuk menjadi agen perubahan yang dapat
menginspirasi dan mendorong karyawan mereka
untuk mencapai tujuan organisasi.

Keterampilan Manajerial: Pelatihan ini menyediakan
keterampilan manajerial dasar seperti perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.
Hal ini membantu pemimpin mengelola sumber daya
dan tugas secara efisien.

Keterampilan Komunikasi dan Negosiasi: Program ini
melatih pemimpin dalam komunikasi dan negosiasi
yang efektif. Ini karena pemimpin pemerintahan
harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan
anggota staf mereka dan dengan masyarakat secara
keseluruhan.

Pengelolaan Perubahan: Program ini membantu
pemimpin dalam mengelola perubahan organisasi
dengan baik. Mereka akan belajar cara menghadapi
resistensi perubahan dan menciptakan lingkungan
yang mendukung inovasi.

Kepemimpinan Berbasis Nilai: Pelatihan ini
menekankan pentingnya kepemimpinan berdasarkan
nilai-nilai dan etika. Pemimpin akan dididik untuk
membuat keputusan berdasarkan integritas dan
nilai-nilai mereka.

Pengambilan Keputusan Strategis: Pemimpin di
pemerintahan perlu mampu mengambil keputusan
strategis yang tepat. Program ini membantu mereka
dalam mengembangkan keterampilan analitis dan
kemampuan mengelola informasi.

Mengelola Konflik: Pelatihan ini mengajarkan
pemimpin bagaimana menangani konflik yang
mungkin terjadi di pemerintahan dan menemukan
cara terbaik untuk menyelesaikannya.
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8. Pengembangan Tim: Pemimpin di pemerintahan
perlu mampu membangun dan mengelola tim yang
efektif. Program ini membantu mereka dalam
mengembangkan keterampilan kepemimpinan dalam
mengelola kerja sama dan kolaborasi tim.

9. Pengembangan Diri: Program pengembangan diri
membantu pemimpin menemukan potensi mereka,
menemukan area yang perlu diperbaiki, dan terus
berkembang untuk menjadi pemimpin yang lebih
baik.

10. Pelatihan Teknologi dan Inovasi: Pelatihan ini
membantu pemimpin memahami dan menggunakan
teknologi informasi dan inovasi untuk meningkatkan
pelayanan publik dan efisiensi.

Program pelatihan kepemimpinan ini harus disesuaikan
dengan kebutuhan dan masalah khusus pemerintahan.
Dengan memberikan program pelatihan yang tepat,
pemerintah dapat menghasilkan pemimpin yang
berkualitas dan berkompeten untuk mencapai tujuan
strategis dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Evaluasi Dampak Pelatihan Kepemimpinan pada
Pemerintahan

Evaluasi dampak pelatihan kepemimpinan pada
pemerintahan adalah proses untuk menilai seberapa
efektif dan Dberhasil program pelatihan terhadap
pemimpin pemerintahan. Tujuan evaluasi ini adalah
untuk mengetahui sejauh mana program tersebut telah
mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk
menemukan keuntungan bagi orang-orang yang
mengikuti program dan organisasi pemerintahan secara
keseluruhan. Berikut adalah langkah-langkah umum
dalam  melakukan  evaluasi dampak  pelatihan
kepemimpinan pada pemerintahan: (Ardiansyah, 2015);
(Mulki et al., 2016); (Lian, 2017); (Mukrimaa et al., 2019);
(Fardiansyah et al., 2023); (Hatta et al., 2023); (Mustanir
et al., 2023)
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Penetapan Tujuan Evaluasi: Tentukan tujuan
evaluasi, yang mencakup pertanyaan penelitian yang
ingin dijawab dan indikator keberhasilan.

Pengumpulan Data: Untuk menilai dampak program
pelatihan, Anda harus mengumpulkan data yang
relevan dan valid. Jenis data yang dapat
dikumpulkan termasuk wawancara dengan peserta,
atasan, atau bawahan, survei tentang kepuasan
peserta pelatihan, dan tes keterampilan atau
pengetahuan sebelum dan setelah pelatihan.

Analisis Data: Analisis data yang dikumpulkan
untuk mengidentifikasi perubahan atau peningkatan
yang terjadi setelah peserta mengikuti pelatihan.
Identifikasi sejauh mana keterampilan atau
kompetensi kepemimpinan telah meningkat.

Perbandingan Kelompok Kontrol: Jika
memungkinkan, lakukan perbandingan antara
kelompok peserta pelatihan dan kelompok kontrol—
yakni kelompok yang tidak mengikuti pelatihan—
untuk mengevaluasi pengaruh pelatihan yang lebih
akurat.

Identifikasi Manfaat dan Keberhasilan: Identifikasi
manfaat konkret yang diperoleh oleh peserta dan
organisasi dari pelatihan. Misalnya, peningkatan
produktivitas, perbaikan dalam gaya kepemimpinan,
atau perubahan positif dalam iklim organisasi.

Evaluasi Relevansi Materi Pelatihan: Evaluasi dapat
membantu menilai relevansi dan efektivitas materi
pelatihan  selain mengukur dampak. Untuk
meningkatkan program pelatihan di masa depan,
peserta dapat memberikan umpan balik.

Identifikasi Tantangan dan Perbaikan: Evaluasi juga
dapat mengidentifikasi tantangan atau hambatan
yang dihadapi dalam pelaksanaan program pelatihan
dan membantu merumuskan perbaikan atau
penyesuaian yang perlu dilakukan untuk pelatihan
berikutnya.
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10.

Laporan Hasil: Laporan yang komprehensif dan
mudah dipahami mengandung hasil evaluasi dan
saran untuk perbaikan atau pengembangan program
pelatihan berikutnya.

Perbaikan dan Pengembangan Program: Berdasarkan
hasil evaluasi, lakukan perbaikan atau
pengembangan program pelatihan untuk
meningkatkan kualitas dan dampaknya.

Pengukuran Jangka Panjang: Evaluasi dampak
pelatihan juga dapat dilakukan dalam jangka
panjang untuk mengetahui bagaimana pelatihan
berdampak pada kinerja pemimpin dan organisasi
pemerintahan dalam jangka panjang.

Untuk memastikan bahwa investasi dalam pelatihan
berdampak positif dan memberikan manfaat yang nyata
bagi organisasi dan masyarakat, evaluasi dampak
pelatihan kepemimpinan pada pemerintahan sangat
penting. Hasil evaluasi dapat membantu pemerintah
dalam membuat keputusan yang lebih baik tentang cara
mengembangkan program pelatihan di masa depan.
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MANAJEMEN SUMBER DAYA
MANUSIA UNGGUL

Dr. Ir. Mohamad Sam’un, M.Si
Universitas Singaperbangsa Karawang

Sumber Daya Manusia Organisasi

Manajemen mengandung makna secara sederhana
adalah pengelolaan. Terry, G.R. 2009 menjelaskan
bahwa manajemen memiliki beberapa fungsi. Adapun
fungsi manajemen yang paling sederhana, Terry
mengemukakan bahwa fungsi manajemen mencakup
planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian),
actuating (pelaksanaan) dan controlling (pengawasan).
Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.

Sumber daya merupakan suatu nilai potensi yang
dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam
kehidupan, umumnya dapat dimanfaatkan untuk
mendukung tercapainya tujuan tertentu.. Sumber daya
ini meliputi unsur nyata (tangible) dan tidak nyata
(intangible). Sumber daya yang nyata mencakup sumber
daya alam, sumber daya manusia, sarana prasarana,
modal, asset barang/benda, sedangkan sumber daya
tidak nyata dapat berupa ilmu, teknologi, program
(software) dan sebagainya. Dalam bab ini khusus akan
dibahas sumber daya manusia unggul sebagai pegawai
pada organisasi pemerintahan.

Pada dasarnya, sumber daya manusia adalah salah
satu sumber daya utama yang sangat dibutuhkan oleh
suatu organisasi baik organisasi pemerintahan, swasta
maupun kemasyarakatan. Sebab, sumber daya manusia
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ini merupakan sumber daya yang berperan aktif dan
sebagai penggerak dapat berjalannya suatu organisasi
dalam proses pengambilan keputusan dan atau
kebijakan serta langkah operasional untuk mencapai
tujuan organisasi yang telah ditentukan. Sumber daya
manusia ini berperan penting dalam menentukan arah
berjalannya suatu organisasi. Tindakan-tindakan yang
dilakukan berdasarkan hasil analisis baik secara
sederhana maupun secara kompleks dalam pengambilan
keputusan. Pengambilan keputusan dan kebijakan
terbaik  yang dihasilkan oleh suatu sumber daya
manusia menunjukkan  kinerja  seseorang dalam
organisasi dan kemampuannya untuk menganalisis
dan memecahkan suatu masalah dalam lingkup kerja
dan jabatan yang diembannya. Namun hal tersebut
juga sangat tergantung dan bertalian erat dengan
kejelian dan ketepatan dalam proses menentukan
seorang pegawai untuk berada dalam suatu pekerjaan
dan jabatan tertentu. Pegawai yang memiliki kualifikasi
dan kompetensi mumpuni di bidangnya akan mampu
melakukan pekerjaannya. Kapasitas pegawai yang
demikian ini sangat mungkin akan lebih tepat dan
baik jika dia ditempatkan pada bidang tertentu sesuai
dengan kualifikasi dan kompetensinya. Penempatan
pegawai yang demikian ini disebut dengan istilah The
right man on the right place. Jika asas ini diterapkan
pada suatu organisasi, maka akan membawa organisasi
tersebut pada hasil kinerja yang maksimal dan dapat
mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan
tugas atau pekerjaannya. Namun sayangnya terkadang
masih ada pada sebagian organisasi (baik organisasi
pemerintahan, swasta maupun kemasyarakatan) yang
belum bisa menerapkan asas tersebut, terutama jika
terdapat unsur kolusi, korupsi dan nepotisme yang kuat.

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber
daya yang memiliki aspek sikap, akal perasaan,
keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan,
motivasi, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa).
Semua potensi SDM yang tergabung dalam suatu
organisasi tersebut  berpengaruh terhadap  upaya
organisasi dalam mencapai tujuan. Seberapapun
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majunya ilmu pengetahuan dan teknologi,
perkembangan  informasi yang pesat, tersedianya
modal yang cukup dan memadainya bahan serta alat
yang digunakan, tersedianya infrastruktur dan supra
struktur yang handal jika tanpa SDM yang mumpuni
sulit bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.
Kita harus memahami bahwa sumber daya manusia
harus  diartikan sebagai sumber dari potensi dan
kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang
dapat diberdayakan oleh organisasi. Mempedomani
pengertian tersebut, istilah sumber daya manusia
adalah manusia memiliki sumber daya, kemampuan
dan kekuatan (power). Pendapat tersebut relefan
dalam kerangka berfikir bahwa agar menjadi sebuah
kekuatan, sumber daya manusia harus ditingkatkan
kapasitas, kualitas dan kompetensinya sehingga mampu
mengatasi masalah yang dihadapi organisasi yang
ditempatinya, mengerjakan pekerjaan sesuai tugas dan
kewenangannya dengan baik serta dapat bersaing
dengan pegawai lain secara sehat. SDM pegawai
organisasi seperti inilah yang memiliki sifat unggul
dalam menjalankan pekerjaannya.

Sumber Daya Manusia Organisasi Pemerintahan
Unggul

Sumber Daya Manusia pegawai organisasi pemerintahan
adalah pegawai yang bekerja pada organisasi pemerintah
baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Pegawai
pemerintahan ini terdiri dari ASN (Aparatur Sipil Negara)
dan Non ASN. ASN terdiri dari dua kategori yaitu PNS
(Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja).

Sebelum melakukan analisis perencanaan terhadap SDM
pemerintahan yang unggul, terlebih dahulu diulas
beberapa kriteria SDM pemerintahan unggul. Beberapa
ciri SDM pegawai pemerintahan yang unggul meliputi :
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1. Memahami tupoksi dan batas-batas kewenangan
lingkup pekerjaannya

N

Memiliki sikap integritas

Menjadi Pribadi yang tangguh, tidak mudah
menyerah dan tidak mudah putus asa

Kreatif dan inovatif.
Mampu malakukan Manajemen Waktu yang Baik

Mampu bekerja secara individu dan kerja secara tim

No aos

Mampu Bernegosiasi dan Mempunyai Kemampuan
Komunikasi yang Efektif.

oo

Mampu bersaing secara sehat

Fleksibel, adaptif dan responsif terhadap terhadap
perubahan yang terjadi

Memahami Tupoksi dan Batas-Batas Kewenangan
Lingkup Pekerjaannya

Setiap organisasi pemerintahan berdiri berdasarkan
peraturan penundangan menurut level dan
kedudukannya. Untuk organisasi pemerintahan di
tingkat kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah
kabupaten/kota dan  peraturan  bupati/walikota.
Organisasi pemerintahan di tingkat provinsi berdiri
berdasarkan peraturan daerah provinsi. Organisasi
pemerintahan di tingkat pusat berdasarkan undang-
undang dan peraturan pemerintah. Masing-masing
organisasi memiliki tugas pokok dan fungsinya,
kewenangan yang membatasinya diatur dengan
peraturan yang berlaku pada level tingkatannya.
Demikian seseorang yang menduduki jabatan tertentu
memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-
masing yang diatur dengan peraturan yang berlaku pada
level jabatan dan kedudukannya masing-masing.

Seorang SDM pegawai pemerintahan yang unggul
memilki sikap memahami tugas pokok, fungsi dan batas-
batas pekerjaan yang menjadi kewenangannya. Dengan
memahami hal-hal tersebut, maka yang bersangkutan
akan bekerja dengan sungguh-sungguh mempedomani
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peraturan perundangan yang mengikatnya. Demikian
juga akan senantiasa menjunjung tinggi dan
mengikatkan diri pada sumpah jabatannya dikala
menjalankan pekerjaan.

Memilki Sikap Integritas

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memuat istilah
integritas yang diartikan sebagai mutu, sifat, atau
keadaan yang menunjukkan kesatuan yg utuh sehingga
memiliki potensi dan kemampuan yg memancarkan
kewibawaan dan kejujuran. Di sisi lain Kemendikbud
(2017a: 9) mengemukakan bahwa
nilai integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku
untuk berupaya menjadikan dirinya sebagai orang yang
selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan
pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-
nilai kemanusiaan dan moral (integritas moral).
Beberapa ciri seseorang memiliki nilai intergritas yang
dapat dihimpun antara lain :

1. Adil

Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
online, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah,
tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan
tidak sewenang-wenang. Secara terminologi, adil
mengandung makna suatu sikap yang bebas dari
ketidakjujuran dan diskriminasi. Seorang SDM
organisasi pemerintahan unggul, jika memutuskan
suatu perkara maka dia bersikap tidak berat sebelah
dan tidak ada diskriminasi terhadap pihak-pihak
yang sedang dinilainya. Atas dasar kewenangannya
SDM pegawai unggul memutuskan secara bijak dan
berdasarkan asas keadilan.

2. Amanah

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), amanah adalah sifat seseorang
yang bisa dipercaya atau sesuatu yang dipercayakan
(dititipkan) kepada orang lain. Amanah juga adalah
salah satu sifat yang dimiliki Rasulullah SAW. Setiap
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orang harus memiliki sifat amanah, terlebih jika ia
seorang pemimpin. Seseorang pegawai negeri yang
memiliki sikap unggul akan senantiasa menjaga
sikap amanah ini. Semua tingkah laku, ucapan dan
perbuatan selalu diupayakan dan selalu berusaha
dengan sungguh-sungguh agar mendapat
kepercayaan dari orang lain. Baik seorang bawahan
ataupun atasan selalu menjaga sikap agar dapat
dipercaya di lingkungan kerjanya. Sikap amanah ini
selalu diemban dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya guna tercapainya tujuan organisasi
pemerintahan yang dia tempati.

Berani karena benar

Arti berani menurut KBBI adalah mempunyai hati
yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam
menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya;
tidak takut (gentar, kecut). Seorang pegawai
pemerintahan unggul memiliki sikap berani dalam
hal segala kebenaran. SDM pegawai yang unggul
menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, tidak
melakukan manipulasi, kejahatan, fraud.
Tindakannya menunjukkan sikap berani dalam
bekerja, selama pekerjaan yang dilakukannya benar
menurut norma, etika dan peraturan yang berlaku.

Bertanggung jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib
menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika
dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran
seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala
akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Setiap
tindakannya yang dilakukan oleh  pegawai
pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan
baik secara moral maupun secara hukum. Bahkan
pekerjaan yang dilakukan dalam rangka
melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok, fungsi
dan kewenangannya harus siap untuk
dipertanggungggugatkan jika di kemudian hari ada
yang merasa tidak puas atas keputusan dan
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kebijakannya. Oleh karenanya dia senantiasa
menjaga dan berhati-hati dalam menjalankan
pekerjaannya, karena yang bersangkutan merasa
setiap tindak-tanduknya dalam bekerja mengandung
konsekuensi dan dampak baik bagi dirinya maupun
bagi orang lain yang dilayaninya.

Bertindak sesuai ucapan.

Seseorang yang memiliki dan menjunjung nilai
integritas, maka dia akan selalu bertindak sesuai
dengan apa yang diucapkannya. Dia akan selalu
memegang teguh atas apa yang telah diucapkannya
sehingga tidak terjadi perbedaan atas apa yang telah
diucapkan dengan apa yang diperbuatnya. Terjadi
sinkronisasi antara ucapan dan perbuatan.

Disiplin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,
2014) menjelaskan bahwa disiplin berarti tata tertib,
ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan,
mengusahakan supaya menaati dan mematuhi tata
tertib. Demikian juga Hasibuan (2005 : 194)
menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator
yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan
pegawai/karyawan suatu organisasi yaitu:

a. Tujuan dan kemampuan.

b. Teladan pimpinan.

c. Balas jasa.

d. Keadilan.

e. Pengawasan melekat.

f.  Sanksi hukum

g. Ketegasan dan

h. Hubungan kemanusiaan.
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Aspek tujuan dan kemampuan menurut Hasibuan (2005:
194) mengandung makna bahwa :

Tujuan dan kemampuan ikut mempangaruhi tingkat
kedisiplinan seseorang (pegawai/karyawan). Tujuan
yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara
ideal serta cukup menantang bagi kemampuan
pegawai/karyawan. Hal ini berarti bahwa tujuan
(pekerjaan) yang dibebankan kepada
pegawai/karyawan harus sesuai dengan kemampuan
pegawai/karyawan bersangkutan, agar dia bekerja
sungguh-sungguh dan disiplin dalam
mengerjakannya. Akan tetapi jika pekerjaa itu di luar
kemampuannya atau jauh di bawah kemampuannya
maka tingkat Lkesungguhan dan kedisiplinan
pegawai/karyawan rendah. Disinilah pentingnya
menerapkan asas the right man in the right place and
the right man in the right job.

Aspek teladan pimpinan menurut Hasibuan (2005 : 194)
mengandung makna bahwa :

Teladan  pimpinan  sangat  berperan  dalam
menentukan kedisiplinan pegawai/karyawan karena
pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh
bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang
baik, berdisplin baik, jujur, adil, serta sesuai antara
perkataan dan perbuatannya. Dengan teladan
pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan
ikut baik. Sebaliknya jika teladan pimpinan kurang
baik (kurang berdisiplin), maka para bawahan pun
akan kurang  disiplin. Pimpinan jangan
mengharapkan kedisiplinan bawahannya baik jika
dia sendiri kurang disiplin. Pimpinan harus
menyadari bahwa perilakunya akan dicontoh dan
diteladani oleh bawahannya. Hal inilah yang
mengharuskan pimpinan mempunyai kedisiplinan
yang baik agar para bawahan pun mempunyai
disiplin yang baik pula.
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Aspek balas jasa ~menurut Hasibuan (2005 : 194)
mengandung makna bahwa :

Balas jasa (misalnya berupa gaji dan kesejahteraan)
ikut mempengaruhi kedisiplinan pegawai/karyawan
karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan
kecintaan pegawai/karyawan terhadap
organisasi/perusahaan dan pekerjaannya. Jika
kecintaan pegawai/karyawan semakin baik terhadap
pekerjaan, maka kedisiplinan mereka akan semakin
baik pula. Untuk mewujudkan kedisiplinan
pegawai/karyawan yang baik,
organisasi/perusahaan harus memberikan balas jasa
yang relatif besar. Kedisiplinan pegawai/karyawan
tidak mungkin baik apabila balas jasa yang mereka
terima kurang memuaskan untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya beserta keluarga.

Aspek keadilan menurut Hasibuan (2005 : 194)
mengandung makna bahwa :

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisplinan
pegawai/karyawan, karena ego dan sifat manusia
yang selalu merasa dirinya penting dan minta
diperlakukan sama dengan manusia lainnya.
Keadilan yang dijadikan dasar kebijaksanaan dalam
pemberian balas jasa (pengakuan) atau hukuman
akan merangsang terciptanya kedisiplinan
pegawai/karyawan yang baik. Pimpinan atau
manager yang cakap dalam memimpin selalu
berusaha bersikap adil terhadap semua
bawahannya. Dengan keadilan yang baik akan
menciptakan kedisiplinan yang baik pula. Jadi
keadilan harus diterapkan dengan baik pada setiap
organisasi/perusahaan supaya kedisiplinan
pegawai/karyawan baik pula.

Aspek pengawasan melekat menurut Hasibuan (2005 :
194) mengandung makna bahwa :

Pengawasan melekat (waskat) adalah tindakan nyata
dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan
pegawai/karyawan. Dengan waskat berarti atasan
harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral,
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sikap, gairah kerja dan prestasi kerja bawahannya.
Hal ini berarti atasan harus selalu ada/hadir di
tempat kerja agar dapat mengawasi dan memberikan
petunjuk jika ada bawahan yang mengalami
kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya.
Waskat yang efektif akan merangsang kedisiplinan
dan moral kerja pegawai/karyawan.
Pegawai/karyawan merasa mendapat perhatian,
bimbingan, petunjuk, pengarahan dan pengawasan
dari atasannya. Jadi waskat menuntut adanya
kebersamaan aktif antara atasan dengan bawahan
sehingga terwujud kerja sama yang baik dan
harmonis dalam organisasi/ perusahaan yang
mendukung terbinanya kedisiplinan pegawai/
karyawan yang baik.

Aspek sanksi hukum menurut Hasibuan (2005 : 194)
mengandung makna bahwa :

Sanksi  hukuman  berperan penting dalam
memelihara kedisiplinan pegawai/karyawan.
Dengan sanksi hukuman yang berjenjang (semakin
berat), pegawai/karyawan semakin takut melanggar
peraturan-peraturan organisasi/perusahaan, sikap
dan perilaku indisipliner pegawai/karyawan akan
berkurang. Berat atau ringannya sanksi hukuman
yang akan diterapkan ikut mempengaruhi baik atau
buruknya kedisiplinan pegawai/karyawan. Sanksi
hukuman harus ditetapkan berdasarkan
pertimbangan logis, masuk akal, dan diinformasikan
secara jelas kepada semua pegawai/karyawan.
Sanksi hukuman seharusnya tidak terlalu ringan
atau terlalu berat supaya hukuman itu tetap
mendidik pegawai/karyawan untuk mengubah
perilakunya. Sanksi hukuman hendaknya cukup
wajar untuk setiap tingkatan indisipliner, bersifat
mendidik dan menjadi alat motivasi untuk
memelihara kedisiplinan dalam
organisasi/perusahaan.
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Aspek ketegasan menurut Hasibuan (2005 : 194)
mengandung makna bahwa :

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan
akan mempengaruhi kedisiplinan
pegawai/karyawan. Pimpinan harus berani dan
tegas, Dbertindak untuk menghukum  setiap
pegawai/karyawan yang indisipliner sesuai dengan
sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Pimpinan
yang berani bertindak tegas menerapkan hukuman
bagi pegawai/karyawan yang indisipliner akan
disegani dan diakui kepemimpinannya oleh
bawahan. Dengan demikian, pimpinan akan dapat
memelihara kedisiplinan pegawai/karyawan.
Sebaliknya apabila seorang pimpinan kurang tegas
dan tidak menghukum pegawai/karyawan yang
indisipliner, sulit baginya untuk memelihara
kedisiplinan bawahannya, bahkan sikap indisipliner
pegawai/karyawan semakin banyak karena mereka
beranggapan bahwa  peraturan dan  sanksi
hukumannya tidak berlaku lagi.

Aspek hubungan kemanusiaan menurut Hasibuan
(2005 : 194) mengandung makna bahwa :

Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara
sesama pegawai/ karyawan ikut menciptakan
kedisiplinan yang baik pada suatu organisasi/
perusahaan. Hubungan-hubungan baik bersifat
vertikal maupun horisontal yang terdiri dari direct
single relationship, direct group relationship dan cross
relationship hendaknya harmonis. Pimpinan harus
berusaha menciptakan suasana hubungan
kemanusiaan yang serasi serta mengikat, baik
vertikal maupun horisontal di antara semua
pegawai/karyawannya. Terciptanya hubungan
kemanusiaan yang serasi akan mewujudkan
lingkungan dan suasana kerja yang nyaman. Hal ini
akan memotivasi kedisiplinan yang baik pada
organisasi/perusahaan. Jadi kedisiplinan pegawai/
karyawan akan tercipta apabila  hubungan
kemanusiaan dalam organisasi tersebut baik.
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10.

Etos kerja (mandiri, kerja keras, sederhana, saling
menghargai)

Sikap ini haruslah dimiliki oleh
individu,kelompok,masyarakat, apalagi oleh seorang
ASN, Aparat militer /TNI, Kepolisian dsb. Dalam
kamus Dbesar bahasa Indonesia etos kerja
adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan
keyakinan seseorang atau suatu kelompok. SDM
organisasi pemerintah unggul harus memiliki sifat
etos kerja tinggi. Jika sikap demikian dimiliki dan
diimplementasikan dalam bekerja, maka akan lebih
memudahkan tercapainya tujuan oorganisasi.

Jujur

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jujur
adalah lurus hati, tidak curang, dan kejujuran ialah
kelurusan hati, ketulusan hati. Pegawai
pemerintahan yang unggul memiliki sifat jujur dalam
bekerja. Kejujuran akan membawa keberkahan
dalam bekerja, keberkahan ini akan memudahkan
tercapainya tujuan organisasi.

Kesetiaan

Menurut KBBI, setia memiliki makna berpegang
teguh (pada janji, pendirian, dan sebagainya), patuh,
taat, tetap dan teguh hati. Sikap kesetiaan atau
loyalitas  seorang pegawai pemerintahan kepada
pancasila, UUD 45 dan institusi tempat bekerja
memiliki nilai tinggi bagi pegawai bersangkutan.
SDM pegawai yang demikian akan punya sikap rasa
memiliki sehingga akan bekerja dengan sungguh-
sungguh dan berdedikasi. Oleh karena itu sikap setia
atau loyal memiliki ruh yang sangat bernilai tinggi
dan dapat menjiwai dalam bekerja.

Komitmen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
komitmen adalah tindakan untuk melakukan
sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan
bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat
kepada orang lain, hal tertentu, atau tindakan

130



11.

12.

13.

tertentu. Jika SDM pemerintahan dapat memegang
komitmen yang tinggi, maka segala apa yang
dikerjakannya akan bermanfaat bagi orang lain.
Sebagai wujud dari sikap setia maka dalam bekerja
dia akan menjaga semua komitmen yang telah
diikrarkannya.

Konsisten

Menurut laman resmi KBBI, konsisten adalah tetap
(tidak berubah-ubah), selaras, dan sesuai. Kata ini
berasal dari bahasa Inggris, consistent, yang berarti
kokoh atau berdiri tegak. Untuk itu, konsisten dapat
diartikan sebagai sikap dan perbuatan yang tidak
berubah-ubah, selalu selaras. Sikap ini kuga
sebagai bagian dari ciri SDM yang berintegritas.

Mendahulukan kepentingan organisasi di atas
kepentingan diri sendiri.

SDM pegawai pemerintahan unggul memiliki sikap
mendahulukan kepentingan organisasi daripada
kepentingan pribadi dirinya sebagai wujud dari nilai
integritasnya. Dia akan berpikir dan bertindak lebih
mengedepankan kepentingan organisasinya daripada
kepentingan pribadi dan golongannya.

Menghormati orang lain.

Arti menghormati di KBBI adalah: menaruh hormat
kepada seseorang atau pihak lain; hormat (takzim,
sopan) kepada orang lain atau pihak lain. Sikap
pegawai unggul tidak meremehkan kemampuan atau
hasil kerja pihak lain. Justru jika ada hasil kerja
dari pihak lain, dia akan selalu menghargai,
walaupun hasil kerjanya kurang memuaskan.
Bahkan tidak segan-segan untuk membimbing dan
mengarahkan pihak lain jika ada kekurangan dengan
berlaku sopan dan tidak menyinggung perasaan
pihak yang kinerjanya rendah. Bahkan bersikap
simpatik.
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14.

15.

16.

17.

Peduli

Dalam KBBI, kata peduli memiliki
arti memperhatikan, mengindahkan, dan juga
menghiraukan. Sikapnya tidak cuek atau acuh tak
acuh baik terhadap sesama rekan kerjanya maupun
terhadap pekerjaan yang menjadi tanggungjawab
pekerjaannya.

Professional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti
kata profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan
tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi
atau orang yang profesional. Dalam bekerja dia
memegang teguh sikap professional tersebut. Dia
focus terdahap pekerjaan yang digelutinya. Dia
mengerjakan pekerjaannya sesuai aturan dan
dengan sepenuh hati.

Rajin

Arti rajin di KBBI adalah: suka bekerja (belajar dsb);
getol; sungguh-sungguh bekerja; selalu berusaha.
SDM demikian tidak pernah melecehkan suatu
pekerjaan, tidak pernah menunda-nunda
pekerjaannya, selalu dikerjakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, bahkan terkesan “workaholic”.
Dengan memiliki rasa tanggung jawab dan professional
dalam berkerja seakan-akan dia terkesan tidak menyia-
nyiakan waktu luang dan kesempatan yang tersedia
dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga
penyelesaiannya hasil pekerjaannya dapat
direalisasikan tepat waktu.

Tidak terkontamisasi kolusi, korusi dan nepotisme.

Maksud dari korupsi adalah penyalahgunaan jabatan
resmi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kolusi
adalah kesepakatan tidak jujur diikuti dengan
pemberian fasilitas atau uang (gratifikasi). Nepotisme
adalah memanfaatkan jabatan untuk kepentingan
keluarga. Penyakit KKN tidak menjangkiti SDM
pegawai pemerintahan yang unggul. SDM unggul
memiliki karakter, jati diri dan citra yang baik sehingga
jauh dari praktik-praktik KKN.
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Menjadi pribadi yang Tangguh, Tidak Mudah
Menyerah dan Tidak Mudah Putus Asa

SDM unggul merupakan pribadi yang tahan terhadap
berbagai macam  kondisi dan cobaan  dalam
melaksanakan pekerjaan. Tidak mudah menyerah dan
putus asa dalam upaya untuk mencapai tujuan
organisasi yang digelutinya, walaupun terkadang
ujian datang  bertubi-tubi. Sikapnya yang tangguh,
handal dan bijak dalam menghadapi semua tantangan
pekerjaan yang menjadi tugas, fungsi dan
kewenangannya.

Kreatif dan Inovatif

Dalam bekerja SDM unggul selalu berkreasi dan
memunculkan  ide-ide  inovatif @ bagi  kemajuan
organisasinya. Dia dapat menjadi penggerak dan
pembaharu di lingkungan kerjanya. Ide-ide brilian
senantiasa dicetuskan agar organisasi secara efektif dan
efisien menjalankan berbagai pekerjaan untuk mencapai
tujuan organisasi yang telah dicita-citakan.

Mampu Melakukan Manajemen Waktu yang Baik

SDM unggul dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-
hari mampu mengerjakan pekerjaannya secara efektif
dan efisien. Memanfaatkan waktu yang tersedia secara
efektif dan efisien dalam bekerja. Hasil kinerjanya dapat
diukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mampu Bekerja Secara Individu dan Kerja Secara Tim

SDM unggul mampu mengerjakan pekerjaannya secara
optimal baik secara individu maupun bekerja dalam tim.
Output pekerjaannya konsisten dalam arti sama
baiknya, baik secara individu maupun team work. Hasil
pekerjaannya berdaya guna bagi organisasi.
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Mampu Bernegosiasi dan Mempunyai Kemampuan
Komunikasi yang Efektif

Tidak semua orang bisa melakukan negosiasi dan
berkomunikasi secara efektif. Pekerjaan ini menuntut
skill atau kemampuan dengan teknik dan gaya yang
dapat diterima oleh komunikan (lawan bicara). SDM
unggul mampu melakukannya dengan hasil yang cukup
memuaskan.

Mampu Bersaing Secara Sehat

Kemampuan SDM unggul yang tidak dimiliki oleh setiap
orang adalah mengatasi persaingan. Di era modern ini,
SDM yang mampu bersaing dalam dunia pekerjaan akan
menjadi “pemenang”. Persaingan dilakukan secara fair
atau sehat. Tidak saling menyikut dan tidak saling
menyakiti. Bahkan hasil akhirnya, ketika menjadi
pemenang, dia dapat merangkul pihak yang
“dikalahkannya”, sehingga tidak ada rasa dendam
sesudahnya.

Fleksibel, Adaptif dan Responsif terhadap Perubahan
yang Terjadi

SDM unggul bersikap fleksibel, adaptif dan responsif
dalam menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi.
Dalam birokrasi, perubahan lingkungan peraturan
perundang-undangan yang dinamis menuntut tingkat
fleksibilitas, adaptasi dan respon yang tinggi agar
pegawai yang bersangkutan dapat bekerja secara optimal
tanpa ketinggalan informasi dan tidak menyalahi
peraturan yang dinamis. Gibson, Ivancevich dan
Donnelly (1992 : 34-35) menyatakan bahwa
keadaptasian sebagai salah satu ktriteria keefektifan
organisasi, keadaptasian adalah suatu ukuran
ketanggapan organisasi terhadap tuntutan perubahan.

SDM unggul senantiasa dapat beradaptasi dalam
menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan
kewenangannya sehingga organisasinya bisa beradaptasi
secara efektif.

134



Merencanakan Sumber Daya Manusia Organisasi
Pemerintahan Unggul

Beberapa strategi merencanakan SDM unggul meliputi :
merencanakan upgrading atau peningkatan
kapasitas/kualitas SDM yang sudah ada, melakukan
rotasi, mutasi, dan promosi terhadap SDM yang sudah
ada, dan atau melakukan pola rekruitmen dengan
persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang ketat sesuai
syarat SDM unggul. Dalam hal ini termasuk
merencanakan pengganti atas pegawai yang memasuki
masa pensiun. Termasuk di dalamnya adalah
merencanakan pendanaan bagi pegawai seperti gaji,
honor, perjalanan dinas, alokasi sarana sebagai fasilitas
inventaris pegawai dan lain sebagainya. Merencanakan
penjenjangan karir pegawai.

Mengorganisasikan Sumber Daya Manusia Organisasi
Pemerintahan Unggul

Sebagai bagian dari proses manajemen SDM unggul
adalah melakukan pengorganisasian. Dalam hal ini
penyusunan struktur organisasi dan pengisian personil
pada jabatan-jabatan dalam struktur yang dibentuk.
Struktur organisasi ini dibentuk dengan mengacu pada
asas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya
guna mencapai tujuan organisasi. Adanya pembagian
tugas, pembagian kewenangan, job description,
hubungan tata kerja dalam organisasi merupakan bagian
dari  pengorganisasian. Penempatan personil yang
memenuhi asas the right man on the right place harus
dipegang teguh oleh seorang pimpinan.

Mengimplementasikan Sumber Daya Manusia
Organisasi Pemerintahan Unggul

Seorang pimpinan melakukan bimbingan, arahan,
menggerakkan, memberi instruksi kepada bawahannya,
termasuk di dalamnya memberi teguran jika perlu. SDM
pegawai unggul dapat menerima, berdiskusi dan
mengimplementasikan arahan pimpinan dalam lingkup
pekerjaannya. Pimpinan dan staf manajemen di
bawahnya juga melakukan koordinasi baik secara
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internal organisasi maupun dengan organisasi eksternal
di luar tempat dia bekerja. Kegiatan koordinasi ini
dilakukan dengan sebaik mungkin oleh SDM unggul
guna mencapai tujuan organisasi.

Mengontrol Sumber Daya Manusia Organisasi
Pemerintahan Unggul

Sebagai bagian dari kegiatan kontrol dalam organisasi
adalah implementasi system pelaporan kegiatan,
pengendalian, supervisi, monitoring, pengawasan dan
evaluasi terhadap kinerja pegawai. SDM unggul
senantiasa membuat laporan kinerjanya agar bisa dinilai
oleh atasannya. Laporannya dibuat dengan memenuhi
prinsip akuntabel. Kinerjanya dapat dimonitor,
disupervisi, dikendalikan, diawasi dan dievaluasi atasan
atau lembaga sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya
untuk menghasilkan performa kerja yang efektif.
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PENILAIAN KINERJA

Dr. Malik., M.Si.
Universitas Bandar Lampung

Pendahuluan

Setiap organisasi memerlukan suatu Sistem pengukuran
kinerja, untuk mengetahui perkembangan suatu
organisasi, karena perkembangan dunia sekarang ini
dengan lingkungan berbagai kegiatan yang serba
dinamis, maka system pengukuran kinerja memberikan
dampak yang sangat baik terhadap pengukuran
perkembangan organisasi yang dinamis, karena pada
umumnya organisasi tradisional yang hanya
menggunakan ukuran finansial tidak memberikan
informasi yang akurat dan relevan karena tidak
berhubungan langsung dengan penetapan strategi suatu
organisasi, sehingga target dan tujuan organisasi tidak
dapat tercapai. Dengan keterbatasan dari sistem
pengukuran kinerja tradisional, mendorong munculnya
system baru yang dianggap dapat memberikan solusi
terhadap perkembangan organisasi pada masa yang
akan datang. Dalam lingkungan bisnis telah mengalami
perubahan yang dramatis sejak tahun 1980-an. Sistem
pengukuran kinerja yang telah dikembangkan pada
pertengahan abad ke-20 kurang relevan diterapkan pada
lingkungan bisnis baru yang dinamis. Pengukuran
kinerja system baru dapat mengatasi dynamic
environment tersebut.
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Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan
kemampuan suatu organisasi. Untuk menyelesaikan
tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki
derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu
yang dapat diukur, sesuai kemampuannya. Kesediaan
dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk
mengerti sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang
apa yang akan  dikerjakan dan  bagaimana
mengerjakannya, tanpa adanya petunjuk yang jelas yang
terukur. Kinerja merupakan perilaku yang ditampilkan
setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh
karyawan sesuai dengan perannya dalam organisasi.
Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat
penting dalam upaya organisasi untuk mencapai
tujuannya.

Penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan
terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai
dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan
pekerjaan, perilaku dan hasil, termasuk tingkat ketidak
hadiran, dalam organisasi. Dengan demikian, penilaian
prestasi adalah merupakan hasil kerja karyawan dalam
lingkup tanggung jawabnya. Di dalam dunia usaha yang
berkompetisi secara global, organisasi memerlukan
kinerja tinggi. Pada saat yang bersamaan, karyawan
memerlukan umpan balik atas hasil kerja mereka
sebagai panduan bagi perilaku mereka di masa yang
akan datang. Para pekerja juga ingin mendapatkan
umpan balik bersifat positif atas berbagai hal yang telah
mereka lakukan dengan baik, walaupun kenyataannya
hasil penilaian prestasi tersebut masih lebih banyak
berupa koreksi/kritik, untuk perbaikan organisasi.

Dalam praktiknya, istilah penilaian kinerja (performance
appraisal) dan evaluasi kinerja (performance evaluation)
dapat digunakan secara bergantian atau bersamaan
karena pada dasarnya mempunyai maksud yang sama.
Penilaian kinerja digunakan organisasi untuk menilai
kinerja karyawannya atau mengevaluasi hasil
pekerjaan karyawan. Penilaian kinerja yang dilakukan
dengan benar akan bermanfaat bagi karyawan, pimpinan
pada departemen Sumber Daya Manusia (SDM), dan
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pada akhirnya bagi organisasi sendiri. Dalam parktiknya
penilaian kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang
ada di dalam organisasi, di samping faktor lain di luar
organisasi.

Apabila penilaian kinerja dilakukan dengan benar, para
karyawan, para penyedia, departemen Sumber Daya
Manusia (SDM) dan akhirnya organisasi akan
diuntungkan dengan adanya kepastian bahwa upaya-
upaya individu memberikan kontribusi kepada fokus
strategi organisasi. Selain itu, penilaian kinerja
diartikan pula sebagai sebuah mekanisme yang baik
untuk mengendalikan karyawan sesuai keinginan
pimpinan. Perlu kita ketahui bahwa sebagai karyawan,
mereka menginginkan adanya kesempatan promosi,
memperoleh kenaikan gaji upah-insentif-kompensasi,
juga menginginkan terciptanya lingkungan kerja yang
baik, menginginkan ditempatkan pada posisi yang
prestise, ingin mutasi ketempat-tempat pilihan mereka
serta menginginkan pekerjaan-pekerjaan yang dapat
memberikan kepuasan sebesar-besarnya, dan
seterusnya. Oleh karena itu, apabila orang akan
memperoleh apa yang diinginkan, orang tersebut harus
memberikan apa yang diinginkan oleh atasan mereka
organisasi tempat mereka bekerja.

Suatu  organisasi melakukan  penilaian  kinerja
didasarkan pada dua alasan pokok, yaitu: (1) Pimpinan
memerlukan evaluasi yang objektif terhadap kinerja
karyawan pada masa lalu yang digunakan untuk
membuat keputusan di bidang Sumber Daya Manusia
(SDM) di masa yang akan datang; dan (2) Pimpinan
memerlukan alas yang memungkinkan untuk membantu
karyawannya memperbaiki kinerja, merencanakan
pekerjaan, mengembangkan kemampuan dan
keterampilan untuk perkembangan karier dan memper-
kuat kualitas hubungan antar pimpinan yang
bersangkutan dengan karyawannya. Selain itu penilaian
kinerja dapat digunakan untuk:
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1. Dapat mengetahui pengembangan, yang meliputi: (a)
identifikasi kebutuhan pelatihan, (b) umpan balik
kinerja, (c) menentukan transfer dan penugasan,
dan. (d) identifikasi kekuatan dan kelemahan
karyawan dalam memerikan tugas.

2. Pengambilan keputusan administratif, yang meliputi:
(a) keputusan untuk menentukan gaji, promosi,
mempertahankan atau memberhentikan karyawan,
(b) pengakuan kinerja karyawan, (c) pemutusan
hubungan kerja dan. (d) mengidentifikasi yang
buruk, serta (e) pemberian kesempatan untuk
memindahkan kebagian lain yang sesuai dengan
kemampuannya.

3. Keperluan organisasi, yang meliputi: (a) perencanaan
Sumber Daya Manusia (SDM), menentukan
kebutuhan pelatihan dan pengembangan, (c) evaluasi
pencapaian tujuan organisasi, (d) informasi untuk
identifikasi tujuan, (e) evaluasi terhadap sistem
Sumber Daya Manusia (SDM), dan (f) penguatan
terhadap kebutuhan pengembangan organisasi.

Dalam sistem penilaian kinerja tersebut, terdapat
perbedaan yang mendasar, karena pengertian yang
mengatakan memposisikan karyawan pada pihak
subordinat dan = dikendalikan, sebaliknya  ada
pemahaman bahwa karyawan dianggap sebagai faktor
produksi yang harus dimanfaatkan secara produktif.
Sedangkan pada pengertian bahwa karyawan diposisikan
sebagai aset wutama organisasi, karyawan harus
dipelihara dengan baik dan diberi kesempatan
berkembang dan berinovasi untuk kemajuan organisasi.

Sebagai karyawan tentunya menginginkan adanya
umpan balik mengenai prestasi mereka sebagai suatu
tuntutan untuk perilaku di kemudian hari. Tuntutan ini
terutama diinginkan oleh para karyawan baru yang
sedang berusaha memahami tugas dan melaksanakan
kewajiban di lingkungan kerja mereka. Sementara itu
para supervisor atau pimpinan organisasi memerlukan
penilaian prestasi kerja untuk menentukan apa yang
harus dilakukan. Kinerja karyawan mereka bandingkan
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dengan standar-standar yang telah ditentukan sehingga
dengan demikian mereka dapat menuntut hasil-hasil
yang diinginkan serta mengambil tindakan-tindakan
korektif terhadap kinerja yang yang belum optimal.
Instrumen penilaian kinerja dapat digunakan untuk
mereview kinerja, peringkat kinerja, penilaian kinerja,
penilaian karyawan dan sekaligus evaluasi karyawan
sehingga dapat diketahui mana karyawan yang mampu
melaksanakan pekerjaan secara baik, efisien, efektif, dan
produktif sesuai dengan tujuan organisasi.

Sementara itu, departemen Sumber Daya Manusia (SDM)
dapat menggunakan informasi yang diperoleh dari
penilaian kinerja karyawan. Pola yang dapat dilihat dan
hasil-hasil penilaian kinerja memberikan umpan balik
tentang keberhasilan rekrutmen, seleksi karyawan,
penempatan karyawan, pelatihan dan lain-lain yang
berkaitan dengan kegiatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Penilaian-penilaian informal sehari-hari yang dilakukan
para supervisor atau manajer atas karyawankaryawan
mereka biasanya belum cukup, sehingga mereka
memerlukan penilaian-penilaian yang formal dan
sistematis untuk dapat membantu para manajer atau
departemen Sumber Daya Manusia (SDM) mengambil
keputusan untuk penggajian, upah, penempatan
karyawan, dan keputusan lainnya.

Kriteria Penilaian

Dalam lingkungan organisasi yang semakin kompetitif,
maka manajemen organisasi harus didukung untuk
meningkatkan kinerjanya dengan cara menyempurnakan
sistem pengukuran kinerja tradisional karena dalam sistem
pengukuran tradisional yang menekankan pada ukuran
keuangan sebagai tolok ukur kinerja yang masih memiliki
berbagai keterbatasan. Keterbatasan ini sebagai akibat dari
sistem akuntansi yang melayani berbagai tujuan untuk
pihak eksternal dan pihak internal secara sekaligus. Juga
sistem akuntansi yang memiliki banyak alternatif teknis
akuntansi yang mungkin tidak sesuai untuk tujuan
tertentu serta ketidakpuasan terhadap ukuran keuangan
dalam mengukur efisiensi system manajemen dalam
organisasi.
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Kelemahan dalam system penilaian tradisional, karena
disebabkan antara lain informasi yang dilaporkan hanya
informasi yang quantified dan yang dapat diukur dengan
uang, informasi yang dihasilkan lebih bersifat prakiraan
dan informasi yang dilaporkan merupakan hal yang
sudah terjadi dalam pelaksanannya. Pengukuran kinerja
keuangan komprehensif seperti total biaya ataupun
pendapatan akuntansi suatu divisi, tidaklah selalu dapat
memenuhi tujuan pengambilan keputusan tertentu.
Beberapa organisasi, saat ini telah menggunakan sistem
pengukuran kinerja yang didasarkan pada finansial dan
nonfinansial. Kecenderungan untuk mengombinasikan
kedua ukuran inilah yang mendorong lahirnya suatu
sistem  pengukuran kinerja baru yang telah
dikembangkan, yaitu balance  scorecard  yang
didefinisikan  sebagai; seperangkat ukuran yang
memberikan pandangan yang menyeluruh mengenai
organisasi kepada para manajer secara cepat dalam
lingkungan yang kompleks untuk sukses dalam
persaingan, dan system pengukuran ini telah
dipergunakan mulai sekitar tahun 90-an. Karena metode
ini dapat menerjemahkan misi dan strategi ke dalam
suatu penaksiran kinerja secara menyeluruh yang akan
dapat menghasilkan kerangka kerja untuk strategi
penaksiran dan sistem manajemen yang selalu dinamis.

Dengan demikian, untuk mengukur kinerja organisasi
yang bergerak dibidang profit, maka salah satu metode
yang dapat dipergunakan yaitu balance scorecard
sebagai alternatif untuk mengukur kinerja, selain
mempertimbangkan faktor keuangan serta faktor non-
keuangan. Dengan empat perspektif, yaitu customer,
internal, learning and growth dan financial diharapkan
dapat memberikan penilaian yang komprehensif kepada
manajemen. Sistem ini diciptakan untuk menetapkan
goals dan sekaligus melakukan pengukuran atas
pencapaiannya, sehingga tidak langsung dalam
aplikasinya, sistem ini dapat dipakai sebagai alas
penetapan strategi bagi organisasi. Kemampuan
organisasi dalam mengelola intangible assets-nya
menjadi lebih menentukan keberhasilan  organisasi
dibanding dengan pengelolaan tangible assets-nya.
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Intangible assets tersebut mencakup; pengembangan
hubungan dengan customers, pengenalan produk baru,
kemampuan menghasilkan produk dan jasa yang
customized high-quality dengan cost yang minimal
kemampuan meningkatkan skills dan memberikan
motivasi karyawan dan berkemampuan mengembangkan
teknologi informasi yang semakin berkembang pesat.

Kriteria yang dapat menentukan penilaian kinerja dalam
suatu organisasi, yaitu semua karyawan yang dianggap
dapat memberikan sumbangsih untuk kemajuan suatu
organisasi sebagai wujud dari pelaksanaan visi dan misi
misi suatu organisasi apabila ditetapkan sebagai penilai,
namun ada juga suatu organisasi yang tidak
memberikan kesempatan kepada staf atau karyawan
untuk memberikan penilaian terhadap kinerja suatu
organisasi, Secara umum bahwa kriteria yang dapat
memberikan penilaian terhadap suatu organisasi, dapat
ditentukan sebagai berikut:

1. Yang dapat berfungsi sebagai penilai dalam penilaian
kinerja, ialah:

a. Pimpinan atau atasan (atasan langsung, atasan
tidak langsung), dapat dilakukan dengan cepat,
namun kelemahannya yaitu dapat mengarah ke
distorsi  karena  pertimbangan-pertimbangan
pribadi.

b. Penilaian oleh kelompok lini: atasan dan
atasannya lagi bersama-sama membahas kinerja
dari bawahannya yang dinilai, hal ini dapat
terjadi secara objektivitas yang lebih akurat
dibandingkan kalau hanya oleh atasan sendiri,
kemudian Individu yang dinilai tinggi dapat
mendominasi penilaian.

c. Penilaian oleh kelompok staf. atasan meminta
satu atau lebih individu untuk bermusyawarah
dengannya; atasan langsung yang membuat
keputusan akhir. Dalam system penilaian ini
merupakan gabungan yang masuk akal dan
wajar.
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d. Penilaian melalui keputusan komite: sama
seperti pada pola sebelumnya kecuali bahwa
manajer yang bertanggung jawab tidak lagi
mengambil keputusan akhir; hasilnya
didasarkan pada pilihan mayoritas. Dalam
system penliaian ini dapat memperluas
pertimbangan yang ekstrim. Namun dalam
kelemahannya yaitu dapat Memperlemah
integritas manajer yang bertanggung jawab.

e. Penilaian berdasarkan peninjauan lapangan:
sama seperti pada kelompok staf, namun
melibatkan wakil dari pimpinan pengembangan
atau departemen SDM yang bertindak sebagai
peninjau yang independent, sehingga mendapat
kualitas yang lebih baik dalam penilaian. Hal ini
dapat mendapat satu pikiran yang tetap ke
dalam satu penilaian lintas sektor yang besar.

f. Penilaian oleh bawahan dan sejawat, dalam
system penilaian ini, memungkinkan terjadi
subjektif, karena  bwahan tidak  dapat
memberikan sumbangsih yang bermanfaat
terhadap pengembangan organisasi karena
terkait dengan perasaan yang dapat berakibat
nasip sebagai karyawan, yang sewaktu-waktu
dapat dianggap dapat menghambat terhadap
pengembangan suatu organisasi.

Pada umumnya karyawan hanya dinilai oleh
atasannya (baik oleh atasan langsung maupun tidak
langsung). Penilaian oleh rekan dan oleh bawahan
hampir tidak pernah dilaksanakan kecuali untuk
keperluan riset.

Karyawan berada dalam keadaan yang sangat
tergantung kepada atasannya, jika penilaian kinerja
hanya dilakukan oleh atasan langsungnya.
Atasannya dapat berlaku seolah-olah sebagai dewa
yang menentukan nasib karyawannya.

Untuk menghindari atau meringankan keadaan
ketergantungan tersebut dilakukan beberapa usaha
lain dengan mengadakan penilaian kinerja yang
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terbuka (penilaian atasan dibicarakan dengan
karyawan yang dinilai) atau dengan menambah
jumlah atasan yang menilai kinerja karyawan
(biasanya atasan dari atasan langsung berfungsi
sebagai penilai kedua).

Selain  faktor-faktor tersebut yang menyebabkan
terjadinya bias dalam penilaian kinerja dalam organisasi,
dalam praktiknya pendekatan penilaian harus dapat
mengidentifikasi standar kinerja, mengukur kriteria, dan
kemudian memberi umpan balik kepada karyawan dan
departemen Sumber Daya Manusia (SDM). Jika standar
kinerja atau ukuran tidak terkait dengan pekerjaan,
evaluasi tidak akurat dan akhirnya akan terjadi bias
yang merugikan hubungan para manajer dengan
karyawan dan memperkecil kesempatan kerja yang
sama. Tanga umpan balik, perbaikan dalam perilaku
Sumber Daya Manusia (SDM) tidak mungkin terjadi dan
departemen Sumber Daya Manusia (SDM) tidak akan
mempunyai catatan akurat dalam sistem informasinya,
sehingga dasar keputusan mulai dari rancangan
pekerjaan sampai kompensasi akan terganggu.

Penilaian dilaksanakan tidak hanya sekedar untuk
mengetahui kinerja yang lemah; hasil yang baik dan bisa
diterima, juga harus diidentifikasi sehingga dapat
dipakai untuk penilaian lainnya. Untuk itu dalam
penilaian kinerja perlu memiliki:

1. Standar kinerja

Sistem penilaian memerlukan standar kinerja yang
mencerminkan seberapa jauh keberhasilan sebuah
pekerjaan telah dicapai. Agar efektif, standar perlu
berhubungan dengan hasil yang diinginkan dari tiap
pekerjaan. Hal tersebut dapat diuraikan dari analisis
pekerjaan dengan menganalisis hubungannya dengan
kinerja karyawan saat sekarang. Untuk menjaga
akuntabilitas karyawan, harus ada peraturan-
peraturan tertulis dan diberitahukan kepada karyawan
sebelum dilakukan evaluasi. Idealnya, penilaian setiap
kinerja karyawan harus didasarkan pada kinerja nyata
dari unsur yang kritis yang diidentifikasi melalui
analisis pekerjaan
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2. Ukuran kinerja

Evaluasi Kinerja juga memerlukan ukuran/standar
kinerja yang dapat diandalkan yang digunakan
untuk mengevaluasi kinerja. Agar terjadi penilaian
yang kritis dalam menentukan kinerja, ukuran yang
handal juga hendaknya dapat dibandingkan dengan
cara lain dengan standar yang sama untuk mencapai
kesimpulan sama tentang kinerja sehingga dapat
menambabh reliabilitas sistem penilaian.

Selanjutnya perlu dilakukan pengamatan terhadap
elemen-elemen kinerja ini, baik secara langsung maupun
secara tidak langsung. Pengamatan langsung dilakukan
ketika penilai benar-benar melihat kinerja itu.
Pengamatan tidak langsung terjadi ketika penilai dapat
mengevaluasi dari berbagai catatan dan laporan yang
dianggap perlu dievaluasi dari hasil penilaian tersebut.
Selain itu, penilai dapat menilai, misalnya kinerja
operator telepon, dengan mencoba secara diam-diam
menelepon operator dan kemudian menilai bagaimana
perilakunya dalam menerima informasi, sehingga dapat
dievaluasi dari perilaku karyawan tersebut.

Metode Penilaian Kinerja

Pada dasarnya dari sisi praktiknya yang lazim dilakukan
di setiap organisasi tujuan penilaian kinerja karyawan
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Tuyjuan penilaian yang berorientasi pada masa lalu

Praktiknya  masih  banyak organisasi yang
menerapkan penilaian kinerja yang beroriantasi pada
masa lampau, hal ini disebabkan kurangnya
pengertian tentang manfaat penilaian kinerja sebagai
sarana untuk mengetahui potensi karyawan. Tujuan
penilaian kinerja yang berorientasi pada masa lalu
ini adalah:

a. Mengendalikan perilaku karyawan dengan
menggunakannya sebagai instrumen untuk
memberikan ganjaran, hukuman dan ancaman
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Mengambil keputusan mengenai kenaikan gaji
dan promosi

Menempatkan karyawan agar dapat
melaksanakan pekerjaan tertentu.

Penerapan penilaian kinerja yang berorientasi pada
masa depan, yaitu bertujuan apabila system
penilaian kinerja ini dirancang secara tepat, maka
sistem penilaian ini dapat memberikan dampak:

a.

Membantu tiap karyawan untuk semakin banyak
mengerti tentang perannya dan mengetahui
secara jelas fungsi-fungsinya

Merupakan instrumen dalam membantu tiap
karyawan mengerti kekuatan-kekuatan dan
kelemahan-kelemahan sendiri yang dikaitkan
dengan peran dan fungsi dalam organisasi.

Menambah adanya kebersamaan antara masing-
masing karyawan dengan penyelia sehingga tiap
karyawan memiliki motivasi kerja dan merasa
senang bekerja dan sekaligus man memberikan
kontribusi sebanyak-banyaknya pada organisasi.

Merupakan instrumen untuk memberikan
peluang bagi karyawan untuk mawas diri dan
evaluasi diri serta menetapkan sasaran pribadi
sehingga terjadi pengembangan yang
direncanakan dan dimonitor sendiri.

Membantu mempersiapkan karyawan untuk
memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih
tinggi dengan cara terus menerus meningkatkan
perilaku dan kualitas bagi posisi-posisi yang
tingkatnya lebih tinggi.

Membantu dalam berbagai keputusan Sumber
Daya Manusia dengan memberikan data tiap
karyawan secara berkala.

Membantu organisasi dalam merencanakan
penyusunan perencanaan program kedepan.
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Dalam menentukan metode atau teknik penilaian kinerja
karyawan dapat digunakan dengan pendekatan yang
berorientasi masa lalu dan masa depan. Dalam
praktiknya ticlak ada satupun teknik yang sempurna.
Pasti ada saja keunggulan dan kelemahannya. Hal
penting adalah bagaimana cara meminimalkan masalah-
masalah yang mungkin terdapat pada setiap teknik yang
digunakan.

1. Metode Penilaian Berorientasi Masa Lalu

Ada beberapa metode untuk menilai prestasi kinerja
di waktu yang lalu, dan hampir semua teknik
tersebut merupakan suatu upaya untuk
meminimumkan berbagai masalah tertentu yang
dijumpai dalam pendekatan-pendekatan ini. Dengan
mengevaluasi prestasi kinerja di masa lalu, karyawan
dapat memperoleh umpan balik dari upaya-upaya
mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa mengarah
kepada perbaikanperbaikan prestasi. Teknik-teknik
penilaian ini meliputi:

a. Skala peringkat (Rating Scale)

Pengukuran dengan metode Skala peringkat
(Rating Scale) merupakan pengukuran yang
paling tua dan paling banyak digunakan dalam
penilaian prestasi, di mana para penilai
diharuskan melakukan suatu penilaian yang
berhubungan dengan hasil kerja karyawan dalam
skala-skala tertentu, mulai dari yang paling
rendah sampai yang paling tinggi. Penilaian
didasarkan pada pendapat para penilai, dan
seringkali kriteria-kriterianya tidak berkaitan
langung dengan hasil kerja.

b. Daftar pertanyaan (Checklist)

Pengukuran dengan metode daftar pertanyaan
(Checklist), yaitu metode yang digunakan dengan
cara memberikan sejumlah pertanyaan yang
menjelaskan beraneka macam tingkat perilaku
bagi suatu pekerjaan,tertentu. Penilai tinggal
memilih kata atau pernyataan yang
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menggambarkan karakteristik dan hasil kerja
karyawan. Selain itu, sebagai penilai biasanya
atasan langsung. Bagaimanapun juga dengan
atau tanpa pengetahuan penilai, departemen
SDM akan memberikan bobot nilai yang berbeda
untuk setiap materi pada lembar checklist,
tergantung pada penting tidaknya materi yang
ditanyakan. Dengan hasil dari lembat pertanyaan
tersebut, maka diberikan bobot nilai pada lembar
checklist. Bobot nilai mencerminkan tingkatan
penilaian sehingga total bobot nilai dapat
dihitung.

Metode dengan pilihan terarah (Forced Choice
Methode)

Dalam penggunaaan metode ini dirancang untuk
meningkatkan objektivitas dan mengurangi
subtektivitas dalam penilaian tersebut. Salah
satu sasaran dasar pendekatan pilihan metode
ini adalah untuk mengurangi dan menyingkirkan
kemungkinan berat sebelah penilaian dengan
memaksakan suatu pilihan antara pernyataan-
pernyataan  deskriptif yang  kelihatannya
mempunyai nilai yang sama. Metode ini
mengharuskan penilai untuk memilih
pernyataan yang paling sesuai dengan pasangan
pernyataan tentang karyawan yang dinilai
sehingga dapat memberikan informasi yang
sesuai dengan yang seharusnya.

Metode peristiwa kritis (Critical Incident Methode)

Pengukuran penilaian dengan metode ini
merupakan pemilihan yang mendasarkan pada
catatan kritis penilai atas perilaku karyawan
dalam organisasi, seperti sangat baik atau sangat
jelek di dalam melaksanakan pekerjaan.
Pernyataan-pernyataan tersebut disebut sebagai
insiden kritis dan biasanya dicatat oleh atasan
selama masa penilaian untuk setiap karyawan
yang amat berguna dalam memberikan umpan
balik karyawan yang bersangkutan, sehingga
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dapat memberikan dampak yang baik terhadap
pengambilan keputusan. Kejadian yang dicatat
meliputi penjelasan ringkas dari apa yang terjadi.
Baik kejadian yang positif maupun yang negatif
akan dicatat dan  diklasifikasikan oleh
departemen Sumber Daya Manusia ke dalam
kategori-kategori yang telah ditentukan.

Metode catatan prestasi

Pengukuran penilaian dengan metode ini
berkaitan eras dengan metode peristiwa Kkritis,
yaitu catatan penyempurnaan, yang banyak
digunakan terutama olch para profesional.
Misalnya penampilan, kemampuan berbicara,
peran kepemimpinan, dan aktivitas lain yang
berhubungan dengan pekerjaan. Informasi ini
secara khusus digunakan untuk menghasilkan
detail laporan tahunan tentang kontribusi
kegiatan seorang profesional selama satu tahun.
Selanjutnya, laporan akan digunakan oleh
atasan untuk menentukan kenaikan dan promosi
dan untuk memberikan saran-saran tentang
hasil kerjanya untuk pengembangan masa yang
akan datang. Penafsiram terhadap materi-materi
mungkin subjektif, dan biasanya terjadi
penyimpangan, karena hanya memberikan
sesuatu yang baik saja terhadap apa pun yang
dilakukan karyawan, sehingga metode
pengukuran tersebut menjadi bahan dalam
menentukan kebijakan pimpinan.

Metode Skala peringkat dikaitkan dengan
tingkah laku (behaviorally anchored 'rating
scale=BARS)

Pengukuran penilaian dengan metode ini
merupakan suatu cara penilaian prestasi kerja
karyawan untuk satu kurun waktu tertentu di
masa lalu dengan mengaitkan skala peringkat
prestasi kerja dengan perilaku tertentu yang
telah ditentukan. Salah satu kelebihan metode
ini ialah pengurangan subjektivitas dalam
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penilaian suatu karyawan. Pengukuran penilaian
dengan metode ini menyangkut deskripsi prestasi
kerja, yang baik maupun yang kurang
memuaskan dibuat oleh pekerja sendiri, rekan
sekerja dan atasan langsung masing-masing.

Deskripsi demikian memungkinkan bagian SDM
menyusun berbagai kategori perilaku karyawan
dikaitkan dengan prestasi kerja.

Metode peninjauan lapangan (Field Review
Methode)

Pengukuran penilaian dengan metode ini yaitu
stake holders turun ke lapangan bersama-sama
dengan ahli dari Sumber Daya Manusia.
Spesialis Sumber Daya Manusia mendapat
informasi dari atasan langsung perihal prestasi
karyawannya, lalu mengevaluasi berdasarkan
informasi tersebut. Hasil penilaian dikirim ke
stake holders dan di bawa ke lapangan untuk
keperluan review, perubahan, persetujuan dan
pembahasan dengan pihak karyawan yang
dinilai. Telah dimaklumi bahwa penilaian yang
subjektif mungkin dalam mengukur prestasi
kerja karyawan perlu diusahakan.

Metode dengan Tes dan observasi prestasi kerja
(Performance Test and Observation)

Pengukuran penilaian dengan metode ini yaitu,
dengan berbagai pertimbangan dan keterbatasan
penilaian prestasi dapat didasarkan pada tes
pengetahuan dan keterampilan, berupa tes
tertulis dan peragaan, syaratnya tes harus valid
(sahib) dan reliabel (dapat dipercaya). Untuk
jenis-jenis pekerjaan tertentu penilaian dapat
berupa tes dan observasi. Dengan demikian bahwa,
karyawan yang dinilai, diuji kemampuannya, baik
melalui ujian tertulis yang meriyangkut berbagai
hal seperti tingkat pengetahuan tentang prosedur
dan mekanisme kerja yang telah ditetapkan dan
harus ditaati melalui ujian praktik yang langsung
diamati oleh penilai.
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i. Metode Pendekatan evaluasi komparatif
(Comparative Evaluation Approach)

Pengukuran penilaian dengan metode ini
mengutamakan perbandingan prestasi kerja
seseorang dengan karyawan lain yang
menyelenggarakan kegiatan sejenis. Pengukuran
penilaian dengan metode ini menggambarkan
perbandingan yang dipandang bermanfaat untuk
manajemen sumber daya manusia dengan lebih
rasional dan efektif, khususnya dalam hal
kenaikan gaji, promosi, dan pemberian berbagai
bentuk imbalan kepada karyawan. Dengan
demikian bahwa dengan perbandingan tersebut
dapat disusun peringkat karyawan dilihat dari
sudut prestasi kerja setiap karyawan.

Metode Penilaian Berorientasi Masa Depan

Dalam menggunakan system penilaian dengan
metode yang berorientasi masa depan menggunakan
asumsi bahwa karyawan tidak lagi sebagai objek
penilaian yang tunduk dan tergantung pada penyelia,
tetapi karyawan dilibatkan dalam proses penilaian.
Sehingga karyawan mengambil peran penting
bersama-sama dengan penyelia dalam menetapkan
tujuan-tujuan strategik suatu organisasi. Setiap
karyawan tidak saja bertanggung jawab kepada
penyelia, tetapi juga bertanggung jawab kepada
dirinya sendiri. Kesadaran ini adalah merupakan
kekuatan besar bagi karyawan untuk selalu
mengembangkan diri. Inilah yang membedakan
organisasi modern dengan yang lainnya dalam
memandang karyawan, yang dalam hal ini adalag
Sumber Daya Manusia, yang ada dalam organisasi.
Ada beberapa metode dalam metode penilaian
berorientasi masa depan, yaitu:
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Metode Penilaian Diri Sendiri (Self Appraisal)

Penilaian kinerja dengan metode penilaian diri
sendiri adalah system penilaian yang dilakukan
oleh karyawan sendiri yang biasa juga disebut
dengan evaluasi diri oleh karyawan, dengan
harapan karyawan tersebut dapat lebih mengenal
kekuatan-kekuatan dan kelemahannya sehingga
mampu mengidentifikasi aspek-aspek perilaku
kerja yang perlu diperbaiki pada masa yang akan
datang. Pelaksanaannya, organisasi atau
penyelia mengemukakan harapan-harapan yang
diinginkan dari karyawan, tujuan organisasi |,
dan tantangan-tantangan  yang dihadapi
organisasi pada karyawan. Kemudian
berdasarkan informasi tersebut karyawan dapat
mengidentifikasi aspek-aspek perilaku yang perlu
diperbaiki, untuk kemajuan organisasi. Salah
satu kebaikan dari metode penilaian diri sendiri,
adalah dapat mencegah terjadinya perilaku
membenarkan diri (defensive behavior). Metode
ini disebut pendekatan masa depan sebab
karyawan akan memperbaiki diri dalam rangka
melakukan tugas-tugas untuk masa yang akan
datang dengan lebih baik, utnuk kemajuan
organisasi.

Manajemen Berdasarkan Sasaran (Management
By Objective)

Penilaian dengan metode penilaian, Management
by objective (MBO) yang berarti manajemen
berdasarkan sasaran, artinya adalah satu bentuk
penilaian di mana karyawan dari penyelia
bersama-sama menetapkan tujuan atau sasaran
dalam pelaksanaan kerja di waktu yang akan
datang. Penilaian kinerja berdasarkan metode
Manajemen Berdasarkan Sasaran, merupakan
suatu alternatif untuk mengatasi kelemahan-
kelemahan dari bentuk penilaian kinerja
karyawan yang lainnya. Pemakaian nya terutama
ditujukan untuk keperluan pengembangan
karyawan. Metode penilaian Management by
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objective (MBO), lebih mengacu pada pendekatan
hasil. @ Dalam  penilaian melalui metode
Management by  objective (MBO) adalah
dipergunakan sebagai metode penilaian prestasi
kerja pada masa yang akan datang. Dalam
penilaian tersebut, prestasi kerja seseorang
dinilai melalui tujuan-tujuan yang ditetapkannya
serta pencapaian tujuan tersebut. Potensi
seseorang dalam pelaksanaan tugas yang lebih
besar tanggung jawabnya pada masa yang akan
datang melalui pencapaian tujuan organisasi
tersebut.

Penilaian Secara Psikologis

Penggunaan penilaian secara psikologis adalah
merupakan penilaian melalui proses penilaian
yang dilakukan oleh para ahli psikologi untuk
mengetahui potensi seseorang yang berkaitan
dengan pelaksanaan pekerjaan seperti
kemampuan intelektual, motivasi, dan lain-lain
yang bersifat psikologis. Dalam penggunaan
metode penilaian ini biasanya dilakukan melalui
serangkaian tes psikologi seperti tes kecerdasan
intelektual, tes kecerdasan emosional, diskusi-
diskusi, tes kecerdasan spiritual dan tes
kepribadian, yang dilakukan melalui wawancara
atau tes-tes tertulis terutama untuk menilai
potensi karyawan di masa yang akan dating,
sehingga dapat dianalisa. Akurasi penilaiannya
tergantung keterampilan psikolog, pendekatan
dalam penilaian ini terkesan lamban dan mahal
sehingga biasanya hanya digunakan bagi
kepentingan bagi pihak tingkat eksekutif saja.

Pusat Penilaian (Assessment Center)

Penggunaan penilaian dengan system
Assessment center atau pusat penilaian adalah
penilaian yang dilakukan melalui serangkaian
teknik penilaian dan dilakukan oleh sejumlah
penilai untuk mengetahui potensi seseorang
dalam melakukan tanggung jawab yang lebih
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besar dekepan. Dasar dari penggunaan penilaian
dengan system Assessment center yaitu, berupa
serangkaian latihan situasional di mana para
calon yang mengikuti yaitu untuk kepentingan
promosi, pelatihan atau program manajerial lain
ikut serta selama beberapa hari, untuk diamati
dan dinilai. Pelaksanaan pelatihan, berupa tugas
manajemen yang disimulasikan dan meliputi

teknik-teknik dalam menganalisis kasus,
wawancara dan tes psikologis. Dalam penerapan
teknik ini  yaitu bertujuan untuk (1)

mengidentifikasi orang yang cocok bagi suatu
jenis dan tingkat pekerjaan tertentu; (2)
menentukan kebutuhan pelatihan dan
pengembangan yang  sesuai, (3) untuk
mengidentifikasi orang yang akan dipromosikan
pada jabatan tertentu, dan (4) menjadi bahan
untuk pengambangan sumber daya manusia ke
masa depan.

Dengan sistem penilaian kinerja yang telah ditawarkan
tersebut maka, stake holders, dapat memilih system
penilaian yang sesuai dengan kebutuhan organisasi,
dalam mempersiapkan karyawan yang cocok untuk
pengembangan organisasi pada masa depan.
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9

KOMPENSASI

Dr. Drs. Wisber Wiryanto, MM.
Pusat Riset Kebijakan Publik, Badan Riset
dan Inovasi Nasional

Pendahuluan

Kompensasi adalah imbalan berupa uang atau bukan
uang (natura) yang diberikan kepada karyawan di
perusahaan atau organisasi (Depdiknas, 2008). Di
samping itu, kompensasi merupakan salah satu fungsi
manajemen SDM yang berkaitan dengan persoalan
penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai
ganti dari pelaksanaan tugas organisasional. Artinya,
kompensasi merupakan kegiatan hubungan tukar
menukar antara karyawan dengan organisasi, yaitu
karyawan menukarkan tenaganya dengan penghargaan
yang disediakan organisasi (Wiryanto, 2016). Dengan
kata lain pembahasan kompensasi selama ini lebih
banyak dilakukan secara sekuler.

Di lain pihak, kompensasi juga dibahas secara non-sekuler
yaitu dalam perspektif syariah untuk mengisi kekosongan
karena selama ini pembahasannya lebih bersifat sekuler
yang justru menimbulkan permasalahan.. Tanjung (2004)
mengungkapkan kompensasi pada umumnya dibahas
secara sekuler, yaitu upah tidak terkait dengan aspek moral
dan dimensi dunia dan akhirat. Sama halnya, Bachrun
(2014) mengungkapkan adanya pertimbangan pembayaran
berdasarkan kelas jabatan dan imbalas atas kinerja; namun
tidak terkait dengan penanaman rasa aman bahwa bekerja
sebagai ibadah dan akan memetik hasil di dunia dan
akhirat.
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Kompensasi telah menjadi sebuah bab dalam studi
manajemen SDM yang urgent dibahas di kalangan
perguruan tinggi. Alasannya, sebuah tantangan berat
yang kerapkali harus dihadapi oleh manager suatu
organisasi perusahaan adalah bagaimana ia dapat
menggerakkan pegawai atau karyawannya agar
senantiasa mau dan bersedia mengerahkan kinerja
terbaiknya untuk kepentingan organisasi. Untuk itu
manager berupaya mengerahkan kinerja pegawai dengan
"memainkan” motivasi dan komunikasi kerja (Wiryanto,
2003). Tidak cukup dengan itu, maka manager juga
berupaya mengerahkan kinerja terbaik pegawai dan
karyawannya dengan "memainkan” kompensasi.

Sebuah penelitian menunjukkan, tidak terdapat
hubungan antara kompensasi bagi peneliti dengan
kualitas penelitiannya di unit kajian/penelitian LAN
tahun 2000. Hitungan statistik Spearman, dengan
adanya rs hitung (0,403) lebih kecil daripada rs tabel
(0,648) maka HO diterima dan Ha ditolak (Mulyanto,
2001: 78). Berarti, tidak terdapat hubungan antara
kompensasi bagi peneliti dengan kualitas penelitiannya.
Hal ini, tentunya menimbulkan pertanyaan, mengapa
tidak terdapat hubungan antara kompensasi dengan
kualitas penelitiannya?

Namun penelitian lainnya menunjukkan hal yang
berbeda, bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan
antara motivasi (yang indikatornya adalah kompensasi
berupa gaji) dan komunikasi kerja secara bersama-sama
terhadap kinerja pegawai di kantor Deputi II LAN;
sehingga makin naik motivasi (termasuk kompensasi)
dan komunikasi kerja makin naik kinerja pegawai.
Dengan kata lain, makin naik kompensasi makin naik
kinerja pegawai organisasi/perusahaan.

Berdasarkan wuraian tersebut maka dipandang perlu
membahas bagaimana permasalahan kompensasi di
Indonesia yang mencakup kompensasi bagi aparatur
sipil  negara; kompensasi  bagi  pekerja/buruh
perusahaan; dan kompensasi bagi karyawan asing
perusahaan di Indonesia? Tujuannya untuk mengetahui
besaran kompensasi bagi aparatur sipil negara;
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pekerja/buruh perusahaan; dan karyawan asing
perusahaan di Indonesia. Dan mengatasi permasalahan
kompensasi secara non-sekuler melalui nilai-nilai
syariah.

Kompensasi Bagi Aparatur Sipil Negara

Pemerintah telah menetapkan kebijakan kompensasi
bagi Aparatur Sipil Negara berupa Gaji Pokok Pegawai
Negeri Sipil. Berdasarkan PP No. 15/2019 tentang
Perubahan Kedelapanbelas atas PP No.7/1977 tentang
Peraturan Gaji PNS. Berdasarkan peraturan tersebut
diketahui bahwa gaji pokok PNS tertinggi yaitu sebesar
Rp 5.901.200,- (lima juta sembilan ratus satu ribu dua
ratus rupiah); sedangkan gaji pokok PNS terendah yaitu
sebesar Rp 1.560.000 (satu juta lima ratus enam puluh
ribu rupiah). Hal ini disajikan pada tabel 2.
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Pemerintah  juga telah  menetapkan  kebijakan
kompensasi berupa tunjangan kinerja pegawai di
instansi yang telah memenuhi kinerja yang
dipersyaratkan. Contoh, Peraturan BRIN No. 2/2023
tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan BRIN.
Berdasarkan peraturan tersebut diketahui tunjangan
kinerja pegawai yang tertinggi yaitu sebesar Rp
33.240.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh
ribu rupiah); sedangkan gaji pokok pegawai terendah
yaitu sebesar Rp 2.531.250,- (dua juta lima ratus tiga
puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). Hal ini
disajikan pada tabel 3.

Di samping itu, pemerintah juga telah menetapkan
kebijakan berupa PP No.15/2023 tentang Pemberian
THR dan Gaji Ketigabelas kepada Aparatur Negara. (lihat
tabel 3). Berdasarkan peraturan tersebut diketahui
bahwa pemberian kompensasi yang tertinggi yaitu
sebesar Rp 33.240.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus
empat puluh ribu rupiah); sedangkan kompensasi yang
terendah yaitu sebesar Rp 2.531.250,- (dua juta lima
ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu
rupiah).
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Tabel: 2: Ke[as_]aba{an dan Besara Tunjangan Kinerja Pegawai di lmgkungan Badan Risel dan Inovasi Nasional

Tunjangan Kinerja Per Kelas Jabalan

Angka

Terbilang

No Kelas
Jabatan

1 17
2 16
3 5
4 14
5 13
(8] 12
7 1

8 10
9 9
10 8

m 7
12 G
13 5
14 4
15 3
16 2
17 1

Rp33.240.000,00
Rpz7.577.500,00
Rpg.280.000,00
Rp17.064.000,00
Rpro0.936.000,00
Rp1o.936.000,00
Rp8.757.600,00
Rps.979.200,00
Rps.079.200,00
Rp4.595.150,00
Rp3.915.950,00
Rp3.510.400,00
Rp3.134.250,00
Rp=2.985.000,00
Rpz2.898.000,00
Rpz.708.250,00
Rpz2.531.250,00

tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah

dua puluh tujuh juta lima ratus fujuh puluh tujwh ribu lima ratus rupiah
sembilan belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah

tujuh belas juta enam puluh empat ribu rupiah

sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah

sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah

delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah

lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah
lima juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah

empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah
tiga juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah
tiga juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah

dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah

dua juta de[apan ratus sembilan pu{uln de[apan ribu mpiah

dua juta de[apan ratus sembilan pu{uk de[apan ribu mpiah

dua juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah

dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah

Sumber: Lampiran Peraturan BRIN No. 2/2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di [[ngf‘zungan Badan Risel dan Tnovasi Nasional.
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Tabel 3: Besavan Maksimal THR dan Gaji Ketigabelas bagi Pimpinan, Anggota, dam Pegawai Non-Pegawai ASN yang bertugas pada Instansi Pamerintah termasuk paa 1embaga Nonstruldural dan PTN Baru

No. Uraian THR dan Gaji
Ketigabelas

1. Pmpman dan Anggota Lembaga Nonsbrulhural:
a. Ketua/Kepala atau dengan sebutan lain Rp24.134.000,00
b. Wakil Ketua/Wakil Kepala atau dengan sebutan lain Rp=21.237.000,00
¢ Seloretaris atau dengan sebutan lain Ryp18.340.000,00
d. Anggats, Rp8.340.000,00

2, Pegawai Non-Pegawal ASN pada Lembaga Non-strulttural dan Pejabat yang Hak Keuangan atau Hak Administratifya disctarakan atau setingkat dengan Eselon/Pejabat:
a. Eselon 1/Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Rp19.929.000,00
b. Eselon 1/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Rp4.702.000,00
c. Eselon. M/Pejabat Administrator Rp8.987.000,00
d. Eselon. V/Peiabst Pangawas. Rp7.517.000,00

3. Pegawai Non- Peg‘a\»s:ﬂl L:;S\J yang bertugas pada Instansi Pemerintah termasuk pada Lembaga Nonstrudetural dan PTN Baru berdasarkan Perpres No. 10/2015, sebagai Pejabat Pelaksana
engan jenjang pendidi
a. Pendidikan Sekolah Dasar [Sekolah Menengah Pertama/ seclerajat:

1) Masa kevja s.d. 10 tahun Rpz.219.000,00

2) Masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun Rp3.613.000,00

1) Masa kerja di atas 2o talum Rp4.079.000,00
b. Sekolah Menengah Atas/Diploma Satu sederajat:

1) Masa kevja sﬁ. 10 tahun Rp3.842.000.00

2) Masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun Rp4.320.000.00

1) Masa kerja di atas 2o talum Rp4.984.000.00
c. Diploma Dua/ Diploma Tiga/ sederajat:

1) Masa kﬂ’ra s.d. 10 talum Rp4a38.000.00

2) Masa kerfa dli atas 10 tahun s.d. 20 tahun Rp.4.657.000.00

3) Masa kerja di atas 2o talum Rps5.207.000.00
d. Strata 1/Diploma Empat/ sederajat:

1) Masa kevja s.d. 10 tahun Rp4.735.000.00

2) Masa kerj ia di atas 10 tahun s.d. 20 tahun Rps.204.000.00

2) Masa kerja di atss 20 tsh Rpb.229.000.00
€. Strata of Strata

1) Masa kerja s. i 10 tahun Rps5.064.000.00

2) Masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun Rp5.770.000.00

3) Masa kerja di afas 20 tahun Rpb.769.000.00

Sumber: Disusun kembali dari Lampiran PP MNoas/2023 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketigabelas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023,
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diketahui
bahwa kompensasi bagi ASN antara lain dapat berupa:
(1) Gaji pokok; (2) Tunjangan kinerja; dan (3) THR dan
Gaji ketigabelas. Dengan demikian kompensasi yang
diterima oleh ASN cukup bervariasi dan besar. Namun,
permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme justru
terjadi di kalangan ASN. Oleh karena itu, pengambil
kebijakan perlu mengatasi permasalahan korupsi, kolusi
dan nepotisme dengan cara non-sekuler di kalangan ASN
tersebut.

Kompensasi Bagi Pekerja/Buruh Perusahaan

Pemerintah telah menetapkan kebijakan kompensasi
bagi pekerja/buruh perusahaan berupa pengaturan
upah minimum (UMP) provinsi tahun 2023. Dari 34
Provinsi diketahui bahwa UMP DKI Jakarta merupakan
yang tertinggi yaitu sebesar Rp 4.901.798,- (empat juta
sembilan ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh
delapan rupiah); sedangkan UMP Jawa Tengah
merupakan yang terendah yaitu sebesar Rp 1.958.169,-
(satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu
seratus enam puluh sembilan rupiah).

Tabel 4: Upah Minimaom Provinsi Tahun 2023

No. Provinsi UmMp No. Provinsi UmMpP
Sumatera (10} 18 Nusa Tenggara Barat Rp 237407
1 Aceh Ry 3.413.666 19 Nusa Tenggara Timur Rp 2123.994
2 Sumatera Utara Rp 2.710.403 Kalmantan (20-24)
3 Sumatera Barat Rpa742476 20 Kalimantan Barat Rp 2.608.601
4 Riau Rp3aguébz = Kalimantan Tengah Rp 3181013
5 Jambi Rp2gsgooo 22 Kalimantan Selatan Rp 3149.977
6 Sumatera Selatan Rpsgo4ayy 23 Kalimantan Timuer Rp 3.201.396
7 Benglaulu Rpz2.418280 24 Kalimantan Utara Rp 3.251.702
& Lampung Ryp 2.633.284 Sulawesi (25-30)
9 Bangha Belitung Rp3408.479 25 SulswesiUtara Rp 3.310.723
10 Kepulauan Risu Rpgzzaigs 26 SulawesiTengah Rp 2.390.739
Jawa (1116) 27 Sulawesi Selatan Rp 3165.876
1 DKl Jakarta Rp4go1708 28 Sulawesi Tenggara Rp2576.016
12 Banten Rp2.661.280 29  Sulawesi Barat Ry 2.678.863
13 Jawa Barat Rp1.986.670 30  Gorontalo Rp 2.800.580
14 Jawa Tengah Rp 1.958.69 Malwhu dan Papua (3r-34)
15 DlYogyakarta RpugbuzBz 31 Malulu Rp 2.619.312
16 Jawa Timur Rpzosoz4s 32 Malulu Utara Rp 286221
Ball dan Nusa Tenggara (17-19) 33 Papua Barat Rp 3.200.000
17 Bali Rpagpi672 34 Papus Rp 3.561.932

Sumber: Disederhanan dari https:/ fivi.co.id/index php/sulawesi-barat/infografis/18s/upah-minimwn provinsi-2023.
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Berdasarkan data tersebut (lihat tabel 4), diketahui
bahwa masih terdapat kelompok UMP ’satu juta rupiah-
an’ yang ternyata kesemuanya berada di pulau Jawa,
termasuk UMP DI Yogyakarta sebesar Rp 1.981.782,-
(satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh
ratus delapan puluh dua rupiah); dan UMP Jawa Barat
yaitu sebesar Rp 1.986.670,- (satu juta sebilan ratus
delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh
rupiah). Oleh karena itu, pengambil kebijakan perlu
mengatasi permasalahan UMP ’satu juta rupiah-an’ yang
ternyata kesemuanya berada di pulau Jawa sehingga
tidak terjadi ketimpangan dengan daerah di luar pulau
Jawa. Upah buruh yang demikian rendahnya dapat
menimbulkan permasalahan yang memicu demonstrasi
pekerja/buruh  untuk menuntut kenaikan UMP
sebagaimana sering dilakukannya.

Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan yang
terkait dengan kompensasi yaitu pemberian THR
keagamaan bagi pekerja/buruh. Pemberian kompensasi
ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan
pekerja/buruh dan keluarganya dalam menyambut hari
raya keagamaan. Pemberian THR keagamaan ini
dilaksanakan dengan  ketentuan  besaran  THR
keagamaan sebagai berikut: (1) bagi pekerja/buruh yang
telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara
terus-menerus atau lebih, diseberikan sebesar 1 (satu)
bulan upah; (2) bagi pekerja/buruh yang mempunyai
masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi
kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan secara
proporsional sesuai dengan perhitungan yaitu: masa
kerja (bulan) : 12 X 1 bulan upah (SE Menaker No.
M/2/HK.04/11I/2023). Dengan demikian, pemerintah
telah mengatur kebijakan kompensasi bagi
pekerja.buruh di perusahaan, mencakup Upah Minimum
Provinsi (lihat tabel 4); dan THR (lihat SE Menaker No.
M/2/HK.04/11I/2023). Hal ini harus diketahui oleh
pekerja/buruh perusahaan dalam bekerja untuk
mencapai tujuan di organisasi perusahaan secara efisien
dan efektif.
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Tabel 5: Ped Stanlay Gaji Kary Asing Mulai Takumn Pajak 2002 (perbulan dalam US Dollar)
Lai 5
1 Dagang. Manager 12.958 10.884 10180 9.988 10.750 9.088 12860 6.979 0.403 6.403 6.403 6.403
W' o012 6,08 6,018 5508 5,506 5,500 8,210 4,08 2585 3585 2,906 3,970
2 hndustl Tekstil 10,,3';-2 8,'900 1‘;.3?2 8:-900 8:-964 Sj.goo ';-,.811 6.1403 6?403 6?403 6'.403 61.403
Manager 8,003 6,403 8.,003 7.8n 7.8n 7.8n 5,506 522 5az2 3970 3.970
_— Telnisi 7107 5314 7704 5314 5314 4866 3970 3.970 3.970 3777 3713
3 Industl Labomya GM 12165 10.6g92 12165 18375 10.564 10.602 0.668 7.619 7.683 6.403 6.979
Manager 9,284 8,900 9,284 16,390 8,900 8,900 9:092 5762 5702 357 4,226
Tekmist 7,363 5:762 7,619 5762 5,762 5762 6,403 4226 4,226 3521 4,228
4 Pertambanzan, GM 22,153 17.095 16,771 16.583 25354 16,583 26.378 12,357 12,357 12357 12,357
Unmum/ Nowm-Odf Superintendent 1,46 12,804 12,997 13,804 13,894 13,804 20,552 10,372 10372 10,372 10,372
Drilling Conppary Tool Pusher 9,988 n,076 n,076 mo7h mo76 mo76 18247 7875 7875 7875 7875
Crew 6,595 6,403 8,964 6,403 6,467 6,403 9,988 4610 4610 460 4,610
5 Patanian GM 10.372 8.900 8.900 10372 8.g00 8.900 7.8n 6,403 6,403 6,403 6,403
Manager 8,087 7,81 8,007 7.8n 7.8n 7,8n 5,122 52z 522 3.970 34970
: Tekmist 707 534 7.299 6.403 534 4994 2970 3,970 3970 3970 3,970
6 Pevikanan, GM 1.589 2,988 1,461 9, 988 9,988 99 8579 771 7.8m 6,403 771
Manager 8,964 8579 8,964 8515 8579 &5 6,210 5574 5570 352 3:906
Tehnist 7:619 5762 7.619 5:890 5762 5:890 4,994 4,290 4,290 3521 3,073
7 Kelndanan GM 12,357 10,564 12,203 12,203 12,203 12,203 12,203 12,203 12,203 7,683 12,203
Manager 9,284 8,900 9,284 9,284 9,284 9,284 9,284 9,284 9,284 4,226 9:284
Telnisi 7,353 5762 7353 7:363 7:363 7363 7363 7:363 7:363 4226 7:363
8 Jasa GM 18375 12,869 13353 n,973 n,973 n.973 9,988 8259 8259 7107 13353
i { Kantor Manager n,461 n973 12,165 8,900 8,900 8,900 8,387 6,787 5702 4,994 12,165
isk 9.988 9.284 9,284 8,067 8,067 8,067 8,067 9,284 4,226 4,010 9284
Sta 6,595 4994 4994 4994 2970 3970 771 4:994 - - 2,67 4994
9 Jasa { GM 13,765 13,253 13,253 13,253 13,253 13,253 13,253 8,900 - = = .
Real Estate/ Leasing ~ Manager 1,268 1,268 1,268 1,268 9,412 1,268 1,268 7.8n 4,994 - - 3:265
Iﬁ,‘&i 8387 8387 8387 8387 8.259 8387 6595 6,210 3:205 3,009 2,689 1985
. Sta 2,685 6,595 7,299 6,595 6,595 4994 534 3:263 = 2,625 3393 2,625
10 Bank/Asuransi, Manager 16,000 17,991 18,247 18,247 6,082 16,006 14,854 4,994 - - - 2,57
Staff 12165 6,082 14,662 meo1z 5314 7,299 8,259 3970 - - - 12,65
n  Jasalan Manager 12,165 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 13,9538 2,4970 - - - 3,906
Staff 5,988 4802 6,06 4994 480z 4866 4994 1729 = i 5 2,817
12 Konsultanasingyang  Manager 24,010 19,976 19,976 - 37:967 33,933 = = = 3 7 =
mengerjakan proyele  Staff 13,958 7,990 17,991 - 27,979 23,945 - - - - - -
Pemerintah dengan
biava dana BLN

Sumbsy: Disusun bevobali dari sumber Lampiran Keputusan Dizisn, Pajak Ne. Kep173/P]/2002 tentang Pedoman Standar Gail Kanawmn Asing.
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Kompensasi Bagi Karyawan Asing Perusahaan

Kebijakan kompensasi bagi karyawan asing perusahaan
yang bekerja di Indonesia mendapatkan gaji perbulan
dalam US Dollar. Hal ini sebagaimana diatur dalam
lampiran keputusan Dirjen Pajak No. Kep-173/PJ/2002
tentang Pedoman Standar Gaji Karyawan Asing tahun
2002 (lihat tabel 5).

Contoh, konsultan asing Amerika yang mengerjakan
proyek pemerintah dengan biaya dana Bantuan Luar
Negeri (BLN) untuk jabatan manager mendapatkan gaji
sebesar 24,000 US$. Jika kurs Bank Indonesia
menunjukkan harga beli 1 US$ = Rp 15.252,35
(https:/ /kursdollar.org/bank/bi.php, 280823); maka ia
mendapatkan gaji sebesar Rp 366.056.400 (tiga ratus
enam puluh enam juta lima puluh enam ribu empat
ratus rupiah).

Berdasarkan data tersebut (lihat tabel 5), diketahui
bahwa kompensasi bagi karyawan asing perusahaan
ternyata gajinya ’mencengangkan’. Apabila hal ini
dibandingkan dengan kompensasi bagi aparatur sipil
negara maka sangat timpang. Lebih-lebih jika
dibandingkan dengan kompensasi bagi pekerja/buruh
perusahaan.

Oleh karena itu, pengambil kebijakan perlu mengatasi
permasalahan gaji yang mencengangkan tersebut,
dengan mengkaji kembali Pedoman Standar Gaji
Karyawan Asing tahun 2002, sehingga tidak terjadi
pemborosan keuangan negara.

Solusi yang Ditawarkan

Pegawai menerima kompensasi sebagai bentuk imbalan
atas hasil kerjanya. Apabila dibandingkan dengan
pekerja buruh, maka pegawai dan pejabat ternyata telah
mendapatkan kompensasi yang besar. Namun, justru
diantara mereka adakalanya terkena permasalahan
korupsi, kolusi dan nepotisme.
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Pemecahan masalah yang bersifat non-sekuler
diperlukan karena pemecahan masalah yang bersifat
sekuler tidak cukup mampu mengatasinya. Dalam hal ini
diperlukan perbaikan kompensasi dalam manajemen
SDM dengan mengakomodasi nilai-nilai dengan
pendekatan non-sekuler yaitu menggunakan nilai-nilai
dalam perspektif Islam. Dalam mengimplementasikan
konsep kompensasi-upah dalam kerangka Islam harus
diperhatikan keterkaitan antara upah dan moral; upah
memiliki dimensi dunia dan akhirat; serta upah harus
diberikan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan
kelayakan (Wiryanto, 2022).

Sebagai contoh prinsip amar amar ma’ruf dan nahi
munkar ke dalam pemecahan masalah kompensasi.
Mengenai prinsip amar ma’ruf dan nahi munkar (An-
Nawawi, 1985), Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barangsiapa di antara kamu sekalian melihat
kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan
tangannya, bila ia tidak mampu, maka hendaklah ia
merubahnya dengan lisannya, bila ia tidak mampu maka
hendaklah ia merubahnya dengan hatinya, dan itu
adalah selemah-lemah iman (Riwayat Muslim).

Penutup

Simpulan: (1) Kompensasi bagi karyawan asing
perusahaan di Indonesia ternyata lebih besar dari
kompensasi bagi aparatur sipil negara; dan

pekerja/buruh perusahaan; (2) Meskipun kompensasi
bagi aparatur sipil negara besar namun permasalahan
korupsi, kolusi dan nepotisme justru terjadi di kalangan
mereka; dan (3) Kompensasi berupa UMP bagi
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pekerja/buruh perusahaan masih ada yang sebesar’satu
juta rupiah-an’ yang ternyata hanya ada di pulau Jawa.

Direkomendasikan: (1) Pengambil kebijakan perlu
mengkaji kembali gaji bagi karyawan asing perusahaan
sebagaimana diatur dalam Pedoman Standar Gaji
Karyawan Asing tahun 2002 wuntuk menghemat
keuangan negara; (2) Pengambil kebijakan perlu
mengatasi permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme
yang terjadi di kalangan ASN dengan cara non-sekuler
yaitu menerapkan nilai-nilai amar ma’ruf dan nahi
mungkar; dan (3) pengambil kebijakan perlu mengatasi
permasalahan UMP ’satu juta rupiah-an’ di pulau Jawa
sehingga tak terjadi ketimpangan dengan di luar pulau
Jawa ataupun demonstrasi untuk menuntuk kenaikan
upah pekerja/buruh perusahaan.
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10

ANALISIS PEKERJAAN

Andi Hartati, S.Sos, M.A
Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Definisi Analisis Pekerjaan

Analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk
mengumpulkan, menganalisis, dan menggambarkan
informasi tentang pekerjaan yang dilakukan di sebuah
organisasi. Tujuan dari analisis pekerjaan adalah untuk
memahami tugas-tugas, keterampilan, pengetahuan, dan
tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan tertentu,
serta memastikan bahwa pekerjaan tersebut terstruktur
dengan baik dan efisien (Marlina et al., 2015).

Proses analisis pekerjaan melibatkan pencarian dan
penilaian informasi tentang pekerjaan yang ada.
Informasi ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan
pekerja yang bersangkutan, observasi langsung terhadap
pekerjaan yang dilakukan, pengumpulan data kuantitatif
dan kualitatif, dan analisis dokumen-dokumen terkait
seperti deskripsi pekerjaan, laporan pekerjaan, atau
standar operasional prosedur (Wicaksono, 2011).

Hasil dari analisis pekerjaan biasanya berupa deskripsi
pekerjaan yang terinci dan spesifik. Deskripsi ini meliputi
rangkaian tugas-tugas yang harus dilakukan, tanggung
jawab yang harus diemban, kualifikasi dan kompetensi
yang dibutuhkan, serta persyaratan fisik dan psikologis
yang relevan. Selain itu, analisis pekerjaan juga dapat
menghasilkan spesifikasi pekerjaan, yang mencakup faktor-
faktor seperti tingkat upah yang sesuai, waktu kerja yang
dibutuhkan, dan kondisi kerja yang harus dipenuhi.
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Analisis pekerjaan memiliki manfaat yang signifikan bagi
organisasi. Dengan memahami secara mendalam tentang
pekerjaan yang dilakukan, organisasi dapat
mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan dalam
struktur pekerjaan yang ada, mengoptimalkan alokasi
sumber daya manusia, meningkatkan efisiensi kerja, dan
mengembangkan program pengembangan karyawan yang
sesuai. Selain itu, analisis pekerjaan juga dapat
digunakan sebagai dasar untuk merancang program
remunerasi dan insentif yang adil, serta memastikan
keadilan dalam peluang promosi dan pengembangan
karir (Suderadjat, 2017) .

Dalam rangka mendapatkan informasi yang akurat dan
relevan, proses analisis pekerjaan harus dilakukan
secara obyektif dan menyeluruh. Seluruh aspek
pekerjaan harus dipertimbangkan, termasuk tugas-tugas
yang rutin maupun yang jarang terjadi, hubungan kerja
yang terjalin dengan pihak lain, serta tanggung jawab
dan risiko yang melekat dalam pekerjaan tersebut.

Dengan demikian, analisis pekerjaan merupakan
langkah penting dalam manajemen sumber daya
manusia yang dapat membantu organisasi dalam
merencanakan, mengorganisasi, dan mengelola
pekerjaan secara efektif. Dengan pemahaman yang
mendalam tentang pekerjaan yang ada, organisasi dapat
mencapai tujuan strategisnya dan menciptakan
lingkungan kerja yang produktif dan efisien.

Secara khusus, analisis pekerjaan terkait manajemen
SDM pemerintahan melibatkan identifikasi dan deskripsi
pekerjaan yang terlibat dalam suatu wunit atau
departemen pemerintahan, termasuk tugas-tugas yang
harus dilakukan, prosedur yang harus diikuti, serta
keterampilan, pengetahuan, dan kualifikasi yang
diperlukan untuk melaksanakan tugas tersebut dengan
baik (Norfaliza, 2015).

Proses analisis pekerjaan ini melibatkan langkah-
langkah seperti pengumpulan data melalui wawancara,
observasi, dan peninjauan dokumen, serta analisis data
tersebut untuk mengidentifikasi tugas-tugas yang
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relevan dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh
pekerja. Selain itu, analisis pekerjaan juga mencakup
identifikasi  kualifikasi yang  diperlukan  untuk
melaksanakan tugas-tugas tersebut, seperti pendidikan,
pengalaman kerja, dan keterampilan khusus.

Hasil dari analisis pekerjaan ini sangat penting dalam
manajemen SDM pemerintahan karena informasi yang
diperoleh dapat digunakan untuk pengembangan
rencana penggajian, pengembangan karyawan, penilaian
kinerja, dan perencanaan kebutuhan SDM di masa
depan. Analisis pekerjaan juga dapat membantu
mengidentifikasi kekurangan yang mungkin ada dalam
struktur organisasi dan memberikan dasar untuk
perencanaan karir dan pengembangan karyawan.

Dalam konteks manajemen SDM pemerintahan, analisis
pekerjaan sangat penting untuk memastikan bahwa
posisi-posisi di dalam organisasi pemerintahan diisi oleh
individu yang memiliki kualifikasi yang sesuai dan dapat
melaksanakan tugas-tugas dengan efektif. Dengan
melakukan analisis pekerjaan secara teratur, pemerintah
dapat memastikan bahwa SDM yang dimiliki dapat
mendukung pencapaian tujuan organisasi dan
memberikan pelayanan publik yang berkualitas (Fathya,
2017).

Analisis pekerjaan merupakan proses penting dalam
suatu organisasi = pemerintahan  karena  dapat
memberikan pemahaman yang mendalam tentang tugas,
tanggung jawab, dan kompetensi yang diperlukan dalam
setiap posisi pekerjaan. Dengan melakukan analisis
pekerjaan, organisasi pemerintahan dapat memahami
secara tepat mengenai apa yang diharapkan dari setiap
pegawai dalam menjalankan tugasnya.

Melalui analisis pekerjaan, organisasi pemerintahan
dapat mengidentifikasi tugas-tugas yang harus
dilaksanakan oleh setiap posisi pekerjaan dengan jelas
dan terperinci. Hal ini membantu dalam menyusun
deskripsi pekerjaan yang akurat dan rinci, sehingga
setiap pegawai dapat memahami dengan jelas apa yang
diharapkan dari mereka. Selain itu, analisis pekerjaan
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juga dapat mendukung pengembangan program
pelatihan dan pengembangan pegawai yang tepat, karena
organisasi pemerintah dapat mengetahui kekurangan
kompetensi yang ada dan mengambil langkah-langkah
untuk meningkatkan kompetensi tersebut.

Selain itu, analisis pekerjaan juga penting dalam
organisasi pemerintahan karena dapat membantu dalam
proses rekrutmen dan seleksi pegawai. Dengan
memahami tugas dan tanggung jawab yang harus
dilaksanakan oleh setiap posisi pekerjaan, organisasi
pemerintahan dapat menyusun kriteria seleksi yang
sesuai dan objektif (Wicaksono, 2011). Analisis pekerjaan
juga dapat membantu dalam menentukan pembagian
tugas yang efisien dan efektif antar pegawai, sehingga
dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas
pelayanan yang diberikan oleh organisasi pemerintahan.

Selain manfaat tersebut, analisis pekerjaan juga dapat
digunakan sebagai dasar dalam menentukan standar
kinerja dan mengukur kinerja pegawai. Dengan
memahami tugas dan tanggung jawab yang harus
dilaksanakan, organisasi pemerintahan dapat
menetapkan standar kinerja yang jelas dan objektif
untuk setiap posisi pekerjaan. Hal ini memungkinkan
pengukuran kinerja yang adil dan objektif, serta
membantu dalam pengambilan keputusan terkait
penghargaan dan pengembangan karir pegawai
(Yuningsih, 2018).

Secara keseluruhan, analisis pekerjaan sangat penting
dalam  suatu  organisasi pemerintahan  karena
memberikan pemahaman yang mendalam mengenai
tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang diperlukan
dalam setiap posisi pekerjaan. Dengan melakukan
analisis pekerjaan, organisasi pemerintahan dapat
menyusun deskripsi pekerjaan yang akurat, mendukung
pengembangan pegawai, memfasilitasi proses rekrutmen
dan seleksi yang objektif, serta menetapkan standar
kinerja yang adil dan objektif.
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Tujuan Analisis Pekerjaan

Tujuan dari analisis pekerjaan adalah untuk
memahami secara mendalam tentang tugas-tugas,
tanggung jawab, keterampilan, kompetensi, dan
persyaratan yang terkait dengan suatu posisi
pekerjaan di dalam organisasi (Hamid, 2020).
Analisis pekerjaan merupakan langkah penting
dalam manajemen sumber daya manusia dan
memiliki beberapa tujuan utama:

a. Perencanaan Sumber Daya Manusia

Analisis pekerjaan membantu dalam
mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja dan
jenis keterampilan yang diperlukan untuk setiap
posisi pekerjaan. Ini memungkinkan
perencanaan sumber daya manusia yang lebih
efektif, termasuk rekrutmen, pelatihan, dan
pengembangan.

b. Rekrutmen dan Seleksi

Dengan memahami persyaratan dan kualifikasi
yang diperlukan untuk setiap posisi pekerjaan,
organisasi dapat merancang proses rekrutmen
yang lebih tepat dan selektif. Ini membantu
dalam menemukan calon-calon yang sesuai
untuk memenuhi tuntutan pekerjaan.

c. Penilaian Kinerja

Analisis pekerjaan membantu dalam menetapkan
standar kinerja yang jelas untuk setiap posisi
pekerjaan. Ini memungkinkan evaluasi kinerja
yang objektif berdasarkan pada tugas-tugas yang
sebenarnya dijalankan oleh karyawan.

d. Penetapan Gaji dan Tunjangan

Dengan memahami kompleksitas dan tanggung
jawab yang terkait dengan masing-masing posisi
pekerjaan, organisasi dapat menentukan tingkat
gaji dan tunjangan yang adil dan sesuai.
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e. Perencanaan Karir dan Pengembangan

Analisis pekerjaan membantu dalam
mengidentifikasi jalur karir yang mungkin untuk
setiap posisi pekerjaan. Ini memungkinkan
organisasi untuk merancang program
pengembangan yang sesuai untuk karyawan agar
dapat meningkatkan keterampilan dan
kemampuan mereka.

f. Perancangan Organisasi

Informasi dari analisis pekerjaan dapat
membantu dalam perancangan atau
restrukturisasi organisasi dengan cara yang lebih
efisien dan efektif. Ini memastikan bahwa
tanggung jawab dan tugas-tugas diorganisasi
didistribusikan dengan baik.

g. Pengukuran Efektivitas Pekerjaan

Analisis pekerjaan memungkinkan organisasi
untuk mengukur sejauh mana posisi pekerjaan
mendukung tujuan dan strategi organisasi. Ini
membantu dalam mengidentifikasi apakah
perubahan atau perbaikan diperlukan untuk
meningkatkan efektivitas pekerjaan.

Manfaat Analisis Pekerjaan

Analisis pekerjaan memiliki banyak manfaat yang
signifikan bagi organisasi dan manajemen sumber
daya manusia (Hamid, 2020). Berikut adalah
beberapa manfaat utama dari analisis pekerjaan:

a. Merumuskan Deskripsi Pekerjaan yang Akurat

Analisis pekerjaan membantu dalam
mengidentifikasi tugas-tugas, tanggung jawab,
dan kualifikasi yang diperlukan untuk setiap
posisi pekerjaan. Ini membantu menghasilkan
deskripsi pekerjaan yang lebih akurat dan
komprehensif.
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Perekrutan yang Lebih Efektif

Dengan memahami persyaratan dan tugas-tugas
pekerjaan secara rinci, organisasi dapat
mengarahkan upaya perekrutan mereka dengan
lebih efektif, mencari calon yang sesuai dengan
kebutuhan pekerjaan.

Penilaian Kinerja yang Objektif

Analisis pekerjaan memungkinkan pengukuran
kinerja yang lebih objektif karena dapat menjadi
dasar dalam menentukan standar kinerja dan
mengukur sejauh mana karyawan mencapainya.

Perencanaan Pelatihan yang Tepat Sasaran

Dengan memahami kualifikasi dan keahlian yang
diperlukan dalam pekerjaan, organisasi dapat
merencanakan pelatihan dan pengembangan
yang sesuai untuk mengisi celah kompetensi
karyawan.

Penentuan Gaji dan Kompensasi yang Adil

Analisis pekerjaan membantu dalam menilai nilai
relatif dari berbagai pekerjaan dalam organisasi.
Ini membantu dalam menetapkan struktur gaji
dan kompensasi yang lebih adil dan transparan.

Pengembangan Karier yang Terarah

Karyawan dapat memahami peluang karier yang
tersedia berdasarkan analisis pekerjaan. Mereka
dapat mengidentifikasi langkah-langkah
pengembangan yang diperlukan untuk naik ke
posisi yang lebih tinggi.

Penyusunan Struktur Organisasi yang Efisien

Dengan memahami peran dan tanggung jawab
setiap posisi pekerjaan, organisasi dapat
merancang struktur organisasi yang lebih efisien
dan jelas.
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h. Evaluasi dan Perencanaan Penggantian
Karyawan

Analisis pekerjaan membantu dalam
mengidentifikasi potensi karyawan yang dapat
mengisi  posisi tertentu jika  diperlukan
pergantian. Ini membantu dalam perencanaan
pengembangan tenaga kerja.

i. Basis untuk Evaluasi Risiko Keselamatan

Dengan memahami tugas-tugas dan lingkungan
kerja yang terkait dengan pekerjaan, organisasi
dapat mengidentifikasi risiko keselamatan yang
mungkin timbul dan mengambil langkah-langkah
untuk mencegahnya.

j. Efisiensi dan Produktivitas

Analisis pekerjaan membantu dalam
mengalokasikan tugas dengan lebih efisien dan
menghindari tumpang tindih atau redundansi.
Hal ini dapat meningkatkan produktivitas
keseluruhan.

k. Transparansi dan Komunikasi

Analisis pekerjaan memastikan adanya
pemahaman yang jelas tentang apa yang
diharapkan dari setiap posisi pekerjaan. Ini
membantu dalam menjaga komunikasi yang
lebih transparan dan meminimalkan
ketidakpastian.

3. Proses Analisis Pekerjaan

Proses analisis pekerjaan dalam konteks Manajemen
Sumber Daya Manusia (SDM) di pemerintahan sering
melibatkan langkah-langkah yang mirip dengan
proses analisis pekerjaan dalam sektor swasta,
namun ada beberapa pertimbangan khusus yang
perlu diperhatikan karena lingkungan, regulasi, dan
tujuan  organisasi pemerintahan yang unik
(Yuningsih, 2018). Berikut adalah langkah-langkah
umum dalam proses analisis pekerjaan dalam
Manajemen SDM pemerintahan:
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a.

Pemahaman Tujuan Organisasi Pemerintahan

Memahami tujuan, misi, dan peran organisasi
pemerintahan adalah langkah awal yang penting.
Ini akan membantu dalam menghubungkan
analisis pekerjaan dengan tujuan yang lebih luas
yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut.

Pemahaman tujuan organisasi pemerintahan
adalah proses memahami tujuan, misi, visi, dan
peran yang diemban oleh lembaga pemerintahan.
Tujuan organisasi pemerintahan mungkin
berbeda dengan tujuan organisasi di sektor
swasta karena pemerintahan memiliki tanggung
jawab yang lebih luas terhadap pelayanan publik,
pengaturan, dan kepentingan masyarakat.
Beberapa aspek penting dalam pemahaman
tujuan organisasi pemerintahan yaitu pelayanan
publik, pengaturan dan kebijakan, keadilan dan
kesejahteraan social, perlindungan masyarakat,
pembangunan ekonomi, pemeliharaan
kedaulatan dan keamanan, pengelolaan sumber
daya publik, partisipasi publik dan transparansi,
pencapaian pembangunan berkelanjutan,
pengelolaan krisis dan darurat (Fathya, 2017).

Mengidentifikasi Pekerjaan yang Akan Dianalisis

Pilih pekerjaan-pekerjaan yang paling penting
dan strategis dalam konteks pemerintahan.
Fokus pada posisi-posisi yang memiliki dampak
besar terhadap kebijakan publik dan pelayanan
masyarakat.

Kumpulkan Informasi

Dapatkan informasi tentang pekerjaan melalui
observasi, wawancara dengan pegawai, analisis
dokumen, dan interaksi dengan atasan atau
manajer. Hal ini akan membantu dalam
memahami tugas-tugas, tanggung jawab, dan
konteks pekerjaan.
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Analisis Tugas dan Tanggung Jawab

Identifikasi tugas-tugas utama yang harus
dilakukan dalam pekerjaan tersebut. Khususnya
dalam pemerintahan, tugas-tugas bisa berkaitan
dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan
program-program pemerintah, pengawasan, dan
pelayanan publik.

Penilaian Kualifikasi dan Kompetensi

Tentukan kualifikasi pendidikan, pengalaman,
dan kompetensi yang dibutuhkan untuk
mengeksekusi tugas-tugas pekerjaan dengan
efektif. Kualifikasi tersebut harus sesuai dengan
kebutuhan organisasi dan standar
pemerintahan.

Perhatikan Aspek Etika dan Kehormatan

Dalam pemerintahan, etika dan integritas sangat
penting. Pastikan bahwa analisis pekerjaan
mencerminkan nilai-nilai etika dan integritas
yang diharapkan dalam pelayanan publik.

Penilaian Dampak Sosial

Pertimbangkan dampak sosial dari pekerjaan
tersebut terhadap masyarakat. Posisi di
pemerintahan sering memiliki implikasi sosial
yang besar, sehingga penting untuk memahami
bagaimana pekerjaan tersebut berkontribusi pada
pelayanan dan kepentingan masyarakat.

Validasi dengan Pihak Terkait

Melibatkan stakeholder internal dan eksternal
dalam proses analisis pekerjaan dapat membantu
memastikan bahwa analisis tersebut
mencerminkan kebutuhan dan tujuan yang tepat.

Penyusunan Deskripsi Pekerjaan

Susun deskripsi pekerjaan yang akurat dan
komprehensif berdasarkan hasil analisis. Deskripsi
ini harus mencakup tugas-tugas, tanggung jawab,
kualifikasi, kompetensi, dan nilai-nilai yang
relevan.
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j- Pemeliharaan dan Pembaruan

Seperti dalam sektor swasta, deskripsi pekerjaan
dalam pemerintahan juga perlu diperbarui secara
berkala untuk tetap sesuai dengan perubahan
kebutuhan organisasi dan lingkungan
eksternal(Handayani et al., 2021).

Proses analisis pekerjaan dalam Manajemen SDM
pemerintahan mempertimbangkan aspek-aspek unik
yang terkait dengan pelayanan publik, etika, kebijakan,
dan dampak sosial. Tujuan utamanya tetaplah untuk
memastikan  bahwa  posisi-posisi  pekerjaan  di
pemerintahan didefinisikan dengan  jelas dan
mendukung pencapaian tujuan organisasi serta
pelayanan terbaik kepada masyarakat (Hasthoro &
Sunardi, 2016).

Kesimpulan

Dalam konteks Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
pemerintahan, analisis pekerjaan memiliki peran yang
sangat penting dalam menjaga efisiensi, transparansi,
dan efektivitas dalam pelayanan publik. Kesimpulan dari
analisis pekerjaan dalam SDM pemerintahan di
antaranya pemahaman mendalam tentang peran
pekerjaan, pengelolaan tenaga kerja yang efisien,
perekrutan dan pengembangan yang tepat sasaran,
integritas dan akuntabilitas, peningkatan pelayanan
publik, transparansi dan keterbukaan, pengambilan
keputusan yang informasional, pengelolaan krisis dan
darurat yang efektif dan pengelolaan penggantian posisi.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pemerintah dan
memberikan pelayanan yang Dberkualitas kepada
masyarakat, analisis pekerjaan adalah alat penting yang
membantu dalam merinci, mengelola, dan mengarahkan
sumber daya manusia dengan lebih efektif dalam
lingkungan pemerintahan.
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11

SISTEM INFORMASI MANAGEMEN
KEPEGAWAIAN

Jusniaty, S.IP., M.Si.
Universitas Muhammadiyah Sinjai

Pendahuluan dan Konsep Dasar Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian (Simpeg)

1. Pengertian dan tujuan SIMPEG.

Perkembangan terus melaju disegala bidang, tidak
terkecuali dalam bidang pelayanan publik dan
pemerintahan. Pada globalisasi tersebut ditandai
dengan penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK), dimana salah satunya adalah
internet. Diera transformasi menuju masyarakat
informasi, internet tidak saja digunakan dalam dunia
bisnis dan komersil melalui e-commerce tetapi juga
digunakan dalam bidang pemerintahan, e-
government. Karakteristik dari e-Government, yaitu
suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara
pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain
yang berkepentingan (stakeholder); dengan
melibatkan penggunaan teknologi informasi
(terutama internet); dengan tujuan memperbaiki
mutu (kualitas) pelayanan yang sedang berjalan serta
meningkatkan efisiensi manajemen pemerintahan,
peningkatan  kinerja dan  tercapainya @ tata
pemerintahan  yang  bersih, efektif, efisien,
transparan, baik dalam pengelolaan internal maupun
dalam pelayanan kepada publik (Indrajit, 2002, h.
4)(Adhitama, 2021). Hal ini senada dengan apa yang
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disampaikan oleh Nia Karniawati dan Romi
Rahmadani yang mengatakan bahwa Electronik
Government (e-Government) adalah istilah yang
sangat populer saat ini, dimana secara umum e-
Government adalah upaya mengaplikasikan
pelayanan kepemerintahan melalui sistem informasi
berbasis komputer (Karniawati & Rahmadani,
2008)\.

Sejalan dengan instruksi Presiden Republik
Indonesia nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan
dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government,
bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan
informasi dalam proses pemerintahan (e-government)
akan meningkatkan efisiensi, efektivitas,
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan serta menyelenggarakan pemerintahan
yang baik (good governance) dan meningkatkan
layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan
adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-
government. Sistem informasi manajemen
kepegawaian merupakan implementasi dari E-
Government dalam pelayanan di bidang kepegawaian
yang dilaksanakan secara transparan dan objektif.

Sistem ini selain menyajikan informasi yang terkait
dengan kepegawaian, serta untuk meningkatkan
pelayanan di bidang kepegawaian. Sistem informasi
manajemen kepegawaian bertujuan untuk
menyelesaikan permasalahan yang ada dalam proses
kepegawaian. Permasalahan tersebut diantaranya
adalah Pegawai yang status kepegawaiannya tidak jelas,
dikarenakan proses layanan administrasi kepegawaian
yang tidak maksimal, Pegawai yang sudah pensiun,
meninggal atau berhenti, data kepegawaiannya tidak
diperbaharui. Data Pegawai tidak mutakhir, sehingga
jumlah Pegawai tidak diketahui secara pasti, dan data
yang ada saling berbeda, pemutakhiran data tidak
berjalan sebagaimana mestinya, baik di Unit Pusat,
Kantor Wilayah (Kanwil) maupun Unit Pelaksana Teknis
(UPT) (Agung & Arifin, 2004).
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Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
adalah suatu sistem yang dirancang untuk
mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi
terkait dengan kepegawaian suatu organisasi atau
instansi. Tujuan utama dari SIMPEG adalah untuk
membantu proses manajemen kepegawaian secara
lebih efisien dan efektif, serta memberikan informasi
yang akurat dan tepat waktu kepada pihak yang
berkepentingan. Kepegawaian berasal dari kata
pegawai yang artinya orang yang melaku kan
pekejaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa
gaji dan tunjangan dari pemerintah. Unsur manusia
sebagai pegawai maka tujuan badan (wadah yang
telah ditentukan) kemungkinan besar akan tercapai
sebagaimana yang diharapkan. Pegawai inilah yang
mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan-
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka sistem
informasi kepegawaian adalah suatu cara tertentu
untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh
pegawai untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan
untuk menghasilkan sumber daya aparatur atau
pegawai yang profesional (Karniawati & Rahmadani,
2008).

SIMPEG merupakan sistem yang menggabungkan
teknologi informasi dengan praktik-praktik
manajemen kepegawaian untuk mengelola informasi
terkait dengan pegawai atau karyawan dalam suatu
organisasi. SIMPEG melibatkan penggunaan
perangkat lunak dan hardware untuk
mengotomatisasi dan mengintegrasikan berbagai
aspek manajemen kepegawaian, mulai dari
penerimaan pegawai baru hingga pengelolaan kinerja
dan penggajian.

Menurut Bramantio tujuan utama Simpeg adalah
membantu proses manajemen pada suatu organisasi.
Manajemen meliputi seluruh hierarki kepengurusan
dalam suatu organisasi, dimulai dari hierarki
manejemen puncak yang bertanggungjawab atas
keberhasilan atau kegagalan organisasi secara
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keseluruhan hingga pada hierarki manajemen bawah
yang hanya bertanggungjawab atas operasi sehari-
hari dari suatu unit tertentu saja (Agung & Arifin,
2004). Selain itu tujuan dari SIMPEG adalah sebagai
berikut:

a.

Pengelolaan Data Kepegawaian yang Efisien:
SIMPEG membantu organisasi mengelola data
dan informasi kepegawaian dengan lebih efisien
daripada pengelolaan manual. Hal ini mencakup
data identitas, riwayat pekerjaan, pendidikan,
pelatihan, dan informasi lainnya terkait pegawai.

Peningkatan Pengambilan Keputusan: Dengan
menyediakan akses mudah ke data kepegawaian
yang akurat, SIMPEG membantu manajer dan
pemimpin organisasi dalam mengambil
keputusan yang lebih baik. Informasi tentang
kinerja, pelatihan, dan potensi pegawai dapat
digunakan untuk penempatan yang tepat dan
pengembangan karir.

Pemantauan Kehadiran dan Kinerja Pegawai:
SIMPEG memungkinkan pemantauan kehadiran,
cuti, izin, serta evaluasi kinerja pegawai secara
lebih teratur dan otomatis. Ini membantu dalam
pengelolaan dan evaluasi kinerja yang lebih baik.

Pelacakan Karir dan Pengembangan Karyawan:
SIMPEG memungkinkan organisasi untuk
melacak karir dan perkembangan pegawai. Ini
membantu dalam merencanakan pelatihan,
promosi, mutasi, dan pengembangan karyawan
sesuai dengan potensi dan kompetensi mereka.

Penghitungan Gaji dan Tunjangan: Sistem ini
membantu dalam menghitung gaji dan tunjangan
pegawai secara otomatis sesuai dengan aturan
dan kebijakan organisasi. Hal ini mengurangi
risiko kesalahan dalam perhitungan gaji.

Efisiensi Administrasi: Dengan mengotomatisasi
banyak proses administratif, seperti pembuatan
dokumen kontrak kerja, surat izin, dan laporan
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kepegawaian, SIMPEG membantu menghemat
waktu dan wusaha yang diperlukan dalam
administrasi.

g. Keamanan Data: SIMPEG juga memberikan
pengamanan data yang lebih baik melalui
pengendalian akses dan hak akses berdasarkan
peran dan tanggung jawab.

h. Pelaporan dan Kepatuhan Hukum: SIMPEG
membantu dalam menyajikan laporan-laporan
terkait kepegawaian yang dibutuhkan untuk
keperluan manajemen, audit internal, dan
pemenuhan kepatuhan hukum terkait tenaga
kerja.

i. Peningkatan Transparansi dan Keterbukaan:
Dengan memberikan akses kepada pegawai
untuk mengakses informasi mereka sendiri,
SIMPEG dapat meningkatkan transparansi dan
keterbukaan dalam pengelolaan kepegawaian.

Dengan demikian, SIMPEG membantu organisasi
dalam mengoptimalkan manajemen kepegawaian,
mengurangi beban administratif, meningkatkan
efisiensi operasional, dan meningkatkan kepuasan
pegawai serta kinerja organisasi secara keseluruhan.

Manfaat dan pentingnya SIMPEG dalam manajemen
kepegawaian.

Menurut Bramantyo Sistem Informasi memiliki tiga
kegiatan utama yaitu input , process dan output
(Agung & Arifin, 2004). Fungsi input memberikan
kemampuan untuk memasukkan informasi pengelola
kepegawaian ke dalam Simpeg. Ini meliputi berbagai
prosedur yang diperlukan untuk mengumpulkan data.
Oleh karena itu kedudukan data base dalam fungsi
masukan ini merupakan langkah terpenting proses
pengembangan sistem melalui kreasi data base. Sebagai
titik awal, data base hendaknya mencakup elemen-
elemen data esensial yang dibutuhkan baik secara
internal oleh organisasi maupun untuk pemudahan
kebutuhan pihak-pihak eksternal.
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Fungsi input memiliki peran yang sangat penting
dalam proses pembentukan data. Setiap elemen data
memerlukan pendekatan khusus untuk
memasukkan informasi, langkah-langkah
pengolahan dan penyuntingan data perlu diatur
dengan rinci, dan kerangka serta laporan standar
perlu dijelaskan dengan jelas untuk memastikan
elemen data yang diperlukan dapat dikelola dengan
tepat. Input mengacu pada data atau informasi yang
dipindahkan dari media penyimpanan eksternal ke
dalam penyimpanan internal komputer. Pengertian
input juga mencakup prosedur rutin perangkat atau
peralatan yang diperlukan. Beberapa pendekatan
sistem menjelaskan bahwa "fungsi input terjadi
ketika suatu sistem menerima pengaruh dari
lingkungannya, baik itu berupa faktor manusia
maupun non-manusia. Oleh karena itu, dalam
konteks terminologi sistem, setiap pengaruh
terhadap operasi sistem disebut sebagai input."

Dari prinsip dasar di atas, kita memperoleh
pemahaman bahwa operasi suatu sistem terjadi
karena adanya berbagai pengaruh yang berperan.
Dalam garis besar, hal ini juga dapat diungkapkan
bahwa input juga mencakup permintaan dan
dukungan. Permintaan yang dimaksud merujuk
pada suatu kewajiban, di mana jika tidak terpenuhi,
sistem tidak akan berfungsi. Untuk memastikan
kualitas tinggi dari informasi yang diperoleh, data
yang dikumpulkan sebaiknya memiliki jaminan,
seperti mutu data yang dihimpun yang tinggi dan
sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta diperoleh
dari sumber yang dapat dipercayai, baik itu dari
dalam maupun luar organisasi.

Dalam konteks Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian (Simpeg), proses merujuk pada
rangkaian aktivitas, tindakan, perlakuan, atau
tindakan yang dilakukan oleh manusia, mesin, atau
keduanya. Proses pengolahan data mencakup
aktivitas pikiran yang melibatkan tangan atau
peralatan sebagai bantuannya. Proses ini mengikuti
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serangkaian langkah-langkah formulasi atau pola
tertentu untuk mengubah data. Tujuannya adalah
untuk menghasilkan data yang lebih bermanfaat,
baik dalam bentuk, susunan, karakteristik, atau
kontennya.

Sedangkan Output adalah hasil dari aktivitas yang
dilakukan oleh sistem informasi sebagai respons
terhadap permintaan, tekanan, dan masukan lain
dalam bentuk informasi. Informasi ini dihasilkan
melalui proses manipulasi dan  pengolahan
komputer, lalu disampaikan kepada pihak yang
memiliki hak dan memerlukannya. Kebijakan yang
baik dalam pengambilan keputusan terkait
kepegawaian bergantung pada kualitas informasi
kepegawaian yang diterima. Informasi ini harus
disiapkan untuk para pimpinan dengan cara yang
efektif sehingga memudahkan proses pengambilan
keputusan. Oleh karena itu, output, atau hasil yang
dihasilkan, memiliki  peran  penting dalam
memproduksi hasil sesuai dengan kebutuhan
organisasi. Keluaran yang diberikan oleh sistem
merupakan jembatan penting antara Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) dan
para pengguna. Ini bisa mencakup berbagai laporan
serta informasi kepegawaian yang diperlukan untuk
pengembangan pegawai dan pemenuhan kebutuhan
organisasi.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg)
yang efektif adalah yang memiliki kemampuan untuk
mengatur keseimbangan antara biaya yang
dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Dalam
konteks ini, Simpeg memiliki potensi untuk
mengurangi pengeluaran, meningkatkan
penerimaan, dan juga menghasilkan manfaat yang
sulit diukur dari informasi yang sangat bernilai.
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Hubungan antara SIMPEG dengan  sistem
manajemen organisasi secara umum

Konsep efektivitas sering digunakan dalam konteks
pencapaian tujuan oleh suatu organisasi. Efektivitas
organisasi dapat dicapai dengan mempertimbangkan
berbagai aspek seperti kepuasan, pencapaian visi
organisasi, pemenuhan aspirasi, pengembangan
sumber daya manusia, serta dampak positif yang
diberikan kepada masyarakat.

Efektivitas merupakan evaluasi yang dilakukan
terkait dengan kinerja individu, kelompok, dan
organisasi. Dalam konteks Pegawai Negeri Sipil
(PNS), sebagai individu, mereka berperan dalam
mencapai efektivitas pada tingkat individu. Perspektif
efektivitas dibagi menjadi tiga tingkatan, dan yang
paling fundamental adalah efektivitas individu.
Efektivitas suatu kelompok akan tergantung pada
efektivitas individu yang terlibat di dalamnya, dan
efektivitas organisasi pada akhirnya ditentukan oleh
efektivitas kelompok. Artinya, organisasi akan
berhasil mencapai efektivitas jika individu (Pegawai
Negeri Sipil) di dalamnya juga efektif. Kriteria
efektivitas umumnya diukur dalam berbagai jangka
waktu, seperti pendek, menengah, dan panjang.
Kriteria efektivitas dapat dikelompokkan dalam
beberapa aspek (Agung & Arifin, 2004), di antaranya
adalah:

a. Produktivitas: Ini mencerminkan kemampuan
organisasi dalam menghasilkan keluaran dalam
jumlah dan kualitas yang sesuai dengan
kebutuhan lingkungannya.

b. Efisiensi: Efisiensi diartikan sebagai
perbandingan antara keluaran yang dihasilkan
dengan masukan yang dikeluarkan. Ini fokus
pada bagaimana organisasi menggunakan
sumber daya untuk menghasilkan hasil yang
diinginkan.
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c. Kepuasan dan Moral: Kriteria ini mengukur
sejauh mana organisasi memenuhi kebutuhan
pelanggannya serta mengukur tingkat kepuasan
dan semangat kerja karyawan.

d. Keadaptasian: Ini menunjukkan seberapa baik
organisasi mampu menyesuaikan diri dengan
perubahan internal maupun eksternal,
menunjukkan tingkat fleksibilitas dan tanggap
terhadap dinamika lingkungan.

e. Pengembangan: Kriteria ini mengukur
kemampuan organisasi untuk meningkatkan
kapasitas dan kemampuannya dalam
menghadapi tuntutan yang ada di lingkungan
sekitarnya.

Kriteria-kriteria ini memberikan pandangan yang
komprehensif tentang bagaimana organisasi dapat
mencapai efektivitas dalam berbagai aspek kinerjanya.

Struktur Organisasi dan Data Kepegawaian

1.

Pemahaman tentang struktur organisasi dan hierarki
dalam kepegawaian

Pemahaman tentang struktur organisasi dan hierarki
dalam  kepegawaian adalah esensial dalam
manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan
pegawai. Struktur organisasi mengacu pada cara di
mana suatu organisasi diatur dan dikelompokkan
untuk mencapai tujuan-tujuannya. Hierarki, di sisi
lain, merujuk pada tingkatan atau jenjang jabatan
dalam organisasi yang menunjukkan tanggung
jawab, wewenang, dan hubungan antara berbagai
posisi atau tingkatan.

Struktur Organisasi menetapkan metode di mana
tugas dan pekerjaan dipecah, dikelompokkan, dan
disusun secara resmi. Penyataan ini berhubungan
dengan enam elemen penting yang mencakup
spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai
komando, rentang kendali, sentralisasi dan
desentralisasi, serta formalisasi. Struktur organisasi
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dapat diartikan sebagai suatu sistem atau jaringan
kerja yang men gatur tugas-tugas, sistem pelaporan,
dan komunikasi yang menghubungkan pekerjaan
individu dengan kelompok secara terpadu.

Struktur Organisasi adalah suatu kerangka kerja
atau sistem yang mengatur tugas-tugas, sistem
pelaporan, dan komunikasi untuk menghubungkan
pekerjaan individu dengan kelompok. Setiap
organisasi, tak peduli ukurannya, memiliki jenis
struktur karena pada dasarnya struktur diciptakan
dengan tujuan agar organisasi dapat dirancang
secara optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan. Pernyataan ini juga
menyinggung enam unsur penting, yaitu spesialisasi
pekerjaan, departementalisasi, rantai komando,
rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta
formalisasi (Imam Wahjono, 2022).

Dalam konteks kepegawaian, pemahaman tentang
struktur organisasi dan hierarki memiliki implikasi
penting:

a. Klarifikasi Tanggung Jawab: Struktur organisasi
yang jelas dan Thierarki yang terdefinisi
membantu dalam mengklarifikasi tanggung
jawab setiap pegawai. Setiap unit atau
departemen memiliki peran dan tanggung jawab
yang ditentukan, sehingga mencegah tumpang
tindih dan memastikan efisiensi dalam
pelaksanaan tugas.

b. Pengambilan Keputusan yang Efisien: Dengan
hierarki yang jelas, aliran wewenang dan
pengambilan keputusan dapat terjadi dengan
lebih efisien. Keputusan yang memerlukan
persetujuan atau tindakan dari berbagai
tingkatan dapat diambil secara tepat waktu dan
akurat.

c. Pengembangan Karir yang Terarah: Pemahaman
terhadap hierarki memungkinkan pegawai untuk
memiliki pandangan yang jelas mengenai
kemungkinan pengembangan karir mereka.

204



Mereka dapat menetapkan tujuan karir yang
realistis berdasarkan jenjang jabatan yang
tersedia.

d. Kolaborasi dan Komunikasi: Struktur organisasi
yang terorganisir dengan baik dapat
memfasilitasi kolaborasi antarunit atau
departemen. Hierarki yang jelas juga membantu
dalam mengkomunikasikan informasi dengan
lebih baik dari puncak organisasi hingga
tingkatan yang lebih rendah.

e. Penilaian Kinerja: Hierarki memainkan peran
penting dalam penilaian kinerja pegawai. Standar
dan ekspektasi yang jelas di setiap tingkatan
memudahkan proses evaluasi dan penilaian.

f. Efisiensi Operasional: Struktur organisasi yang
efektif dan hierarki yang baik dapat membantu
dalam mengatur aliran pekerjaan dan sumber
daya dengan lebih efisien, mengurangi potensi
konflik dan kesalahan.

Sedangkan Istilah “hierarki” dapat diartikan sebagai
tingkatan. Atau secara analogi berarti anak tangga.
Logikanya ialah bahwa menaiki suatu tangga berarti
dimulai dengan anak tangga yang pertama, kedua,
ketiga dan seterusnya (Sudrajat, 2012). Hierarki
dalam kepegawaian merujuk pada susunan atau
struktur berjenjang dari posisi atau jabatan dalam
suatu organisasi atau instansi pemerintah yang
melibatkan tingkatan berbeda dengan tanggung
jawab, wewenang, dan tugas yang beragam. Hierarki
menciptakan pola relasi antara individu-individu
yang bekerja dalam organisasi, dan mengatur
bagaimana informasi, keputusan, dan tanggung
jawab mengalir dari tingkatan tertentu ke tingkatan
yang lebih rendah atau sebaliknya.
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Pentingnya hierarki dalam kepegawaian terletak pada
beberapa aspek:

a.

Pemisahan Tanggung Jawab dan Wewenang:
Hierarki membantu dalam memisahkan
tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan
tingkat jabatan atau posisi. Ini membantu dalam
mencegah tumpang tindih tanggung jawab dan
memastikan bahwa setiap pegawai tahu apa yang
diharapkan darinya.

Aliran Informasi dan Keputusan: Hierarki
menentukan jalur aliran informasi dan proses
pengambilan keputusan. Informasi dan
keputusan penting biasanya mengalir dari
tingkatan yang lebih tinggi ke tingkatan yang
lebih rendah. Ini membantu dalam memastikan
koordinasi dan konsistensi di seluruh organisasi.

Pengembangan Karir: Hierarki memberikan jalan
yang jelas bagi pegawai untuk mengembangkan
karir mereka. Mereka dapat naik ke tingkatan
yang lebih tinggi melalui promosi atau
pengembangan keterampilan yang sesuai.

Kontrol dan Pengawasan: Hierarki
memungkinkan manajemen untuk melakukan
kontrol dan pengawasan yang lebih -efektif
terhadap kinerja pegawai. Tanggung jawab dan
kinerja dapat dinilai dengan lebih baik pada
setiap tingkatan.

Efisiensi Operasional: Hierarki membantu dalam
mengatur aliran pekerjaan dan penggunaan
sumber daya secara efisien. Ini memastikan
bahwa tugas-tugas ditangani oleh orang yang
paling sesuai dengan kualifikasi dan tanggung
jawabnya.

Komunikasi yang Terarah: Hierarki memfasilitasi
komunikasi yang terarah dan efektif dalam
organisasi. Informasi dapat disampaikan dengan
jelas dan tepat waktu melalui jalur hierarkis yang
telah ditetapkan.
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Secara keseluruhan, hierarki dalam kepegawaian
memberikan  struktur yang diperlukan untuk
mengatur organisasi secara efisien dan efektif,
memastikan pembagian tugas yang jelas, dan
mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Oleh  karena itu dalam  organisasi perlu
pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu
proses pengeklasifikasian dan pembagian
aktivitas/kerja dalam tujuan yang diharapkan
sebuah organisasi maka dengan pengorganisasian
dapat membagi tugas dan tanggung jawab
diantaranya oleh para pengurus agar semua dapat
berjalan  efektif. @ Adapun  faktor-faktor yang
mempengaruhi Pengorganisasian adalah (1)
Pengelolaan manusia atau sumber daya manusia
dalam sebuah organisasi mempengaruhi proses
pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan
organisasi itu sendiri. (2) Tujuan organisasi
mempengaruhi pengorganisasian dimana dalam
kegiatannya organisasi harus berorientasi tujuan
organisasi. (3) Struktur organisasi mempengaruhi
pengorganisasian  karena = struktur organisasi
mengatur diantaranya pembagian tugas dan
wewenang dalam suatu peta konsep organisasi
sederhana (Aliefiani Mulya Putri et al., 2022).

Pengorganisasian bukan sekadar tentang menetapkan
susunan struktur organisasi dan mengisinya dengan
deskripsi pekerjaan, lalu mencari individu yang cocok
sesuai deskripsi pekerjaan (penempatan personel).
Namun, lebih daripada itu, pengorganisasian adalah
suatu proses manajemen yang berlangsung terus-
menerus. Meninjau ulang struktur organisasi, deskripsi
pekerjaan, dan penempatan personel juga merupakan
rangkaian aktivitas dalam pengorganisasian.

Pemahaman tentang struktur organisasi dan hierarki
dalam kepegawaian berkontribusi pada efektivitas
manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan.
Ini memungkinkan organisasi untuk beroperasi dengan
lebih terstruktur, efisien, dan mendukung
pengembangan karir yang terarah bagi pegawai.
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Pengelolaan data kepegawaian seperti identitas,
riwayat pekerjaan, pendidikan, dan keterampilan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
memainkan peran yang sangat signifikan dan
kemajuannya telah berlangsung dengan cepat dalam
era saat ini. Terutama dalam bidang ilmu komputer,
kita telah menyaksikan banyak instansi
pemerintahan dan perusahaan swasta yang telah
mengadopsi sistem komputerisasi untuk mengubah
proses operasional yang sebelumnya dilakukan
secara manual menjadi proses yang otomatis, seperti
pengelolaan data (Harahap & Satrio, 2022).

Penting bagi suatu lembaga, baik pemerintahan
maupun swasta, untuk memberikan perhatian pada
data kepegawaian. Penggunaan komputer dan
sistemnya telah menjadi kebutuhan pokok dalam
upaya meningkatkan performa lembaga, terlepas dari
skala kecil atau besar. Bahkan, banyak entitas
pemerintahan dan bisnis, tak terkecuali yang
berskala besar, telah beralih menggunakan teknologi
komputer untuk mempermudah pengelolaan data
kepegawaian.

Kegiatan pengelolaan data kepegawaian ini memiliki
tujuan untuk menyediakan sebuah aplikasi data
kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem
informasi berbasis web. Dengan menggunakan
aplikasi berbasis web, semua proses dapat
dijalankan dengan cara yang lebih sederhana dan
cepat, menghasilkan efisiensi dan efektivitas yang
lebih tinggi. Mengadopsi aplikasi berbasis web akan
mempercepat proses dan menjamin bahwa data-data
kepegawaian tersimpan dalam format yang
terorganisir, memudahkan akses kapan saja
diperlukan.

Pengolahan data kepegawaian merupakan sebuah
sistem yang digunakan untuk proses penyimpanan
dan pengolahan data yang berkaitan dengan pegawai
untuk mendukung operasional kepegawaian.
Pemanfaatan sistem operasional kepegawaian dapat
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membantu suatu perusahaan untuk memudahkan
pengguna dalam melakukan pengolahaan data
sehingga dapat berjalan dengan cepat dan lancar
(Wijaya et al., 2020).

Pengelolaan data kepegawaian, termasuk informasi
seputar identitas, riwayat pekerjaan, pendidikan, dan
keterampilan, merupakan komponen kritis dalam
administrasi dan manajemen kepegawaian suatu
organisasi. Data-data ini memegang peran sentral
dalam memastikan keberlanjutan dan efisiensi
operasional serta pengambilan keputusan yang baik
terkait dengan sumber daya manusia.

Data pegawai secara umum dapat berisi:

a. Identitas Pegawai: Informasi identitas melibatkan
detail dasar dari seorang pegawai, seperti nama,
alamat, nomor kontak, tanggal lahir, serta
informasi lain yang diperlukan untuk identifikasi.
Informasi ini mendukung pengenalan individu
dan memungkinkan komunikasi serta pemetaan
data kepegawaian dengan lebih baik.

b. Riwayat Pekerjaan: Menyimpan informasi tentang
riwayat pekerjaan setiap pegawai adalah penting
dalam melacak pengalaman kerja mereka. Ini
mencakup daftar pekerjaan sebelumnya, posisi
yang dipegang, tanggung jawab, tanggal mulai
dan berakhirnya pekerjaan, serta prestasi yang
dicapai.

c. Pendidikan dan Pelatihan: Data mengenai
pendidikan formal dan pelatihan yang diperoleh
oleh pegawai adalah elemen penting dalam
pemetaan kemampuan dan kompetensi mereka.
Ini mencakup informasi tentang sekolah,
universitas, gelar yang diperoleh, serta kursus
atau pelatihan khusus yang telah diikuti.

d. Keterampilan dan Kompetensi: Pengelolaan data
kepegawaian  juga  mencakup  pencatatan
keterampilan dan kompetensi khusus yang
dimiliki oleh setiap pegawai. Informasi ini
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membantu dalam menempatkan pegawai pada
peran yang sesuai dengan kemampuan mereka,
serta mendukung pengembangan karir dan
pelatihan yang terarah.

Pentingnya pengelolaan data kepegawaian ini dapat
dilihat dari beberapa aspek:

a. Pengambilan Keputusan yang Informasional:
Data kepegawaian yang tepat dan terperinci
memungkinkan manajer dan pemimpin
organisasi untuk mengambil keputusan yang
lebih baik terkait dengan penempatan, promosi,
pelatihan, dan pengembangan karir.

b. Pengelolaan Kinerja: Data riwayat pekerjaan dan
pendidikan membantu dalam penilaian kinerja
dan pengembangan pegawai, serta memberikan
gambaran tentang perkembangan karir yang
mungkin ditempuh.

c. Efisiensi Operasional: Pengelolaan data
kepegawaian dengan baik membantu dalam
mengelola administrasi yang berhubungan
dengan pegawai, seperti penggajian, pemberian
tunjangan, dan cuti.

d. Transparansi dan Keterbukaan: Pegawai juga
memiliki hak untuk mengakses informasi pribadi
mereka. Pengelolaan data yang transparan dan
terjamin kerahasiaannya membangun
kepercayaan antara organisasi dan pegawai.

Dengan teknologi informasi dan sistem yang canggih,
pengelolaan data kepegawaian semakin
terotomatisasi dan terintegrasi, memastikan akurasi,
keterjangkauan, dan keamanan data yang lebih baik

Pengelolaan Informasi Kepegawaian Secara Elektronik

Dalam era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi tidak
dapat lagi dibendung, dan perkembangan sistem
informasi yang berbasis teknologi semakin pesat,
mengakibatkan perubahan dalam kebiasaan sehari-hari
manusia. Perubahan ini memiliki dampak pada
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efektivitas  pekerjaan manusia. Sebagai contoh,
mudahnya penyebaran informasi pada saat ini membuat
informasi lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
Banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara
manual sekarang telah beralih ke penggunaan perangkat
komputer dengan teknologi terbaru. Kemajuan teknologi
global memiliki dampak yang signifikan pada setiap
organisasi (Adika, 2020).

Kemajuan teknologi global telah memberikan dampak
yang sangat penting bagi setiap organisasi di berbagai
sektor. Revolusi teknologi yang terus berkembang telah
mengubah cara organisasi beroperasi, berkomunikasi,
dan bersaing di pasar global. Dampak-dampak signifikan
ini mencakup beberapa aspek:

1. Efisiensi Operasional: Teknologi yang lebih canggih
memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi
banyak proses operasional. Hal ini mengurangi
ketergantungan pada kerja manual, meningkatkan
produktivitas, dan mengurangi risiko kesalahan
manusia.

2. Inovasi Produk dan Layanan: Kemajuan teknologi
memberi ruang bagi inovasi produk dan layanan
yang lebih baik. Organisasi dapat memanfaatkan
teknologi untuk mengembangkan produk baru,
meningkatkan kualitas, dan memberikan
pengalaman pelanggan yang lebih baik.

3. Akses Informasi dan Komunikasi: Teknologi telah
mengubah cara organisasi mengakses dan
menyebarkan informasi. Komunikasi internal dan
eksternal menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah
diakses oleh semua anggota organisasi.

4. Analisis Data dan Pengambilan Keputusan: Dengan
teknologi analisis data yang canggih, organisasi
dapat mengumpulkan dan menganalisis data dengan
lebih mendalam. Ini memungkinkan pengambilan
keputusan yang lebih informasional dan strategis.
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5. Fleksibilitas dan Remote Work: Teknologi telah
memungkinkan fleksibilitas dalam cara bekerja,
termasuk model kerja jarak jauh. Organisasi dapat
memfasilitasi kerja dari berbagai lokasi,
meningkatkan keseimbangan kerja-hidup, dan
mengakomodasi anggota tim yang berlokasi di
berbagai tempat.

6. Persaingan Global: Kemajuan teknologi memperkuat
persaingan global. Organisasi harus mengikuti tren
teknologi terbaru agar tetap relevan di pasar global
yang kompetitif.

7. Keamanan Informasi: Teknologi juga memberikan
tantangan dalam hal keamanan informasi.
Organisasi perlu menjaga keamanan data mereka
agar terhindar dari ancaman siber dan pelanggaran
data.

8. Peningkatan Kerja Tim: Teknologi memungkinkan
kerja tim yang lebih baik dengan alat kolaborasi yang
efektif. Anggota tim dapat bekerja bersama dalam
waktu nyata tanpa batasan geografis.

Dampak teknologi informasi tersebut mendorong
pemangku kepentingan organisasi, baik instansi
pemerintah maupun swasta, untuk lebih mengutamakan
penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk
meningkatkan kinerja organisasi. Peran teknologi
informasi menjadi sangat penting bagi kelangsungan
organisasi dan kesejahteraan pegawai. Perkembangan ini
dapat memudahkan pelaksanaan tugas serta
mempermudah akses informasi secara real-time.

Menerapkan teknologi informasi dalam suatu organisasi
merupakan suatu bentuk investasi jangka panjang yang
bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Banyaknya
perkembangan inovatif dalam ranah teknologi telah
menyederhanakan pekerjaan. Inovasi dalam teknologi
dapat mencakup perangkat keras (hardware), perangkat
lunak (software), dan infrastruktur jaringan (Adika,
2020). Inovasi dalam bidang teknologi memiliki
hubungan erat dengan  pengelolaan  informasi
kepegawaian secara elektronik. Dengan berkembangnya
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teknologi, pengelolaan informasi kepegawaian telah
mengalami transformasi fundamental dari pendekatan
manual menjadi pendekatan yang lebih canggih dan
efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Inovasi tersebut mencakup beberapa aspek yang
memberikan dampak signifikan pada pengelolaan
informasi kepegawaian, diantaranya:

1. Pengumpulan Data yang Akurat: Teknologi
memungkinkan pengumpulan data kepegawaian
yang lebih akurat dan terstruktur. Penggunaan
formulir online dan sistem otomatis meminimalkan
kesalahan input data, menghasilkan informasi yang
lebih akurat dan andal.

2. Pengolahan Data Cepat dan Efisien: Sistem informasi
kepegawaian yang berbasis teknologi memungkinkan
pengolahan data secara cepat dan efisien. Proses
seperti penghitungan gaji, manajemen cuti, dan
evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan lebih efektif.

3. Akses dan Keterjangkauan Informasi: Sistem
elektronik memungkinkan akses yang mudah dan
cepat terhadap informasi kepegawaian. Individu yang
berwenang dapat mengakses data dengan cepat
tanpa harus mencari dokumen fisik.

4. Integrasi Data dan Analisis: Teknologi informasi
memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber,
seperti data kehadiran, kinerja, dan pelatihan. Data
ini dapat dianalisis untuk mengambil keputusan yang
lebih baik terkait dengan pengembangan Kkarir,
penilaian kinerja, dan program pelatihan.

5. Keamanan Data: Inovasi dalam teknologi juga
mencakup peningkatan dalam keamanan data.
Penggunaan enkripsi dan protokol keamanan lainnya
melindungi informasi kepegawaian dari ancaman siber.

6. Fleksibilitas dalam Pengaturan: Teknologi
memungkinkan pengaturan yang lebih fleksibel dalam
mengelola informasi kepegawaian. Proses seperti
pengajuan cuti, perubahan data pribadi, dan pelaporan
kinerja dapat dilakukan secara online.
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7. Skalabilitas dan Pertumbuhan: Sistem informasi
kepegawaian yang Dberbasis teknologi mudah
ditingkatkan sesuai dengan pertumbuhan organisasi.
Sistem ini dapat diperluas untuk menangani jumlah
pegawai yang lebih besar tanpa mengorbankan
efisiensi.

Dengan mengatur struktur manajemen dan metode
operasional di lingkungan pemerintahan, kinerja internal
serta layanan kepada masyarakat dapat dicapai melalui
optimalisasi penggunaan teknologi informasi.
Penggunaan teknologi informasi ini melibatkan
serangkaian aktivitas yang terkait, seperti pemrosesan
data, pengelolaan informasi, sistem manajemen, dan
prosedur kerja yang dijalankan secara elektronik. Karena
itu, penerapan teknologi informasi dalam suatu
organisasi merupakan kesatuan yang padu dan erat
terkait dalam sistem kerjanya (Fahlefi et al., 2014).

Tantangan dan Inovasi dalam Simpeg

Kebijakan Pemerintah mengenai penerapan
pemerintahan elektronik pada tahun 2003 juga
menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi
informasi di berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat
pusat maupun daerah, dengan pendekatan yang lebih
holistik dan terpadu. Penggunaan teknologi informasi
dalam sektor kepegawaian bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengolah
data dan mengelola informasi terkait pegawai. Hal ini
bertujuan untuk memberikan layanan kepegawaian yang
lebih unggul, transparan, dan akuntabel. Aplikasi Sistem
Pelayanan Kepegawaian merupakan bentuk
implementasi kebijakan pemerintah dalam ranah
pemerintahan elektronik yang dikembangkan oleh BKN.
Ada banyak keuntungan yang diperoleh dari sistem
informasi  tersebut, termasuk  kemudahan dan
percepatan dalam berbagai aspek pelayanan
kepegawaian (Pranita et al., 2013).

Namun manfaat tersebut tentu saja memiliki tantangan
sekaligus membutuhkan pemikiran untuk terus
berinovasi dalam pengembangan SIMPEG. Konsep
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inovasi berasal dari istilah "innovate," yang merujuk
pada tindakan merubah atau memperkenalkan hal baru.
Poejadi menggambarkan inovasi sebagai temuan baru
yang memiliki makna penemuan aktual yang
sebelumnya sudah ada. Sedangkan Sutikno
mengungkapkan bahwa tujuan inovasi adalah
menciptakan kualitas yang lebih mudah, menghemat
waktu, energi, dan biaya secara transparan, serta
memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan persaingan
organisasi (Pranita et al., 2013).

Definisi inovasi dapat diartikan sebagai hasil atau proses
pengembangan yang memberikan manfaat serta
keuntungan dari pencapaian yang telah ada agar
menjadi lebih signifikan. Definisi ini sejalan dengan
pandangan Kurniawati yang mengatakan bahwa inovasi
adalah upaya peremajaan terhadap berbagai sumber
daya yang dimiliki oleh individu dan organisasi dalam
rangka mencapai tujuan, seperti pemanfaatan inovasi
teknologi informasi (TI) yang digunakan untuk
menyediakan layanan kepada masyarakat dalam
pencapaian tujuan organisasi (Pranita et al., 2013).

Inovasi  memiliki  beberapa  hambatan  meliputi
keterbatasan anggaran, kurangnya pengakuan,
perbedaan budaya, dan elemen lainnya (Pranita et al.,
2013). Faktor-faktor penghambat  yang dapat
memengaruhi implementasi inovasi dalam suatu
organisasi meliputi berbagai aspek yang mungkin
menghalangi atau mengurangi kesuksesan dari usaha
inovatif. Beberapa faktor yang sering diidentifikasi
sebagai penghambat inovasi meliputi: Keterbatasan
Anggaran, Ketidakberdayaan Sumber Daya, Tidak Ada
Penghargaan atau Pengakuan, Budaya Organisasi yang
Tidak Mendukung, Ketidakpastian Risiko, Kurangnya
Komitmen Pemimpin, Ketidakmampuan Mengatasi
PerubahanKurangnya Dukungan Eksternal.

Dalam rangka mewujudkan inovasi yang sukses,
organisasi perlu mengidentifikasi faktor-faktor
penghambat ini dan mengembangkan strategi untuk
mengatasi atau mengurangi dampak negatifnya.
Kesadaran tentang faktor-faktor penghambat ini dapat
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membantu organisasi dalam merencanakan,
melaksanakan, dan mengelola inovasi dengan lebih
efektif. Begitu pula dengan inovasi dalam Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian.

Seiring dengan kompleksitas tuntutan pengelolaan data
kepegawaian yang semakin meningkat, implementasi
SIMPEG juga menghadapi sejumlah tantangan yang
perlu diatasi agar inovasi ini dapat memberikan manfaat
maksimal. Tantangan utama dalam SIMPEG adalah
memastikan data kepegawaian yang tersimpan akurat,
mutakhir, dan konsisten. Ketidakakuratan atau
ketersediaan data yang rendah dapat mengganggu
integritas sistem dan informasi yang dihasilkan.
Selanjtnya, Kehadiran data sensitif dan pribadi dalam
SIMPEG menuntut perlindungan dan keamanan yang
kuat. Ancaman siber dan pelanggaran data merupakan
risiko nyata yang harus dihadapi, Kompleksitas Integrasi
SIMPEG dengan sistem lain dalam organisasi, seperti
sistem penggajian dan manajemen kinerja, bisa menjadi
tantangan kompleks. Perlunya menghubungkan data
dari berbagai sistem berbeda memerlukan upaya ekstra
agar data tetap konsisten dan dapat diandalkan. Selain
itu, dibutuhkan Pelatihan dan Penyadaran Pengguna
SIMPEG, termasuk  pegawai dan manajemen,
memerlukan pelatihan yang memadai untuk memahami
dan mengoperasikan sistem dengan benar. Dan yang
paling penting adalah menyadarkan semua pihak akan
manfaat dan pentingnya penggunaan SIMPEG.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Penggunaan
teknologi keamanan canggih, seperti enkripsi data dan
otentikasi ganda, dapat membantu melindungi data
kepegawaian dari ancaman = siber. Solusi ini
meminimalkan risiko pelanggaran data dan pencurian
informasi. Penggunaan Big Data dan Analitika dalam
inovasi memungkinkan organisasi untuk mengambil
wawasan berharga dari data kepegawaian. Analisis data
dapat memberikan informasi penting untuk pengambilan
keputusan strategis terkait manajemen tenaga kerja.
Selanjutnya, inovasi dalam Penggunaan Mobile Access
dan  Self-Service dan Kecerdasan Buatan (Al),
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Pengembangan aplikasi berbasis seluler dan akses
mandiri oleh pegawai ke data mereka memungkinkan
proses yang lebih efisien dan memberi pegawai kendali
lebih besar atas informasi mereka sendiri. Sedangkan Al
dapat digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas
rutin, seperti pemrosesan data dan perhitungan gaji,
yang dapat mengurangi beban administratif dan
meningkatkan akurasi.

Selanjutnya  diperlukan  Pelatihan dan  Edukasi
Berkelanjutan bagi pegawai dan manajemen adalah
langkah inovatif untuk memastikan pemahaman yang
mendalam tentang sistem ini dan mendukung adopsi
yang lebih baik. Inovasi yang mungkin dapat dilakukan
juga adalah Membuka akses SIMPEG bagi entitas
eksternal, seperti perusahaan pihak ketiga yang
berhubungan dengan rekrutmen, dapat meningkatkan
efisiensi proses dan penggunaan data yang lebih luas.
Dalam upaya meningkatkan  pengelolaan  data
kepegawaian dan kinerja organisasi, SIMPEG sebagai
inovasi harus mengatasi berbagai tantangan yang ada.
Dengan menerapkan solusi inovatif yang sesuai,
organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari SIMPEG
dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan
pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan
aspek kepegawaian.
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MANAJEMEN PROMOSI DAN
MUTASI PEGAWAI

Syamsuddin, S. Sos., M. Si.
Universitas Muhammadiyah Sinjai

Manajemen Promosi

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang
paling penting dibandingkan sumber daya yang lain,
karena manusia merupakan pelaku utama dalam
kegiatan perusahaan, pelaku utama tersebut adalah
pemimpin dan pegawai, apabila pegawai baru
ditempatkan pada jabatan tertentu atau pegawai lama
ditugaskan menduduki jabatan baru, maka diharapkan
pegawai tersebut produktif dan suskses dalam
mengerjakan tugas-tugasnya. Adapun tugas pimpinan
yaitu berusaha mengembangkan dan mendorong
pegawainya untuk bekerja lebih maju dan
berkembang.(Rt. Lina Gentari, Annisa Soeyono, 2023)

Salah satu dorongan seseorang bekerja pada suatu
organisasi atau perusahaan adalah adanya kesempatan
untuk maju. Sudah menjadi sifat dasar manusia pada
umumnya untuk menjadi lebih baik, lebih maju dari
posisi yang dipunyai pada saat ini.(Subandi, 2020)

Kesempatan untuk maju di dalam organisasi sering
disebut sebagai promosi (naik pangkat). Suatu promosi
berarti perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain
yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih
tinggi. Biasanya perpindahan ke jabatan yang lebih tinggi
disertai dengan peningkatan gaji/upah dan hak-hak
lainnya. Walaupun demikian ada promosi yang tidak
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disertai dengan peningkatan gaji, yang disebut sebagai
promosi “kering”. Promosi dibedakan dengan transfer,
karena transfer hanya menyangkut kepindahan jabatan
ke jabatan yang sama dalam arti status, tanggung jawab
dan gaji.(Namirah et al., 2021)

Menurut Saydam, istilah promosi berasal dari promotion,
yang berarti peningkatan (Kadarisman, 2012). Dalam
manajemen sumber daya manusia, yang dimaksud
dengan promosi adalah perubahan pekerjaan atau status
jabatan pegawai dari tingkat yang rendah ke tingkat yang
lebih tinggi. Perubahan tersebut biasanya diikuti dengan
perubahan tanggung jawab, wewenang, kompensasi,
status sosial, dan fasilitas yang didapat pegawai
tersebut.

Promosi dapat diartikan sebagai proses perubahan dari
satu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam hirarki
wewenang dan tanggung jawab yang lebih tinggi
daripada dengan wewenang dan tanggung jawab yang
telah diberikan kepada tenga kerja pada waktu
sebelumnya (Sastrohadiwiryo, 2002 dalam Indrawan,
2015). Menurut Badriyah (2015), promosi adalah
penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam organisasi
atau instansi, baik dalam pemerintahan maupun non-
pemerintahan (swasta), sedangkan menurut Salidi,
promosi adalah perpindahan dari suatu jabatan ke
jabatan lain yang mempunyai status dan tanggung jawab
yang lebih tinggi (Yusuf, 2015). Menurut Sedarmayanti
(2017), promosi jabatan adalah kegiatan perpindahan
pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain yang
mempunyai status serta tanggung jawab yang lebih
tinggi (Wati, et al, 2020).

Promosi adalah perpindahan yang memperbesar
authority pegawai ke jabatan yang lebih tinggi di dalam
satu organisasi sehingga kewajiban, hak, status dan
penghasilannya semakin besar. Flippo (1982)
menjelaskan promosi adalah perpindahan dari suatu
jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status dan
tanggung jawab yang lebih tinggi. Biasanya perpindahan
ke jabatan yang lebih tinggi ini disertai dengan
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peningkatan gaji/upah lainnya, walaupun tidak selalu
demikian.

Promosi memberikan peranan penting bagi pegawai
bahkan hampir menjadi idaman setiap pegawai. Adanya
kesempatan untuk dipromosikan juga akan mendorong
penarikan  (recruiting), pelamar semakin banyak
memasukkan lamarannya yang pada gilirannya juga
berdampak pada pengadaan (procurement) relatif lebih
mudah. Sebaliknya bila promosi jarang dilakukan maka
semangat kerja, disiplin kerja dan prestasi kerja pegawai
akan menurun, yang kesemuanya itu berdampak pada
recruitmen dan procurement pegawai.(Agustini Fauzia,
2019)

Dasar Pelaksanaan Promosi adalah Ada dua dasar yang
dapat dipakai untuk menentukan promosi, yaitu (1)
kecakapan kerja dan (2) senioritas. Pihak manajemen
biasanya menyenangi dasar kecakapan kerja ("merif”)
untuk dipakai sebagai dasar promosi. Mereka
berpendapat bahwa kompetensi adalah dasar untuk
kemajuan. Sebaliknya pihak karyawan menghendaki
unsur senioritas lebih ditekankan dalam penentuan
promosi ini. Sebab mereka berpendapat bahwa dengan
makin lama masa kerja, makin berpengalaman seseorang
sehingga diharapkan kecakapan kerja mereka makin
baik. (Dirja & Razak, 2020)

Pada umumnya mereka yang menyetujui dasar senioritas
ini adalah memang para karyawan yang sudah ”senior”.
Alasan lain adalah lama kerja seseorang juga
mencerminkan kesetiaan mereka kepada perusahaan.
Mereka juga berpendapat bahwa pengukuran senioritas
adalah hal yang paling mudah dan objektif. Sedangkan
pengukuran kecakapan kerja sedikit banyak mempunyai
unsur “judgement” dan  subjektifitas. Meskipun
pengukuran senioritas dikatakan paling obyektif, tetapi
ternyata juga tidak semudah yang disangka dalam
penentuan lama kerja seseorang. Sebagai misal, apakah
seniorits seseorang diukur dari lama kerja terus menerus
dalam organisasi tersebut? Bagaimanakah kalau suatu
ketika dia berhenti (karena permintaan sendiri atua
karena terpaksa oleh keputusan perusahaan), dan aktif
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kembali? Apakah masa kerja sebelum dia berhenti itu
dihitung dalam penentuan seniorita, ataukah hanya
masa kerja setelah dia aktif kembali. Masalah ini timbul
terutama bagi karyawan yang di “lay off’ kan
(diberhentikan sementara karena kondisi perusahaan
yang sedang tidak menguntungkan).

Tujuan promosi adalah (1). untuk memberikan
pengakuan, jabatan dan imbalan jasa yang semakin
besar kepada karyawan yang Dberprestasi., (2).

Menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status
sosial yang semakin tinggi dan penghasilan yang
semakin besar. (3). Untuk merangsang karyawan agar
lebih bergairah dalam bekerja, berdisiplin tinggi dan
penghasilan yang semakin besar. (4). Untuk menjamin
stabilitas kepegawaian dengan penilaian yang jujur dan
adil (5). Memberi kesempatan kepada karyawan untuk
mengembangkan kreativitas dan inovasinya yang lebih
baik. (6). Untuk mengisi kekosongan jabatan akibat ada
pejabat yang berhenti. (7). Mempermudah recruitment.
(8). Memperbaiki status karyawan.(Agustini Fauzia,
2019)

Manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan promosi
jabatan dijelaskan oleh Nitisemito (2003) yaitu,;

1. Moral dari pegawai yang cenderung lebih dapat
ditingkatkan;

2. Pengetahuan tentang lingkungan kerja yang lebih
baik dari pegawai;

3. Loyalitas yang dapt diharapkan lebih baik dari
pegawai yang dipromosikan;

4. Kebenaran akan datadata dan identittas yang dapt
lebih dipercaya.

Adapun syarat-syarat promosi jabatan adalah:

Pengalaman.
2. Tingkat pendidikan.
3. Loyalitas.
4. Kejujuran.
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Tanggung jawab.
Kepandaian bergaul.

Prestasi kerja.

® N o o

Inisiatif dan kreatif.

Sedangkan manajemen promosi pegawai adalah proses
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengendalian langkah-langkah yang dilakukan oleh
sebuah organisasi untuk mengidentifikasi,
mengembangkan, dan memajukan karyawan yang
memiliki potensi dan kinerja yang baik ke posisi yang
lebih tinggi dalam hierarki organisasi. Tujuan utama dari
manajemen promosi pegawai adalah untuk memastikan
bahwa individu yang paling kompeten dan layak
mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan
mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam
organisasi.

Berikut adalah langkah-langkah umum  dalam
manajemen promosi pegawai:

1. Identifikasi Potensi: Identifikasi karyawan yang
memiliki kualifikasi, keterampilan, dan potensi yang
sesuai untuk dipromosikan. Ini dapat melibatkan
evaluasi kinerja, penilaian kompetensi, dan penilaian
potensi.

2. Penetapan Kriteria: Tetapkan kriteria yang jelas
untuk promosi. Ini mungkin termasuk faktor-faktor
seperti  kinerja kerja, kualifikasi pendidikan,
pengalaman kerja, keterampilan teknis, kepemimpinan,
komunikasi, dan sikap.

3. Pengumuman dan Pengajuan: Sampaikan peluang
promosi kepada karyawan yang memenuhi kriteria.
Biasanya, mereka akan diminta untuk mengajukan
permohonan atau memberikan informasi terkait
pencapaian dan kualifikasi mereka.

4. Penilaian Mendalam: Lakukan penilaian mendalam
terhadap  calon-calon yang  berpotensi untuk
dipromosikan. Ini bisa termasuk wawancara, penilaian
psikometrik, pengamatan, dan diskusi dengan atasan
langsung dan kolega.
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5. Pengembangan Keterampilan: Jika ada kekurangan
keterampilan atau pengetahuan tertentu yang
diperlukan untuk posisi yang lebih tinggi, berikan
pelatihan dan pengembangan yang sesuai kepada
calon pegawai yang berpotensi.

6. Keputusan Promosi: Berdasarkan hasil penilaian dan
pertimbangan, buat keputusan mengenai karyawan
yang akan dipromosikan. Pastikan keputusan ini
didasarkan pada fakta dan data yang obyektif.

7. Komunikasi: Umumkan keputusan promosi kepada
karyawan yang terlibat. Sampaikan alasan mengapa
mereka dipilih untuk promosi dan berikan umpan
balik konstruktif kepada karyawan yang tidak dipilih.

8. Penempatan dan Integrasi: Setelah promosi disetujui,
atur transisi karyawan ke posisi baru. Pastikan
mereka memiliki pemahaman yang baik tentang
tanggung jawab baru mereka dan dukungan yang
diperlukan untuk berhasil.

9. Pemantauan dan Evaluasi: Pantau kinerja karyawan
yang dipromosikan secara teratur. Berikan
dukungan dan pelatihan tambahan jika diperlukan
untuk memastikan sukses dalam peran baru.

10. Umpan Balik dan Pengembangan Berkelanjutan:
Berikan umpan balik secara teratur kepada
karyawan yang dipromosikan untuk membantu
mereka terus berkembang dan meningkatkan kinerja
mereka dalam peran baru

Manajemen promosi pegawai adalah bagian integral dari
pengembangan sumber daya manusia dan dapat
membantu organisasi mempertahankan karyawan
berpotensi tinggi serta membangun pemimpin masa
depan. Penting untuk menjalankan proses ini dengan
adil, transparan, dan berdasarkan kriteria yang obyektif
untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan baik
bagi individu maupun organisasi.
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Mutasi Pegawai

Mutasi merupakan proses kegiatan yang dapat
mengembangkan posisi atau status seorang pegawai
dalam suatu organisasi. Karena mutasi merupakan
kekuatan yang sanggup mengubah posisi pegawai, maka
dikatakan bahwa mutasi merupakan salah satu cara
yang paling ampuh untuk mengembangkan pegawai
dalam lingkungan organisasi.

Menurut Sastrohadiwiryo (2002), mutasi adalah kegiatan
tenaga kerja yang berhubungan dengan proses
pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status
ketenagakerjaan tenaga kerja ke situasi tertentu dengan
tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperolah
kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan
prestasi kerja yang semaksimal mungkin kepada
organisasi (Kadarisman, 2012 dan Indrawan, 2015).
Menurut Daryanto (2013), mutasi adalah suatu kegiatan
rutin dari suatu perusahaan untuk dapat melaksanakan
prinsip “the right man on the right place”, sedangkan
menurut Hanggraeni (2012), mutasi adalah pemindahan
dari posisi yang baru tapi memiliki kedudukan, tanggung
jawab, dan jumlah remunerasi yang sama. Mutasi adalah
kegiatan memindahkan tenaga kerja dari satu tempat
tenaga kerja ke tempat kerja lain (Sudiantoro, 2014).
Hasibuan (2016), mutasi adalah suatu perubahan posisi
atau jabatan atau tempat atau pekerjaan yang dilakukan
baik secara horizontal maupun vertical di dalam suatu
organisasi (Wati, et al, 2020).

Indikator mutasi terdiri atas pengalaman, pengetahuan,
kebutuhan, kecakapan, dan tanggung jawab. Pengalaman
adalah masa kerja, tingkat loyalitas, pengetahuan pekerja,
dan ruang lingkup suatu pekerjaan. Pengetahuan adalah
kemampuan dalam  menyelesaikan tugas, mudah
mengoperasikan peralatan pekerjaan. Kebutuhan adalah
kekosongan karyawan, dan permintaan karyawan.
Kecakapan adalah tingkat pemahaman prosedur Kkerja,
tingkat pengetahuan yang mendukung pelaksanaan kerja,
ketrampilan dalam berkomunikasi antar sesama pekerja.
Tanggung jawab adalah keseriusan dalam bekerja, ketaatan
pada aturan organisasi, dan berdedikasi pada aturan
organisasi.
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Menurut Manullang, (2007:152) Mutasi adalah
pemindahan pegawai dari satu instansi ke instansi yang
lain, baik itu dalam satu daerah bisa juga dari luar
daerah. Mutasi itu bisa juga terjadi dalam satu instansi,
misalnya dari unit ke bagian unit yang lain. Mutasi
pegawai juga dapat pula terjadi karena organisasi atau
instansi mengalami ekspansi atau karena adanya
lowongan yang segera harus diisi. Pemutasian yang sama
atau pada daerah yang berlainan dapat terjadi untuk
menghilangkan rasa bosan pegawai.

Menurut Samsudin (2019:254), mutasi adalah kegiatan
yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi,
tanggung jawab, dan status pegawai ke situasi tertentu
dengan tujuan agar pegawai yang bersangkutan
memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan dapat
memberikan prestasi dan kontribusi kerja yang
maksimal pada organisasi. Menurut Samsudin
(2019:254), indikator dari mutasi adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi

Kualifikasi yaitu standarkan kerja yang telah
ditetapkan oleh suatu organisasi untuk mengisi
jabatan tertentu, hal ini dapat dilakukan
berdasarkan [jazah, pengalaman serta kemampuan
yang dimiliki oleh pegawai tersebut.

2. Kemampuan

Pegawai mempunyai kemampuan atau melebihi
kualifikasi yang dituntut organisasi, maka yang
bersangkutan merasa tidak cocok mengerjakan
pekerjaan tersebut.

3. Keinginan pegawai

Mutasi atas keinginan pegawai yaitu terkadang
pegawai secara spontanitas mengajukan
keinginannya untuk dipindahkan ke tempat kerja
lain yang ada dalam lingkungan organisasi.

228



Mutasi merupakan fenomena yang biasa terjadi dalam
sebuah organisasi atau instansi. Pada dasarnya mutase
merupakan perpindahan suatu karyawan dari satu unit
ke unit yang lain atau perpindahan antar sub unit di
unit yang sama dengan motif yang beragam namun
dengan tujuan yang sama.

Mutase sangat perlu dilakukan di setiap Perusahaan
atau organisasi, karena salah satu tujuan mutase itu
sendiri adalah untuk meningkatkan motivasi pegawai.
Seperti yang diutarakan Veithzal Rivai (2004:213) tentan
tujuan mutase di antaranya sebagai berikut :

1. Pengalaman kerja pegawai akan bertambah dan
mempunyai keahlian baru.

2. Dalam persepektif yang berbeda pegawai akan
menjadi lebih baik sehingga menjadi calon kuat
untuk di promosikan

3. Memperbaiki motivasi dan kepuasan individu

Memberikan berbagai variasi kerja yang dapat
meningkatkan kepuasan kerja.

Mutasi pegawai adalah proses perpindahan atau
perubahan tempat tugas, lokasi kerja, atau posisi
jabatan seorang pegawai dalam suatu organisasi atau
lembaga. Tujuan dari mutasi pegawai bisa bermacam-
macam, termasuk untuk pengembangan = karir,
peningkatan efisiensi organisasi, pengisian kebutuhan di
unit yang berbeda, atau mengatasi masalah tertentu
yang muncul di suatu bagian.

Berikut adalah beberapa alasan umum mengapa mutasi
pegawai dilakukan:

1. Pengembangan Karir: Mutasi dapat memberikan
kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan
keterampilan dan pengalaman baru dalam berbagai
tugas atau posisi. Ini dapat membantu mereka
memperluas wawasan mereka dan meningkatkan
potensi karir.
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Peningkatan  Efisiensi = Organisasi: Organisasi
mungkin merasa bahwa penempatan pegawai di
posisi yang lebih sesuai dengan keterampilan dan
minat mereka akan meningkatkan efisiensi
operasional.

Rotasi Jabatan: Beberapa organisasi menerapkan
program rotasi jabatan untuk membantu pegawai
memahami proses dan tantangan yang berbeda di
berbagai unit atau departemen.

Penyesuaian Kebutuhan: Jika suatu wunit atau
departemen memiliki kekurangan tenaga kerja atau
terlalu banyak pegawai, mutasi bisa dilakukan untuk
menyeimbangkan distribusi pegawai.

Penanganan Masalah: Jika ada masalah kinerja atau
konflik interpersonal, mutasi dapat menjadi solusi
untuk mengatasi masalah tersebut tanpa harus
mengakhiri hubungan kerja.

Diversifikasi Pengalaman: Dalam organisasi yang
besar dan kompleks, mutasi dapat membantu
pegawai memperoleh pengalaman di berbagai area
fungsional atau geografis.

Pemenuhan Kebutuhan Khusus: Ketika ada proyek
khusus atau tugas tertentu yang membutuhkan
keterampilan khusus, pegawai yang memiliki
kualifikasi tersebut dapat dimutasi ke posisi
tersebut.

Peningkatan Motivasi: Mutasi yang dianggap sebagai
penghargaan atas kinerja baik bisa meningkatkan
motivasi pegawai.

Promosi: Mutasi juga bisa berarti promosi ke posisi
yang lebih tinggi atau dengan tanggung jawab yang
lebih besar.

Proses mutasi pegawai biasanya melibatkan beberapa
tahap, seperti identifikasi kandidat yang cocok untuk
mutasi, penilaian keterampilan dan  kualifikasi,
konsultasi dengan pegawai terkait, persetujuan dari
manajemen, dan komunikasi yang jelas kepada pegawai
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yang terlibat. Penting untuk menjalankan proses mutasi
dengan transparansi, adil, dan mempertimbangkan
kepentingan semua pihak terlibat, termasuk pegawai
yang akan dimutasi dan tim manajemen.

Manajemen promosi pegawai adalah bagian integral dari
pengembangan sumber daya manusia dan dapat
membantu organisasi mempertahankan karyawan
berpotensi tinggi serta membangun pemimpin masa
depan. Penting untuk menjalankan proses ini dengan
adil, transparan, dan berdasarkan kriteria yang obyektif
untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan baik
bagi individu maupun organisasi. Manajemen promosi
pegawai adalah bagian integral dari pengembangan
sumber daya manusia dan dapat membantu organisasi
mempertahankan karyawan berpotensi tinggi serta
membangun pemimpin masa depan. Penting untuk
menjalankan proses ini dengan adil, transparan, dan
berdasarkan kriteria yang obyektif untuk memastikan
pertumbuhan berkelanjutan baik bagi individu maupun
organisasi. Manajemen promosi pegawai adalah bagian
integral dari pengembangan sumber daya manusia dan
dapat membantu organisasi mempertahankan karyawan
berpotensi tinggi serta membangun pemimpin masa
depan. Penting untuk menjalankan proses ini dengan
adil, transparan, dan berdasarkan kriteria yang obyektif
untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan baik
bagi individu maupun organisasi. Manajemen promosi
pegawai adalah bagian integral dari pengembangan
sumber daya manusia dan dapat membantu organisasi
mempertahankan karyawan berpotensi tinggi serta
membangun pemimpin masa depan. Penting untuk
menjalankan proses ini dengan adil, transparan, dan
berdasarkan kriteria yang obyektif untuk memastikan
pertumbuhan berkelanjutan baik bagi individu maupun
organisasi.

Adapun ruang lingkup mutasi pegawai merujuk pada
berbagai aspek yang terkait dengan perpindahan pegawai
dari satu posisi atau lokasi ke posisi atau lokasi lain
dalam sebuah organisasi atau institusi. Mutasi pegawai
adalah bagian penting dari manajemen sumber daya
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manusia dan dapat dilakukan karena berbagai alasan
strategis dan operasional. Berikut adalah beberapa aspek
utama yang mencakup ruang lingkup mutasi pegawai:

1. Posisi atau Jabatan: Mutasi dapat melibatkan
perpindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan
lain yang mungkin memiliki tanggung jawab, tugas,
dan kualifikasi yang berbeda.

2. Lokasi: Pegawai dapat dipindahkan dari satu lokasi
ke lokasi lain, baik di dalam wilayah yang sama
maupun antar wilayah atau cabang organisasi.

3. Departemen atau Unit Kerja: Mutasi juga dapat
melibatkan  perpindahan pegawai dari satu
departemen atau unit kerja ke departemen atau unit
lain dalam organisasi.

4. Tingkat Karir: Mutasi dapat menjadi bagian dari
rencana pengembangan karir pegawai, di mana
pegawai dipindahkan ke posisi yang lebih tinggi atau
berbeda sebagai bagian dari perkembangan
profesional mereka.

5. Rotasi Posisi: Beberapa organisasi menerapkan
kebijakan  rotasi posisi untuk menghindari
monotoninya tugas dan memberikan pegawai
kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang
lebih luas.

6. Kinerja dan Penilaian: Mutasi dapat berdasarkan
pada penilaian kinerja pegawai. Pegawai yang
memiliki kinerja unggul mungkin diberi kesempatan
untuk berpindah ke posisi yang lebih menantang.

7. Pengembangan Kompetensi: Mutasi juga dapat
digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan
kompetensi pegawai dengan memberikan mereka
pengalaman baru dan tantangan yang berbeda.

8. Kehalalan Organisasi: Dalam beberapa situasi,
mutasi dapat dilakukan untuk mengatasi masalah
seperti overstaffing atau understaffing di suatu
bagian organisasi.
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10.

11.

12.

Pensiun atau Pemberhentian: Pegawai yang
mendekati pensiun atau yang akan dipecat mungkin
mengalami mutasi sebagai bagian dari proses
transisi atau reorganisasi.

Keperluan Khusus: Ada situasi di mana organisasi
memerlukan pegawai dengan keterampilan atau
pengetahuan khusus dalam waktu tertentu. Mutasi
dapat menjadi solusi untuk memenuhi keperluan ini.

Keseimbangan Karyawan: Dalam beberapa kasus,
mutasi digunakan untuk menjaga keseimbangan
kelompok usia, jenis kelamin, atau latar belakang di
berbagai bagian organisasi.

Perubahan Strategis: Ketika organisasi mengalami
perubahan strategis seperti ekspansi, diversifikasi,
atau restrukturisasi, mutasi dapat digunakan untuk
menyesuaikan struktur organisasi dengan tujuan
tersebut.

Dalam menjalankan proses mutasi, penting bagi
organisasi untuk memastikan adanya komunikasi yang
baik kepada pegawai terkait, mempertimbangkan
preferensi dan kualifikasi pegawai, serta memastikan
bahwa tujuan strategis dan operasional tercapai melalui
perpindahan pegawai.
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KESELAMATAN & KESEHATAN
KERJA PEGAWAI

Vitri Lestari, SKM, Mkes, CSTMI, CPS, CPGRC
RS. Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Pendahuluan

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja, tertulis bahwa : setiap tenaga kerja
berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya
dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup
dan meningkatkan produksi serta produktivitas
Nasional, sehingga setiap tenaga kerja wajib dilindungi
oleh para pemberi kerja; setiap orang lainnya yang
berada di tempat kerja perlu terjamin pula
keselamatannya; setiap sumber produksi perlu dipakai
dan dipergunakan secara aman dan efisien. Beberapa
syarat-syarat keselamatan kerja harus dilaksanakan
dalam  perencanaan, pembuatan, pengangkutan,
peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian,
penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan,
barang, produk teknik dan aparat produksi yang
mengandung dan dapat menimbulkan bahaya
kecelakaan. Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-
prinsip teknik ilmiah menjadi suatu kumpulan
ketentuan yang disusun secara teratur,jelas dan praktis
yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan
dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan,
pengujian dan = pengesahan, pengepakan  atau
pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas
bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi guna
menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri,
keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan
keselamatan umum (Pemerintah RI, 1970).
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Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor: PER-
01/MEN/I/2007, dinyatakan bahwa Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk
menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan
sejahtera, bebas dari kecelakaan, kebakaran, peledakan,
pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja.
Kecelakaan kerja dapat menimbulkan kerugian bagi
tenaga kerja, pengusaha, pemerintah dan masyarakat,
yang dapat berupa korban jiwa manusia, kerusakan
harta benda dan lingkungan. Karena itu perlu dilakukan
langkah-langkah nyata untuk mencegah dan mengurangi
terjadinya kecelakaan kerja secara maksimal. Program
Pembangunan Nasional dalam era industrialisasi dan
globalisasi yang ditandai dengan makin meningkatnya
pertumbuhan industri yang mempergunakan proses dan
teknologi canggih, perlu diimbangi dengan peningkatan
kualitas tenaga kerja dan penerapan keselamatan dan
kesehatan kerja yang baik dan benar.

Jika tempat kerja aman dan sehat, setiap orang dapat
melanjutkan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien.
Sebaliknya, jika tempat kerja tidak terorganisir dan
banyak

terdapat bahaya, kerusakan dan absen sakit tak
terhindarkan, mengakibatkan hilangnya

pendapatan bagi pekerja dan produktivitas berkurang
bagi perusahaan (ILO, 2013).

Kesehatan dan keselamatan kerja relevan untuk semua
cabang industri, bisnis dan perdagangan termasuk
tradisional industri, perusahaan teknologi informasi,
fasilitas pelayanan kesehatan, panti jompo, sekolah,
universitas, fasilitas rekreasi dan kantor serta industri
konstruksi (Hughes & Ferret, 2007).

Kesehatan dan keselamatan Kerja mempengaruhi semua
aspek pekerjaan. Dalam organisasi dengan tingkat
bahaya rendah, kesehatan dan keselamatan dapat
diawasi oleh satu orang pengelola yang berkompeten.
Tetapi, dalam manufaktur dengan bahaya yang cukup
tinggi dan beragam, diperlukan banyak spesialis yang
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beragam, seperti insinyur (listrik, mekanik dan sipil),
pengacara, medis (dokter dan perawat), pelatih,
perencana kerja dan supervisor, mungkin diperlukan
untuk membantu profesional praktisi kesehatan dan
keselamatan dalam memastikan bahwa ada standar
kesehatan dan keselamatan yang memuaskan dalam
organisasi (Hughes & Ferret, 2007).

Tanggung jawab perusahaan mencakup berbagai hal
termasuk dampak yang ditimbulkan tempat kerja
terhadap lingkungan, hak asasi manusia dan
kemiskinan. Kesehatan dan keselamatan di tempat kerja
merupakan issue yang penting sebagai tanggung jawab
perusahaan (Hughes & Ferret, 2007). Hal tersebut
membutuhkan perhatian yang terus menerus, tindakan
efektif pada keselamatan dan kesehatan kerja serta
menuntut komitmen bersama dari Pengurus tempat
kerja dan pekerja itu sendiri. Seluruh pekerja dan
pengurus tempat kerja harus menghormati prinsip-
prinsip keselamatan dan kesehatan kerja yang diakui
dengan baik. Mereka juga harus menjaga, mengikuti dan
terus mengevaluasi kebijakan dan praktek-praktek yang
ditetapkan. Tingkat komitmen hanya dapat dibangun jika
pekerja, supervisor dan manajer bekerja sama untuk
menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan
kerja yang mereka mengerti dan percaya (ILO, 2013).

Kebijakan keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam
perlindungan kesehatan Pekerja sejalan dengan prinsip
dalam Sistem Kesehatan Nasional. Hal ini terwujud melalui
kebijakan, sistem, dan program nasional dalam mencapai
terwujudnya budaya keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Dan seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa
produktifitas kerja dapat terwujud apabila Pekerja berada
dalam kondisi sehat dan bugar untuk bekerja serta merasa
aman dan terlindungi sebelum, saat, dan setelah bekerja
(Pemerintah RI, 2019).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam rangka
memberikan perlindungan kepada Pekerja dan setiap
orang selain Pekerja yang berada di Tempat Kerja,
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat
bertanggung jawab dalam penvelenggaraan Kesehatan
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Kerja melalui upaya pencegahan penyakit, peningkatan
kesehatan, penanganan penyakit, dan pemulihan
kesehatan, yang dilaksanakan sesuai dengan standar
Kesehatan Kerja.

Dalam pelaksanaan upaya keselamatan dan kesehatan
kerja di tempat kerja, sepenuhnya menjadi tanggung
jawab Direktur dan/atau Pengurus Tempat Kerja.
Direktur melakukan pelaksanaan umum dibantu oleh
pengawas dan ahli keselamatan kerja yang ditugaskan
menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya
peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja
pada pelaksanaan sehari-harinya. Pada Undang-Undang
nomor 1 Tahun 1970, Pengurus diwajibkan untuk :

1. Memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan
kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan
diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai
dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya.

2. Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga
kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara
berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha
dan dibenarkan oleh direktur.

3. Norma-norma mengenai pengujian keselamatan
dilakukan sesuai perturan perundangan yang
berlaku.

4. Menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga
kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam
pencegahan  kecelakaan dan = pemberantasan
kebakaran serta peningkatan keselamatan dan
kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan
pertama pada kecelakaan.

Dalam hal pelaksanaan keselamatan kerja di tempat
kerja, Pengurus diwajibkan menunjukkan dan
menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang:

1. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat
timbul dalam tempat kerjanya.

2. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang
diharuskan dalam tempat kerjanya.
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3. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang
bersangkutan.

4. Cara-cara dan sikap yang aman  dalam
melaksanakan pekerjaannya.

Keselamatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya
disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin
dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja
melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja. Tenaga Kerja adalah setiap orang
yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan
barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan
sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan
pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain
(Pemerintah RI, 2012).

International = Labour  Organization, (ILO), 2013
menyatakan bahwa pada masa lalu, kecelakaan dan
gangguan kesehatan di tempat kerja dipandang sebagai
bagian tak terhindarkan dari produksi. Namun, waktu
telah berubah, sekarang ada berbagai standar hukum
nasional dan internasional tentang keselamatan dan
kesehatan kerja yang harus dipenuhi di tempat kerja.
Keselamatan dalam bekerja, diperkirakan bahwa
kerugian tahunan akibat kecelakaan kerja dan penyakit
yang berhubungan dengan pekerjaan di beberapa negara
dapat mencapai 4 persen dari Produk Nasional Bruto
(PNB). Biaya langsung dan tidak langsung dari dampak
yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja serta penyakit
yang berhubungan dengan pekerjaan meliputi:

Biaya medis;
Kehilangan hari kerja;
Mengurangi produksi;

Hilangnya kompensasi bagi pekerja;

S

Biaya waktu/uang dari pelatihan dan pelatihan
ulang pekerja;
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kerusakan dan perbaikan peralatan,;
Rendahnya moral staf;

Publisitas buruk;

® N o

9. Kehilangan kontrak karena kelalaian.

Semua konsekuensi tersebut memperlamban daya saing
bisnis, mengurangi kesejahteraan ekonomi negara dan
dapat dihindari melalui tindakan di tempat kerja yang
sederhana tetapi konsisten (ILO, 2013). Produktifitas
kerja dapat terwujud apabila Pekerja berada dalam
kondisi sehat dan bugar untuk bekerja serta merasa
aman dan terlindungi sebelum, saat, dan setelah bekerja
(Pemerintah RI, 2019). Yang pasti jika tenaga kerja tidak
dilakukan perlindungan oleh perusahaan, maka hal
tersebut akan merusak nama perusahaan serta
menurunkan penilaian citra perusahaan di mata
masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970,
disebutkan bahwa setiap orang yang akan memasuki
sesuatu tempat kerja, diwajibkan menaati semua
petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat
perlindungan diri yang diwajibkan. Dan setiap tenaga
kerja dalam menjaga keselamatan kerja, wajib untuk:

1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh
pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja;

Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan;

Memenuhi dan menaati semua syarat-syarat
keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan,;

4. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua
syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang
diwajibkan;

5. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana
syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-
alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan
olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan
lain oleh pengawas dalam batas-batas yang masih
dapat dipertanggungjawabkan.
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Selain itu untuk Pengurus diwajibkan:

1. Secara tertulis menempatkan semua syarat
keselamatan kerja yang diwajibkan, dan semua
peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat
kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang
mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk
pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;

2. Memasang semua gambar keselamatan kerja yang
diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya,
pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca
menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli
Keselamatan Kerja;

3. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat
perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja
dan menyediakan bagi setiap orang lain yang
memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan
petunjuk-petunjuk  yang  diperlukan menurut
petunjuk pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Kesehatan Kerja

Pekerja merupakan aset berharga dalam pembangunan
perekonomian bangsa yang wajib mendapatkan
perlindungan keselamatan dan Kesehatan Kerja seperti
yang diamanahkan oleh negara, maka perlu dilakukan
pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang
bertujuan memberikan perlindungan bagi Pekerja agar
sehat, selamat, produktif, dan terhindar dari kecelakaan
kerja dan Penyakit Akibat Kerja (Pemerintah RI, 2019).

Peraturan Pemerintah nomor 88 Tahun 2019
menyatakan bahwa Kesehatan Kerja adalah upaya yang
ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di
Tempat Kerja agar hidup sehat dan terbebas dari
gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang
diakibatkan dari pekerjaan. Kesehatan Kerja ini
merupakan bagian tak terpisahkan dari keselamatan dan
Kesehatan Kerja melalui upaya pencegahan penyakit,
peningkatan kesehatan, penanganan penyakit, dan
pemulihan kesehatan, yang dilaksanakan sesuai dengan
standar Kesehatan Kerja (Pemerintah RI, 2019).
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Seperti yang sudah disebutkan di atas, berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019, bahwa
Penyelenggaraan Kesehatan Kerja meliputi upaya:

1.

Pencegahan Penyakit;

Upaya pencegahan penyakit ini dilaksanakan agar
Pekerja terbebas dari penyakit dan gangguan
kesehatan serta cedera akibat kerja.

Standar Kesehatan Kerja daiam upaya pencegahan
penyakit terdiri dari:

a. Identifikasi, Penilaian, dan Pengendalian Potensi
Bahaya Kesehatan;

1)

2)

3)

Identifikasi potensi bahaya kesehatan adalah
proses secara sistematik dan
berkesinambungan berdasarkan informasi
yang tersedia untuk mengidentifikasi bahaya
kesehatan dan menganalisis risiko kesehatan
terhadap Pekerja. Hal ini dilakukan agar
tempat kerja mempunyai informasi yang rinci
terhadap bahaya kesehatan yang kemudian
digunakan sebagai warning agar tidak terjadi
hal-hal yang diluar kendali yang
mengakibatkan penurunan kesehatan
pegawai.

Penilaian potensi bahaya kesehatan
merupakan proses menentukan prioritas
pengendalian dan tindak lanjut terhadap
tingkat risiko kesehatan dan kecelakaan
kerja sehingga pengelola tempat kerja
mempunyai pandangan terhadap
pengendalian yang tepat bagi semua potensi
bahaya yang diketahui.

Pengendalian potensi bahaya kesehatan
merupakan program atau kegiatan yang
dilakukan apabila suatu risiko tidak dapat
ditoleransi agar tidak menimbulkan Penyakit
Akibat Kerja, bukan Penyakit Akibat Kerja,
dan kecelakaan kerja.
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Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Lingkungan
Kerja.

Merupakan upaya pencegahan penyakit
dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko
lingkungan kerja yang terdiri dari faktor bahaya
fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial,
serta sanitasi untuk mewujudkan kualitas
lingkungan kerja yang sehat.

Pelindungan Kesehatan Reproduksi.

Kegiatan ini merupakan upaya kesehatan yang
ditujukan agar sistem reproduksi pada pegawai
dalam keadaan sehat secara fisik, mental, dan
sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari
penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan
sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang
diakibatkan dari alat, bahan, dan proses kerja
serta lingkungan kerja

Pemeriksaan Kesehatan.

Merupakan sebuah upaya kesehatan yang
dilakukan untuk menetapkan status kesehatan
Pekerja, deteksi dini penyakit termasuk Penyakit
Akibat Kerja dan sebagai dasar pengembangan
program Kesehatan Kerja.

Penilaian Kelaikan Bekerja.

Merupakan upaya untuk mengetahui kondisi
kapasitas Pekerja dan kesesuaian dengan
pekerjaannya yang dilakukan melalui
pemeriksaan kesehatan, pengetahuan, dan
keterampilan dalam suatu pekerjaan

Pemberian Imunisasi dan/atau Profilaksis Bagi
Pekerja Berisiko Tinggi.

Pekerja di area tempat dengan kegiatan yang
berpotensi menularkan penyakit yang berasal
dari agen lingkungan kerja berupa orang, hewan
maupun spesimen tubuh seperti darah, liur,
dahak, dan lainnya, sehingga salah satu upaya
yang harus dilakukan adalah imunisasi
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dan/atau profilaksis kepada pekerja sehingga
pekerja lain tidak tertular atau terkena penyakit
yang sama.

Pelaksanaan Kewaspadaan Standar.

Hal ini merupakan langkah yang perlu diikuti
ketika melakukan tindakan yang melibatkan
kontak dengan darah, semua cairan tubuh dan
sekresi, ekskresi kecuali keringat, kulit dengan
luka terbuka dan mukosa yang bertujuan untuk
melindungi Pekerja dari paparan biologi yang
infeksius.

Surveilans Kesehatan Kerja.

Hal ini merupakan sebuah kegiatan pengamatan
yang sistematis dan terus menerus terhadap data
dan informasi tentang kejadian penyakit atau
masalah  kesehatan dan kondisi  yang
mempengaruhi terjadinya peningkatan dan
penularan penyakit di Tempat Kerja, Penyakit
Akibat Kerja, dan kecelakaan kerja guna
mengarahkan tindakan  pengendalian dan
penanggulangan secara efektif dan efisien.

Peningkatan Kesehatan;

Upaya peningkatan kesehatan ini dilaksanakan agar
tenaga kerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-
tingginya pada kondisi sehat, bugar, dan produktif.

Standar Kesehatan Kerja dalam upaya peningkatan
kesehatan meliputi:

a.

Peningkatan Pengetahuan Kesehatan.
merupakan segala upaya yang dilakukan agar
para Pekerja, Pemberi Kerja, Pengurus atau
Pengelola Tempat Kerja, tahu, mau, dan mampu
melakukan pencarian pengetahuan kesehatan
agar kesehatan yang optimal diantara pekerja
tetap terjaga.

Pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
Hal ini adalah upaya yang dilakukan agar para
Pekerja, Pemberi Kerja, Pengurus atau Pengelola
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Tempat Kerja, tahu, mau, dan mampu
mempraktikkan pola hidup bersih dan sehat

c. Pembudayaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
di Tempat Kerja, yaitu segala upaya yang
dilakukan agar para Pekerja, Pemberi Kerja,
Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja, tahu,
mau, dan mampu mempraktikkan budaya sehat
dan selamat di Tempat Kerja serta berperan aktif
dalam mewujudkan Tempat Kerja yang sehat dan
aman

d. Penerapan  Gizi Kerja adalah  kegiatan
pemenuhan gizi yang diperlukan oleh Pekerja
untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai
dengan jenis pekerjaan dan beban kerjanya
untuk meningkatkan produktivitas

e. Peningkatan Kesehatan Fisik dan Mental

Peningkatan Kesehatan Fisik adalah peningkatan
kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan
pekerjaan  sehari-hari tanpa menimbulkan
kelelahan yang berarti dengan melakukan
aktivitas fisik yang baik, benar, terukur, dan
teratur, guna mencapai kebugaran jasmani.

g. Sedangkan Peningkatan Kesehatan Mental
adalah upaya pengendalian faktor psikososial
dan pencegahan gangguan mental emosional
yang dapat terjadi pada Pekerja yang dipengaruhi
oleh lingkungan kerja.

Penanganan Penyakit;

Upaya penanganan penyakit perlu dilaksanakan
untuk mengobati penyakit, mencegah keparahan
penyakit, mencegah dan menurunkan tingkat
kecacatan, serta mencegah kematian.

Standar Kesehatan Kerja dalam upaya penanganan
penyakit meliputi:
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Pertolongan Pertama Pada Cedera dan Sakit yang
terjadi di Tempat Kerja. Hal ini merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan di tempat
kerja;

Diagnosis dan Tata Laksana Penyakit, dilakukan
terhadap Penyakit Akibat Kerja dan bukan
Penyakit Akibat Kerja, yang dilaksanakan oleh
tenaga medis sesuai dengan = peraturan
perundangan yang mengatur mengenai praktik
Tenaga Kesehatan dan standar pelayanan
kesehatan.;

Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Medik dan
atau rujukan, diantaranya: penanganan lanjutan
setelah pertolongan pertama terhadap cedera,
kasus keracunan, dan gangguan kesehatan
lainnya yang memerlukan tindakan segera,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai standar pelayanan
kegawatdaruratan medik..

Jika dalam diagnosis dan tata laksana Penyakit
Akibat Kerja ditemukan kecacatan, maka perlu
dilakukan penilaian kecacatan, yang akan
digunakan sebagai pertimbangan untuk
mendapatkan jaminan kecelakaan kerja sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pemulihan Kesehatan.

Upaya pemulihan kesehatan dilaksanakan untuk
memulihkan kondisi Pekerja mencapai kemampuan
fisik, mental, dan sosial yang optimal.

Standar Kesehatan Kerja dalam upaya pemulihan
kesehatan meliputi:

a.

Pemulihan Medis, yaitu pemulihan kesehatan
yang sesuai dengan kebutuhan medis, yaitu
dilakukan  pelayanan kesehatan terhadap
gangguan fisik, psikis, dan fungsi yang
diakibatkan oleh keadaan/kondisi sakit, penyakit
atau cedera melalui paduan intervensi medik,
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keterapian lisik dan f atau rehabilitatif untuk
mencapai kemampuan fungsi yang optimal

b. Pemulihan Kerja, dilaksanakan melalui program
kembali bekerja.

1) Kegiatan Pemulihan Kerja yaitu sebuah
upaya pemulihan terhadap Pekerja yang
telah memiliki keterbatasan fisik/mental
yang disebabkan Penyakit Akibat Kerja,
bukan  Penyakit Akibat Kerja, atau
kecelakaan kerja agar dapat membantu
Pekerja meningkatkan toleransi fisik dan
melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga
dapat kembali bekerja.

2) Sedangkan Program Kembali Bekerja adalah
suatu upaya terencana agar Pekerja yang
mengalami  cedera/sakit dapat segera
kembali bekerja secara produktif, aman, dan
berkelanjutan. Dalam upaya ini termasuk
pemulihan medis, pemulihan kerja, pelatihan
keterampilan, penyesuaian pekerjaan,
penyediaan pekerjaan baru, penatalaksanaan
biaya asuransi, dan kompensasi, serta
partisipasi Pemberi Kerja

Penyelenggaraan Kesehatan Kerja bagi Pegawai

Penyelenggaraan Kesehatan Kerja di tempat kerja harus
didukung oleh:

1.

Sumber Daya Manusia;

Dalam menyelenggarakan kegiatan Kesehatan Kerja,
harus didukung oleh tenaga kesehatan dan tenaga
nonkesehatan. Tenaga Kesehatan tersebut wajib
memiliki kompetensi di bidang kedokteran kerja atau
kesehatan kerja yang diperoleh melalui pendidikan
dan/atau pelatihan. Pendidikan/pelatihan yang
ditujukan khusus bagi dokter yang harus memuat
materi mengenai diagnosis Penyakit Akibat Kerja dan
penetapan kelaikan kerja dan program kembali kerja.
Pelatihan tersebut paling sedikit meliputi pelatihan
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Kesehatan  Kerja atau  higiene  perusahaan
keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Fasilitas Pelayanan Kesehatan di perusahaan, dapat
berbentuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat
pertama atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat
lanjutan. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak
lain. Jika penyelenggaraan kesehatan kerja di tempat
kerja melakukan upaya penanganan penyakit dan
pemulihan kesehatan maka di Tempat Kerja wajib
menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Peralatan Kesehatan Kerja;

Peralatan kesehatan kerja adalah semua peralatan
untuk pengukuran, pemeriksaan, dan peralatan
lainnya termasuk alat pelindung diri sesuai dengan
faktor risiko/bahaya keselamatan dan Kesehatan
Kerja di Tempat Kerja. Peralatan yang dimaksud
adalah peralatan yang memiliki kesesuaian fungsi
alat dengan potensi bahaya dan keselamatan yang
terdapat di lingkungan kerja untuk mencegah dan
menangani Penyakit Akibat Kerja, bukan Penyakit
Akibat Kerja, dan kecelakaan kerja.

Pencatatan Dan Pelaporan

Setiap Penyelenggaraan Kesehatan Kerja harus
melakukan kegiatan pencatatan dan pelaporan yang
dilaksanakan oleh Pemberi Kerja, Pengurus atau
Pengelola Tempat Kerja, dan/atau Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, yang disampaikan secara
berjenjang kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dalam rangka surveilans Kesehatan Kerja.

Setiap  Pengurus Tempat Kerja  diwajibkan
melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam
tempat kerja yang dipimpinnya, serta kepada pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
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Dalam hal penyelenggaraan Kesehatan Kerja bagi
Pegawai, maka setiap pengurus tempat kerja wajib
memberikan Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja
sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11
Tahun 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Penyakit
Akibat Kerja, yaitu bagian dari upaya kesehatan kerja
yang ditujukan untuk mengobati penyakit, membatasi
keparahan, memulihkan kesehatan dan mencegah
kecacatan yang ditimbulkan oleh Penyakit Akibat Kerja
serta tindak lanjut dalam rangka pengendalian Penyakit
Akibat Kerja pada komunitas dan kelompok Pekerja yang
memiliki risiko yang sama. Pelayanan kesehatan
Penyakit Akibat Kerja diberikan pada Pekerja yang
mengalami atau diduga mengalami penyakit yang
disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja,
yang diberikan pada semua Pekerja baik sektor formal
maupun informal, termasuk Aparatur Sipil Negara,
Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Penjaminan terhadap pelayanan
Kesehatan Penyakit Akibat Kerja dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku, meliputi:
penegakkan diagnosis; tata laksana; rujukan; pencatatan
dan pelaporan; dan surveilans.
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PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Kiki Rasmala Sani, S.Sos.,M.Si.
Universitas Muhammadiyah Sinjai

Pengantar

Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu langkah
pengakhiran kerja antara buruh dan majikan karena
suatu hal tertentu (Harahap, 2020). Hubungan kerja
memiliki potensi untuk berakhir, sama seperti jenis
kemitraan lainnya. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
adalah istilah yang digunakan dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan untuk menggambarkan berakhirnya
hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan.
Pemutusan Hubungan Kerja terjadi karena berbagai
alasan, termasuk PHK karena hukum, seperti ketika
seseorang pensiun atau meninggal dunia, atau PHK dari
sisi pekerja, seperti ketika pekerja mengundurkan diri.

Menurut pasal 1 ayat 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja
Nomor Kep.15A/Men/1994 bahwa pemutusan Hubungan
Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara
pengusaha dan pekerja berdasar kan izin panitia daerah
atau panitia pusat” (Harahap, 2020). Hal tersebut juga
sejalan dengan Poernamadjaja dan Hufron bahwa
Pemutusan Hubungan Kerja merupakan  pengakhiran
hubungan kerja (Poernamadjaja & Hufron, 2014). Pasal 1
angka 25 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003
menyebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah
pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu
yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban
antara pekerja/buruh dan pengusaha” (KEMENPERIN,
2003).
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Sastrohadiwiryo menyatakan bahwa PHK adalah suatu
prosedur pelepasan keterikatan seseorang dengan
perusahaan. Ketika tenaga kerja dianggap tidak mampu
lagi dan keadaan perusahaan tidak memungkinkan,
kerja sama antara perusahaan dan tenaga kerja yang
terkena PHK atau atas kebijaksanaan perusahaan.
Kebijakan perusahaan melarangnya dan tidak mampu
lagi (Sastrohadiwiryo, 2005). Berdasarkan definisi
tersebut, PHK dipandang sebagai keputusan independen
yang dibuat oleh perusahaan. Berdasarakn teori tersebut
di atas, dapat disimpulkan bahwa PHK didefinisikan
sebagai keputusan sepihak pengusaha untuk mengakhiri
hubungan kerja dengan pekerja karena alasan tertentu.

Bab XII Undang-undang Ketenagakerjaan berisi
peraturan yang tepat mengenai pemutusan hubungan
kerja. Pemenuhan negara Indonesia terhadap sistem
negara kesejahteraan, di mana negara melakukan
intervensi melalui pemerintah dalam berbagai urusan
warga negara untuk melindungi pihak yang lebih lemah,
ditunjukkan dalam undang-undang yang mengatur
tentang PHK. Termasuk Undang-undang
Ketenagakerjaan dibuat wuntuk melindungi pekerja
sebagai pihak yang lebih lemah dalam pasar tenaga
kerja. sebagai pihak yang kurang kuat. Hal ini penting
karena membahas hak-hak pekerja berarti membahas
hak asasi manusia (Wijayanti & Iswandi, 2021).

Jenis perlindungan yang paling banyak terdapat dalam
Undang-undang ketenagakerjaan adalah terkait dengan
PHK karena luasnya permasalahan yang ada. Hal ini
karena keberadaan karyawan di masa depan
dipertaruhkan ketika terjadi PHK. Oleh karena itu,
tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum PHK terjadi
diatur dengan cermat oleh peraturan-peraturan yang
berkaitan dengan Ketenagakerjaan. Tahapan-tahapan
PHK yang dimaksud antara lain mencegah PHK,
memberhentikan karyawan, dan memberikan penjelasan
yang jelas kepada karyawan (Dony Sipayung et al., 2022)
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Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja

Adapun empat kategori utama pemutusan hubungan
kerja adalah sebagai berikut (Harahap, 2020):

1.

Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum

Pemutusan demi hukum merupakan pemutusan
hubungan kerja bukan karena diputuskan oleh
pihak buruh/pekerja, juga bukan oleh pihak
pengusaha/majikan dan juga bukan diputuskan oleh
pengadilan. Pengadilan, pekerja/buruh, dan
pengusaha tidak perlu melakukan tindakan apa pun
agar hubungan kerja berakhir. Menurut ayat 1 dan 2
Pasal 1630e KUHPerdata, pekerja meninggal dunia
dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan
dalam perjanjian kerja. Ketika jangka waktu yang
ditentukan dalam perjanjian kerja, kebijakan
majikan, peraturan dan perundang-undangan, atau,
jika tidak ada hal-hal tersebut, menurut kebiasaan,
berakhir, hubungan kerja berakhir demi hukum.

Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengadilan

Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan adalah
pemutusan oleh hakim perdata pengadilan atas
permintaan kedua belah pihak yaitu pengusaha dan
pekerja berdasarkan alasan-alasan kuat yang
disertai dengan bukti, bukan putusan hakim pidana.
Dengan kata lain PHK oleh pengadilan perdata biasa
atas permintaan yang bersangkutan
(pengusaha/pekerja) (Dony Sipayung et al., 2022).

Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pekerja/Buruh

Pemutusan oleh pekerja/buruh, dilakukan sebelum
berakhir perjanjian kerja merupakan hak dan
wewenang  pekerja/buruh  untuk  mengakhiri
hubungan kerja baik atas persetujuan maupun
dilakukan secara sepihak oleh pekerja/buruh itu
sendiri. PHK oleh pekerja atau buruh adalah PHK
yang dilakukan atas kehendak pekerja atau buruh
sendiri, bebas dari pengaruh pihak luar. Dengan
demikian, memberhentikan pekerja/buruh
merupakan tindakan hukum yang dapat dilakukan
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oleh  pengusaha dan  pekerja/buruh. Pada
hakikatnya, pekerja atau buruh mengundurkan diri
dari organisasi tempat ia bekerja (Dony Sipayung et
al., 2022)

Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perusahaan

Secara teori, hubungan kerja dapat berakhir jika
salah satu atau kedua belah pihak merasa tidak
diuntungkan untuk melanjutkan hubungan tersebut.
Oleh karena itu, hubungan kerja dapat diakhiri atas
permintaan karyawan, permintaan perusahaan, atau
kombinasi keduanya. Pada kenyataannya,
kehilangan pekerjaan itu sendiri dapat
mengakibatkan kerugian. Namun, pemutusan
hubungan kerja dilakukan karena diyakini bahwa
kerugian yang ditimbulkan oleh mempertahankan
hubungan kerja lebih besar daripada kerugian yang
disebabkan oleh hal tersebut. Pemberi kerja dapat
memutuskan hubungan kerja karyawan karena
berbagai alasan, termasuk ketidakjujuran,
ketidakmampuan untuk bekerja, kemalasan, mabuk,
ketidaktaatan, sering absen, dan perilaku lain yang
dianggap berbahaya (Zulhartati, 2010). Pemutusan
hubungan kerja ini menurut pandangan perusahaan
akan menimbulkan kerugian yang lebih kecil
daripada meneruskan hubungan kerja.

Konsekuensi  diberhentikannya karyawan  atas
keinginan perusahaan (Prameswari & Handayani,
2020) adalah sebagai berikut:

a. Karyawan dengan status masa percobaan
diberhentikan tanpa memberi uang pesangon.

b. Karyawan dengan status kontrak
diberhentikan tanpa memberi uang pesangon.

c. Karyawan dengan status tetap, jika
diberhentikan harus diberi uang pesangon.

d. Jika pemutusan hubungan kerja dilakukan
sesuai dengan aturan yang berlaku, maka tidak
akan menjadi masalah. Misalnya, pada awal
krisis  keuangan, perusahaan melakukan
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perampingan tenaga kerja, yang mengakibatkan
banyak karyawan kehilangan pekerjaan. Hal ini
dilakukan untuk menekan biaya karena harga-
harga kebutuhan pokok turun.

Peraturan Pemutusan Hubungan Kerja

1.

Aturan Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum

Pada Pasal 166 Undang-Undang RI No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan dalam
hal hubungan kerja berakhir karena pekerja atau
buruh meninggal dunia kepada ahli warisnya
diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya
sama dengan perhitungan dua kali uang pesangon
sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 2
(KEMENPERIN, 2003) sebagai berikut:

a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu)
bulan upah.

b. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah.

c. Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah.

d. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang
dari 4 (empat)tahun, 4 (empat) bulan upah.

e. Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 5(lima) tahun, 5 (lima) bulan upah.

f. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang
dari 6 (enam)tahun, 6 (enam) bulan upah.

g. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan
upah.

h. Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 8(delapan) tahun, 8 (delapan) bulan
upah.

i. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 9 (sembilan) tahun, 9 (sembilan)
bulan upah.
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Adapun pengaturan tentang Uang penggantian hak telah
diatur dalam Pasal 154 ayat 4 (KEMENPERIN, 2003),
sebagai berikut:

a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum

gugur.
b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh
dan keluarganya ke tempat dimana

pekerja/buruh diterima pekerja.

c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan
perawatan  ditetapkan 15%  (lima  belas
perseratus) dari uang pesangon dan/atau
penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi
syarat.

2. Aturan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengadilan

Menurut ketentuan Pasal 1603 huruf o KUH Perdata,
pengusaha dapat memberhentikan karyawan dengan
alasan mendesak jika memenuhi kriteria yang
ditentukan dalam pasal tersebut dengan alasan
"tidak layak bagi pengusaha untuk diharapkan
untuk melanjutkannya" Perusahaan tidak diragukan
lagi dapat memutuskan hubungan kerja dengan
karyawan karena karyawan tersebut telah terlibat
dalam pelanggaran berat, dan hal ini diperkuat dan
ditegaskan dalam  ketentuan Undang-Undang
(Zulfikar & Sundary, 2021).

Pemecatan, dalam bentuk yang paling sederhana,
adalah ketika hubungan kerja diakhiri karena suatu
masalah yang mengakhiri hak dan kewajiban
karyawan dan pemberi kerja. Peraturan Undang-
Undang Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Pasal
158 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa pemberi
kerja memiliki hak untuk memecat karyawan yang
melakukan kesalahan besar.

Selain itu, ditegaskan pula bahwa pelaksanaan
mekanisme pemberhentian karena pelanggaran berat
harus dilakukan setelah adanya putusan pengadilan
negeri karena putusan tersebut dianggap telah
berkekuatan hukum tetap dan dapat
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dipertanggungjawabkan. Hal ini didasarkan pada
Putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PUU.I/2003
tentang Uji Materiil Pasal 158 UU No. 13 Tahun
2003. Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa
tujuan dari putusan MK tersebut adalah karyawan
yang melakukan kesalahan berat harus ditentukan
bersalah atau tidaknya oleh pengadilan dengan
menggunakan hukum pembuktian yang telah diatur
dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku
(Zulfikar & Sundary, 2021).

Aturan Pemutusan Hubungan Kerja  oleh
Pekerja/Buruh

Metode pemutusan hubungan kerja oleh pekerja ini
tidak ditemukan dalam peraturan perundang-
undangan, terutama dalam KUHPa. Pasal 1603e
KUHPa menyatakan bahwa masa percobaan tidak
boleh ditetapkan secara tidak seimbang untuk kedua
belah pihak atau lebih dari tiga bulan dan setiap
janji untuk menetapkan masa percobaan baru
antara pihak yang sama adalah batal. Pasal 1603
KUHP, jika hubungan kerja diadakan untuk waktu
lebih dari lima tahun atau bahkan untuk seumur
hidup, maka buruh/pekerja berhak setelah lewat
waktu lima tahun sejak permulaan hubungan kerja,
memutuskan hubungan kerja dengan
memperhatikan tenggang waktu 6 bulan.

Pekerja/buruh memiliki hak untuk mengakhiri
hubungan kerja dengan ahli waris atau pengurus
harta peninggalan majikan apabila majikan
meninggal dunia atau dinyatakan pailit. Dengan
memperhatikan jangka waktu pemutusan hubungan
kerja sesuai dengan Pasal 1603j Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), pekerja/buruh
memiliki hak untuk mengakhiri hubungan kerja
untuk waktu yang tidak terbatas dan bahkan berhak
untuk mengakhiri hubungan kerja sewaktu-waktu
untuk jangka waktu tertentu (Harahap, 2020).
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Prasyarat berikut ini harus dipenuhi untuk
pemutusan hubungan kerja dengan alasan
mendesak (Harahap, 2020):

a. Harus ada alasan yang sah.

b. Penyebabnya harus sangat mendesak di mata
pekerja atau buruh sehingga mereka tidak mau
mempertahankan hubungan kerja.

c. Pihak lawan harus diberitahu tentang alasan
penting ini,

d. Pemberitahuan tersebut harus dilakukan dengan
segera.

Aturan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perusahaan

Dalam pemutusan oleh pihak pengusaha/majikan
diatur dalam Undang-undang No.12 Tahun 1964
tentang Pemutusan Hubungan Kerja di perusahaan
swasta, mengandung pokok-pokok pemikiran
(Undang-Undang, 12 C.E.) , sebagai berikut:

a. Pengusaha harus telah mengambil langkah-
langkah untuk menghindari pemutusan
hubungan kerja. Ketika upaya-upaya tersebut
telah dilakukan dan pemutusan hubungan kerja
harus dilakukan, maka hal itu harus dilakukan
sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh
hukum.

b. Setelah semua opsi lain habis, pemberi kerja
harus melakukan negosiasi dengan serikat
pekerja atau pekerja secara langsung untuk
mengakhiri hubungan kerja. Menurut hukum,
solusi yang dicapai melalui dialog antara pihak-
pihak yang berselisih sering kali lebih baik
daripada solusi yang dipaksakan oleh negara.

c. Jika kedua belah pihak yang berselisih tidak
dapat mencapai kesepakatan melalui diskusi,
maka pemerintah akan turun tangan untuk
mencegah pemberi kerja melakukan pemutusan
hubungan kerja. Keterlibatan ini berupa
pengawasan preventif, dan Kementerian Tenaga
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Kerja harus mengeluarkan izin untuk setiap
pemutusan hubungan kerja oleh pemberi kerja.
Komite Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pusat (Komite Pusat) dan Komite Daerah
ditugaskan untuk melakukan pengawasan
preventif ini.

d. Undang-undang harus mencakup aturan formal
yang menjelaskan cara mengajukan permohonan
lisensi dan mengajukan banding atas penolakan
permohonan lisensi.

e. Jika terjadi PHK yang meluas yang disebabkan
oleh tindakan pemerintah, modernisasi, efisiensi,
langkah-langkah rasionalis lainnya  yang
disetujui oleh pemerintah, pemerintah harus
berusaha mengurangi beban pekerja dengan
secara aktif mengupayakan pemindahan pekerja
ke bisnis lain atau ke tempat kerja lain.

Hak Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja

Pengusaha, pekerja/buruh, organisasi pekerja/buruh, dan
pemerintah harus melakukan segala upaya untuk
mencegah terjadinya PHK. Tujuan PHK harus dirundingkan
antara pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau
dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang
bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat
buruh, setelah semua upaya pencegahan PHK dilakukan.

Pengusaha hanya dapat melakukan pemutusan hubungan
kerja terhadap pekerja/buruh setelah mendapat penetapan
dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial apabila perundingan tidak menghasilkan
kesepakatan. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial harus menerima permohonan tertulis untuk
mendapatkan penetapan pemutusan hubungan kerja
disertai alasan-alasannya. Lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial hanya dapat menetapkan
permohonan pemutusan hubungan kerja apabila sudah
jelas bahwa keinginan untuk melakukan pemutusan
hubungan kerja tersebut sudah dibicarakan tetapi tidak
ada kesepakatan yang dicapai dalam pembicaraan tersebut.
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Penetapan hak pemutusan hubungan kerja sebagaimana
tertera dalam pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja
Nomor Kep.150/ Men/2000 (MENAKER, 2010), yaitu:

1. Uang pesangon; adalah pembayaran berupa uang
dari perusahaan kepada pekerja sebagai akibat
adanya PHK.

2. Uang Penghargaan Masa Kerja; adalah uang jasa
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1964 sebagai penghargaan
pengusaha kepada pekerja yang dikaikan dengan
lamanya masa kerja.

3. Ganti Kerugian; adalah pembayaran berupa uang
dari pengusaha kepada pekerja sebagai pengganti
istirahat tahunan, istirahat panjang, biaya perjalanan
ke tempat dimana pekerja diterima bek- erja, fasilitas
pengobatan, fasilitas perumahan, dan lain-lain yang
ditetapkan oleh pengadilan hubungan industrial
sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja.

Pada pasal 15 ayat 1 dijelaskan dalam hal terjadi
PHK, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi
kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya
berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)
(Dony Sipayung et al., 2022). Pada pasal 15 ayat 3, Uang
kompensasi sebagimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai
masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus
menerus. Adapun besaran uang kompensasi diberikan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pasal 16
ayat 1 yaitu (1) PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara
terus menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;
(2) PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang
dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional
dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 (satu) bulan upah;
(3) PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung
secara proporsial dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1
(satu) bulan upah (Dony Sipayung et al., 2022).
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15

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
SERIKAT PEKERJA

Liza Nofianti, SH., .MH.
Uniersitas Sjakyakirti Palembang

Pendahuluan

Tonggak sejarah yang teramat penting dalam menandai
diperlukannya sumber daya manusia adalah timbulnya
Revolusi Industri di Inggris. Dampak Revolusi Industri
tidak hanya merubah cara produksi, tetapi juga
penanganan sumber daya manusia yang berbeda dengan
sebelumnya, lahirnya berbagai perusahaan dengan
penggunaan teknologi memungkinkan diproduksinya
barang secara besar-besaran dengan memanfaatkan
tenaga manusia yang tidak sedikit

Menurut Priyono dan Marnis (2008) Sumber daya
manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir
serta daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan
sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya,
sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan
untuk memenuhi kepuasannya. Manusia adalah
orangnya, sedangkan Sumber Daya Manusia adalah
kemampuan totalitas daya pikir dan daya fisik yang
terdapat pada orang tersebut. Kualitas Sumber Daya
Manusia harus ditingkatkan supaya produktivitas
kerjanya meningkat, sehingga bisa tercapai. hidup yang
sejahtera yang merujuk kepada terpenuhnya
kebutuhan-kebutuhan hidup secara relatif dan dapat
merasa aman dalam menikmatinya.
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Pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan
bagian yang sangat penting karena kemajuan suatu
negara terletak pada keunggulan sumber daya
manusianya. Semakin tinggi mutu Sumber Daya
Manusia, maka kemajuan negara akan semakin cepat
pula. Oleh karena itu, pemerintah harus merencanakan
peningkatan mutu Sumber Daya Manusia supaya
pembangunan negara berjalan lancar dan cepat.

Kualitas sumber daya manusia merupakan Salah satu hal
yang menjadi indikator pembangunan nasional yang dapat
terukur Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi,
kemajuan suatu bangsa dilihat dari tingkat kemakmuran
masyarakatnya yang tercermin pada tingkat pendapatan
dan pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata
penduduk dan meratanya pembangunan ekonomi suatu
bangsa menjadikan bangsa tersebut lebih makmur dan
lebih maju. Negara yang maju pada umumnya adalah
negara yang sektor industri dan sektor jasanya telah
berkembang maju

Pengertian Hubungan Industrial

Hubungan Industrial adalah hubungan yang timbul
akibat adanya perjanjian kerja antara pekerja dan
pengusaha pemberi kerja dalam kurun waktu dan kondisi
tertentu yang telah disepakati oleh para pihak dalam
rangka hubungan kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 1 angka 16
mengartikan “Hubungan. Industrial adalah suatu sistem
hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses
produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur
pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang
berdasarkan nilai nilai Pancasila dan Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun. 1945”.

Dalam hubungan ketenagakerjaan, antara pekerja dan
pengusaha mempunyai hubungan yang saling
menguntungkan. Pekerja memberikan tenaganya untuk
memproduksi baik barang maupun jasa, sedangkan
pengusaha membayar upah atas jasa pekerja dalam
menciptakan produk, baik berupa barang atau jasa yang
dijual pada konsumen.
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Menurut Payaman J. Simanjuntak (2009), Hubungan
industrial merupakan hubungan semua pihak yang
terlibat atau memiliki kepentingan dari proses produksi
barang atau jasa di suatu perusahaan.

Sedangkan V.B. Singh, mengatakan “Hubungan
industrial merupakan aspek integral dari hubungan
sosial yang muncul dari interaksi majikan dan pekerja
dalam industri modern, yang diatur oleh Negara dalam
berbagai tingkat, dalam hubungannya dengan kekuatan
sosial yang terorganisir dan dipengaruhi oleh institusi
yang berlaku. Ini melibatkan studi tentang Negara,
sistem hukum, organisasi pekerja dan pengusaha di tingkat
kelembagaan; dan pola organisasi industri (termasuk
manajemen), struktur modal (termasuk teknologi),
kompensasi tenaga kerja dan kekuatan pasar pada tingkat
ekonomi.” Mencakup semua jenis hubungan yang timbul
dari interaksi majikan dan karyawan dalam industri yang
dipengaruhi oleh kekuasaan Negara dan lembaga-lembaga
sosial dan ekonomi lainnya.

Hubungan Industrial melihat adanya kepentingan yang
selaras antara pekerja dan pengusaha yaitu meningkatkan
kemampuan perusahaan Dengan maju dan berkembangnya
perusahaan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan
akan dapat merasakan peningkatan kesejahteraan.
Semakin maju sistem produksi memerlukan hubungan
yang teratur dan jelas baik antar sesama pekerja yang
salang terkait satu dan yang lainnya dalam rantai sisitem
produksi maupun antara pekerja dan pengusaha. Tenaga
kerja sebagai mesin penggerak utama pembangunan
ekonomi, pada sektor industri harus terus dipacu agar
sektor ini memiliki daya saing yang kuat di pasar
internasional, mengingat kemampuannya untuk
menghasilkan produk-produk dalam jumlah besar dan sifat
komoditasnya yang lebih elastik dan responsif terhadap
pasar Menurut Asri wijayanti (2017) Sesuai dengan peranan
dan kedudukan tenaga kerja diperlukan pembangunan
ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja
dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan
perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan.
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Menurut Imam Soepomo (1975) Hubungan Industrial
yaitu suatu sistem yang di dalamnya terdiri rangkaian
cara terjadinya hubungan industrial dan penjabaran
perihal hak dan kewajiban para pihak, yang kesemuanya
itu merupakan materi utama dari hukum
ketenagakerjaan. Secara terinci pada dasarnya
hubungan industrial meliputi: (1) Pembentukan
perjanjian kerja bersama yang merupakan titik tolak
adanya hubungan industrial; (2) Kewajiban pekerja
melakukan pekerjaan pada atau dibawah pimpinan
pengusaha, yang sekaligus merupakan hak pengusaha
atas pekerjaan dari pekerja; (3) Kewajiban pengusaha
membayar upah kepada pekerja yang sekaligus
merupakan hak pekerja atas upah; dan (4) Berakhirnya
hubungan industrial dan; (5) Cara menyelesaikan
perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan
diselesaikan dengan sebaik-baiknya

Ada beberapa istilah dalam hukum ketenagakerjaan
(undang-undang nomor 13 tahun 2003) yang sebaiknya
kita pahami

Yang dimaksud dengan Pekerja/buruh adalah setiap
orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan
dalam bentuk lain. (Pasal 1 angka 3 UU No.13 th.2003)

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat. (Pasal 1 angka 2 UU No.13
th.2003)

Pengusaha adalah : (Ps.1 angka 5 UU No.13 th.2003)

1. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik
sendiri;

2. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan
perusahaan bukan miliknya;
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3. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang berada di Indonesia mewakili
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha
dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja,
yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah
(Pasal 1 angka 15 UU No.13 Tahun 2003)

Dari bunyi pasal diatas dapat dikatakan bahwa
Perjanjian Kerja antara Buruh dan Pengusaha
menimbulkan hubungan hukum yang disebut hubungan
kerja yang mengandung tiga unsur yaitu : Adanya
Pekerjaan Adanya Perintah dan Adanya Upah. Dengan
kata lain hubungan industrial merupakan sebuah sistem
hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses
produksi baik barang maupun /jasa, secara internal
perusahaan para pihak yang terlibat yaitu pekerja dan
pengusaha sedangkan  secara eksternal perusahaan
yaitu pemerintah yang diistilahkan sebagai tripatrit

Lembaga kerjasama tripartit adalah forum komunikasi
dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang
anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi
pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh.(peraturan
pemerintah nomor 46 tahun 2008)

Fungsi Lembaga Kerjasama Tripartite

Dalam undang-undang no 13 tahun 2003 pasal 102 ayat
(1) diatur Fungsi dan peran pemerintah dalam
hubunngan tripartit yaitu :

Menetapkan kebijakan

2. Memberikan pelayanan
3. Melaksanakan pengawasan dan
4. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
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Lembaga kerjasama tripartite diharapkan dapat
meningkatkan produkrivitas kerja dan kesejahteraan
pekerja yang menjamin kelangsungan usaha dan
menciptakan ketenangan kerja

Pemerintah sebagai salah satu unsur tripartite berfungsi
menyusun perencanaan tenagakerja sebagai dasar dan
acuan penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan
pembangunan ketenaga-kerjaan, baik perencanaan
tenagakerja makro maupun perencanaan tenagakerja
mikro. Perencanaan tenagakerja makro dimaksudkan
untuk menjamin pendayagunaan tenaga-kerja secara
optimal dan produktif dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi dan sosial serta membuka kesempatan kerja
produktif seluas-luasnya, baik secara nasional maupun
di seluruh daerah. Perencanaan tenagakerja mikro
dimaksudkan wuntuk meningkatkan pendayagunaan
tenagakerja secara optimal guna peningkatan kinerja dan
produktivitas perusahaan, instansi atau unit yang
bersangkutan.

Untuk penyusunan rencana tenagakerja tersebut
diperlukan informasi ketenaga-kerjaan meliputi
penduduk dan tenagakerja, kesempatan kerja, pelatihan
kerja, serta produktivitas tenagakerja

Tujuan yang daharapakan dari hubunan industrial
adalah  untuk  meningkatkan  produktivitas dan
kesejahteraan pekerja maupun pengusaha. Kunci utama
tercapainya hubungan industrial yang aman dan
dinamis adalah komunikasi

Supaya hubungan Industrial dapat berlangsung dengan
baik dan tercapainya tujuan perusahaan harus terjalin
kemitraan yang baik antara pekerja/buruh dan
pengusaha serta berkembangnya kegiatan usaha
perusahaan didalam pasal 103 undang-undang nomor
13 tahun 2003 ditentukan sarana hubungan industrial
yaitu :

1. Serikat pekerja/serikat buruh
2. Organisasi pengusaha

3. Lembaga kerjasama bipatrit
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Lembaga kerjasama tripartit
Peraturan perusahaan

Perjanjian kerja bersama

No gk

Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
dan

8. Lembaga penyelesaian hubungan industrial

Organisasi pengusaha Organisasi Pengusaha adalah
wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha
Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar
kesamaan tujuan, aspirasi, serta kepengurusan, atau
ciri-ciri alamiah tertentu.

Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi
dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
hubungan industrial di satu perusahaan yang
anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja
atau unsur pekerja. Perusahaan yang mempekerjakan 50
(lima puluh) orang pekerja atau lebih. Menurut Pasal 2
Permenakertrans Nomor 32 Tahun 2008, diwajibkan
membentuk lembaga kerjasama bipatrit

Lembaga kerjasama Tripartit Menurut Pasal 1
Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2008. Tripartit
yang selanjutnya disebut Lwembaga Kerjasama Tripartit
adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah
tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya
terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan
serikat pekerja/serikat buruh.

Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat
secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-
syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang
merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/
serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/ serikat
buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha,
atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha
yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban
kedua belah pihak.
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Peraturan Perundang-undangan  ketenagakerjaan
adalah seperangkat aturan hukum yang dibuat oleh
pemerintah guna mengatur hubungan antara buruh dan
pengusaha menurut Mr. MG Levenbach, arbeidrechts
sebagai sesuatu yang meliputi hukum yang berkenaan
dengan hubungan kerja dimana pekerjaan itu dilakukan
dibawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan
yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja

Lembaga penyelesaian hubungan industrial menurut
undang-undang nomor 2 tahun 2004 yaitu : lembaga
perundingan Dbipatrit, lembaga konsiliasi, lembaga
arbitrase, lembaga mediasi, dan pengadilan hubungan
industrial

Lembaga  Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Hubungan Industrial menyebut
perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan
pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara
Pengusaha atau gabungan Pengusaha  dengan
Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh
karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja
dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat Buruh
dalam satu perusahaan

Perselisihan hubungan Industrial yang selama ini
banyak terjadi karena ada perbedaan persepsi antara
pekerja/buruh dengan pengusaha mengenai hak baik itu
yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan perjanjian kerja bersama ataupun peraturan
perundang-undangan perselisihan Industrial dapat pula
terjadi karena pemutusan hubungan kerja Asri Wijayanti
(2017) hal ini terjadi karena hubungan antara
pekerja/buruh dan pengusaha merupakan hubungan
yang didasari kesepakatan para pihak untuk
mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja Apabila
salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat
dalam hubungan kerja tersebut sulit bagi para pihak lain
untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis
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Penyelesaian  perselisihan yang  terbaik  adalah
penyelesaian oleh para pihak yang berselisih sehingga
dapat diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah
pihak. Penyelesaian bipatrit dapat dilakukan melalui
musyawarah mufakat tanpa dicampuri pihak manapun.
Pemerintah berkewajiban memfasilitasi penyelesaian
perselisihan hubungan Industrial dengan memfasilitasi
menyediakan tenaga meditor yang bertugas
mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang
berselisih.

Instrumen Utama dari Penyelesaian Perselisihan adalah
musyawarah untuk mufakat.

Namun jika kata mufakat tidak tercapai maka pengusaha
dan pekerja atau serikat pekerja dapat menyelesaiakn
perselisihannya melalui prosedur yang diatur dalam UU
tersendiri (Pasal 136 ayat (2) UU No.13 th.2003. Undang-
Undang dimaksud adalah UU No.2 th.2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Serikat Pekerja

Dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat,
pekerja/buruh berhak membentuk dan mengembangkan
serikat pekerja/serikat buruh yang bebas, terbuka,
mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Serikat
pekerja/serikat buruh  merupakan  sarana  untuk
memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan
dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya,
serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis,
dinamis,

Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2000 pasal 1 ayat
(1,- 4) yang dimaksud dengan:

1. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang
dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di
perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat
bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung
jawab  guna memperjuangkan, membela serta
melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta
meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan
keluarganya.
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2. Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah
serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh
para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di
beberapa perusahaan.

3. Serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan
adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan
oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di
perusahaan.

4. Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah
gabungan serikat pekerja/serikat buruh.

Serikat Pekerja merupakan wadah, ini merupakan wujud
daripada hak dasar dari suatu kebebasan berserikat
dalam rangka melindungi kepentingan pekerja.

Peran serikat pekerja, selain membangun hubungan
industrial, mempunyai fungsi sebagai pihak dalam
pembuatan perjanjian kerja bersama serta penyelesaian
perselisihan hubungan industrial ; Sebagai wakil pekerja
dalam lembaga kerja sama bipartit ; Sebagai perencana,
pelaksana dan penanggungjawab pemogokan pekerja ;
dan wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan
saham di perusahaan.

Serikat pekerja dapat dibentuk sekurang-kurangnya oleh
10 orang pekerja,dan serikat pekerja yang telah
terbentuk berhak membentuk dan berpayung sebagai
anggota  federasi/ konfederasi  serikat  pekerja.
Keberadaan pekerja yang membentuk serikat pekerja
tidak dapat dihalang-halangi oleh  pengusaha,
pemerintah, atau pihak manapun yang akan memaksa dan
menekan pekerja untuk tidak membentuk serikat pekerja,

Setiap Pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota
serikat pekerja. Sesuai dengan Undang-undang Nomor. 21
tahun 2000, Serikat Pekerja berhak . melakukan
perundingan dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama
dan menyelesaikan perselisihan industrial. Pengusaha
dilarang menghalang-halangi pekerja untuk membentuk
dan menjadi pengurus atau anggota Serikat Pekerja dengan
alas an apapun tindakan pengusaha menghasalagi pekerja
untuk melakukan kegiatan serikat pekerja dapat dikenakan
sangsi pidana
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Kehadiran serikat pekerja harus dipandang sebagai mitra
kerja pengusaha. Sebaliknya, jika hal tersebut diabaikan
perusahaan, maka cepat atau lambat akan menimbulkan
permasalahan yang berujung pada aksi unjuk rasa dan
pemogokan, sebagaimana diketengahkan Aloysius
Uwiyono, bahwa timbulnya perselisihan hubungan
industrial yang diwarnai pelbagai pemogokan dan aksi
unjuk rasa, Pertama, belum terlaksananya hubungan
industrial di tempat kerja ; Kedua, gagalnya perundingan
yang dilaksanakan para pihak dalam menyelesaikan
perselisihan perburuhan akibat tiadanya hubungan
komunikasi yang efektif. Ketiga, lamanya proses

penyelesaian perselisihan perburuhan. Serikat
pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh mempunyai sifat : Bebas,,

Terbuka, Mandiri, Demokratis, dan Bertanggung jawab
Perjuangan panjang gerakan buruh belum selesai
tingginya angka pencari kerja tidak sebanding dengan
ketersediaan lapangan kerja. Keadaan ini memberi
kesempatan kepada pihak pengusaha atau mejikan
untuk  berlaku  sewenang-wenang kepada  para
pekerja/buruh, Kedudukan buruh yang sangat lemah
membutuhkan suatu wadah supaya para pekerja/buruh
menjadi kuat.Dengan adanya serikat pekerja
diharapakan dapat mewakili aspirasi buruh/pekerja
dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Dasar hukum dari adanya serikat pekerja ini diatur
dengan Undang-Undang Nomor.21 tahun.2000 tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kebebasan berserikat
dan berkumpul termuat dalam Konvensi ILO tentang
kebebasan berserikat dan Perlindungan hak
berorganisasi No.87 tahun 1948 yang telah diratifikasi
dan dituangkan dalam keputusan presiden RI Nomor 83
tahun 1998
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